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Puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayahnya sehingga Buku 
Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah dapat diterbitkan meskipun 
masih dalam bentuk dan konten yang sederhana. 
Topik bahasan dalam buku ini merupakan topik-topik terpenting terkait  dengan 
perencanaan dan penganggaran dalam rangka upaya pencapaian efektifitas 
penyelenggaraan otonomi daerah. Amanah   dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).  Penyelenggaraan 
pemerintahan daerah niscaya akan berhasil bilamana pemerintah daerah mampu 
untuk menerapkan konsistensi dan keterkaitan antara perencanaan dan 
penganggaran. Atas dasar itu, terdapat dua substansi pokok yang dibahas dalam buku 
ini yaitu substansi tentang perencanaan yang disajikan secara berturut-turut mulai Bab I 
sampai dengan Bab IV dan substansi tentang penganggaran yang disajikan dalam Bab 
V sampai dengan Bab VIII.   
Buku ini  ditulis dan diterbitkan dengan tiga alasan penting; Pertama, buku referensi 
tentang perencanaan pembangunan dan penganggaran masih sangat langka, sehingga 
mahasiswa kesulitan untuk memperoleh buku referensi yang mengkaji secara 
komprehensif apa, mengapa dan bagaimana perencanaan pembangunan dan 
keterkaitannya dengan penganggaran; Kedua, dalam konteks keberhasilan 
penyelenggaraan  otonomi daerah, kalangan praktisi tidak hanya dibekali dari sisi teknis 
perencanaan semata akan tetapi perlu disentuh ketajaman wawasan akademik tentang 
perencanaan dan keterkaitannya dengan penganggaran. Ketiga, buku ini tidak hanya 
bernuansa teori tetapi juga ditunjang oleh studi empirik. Dengan demikian, penerbitan 
buku ini diharapkan sangat membantu bagi mahasiswa dan kalangan praktisi yang 
sedang menggeluti substansi perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. 
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KONSEP DASAR PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN 
 
Ada tiga pertanyaan penting yang terkait dengan konsep perencanaan pembangunan. 
Pertanyaan itu meliputi  apa (what), mengapa (why) dan bagaimana (how) perencanaan 
pembangunan? Pembahasan tentang pertanyaan ―apa‖  berkaitan dengan definisi perencanaan, 
definisi pembangunan, hubungan antara perencanaan dan pembangunan, konsep dasar 
perencanaan pembangunan, perbedaan antara perencanaan (planning), perencana (planners), dan 
rencana (plan). Sementara pertanyaan tentang ―mengapa‖ menguraikan  alasan-alasan 
pentingnya perencanaan pembangunan. Pertanyaan tentang ―bagaimana‖ menguraikan hal-hal 
yang berkaitan dengan langkah-langkah perencanaan secara teori dan perencanaan di era 
desentralisasi dan otonomi daerah. 
 
1.6.  Pengertian Perencanaan  
 
Istilah perencanaan pembangunan sudah sangat umum dan bahkan menjadi pembicaraan 
dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian perencanaan oleh banyak referensi seringkali terdefinisi 
secara berbeda-beda. Meskipun demikian, perencanaan memiliki beberapa definisi yang 
sekaligus menjadi ciri dari perencanaan itu sendiri. Berikut beberapa definisi perencanaan yang 
umum ditemukan: 
 
C. Brobowski (Basic Problems of Planning, 1964): 
Perencanaan adalah suatu himpunan dari keputusan akhir, keputusan awal dan proyeksi ke depan 
yang konsisten dan mencakup beberapa periode waktu, dan tujuan utamanya adalah untuk 
mempengaruhi seluruh perekonomian di suatu negara. 
 
Waterston 1965 
Perencanaan adalah usaha sadar, terorganisasi dan terus menerus guna memilih alternatif yang 
terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu 
 
D. Conyers dan Hills (1984): 
Perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara 
untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di 
masa mendatang. 
 
MT Todaro (Economic Development, 7th ed., 2000): 
Perencanaan Ekonomi adalah upaya pemerintah secara sengaja untuk mengkoordinir 
pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang serta mempengaruhi, mengatur dan 
dalam beberapa hal mengontrol tingkat dan laju pertumbuhan berbagai variabel ekonomi yang 
utamauntuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditentukan sebelumnya 
 
Jhingan : 
Perencanaan adalah teknik/cara untuk mencapai tujuan, untuk mewujudkan maksud dan sasaran 
tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dan telah dirumuskan dengan baik oleh Badan 
Perencana Pusat. Tujuan tersebut untuk mencapai sasaran sosial, politik atau lainnya. 
 
Menurut UU 25/2004: 
Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan 
memperhitungkan sumber daya yang tersedia.  
 
Friedman (1987):    
Perencanaan adalah aplikasi pengetahuan kedalam tindakan untuk mewujudkan visi bersama.  
 
1.7. Pengertian Pembangunan 
 
 Upaya yang dilakukan secara sadar 
 Untuk meningkatkan keadaan menjadi lebih baik  
 Melalui sebuah proses yang panjang 
 Dalam periode waktu tertentu 
 
Ukuran pembangunan dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi dan sosial. Ukuran ekonomi 
adalah GNP/GDP atau GNP/GDP per kapita, sementara ukuran sosial adalah melihat aspek 
kesehatan dan pendidikan. Dengan mencermati ukuran pembangunan tersebut nampaknya terjadi 
perubahan cara pandang pengukuran pembangunan yakni dari indikator ekonomi ke indikator 
sosial.  Atas dasar itu, maka pengertian pembangunan dapat dirumuskan sebagai  sebuah proses 
multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap 
masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselarasi pertumbuhan 
ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.  
 
Hubungan antara perencanaan dan pembangunan  sangat kompleks. Kompleksitas dapat dilihat 
dari teori-teori perencanaan seperti teori perencanaan rasional komprehensif, incremental, 
advokasi, radikal, dan transaktif. Sementara kompleksitas pembangunan dapat dilihat dari 
perluasan makna/konsep pembangunan dan pergeseran paradigma pembangunan mulai dari 
paradigm modernisasi, dependensi, ekologi, kebutuhan dasar, pembebasan dan endogen. Karena 
kompleksitas perencanaan  pembangunan maka perlu manajemen perencanaan pembangunan 
(Gambar 1.1). 
















Konsep Dasar Perencanaan 
 
Konsep dasar perencanaan diperoleh dari uraian tentang elemen-elemen dari 
perencanaan. Definisi perencanaan yang dikemukakan oleh para ahli pada dasarnya mengandung 
elemen-elemen yang sama pentingnya. Hal ini dapat dilihat dari kata kunci  masing-masing 
definisi perencanaan dan sekaligus merupakan konsep-konsep perencanaan. Konsep dasar 
perencanaan meliputi:  
i) Suatu proses, ini berarti perencana melakukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan. 
Langkah-langkah yang dimaksud antara lain, mengindentifikasi masalah dan  mencari 
alternative untuk memecahkan masalah  dalam rangka mencapai tujuan.  
ii) Pengalokasian sumber daya. Ini berarti  perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan 
sumber daya meliputi : sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan Modal. 
Perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan tentang  bagaimana penggunaan 
sumberdaya yang tersedia sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kuantitas dan kualitas 
sumberdaya  tersebut sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah rencana. 
Keterbatasan sumberdaya merupakan faktor penting kehadiran perencanaan agar 
pengalokasian sumber daya dapat dilakukan secara tepat dan efisien. Agar pengalokasian 
sumber daya dilakukan secara tepat dan efisien maka pengumpulan dan analisis data dan 
informasi mengenai ketersediaan sumber daya yang ada menjadi sangat penting. 
Ketersediaan data dan informasi akan menjadi  pedoman bagi perencana dalam pengambilan 
keputusan secara tepat.  
iii) Alat mencapai tujuan (visi bersama), ini mengandung arti bahwa perencanaan sebagai alat 
pencapaian  tujuan. Setiap organisasi yang terbentuk pasti ingin mencapai sesuatu  yang 
lebih baik di masa yang akan datang, terutama dalam perspektif waktu yang lebih lama, 
katakanlah sebuah organisasi mempunyai impian (visi) yang ingin dicapai  pada masa yang 
akan datang. Untuk mencapai  impian tersebut, maka dibutuhkanlah perencanaan yang 
strategis. Perencanaan ini tidak saja berlaku untuk organisasi profit (swasta) tetapi 
terpenting juga untuk organisasi non profit misalnya organisasi pemerintah. Seperti 
sekarang ini yang umum dipraktekkan di Negara-negara berkembang terutama Indonesia, 
setiap organisasi pemerintah harus menyusun sebuah rencana strategis, dimana rencana 
strategis tersebut didalamnya menetapkan sebuah visi bersama yang ingin dicapai dalam 
periode waktu tertentu. Akan tetapi seringkali ada permasalahan yang dihadapi oleh 
organisasi ketika  mengimplementasikan rencana.  Beberapa masalah yang dihadapi dalam 
mencapai suatu tujuan tersebut antara lain : (1) Tujuan tidak terdefinisikan dengan baik, (2) 
Tujuan tidak realistik, (3) Perencana cenderung mencapai lebih dari satu tujuan, dan 
kadang-kadang tujuan tersebut tidak konsisten satu sama lain, (4) Tujuan dipertanyakan atau 
tidak sesuai dengan tujuan pengambil keputusan lain (mis. DPRD atau yang lainnya). Hal 
ini disebabkan oleh banyak faktor dan terutama karena tujuan rencana seringkali ditetapkan 
oleh pihak lain atau karena faktor politik yang dominan.  
iv) Merencanakan berarti memilih,  ini berarti perencanaan  merupakan proses untuk memilih: 
(a) memilih berbagai alternatif tujuan agar tercapai kondisi yang lebih baik, (b) memilih 
cara/kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran dari kegiatan tersebut, (c) memilih berbagai  
program dan kegiatan yang prioritas karena tidak semua dapat diselesaikan secara 
bersamaan dan juga karena kendala sumberdaya keuangan. Oleh karena ini perencana harus 
memilih kegiatan mana yang paling priroitas dan perlu dibiayai lebih awal.  
v) Masa depan, ini berarti bahwa dalam melakukan perencanaan harus mempertimbangkan 
waktu. Berapa lama sebuah rencana ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Apakah 
perencanaan dilakukan untuk tujuan satu tahun, lima tahun atau duapuluh tahun. Dengan 
demikian, tujuan perencanaan ditetapkan untuk di masa yang akan datang.  Implikasinya 
adalah bahwa perencanaan sangat berkaitan dengan: 
 Proyeksi/prediksi 
 Penjadwalan kegiatan 
 Monitoring dan evaluasi. 
Dengan memperhatikan kata kunci  atau konsep-konsep perencanaan secara umum, maka 
perencanaan pembangunan dapat didefinisikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh 
komponen stakeholder melalui suatu proses yang bertahap dan sistimatik untuk mencapai tujuan 
pembangunan dalam periode waktu tertentu. Jika konsep perencanaan pembangunan difokuskan 
pada pembangunan daerah, maka perencanaan pembangunan daerah adalah sebuah upaya yang 
dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melalui  suatu proses yang 
sistimatik dan bertahap  untuk menuju kepada pencapaian visi bersama daerah dalam kurung 
waktu tertentu. Misalnya perencanaan pembangunan untuk waktu 20 tahun, perencanaan 
pembangunan jangka menengah (lima tahun), dan perencanaan pembangunan jangka pendek (1 
tahun). 
 
Dalam mengaplikasikan konsep-konsep perencanaan di Indonesia, pertama-tama harus 
diklasifikasi perencanaan berdasarkan hirarki. Perencanaan berdasarkan hirarki dibagi atas dua 
yaitu perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan 
pembangunan nasional (PPN) adalah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua 
fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah 
Negara Kesatuan RI. PPN merupakan   kewenangan pusat menyusun perencanaan makro bidang 
prioritas nasional baik yang bersifat lintas propinsi maupun masalah spesifik pada lokalitas. 
Dalam hal ini PPN terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh 
Kementrian/Lembaga dan Perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya.  Sementara perencanaan pembangunan daerah (PPD) meliputi perencanaan 
provinsi dan perencanaan daerah. Perencanaan provinsi adalah menyusun perencanaan lintas 
kab/kota untuk mengatasi masalah kesenjangan antar kab/kota dan masalah khusus lokalitas di 
wilayahnya; sedangkan perencanaan daerah adalah menyusun perencanaan berdasarkan 
kewenangannya dan menjabarkan syarat-syarat perencanaan yang dirumuskan Pusat maupun 
Daerah. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang diberikan sesuai dengan Undang-
Undang Otonomi daerah (UU No. 32 tahun 2004 dan UU No 33 tahun 2004). 
 
PPN dan PPD merupakan perencanaan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. 
PPN merupakan payung perencanaan yakni memberikan arah  (pedoman) yang diikuti oleh  
daerah dalam menentukan visi daerah yang menuju kepada kesejahteraan rakyat. Arahan 
perencanaannya bersifat Top-Down. Pada sisi lain PPD adalah berkaitan dengan  kontribusi apa 
yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pembangunan nasional. Dengan 
demikian, arah perencanaannya adalah bersifat bottom-up.  
 
Oleh karena karakteristik daerah adalah heterogen, maka perencanaan pembangunan daerah 
tidak mesti mengikuti seluruh arahan perencanaan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah 
mempunyai ruang tersendiri  dalam merumuskan perencanaan secara tepat sesuai dengan kondisi 
riil daerah atau nilai-nilai lokal daerah itu sendiri. Atas dasar itu  kalau konsep ini diillustrasikan 
dalam bentuk diagram ven, maka wujud keterkaitan antara perencanaan  pembangunan nasional 
dan daerah dapat ditunjukkan pada wilayah interseksi dalam dua diagram ven seperti pada 
gambar 2 (c ) berikut ini. Semakin besar wilayah interseksinya maka semakin besar unsur 
sinergitas perencanaan daerah dan nasional. Namun tidak berarti bahwa wilayah diluar interseksi 
tidak  mempunyai sumbangan terhadap pembangunan nasional. Wilayah di luar interseksi dapat 
diartikan sebagai  wilayah perencanaan daerah berbasis karakteristik lokal yang  bukan menjadi 
wilayah tanggungjawab penuh bagi pemerintah daerah, namun dapat berkontribusi terhadap 
pembangunan secara keseluruhan melalui keberhasilan pembangunan daerah.   
 
 Gambar 1.2 ( a ) menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah bagian intergral 
dari perencanaan pembangunan nasional. Dengan kata lain bahwa segala sesuatu yang dipandang 
penting dan prioritas oleh  pemerintah pusat adalah harus juga direncanakan oleh pemerintah 
daerah. Jadi apa yang benar dan tepat pada skala nacional adalah juga tepat dan benar pada skala 
daerah. Ini berarti pemerintah daerah tidak diberi ruang dalam merencanakan pembangunan  di 
daerah sesuai dengan karakteristik lokal. Sementara pada gambar 1.2 ( b ) menunjukkan bahwa  
perencanaan pembangunan nasional dan daerah hanya bersinggungan saja.  
 
Gambar 1.2 















1.8.Pentingnya Perencanaan Pembangunan  
 
Setelah  menyimak pengertian perencanaan pembangunan, maka pertanyaan  berikutnya 
adalah mengapa perencanaan pembangunan menjadi penting? Apakah Negara atau daerah yang 
melakukan perencanaan dinyatakan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau dengan 
kata lain ada jaminan bahwa Negara tersebut berhasil? Atau bagi Negara atau daerah yang tidak 
melakukan perencanaan, apakah  dapat dinyatakan gagal dalam meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat? Pertanyaan seperti ini perlu kajian lebih jauh, namun sesungguhnya bagi Negara 
atau daerah yang melakukan perencanaan pembangunan  diharapkan  mampu meningkatkan 
tingkat kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan sumberdaya ekonomi yang lebih efisien 
dan efektif. Hal ini berarti peran dan fungsi pemerintah menjadi sangat penting dalam 
pengelolaan ekonomi.  
 
Dengan melihat perkembangan pembangunan hingga saat ini, terdapat fakta yang menunjukkan 
bahwa tidak ada Negara di dunia ini tidak mementingkan peranan pemerintah. Di negara-negara 
maju dan penganut mekanisme pasar sekalipun, peranan dan intervensi pemerintah masih tetap 
ada dan dibutuhkan untuk kepentingan publik  baik  melalui kebijakan fiskal dan moneter, dan 
maupun peran regulatori lainnya. Indonesia sebagai Negara sedang berkembang, tuntutan 
masyarakat terhadap peran pemerintah masih sangat besar. Namun di satu sisi, perannya dibatasi 
pada hal-hal yang fungsinya sebagai regulator, koordinator, dan motivator, atau dengan istilah 
yang dikemukakan oleh Keynes campur tangan pemerintah  dibutuhkan bilamana sektor swasta 
tidak mampu melakukannya.  
 
Dari berbagai referensi yang tersedia, ada tiga fungsi pemerintah terkait dalam pengelolaan 
ekonomi (Musgrave, 1959; Marlow, 2004): 1) fungsi alokasi; (2) fungsi distribusi, dan (3) fungsi 
stabilisasi. Ketiga fungsi tersebut dapat diuraikan di bawah ini: 
 
Fungsi alokasi: Fungsi ini berkaitan dengan bagaimana pemerintah menjalankan fungsi 
pengalokasian sumberdaya secara efisien sehingga efisiensi ekonomi tercapai. Fungsi ini lebih 
kepada sisi mikro kebijakan pemerintah. Kebijakan ekonomi mikro berbeda di antara negara-
negara menurut kebiasaan mereka dan filsafat politik. Beberapa negara menekankan pendekatan 
Laissez Faire dan membiarkan pencapaian efisiensi ekonomi diputuskan oleh mekanisme pasar. 
Ini berarti intervensi pemerintah untuk menciptakan efisien melalui pengalokasian sumberdaya 
sangat minim atau sama sekali tidak diperkenalkan. Beberapa Negara lainnya sangat 
mengharapkan intervensi pemerintah, sehingga  peran pemerintah untuk menciptakan efisiensi 
ekonomi sangat besar. Terkait dengan  itu,  peraturan pemerintah atau bahkan kepemilikan usaha 
pemerintah dan keputusan tentang apa yang akan diproduksi, bagaimana memproduksi dan 
kepada siapa diproduksi dan berapa banyak diproduksi semuanya ditentukan oleh pemerintah. 
Pertanyaannya adalah bagaimana pemerintah harus bertindak untuk mengalokasikan sumber 
daya secara efisien. Dalam hal ini ada tiga kegiatan yang terkait dengan fungsi "alokasi 
pemerintah" (Stiglitz, 2000): (1) membuat peraturan tentang produk dan penyediaan informasi. 
Justifikasi pentingnya peraturan pemerintah terkait dengan produk dan penyediaan informasi 
adalah: (i) untuk membantu konsumen dalam memperoleh informasi yang di butuhkan terkait 
dengan pengambilan keputusan ekonomi di pasar dan (ii) untuk meminimalkan biaya sosial 
mengumpulkan informasi. (2) Menyediakan barang publik murni (pure public goods), kuasi-
publik, dan barang merit. Kegiatan ini dimaksudkan  untuk mewujudkan tingkat produksi lebih 
dekat ke tingkat yang efisien dan harga yang lebih dekat dengan biaya marjinal (3) Membuat 
peraturan terkait dengan industri. Hal ini dimaksdukan untuk mengatur industri agar inefisiensi 
dapat diminimalkan. 
 
Fungsi distribusi pemerintah. Fungsi ini terkait dengan pertanyaan tentang bagaimana 
mendistribusikan harta milik pemerintah secara efisien, adil dan merata. Kekayaan suatu negara 
pada dasarnya adalah milik bersama. Oleh karena itu, kekayaan harus merata dinikmati oleh 
semua warga yang berada di daerah masing-masing. Jika suatu negara menghasilkan output 
tertentu, siapa yang benar-benar menikmati hasil ini? Haruskah output dinikmati oleh semua 
kelompok dalam jumlah yang sama atau seharusnya hanya dinikmati oleh kelompok tertentu? 
Jika ada sejumlah kelompok yang tidak terlibat dalam proses produksi apakah kelompok tersebut 
dapat menikmati pendapatan yang dihasilkan oleh kelompok yang terlibat?  
 
Ketika suatu wilayah menghadapi sejumlah kendala seperti sumber daya alam yang terbatas, 
populasi yang besar, dan infrastruktur terbatas atau bila ada daerah memiliki kekayaan yang 
berlimpah, seperti sumber daya alam, dan sumber daya manusia yang baik, apa yang harus 
pemerintah lakukan? Bagaimana peran pemerintah dalam mendistribusikan kekayaan tersebut 
sehingga penduduk yang berada pada wilayah yang kurang beruntung dapat menikmati hasil-
hasil pembangunan? Sehubungan dengan fungsi distribusi, pemerintah harus membuat kebijakan 
untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi secara efisien. Beberapa kebijakan  terkait dengan 
pendistribusian kekayaan dalam masyarakat, misalnya perpajakan, subsidi, transfer pendapatan 
dari daerah kaya ke daerah miskin untuk mengurangi kemiskinan, bantuan pendidikan, bantuan 
medis, dll.  
 
Aly (2008) mencatat bahwa pemerintah harus berusaha keras untuk memberikan bantuan kepada 
orang miskin, orang cacat, dan orang menganggur. Program kesejahteraan, Jaminan Sosial dan 
program  pemeliharaan kesehatan adalah contoh program yang mendukung masyarakat miskin, 
orang sakit dan lanjut usia. Sumber pembiayaan dari program ini berasal dari hasil transfer 
pendapatan dari kelompok pendapatan tinggi kepada yang berpenghasilan rendah, melalui pajak 
progresif.  
 
Fungsi stabilisasi pemerintah: Dalam konsep ekonomi makro stabilisasi tercapai  bilamana 
permintaan agregat dan penawaran agregat berada dalam keseimbangan. Pertanyaannya adalah 
bagaimana pemerintah harus bertindak untuk menstabilkan ekonomi makro ketika tiba-tiba 
terjadi gangguan ekonomi. Kebijakan pemerintah ditujukan untuk meminimalkan fluktuasi 
dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat inflasi dari waktu ke 
waktu. Terdapat dua kebijakan penting untuk stabilisasi ekonomi makro yaitu kebijakan fiskal 
dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal mengacu pada penggunaan pajak (pendapatan) dan 
pengeluaran yang dikelola oleh eksekutif. Ketika perekonomian mengalami resesi, pengeluaran 
pemerintah harus ditingkatkan, sedangkan saat ekonomi memanas, atau ada inflasi tinggi, 
pemerintah harus mengurangi pengeluaran atau pemerintah mengumpulkan pajak pendapatan. 
Kebijakan Moneter mengacu pada penggunaan suku bunga, persyaratan cadangan, dan operasi 
pasar terbuka. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mengatur besar kecilnya jumlah 
uang beredar dimasyarakat. Perubahan jumlah uang beredar akan berdampak pada suku bunga, 
inflasi, pengangguran, dan variabel makro ekonomi lainnya.  
 
Kehadiran pemerintah dalam  menjalankan peran fungsinya sangat dibutuhkan khususnya bagi 
Negara-negara  sedang berkembang termasuk Indonesia. Efisiensi ekonomi yang dicapai melalui 
mekanisme pasar  sebagaimana dalam pandangan Klasik tidak selalu benar dalam praktek. 
Dalam kenyataannya, banyak barang dan jasa yang dibutuhkan oleh individu, tidak dapat 
diperoleh melalui mekanisme pasar. Dalam hal ini pasar dianggap gagal menciptakan efisiensi 
ekonomi. Dalam analisis ekonomi, kegagalan pasar berarti bahwa kekuatan penawaran dan 
permintaan tidak menciptakan titik-titik efisiensi pada kurva kemungkinan produksi. Oleh karena 
itu, kegagalan pasar itulah yang menyebabkan perlu intervensi pemerintah dalam perencanaan 
pembangunan. Singkatnya, kegagalan pasar terjadi ketika ada alokasi sumber daya dalam pasar 
bebas tidak efisien. Ada banyak sumber kegagalan pasar, namun penyebab utama ada tiga yaitu: 
(i) Barang Publik, (ii) Eksternalitas, (iii) Persaingan sempurna. 
 
Barang Publik yaitu Barang dan Jasa tidak disediakan oleh pasar secara bebas karena dua 
karakteristik penting yaitu: tidak ada pengecualian (Non-Excludability) dan tidak ada persaingan 
dalam mengkonsumsi barang dan jasa tersebut (Non-Rivalry). Non-Excludable adalah barang 
dan jasa yang disediakan oleh pemerintah ditujukan untuk semua orang tanpa kecuali. Ini berarti 
bahwa semua orang dapat memperoleh atau menikmati barang dan jasa tersebut. Non-Rivalry 
terjadi di mana konsumsi barang atau jasa oleh satu orang tidak akan mencegah orang lain untuk 
menikmatinya. Beberapa contoh yang dapat disebutkan adalah Lampu Jalanan,  Keamanan Lalu 
Lintas, pertahanan Nasional, Jalan/jalan raya, sistem pertahanan banjir, taman umum & pantai. 
Jika pemerintah menyediakan fasilitas lampu jalanan umum, semua orang dapat menggunakan 
jalanan tersebut tanpa kecuali dan semua orang yang melewati jalan tersebut dapat menikmati 
cahaya yang terang benderang, artinya cahaya yang dinikmati satu orang tidak berkurang ketika 
orang lainnya juga turut melintasi jalanan tersebut.  Karena itu, pemerintah menyediakan fasilitas 
tersebut untuk mereka konsumsi secara kolektif dan sumber pembiayaan adalah melalui pajak. 
 
Eksternalitas; adalah tindakan yang dilakukan oleh satu orang yang akan mempengaruhi 
tindakan orang lain. Tindakan ini meliputi tindakan konsumsi dan produksi. Mengapa kehadiran 
eksternalitas merupakan sumber penyebab kegagalan pasar? Misalnya, ketika perusahaan baja 
memproduksi baja, ia menyerap tenaga kerja, modal dan input lainnya, dan oleh karena itu 
perusahaan tersebut harus membayar balas jasa dari penggunaan input tersebut secara  tepat dan 
biaya-biaya itu akan tercermin dalam harga pasar baja. Ketika semua komponen biaya  mahal 
maka harga baja menjadi mahal sehingga kemampuan konsumen untuk membeli baja menjadi 
berkurang. Itulah dampak negative dari eksternalitas. Jika perusahaan juga mencemari atmosfer, 
dan jika tidak dipaksa untuk membayar penggunaan sumber daya ini, maka biaya ini akan 
ditanggung oleh masyarakat  bukan oleh perusahaan. Akibat selanjutnya adalah keseimbangan 
pasar dalam industri baja tidak akan optimal. Ada dua jenis eksternalitas, eksternalitas positif dan 
eksternalitas negatif. Eksternalitas negative terjadi bilamana biaya sosial lebih besar daripada 
benefit sosial. Dalam hal ini, untuk mengatasi kegagalan pasar, pemerintah dapat mencoba dan 
mengurangi permintaan dengan mengenakan pajak yang tepat. Eksternalitas positif  terjadi 
bilamana manfaat sosial lebih besar daripada biaya sosial. Intervensi pemerintah dapat dilakukan 
apabila  barang yang tersedia lebih sedikit sehingga pemerintah perlu mensubsidi untuk 
meningkatkan ketersediaan barang tersebut.  
 
Persaingan tidak sempurna (Monopoli)  
Dalam ekonomi pasar modern, persaingan sempurna sangat sulit ditemukan dalam praktek. 
Monopoli menyebabkan kegagalan pasar karena perusahaan berada dalam posisi untuk 
menaikkan harga dan lebih efisien dengan mengorbankan konsumen. Kasus ekonomi klasik 
terhadap monopoli adalah bahwa harga output lebih tinggi daripada di pasar yang kompetitif. Hal 
ini menyebabkan kerugian bagi konsumen, surplus konsumen akan berkurang. Bila harga lebih 
tinggi daripada biaya marjinal, alokasi sumber daya ekonomi menjadi tidak efisien. Untuk 
menciptakan  pengalokasian sumber daya secara efisien maka dibutukan campur tangan 
pemerintah. Misalnya, pungutan pajak atas keuntungan monopoli pemerintah dan memberikan 
peraturan pada oligopoly dalam rangka pengendalian harga dan lain-lain. 
 
Sumber kegagalan pasar lainnya selain yang disebutkan di atas adalah informasi asimetris 
(Wilkinson, 1999; Stiglitz, 2000). Wilkinson menyatakan bahwa ada dua alasan utama untuk 
intervensi pemerintah ke pasar: (1) untuk mengakomodasi daerah di mana pasar gagal untuk 
beroperasi secara efisien, dan (2) untuk mencapai tujuan sosial seperti ekuitas dan perlindungan 
konsumen.  
 
Todaro dan Smith (2006) mengemukakan  pandangan yang sama tentang alasan pentingnya 
perencanaan (pentingnya campur tangan pemerintah) yaitu: 
 
1.   Adanya Kegagalan Pasar 
Pada dasarnya mengapa pembangunan membutuhkan perencanaan tidak terlepas dari 
pentingnya kehadiran pemerintah. Pemerintah sebagai agen perencana pembangunan hadir 
karena adanya kegagalan pasar. Kegagalan pasar pada umumnya disebabkan oleh: (i)  
Adanya kekuatan monopoli, (ii) Adanya Eksternalitas, (iii) Adanya Barang Publik, (iv) 
Informasi tidak sempurna. 
 
2.  Mobilisasi dan Alokasi Sumber Daya 
Dengan keterbatasan sumber daya, maka pemanfaatan sumber daya (tenaga kerja, SDA, 
kapital) harus terjaga dengan baik dalam arti bahwa sebaiknya tidak digunakan untuk kegiatan 
yang tidak produktif atau bersifat coba-coba. Investasi harus ditentukan secara cermat, 
dikaitkan dengan tujuan perencanaan secara keseluruhan. Penggunaan tenaga kerja yang 
trampil harus ditempatkan pada kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan sumbangan 
maksimal sehingga nantinya dapat memberikan produktivitas yang lebih tinggi. Hal yang 
sama dengan penggunaan modal. Dalam konteks inilah perlunya perencanaan. 
 
3. Dampak Psikologis dan Dampak terhadap Sikap/Pendirian 
a. Pernyataan tentang tujuan pembangunan ekonomi dan sosial seringkali mempunyai 
dampak psikologis dan penerimaan yang berbeda antara satu kelompok masyarakat 
dengan kelompok masyarakat yang lain. Itu berarti untuk mencapai tujuan pembangunan 
perlu dilakukan pengelolaan perencanaan yang lebih baik agar tujuan pembangunan 
dapat dinikmati oleh  
b. Dengan memperoleh dukungan dari berbagai kelompok masyarakat, dari 
kelompok/kelas/sukubangsa/agama yang berbeda, diharapkan tujuan pembangunan lebih 
mudah tercapai. 
 
4. Bantuan Luar Negeri 
a. Bantuan dari negara donor akan berpeluang lebih besar, jika disertai dengan rencana 
kegiatan yang rasional, dan dapat meyakinkan bahwa dana yang diterima akan digunakan 
untuk kegiatan yang bermanfaat. 
b. Ada beberapa persyaratan yang diajukan oleh negara donor yang berkaitan dengan isyu-
isyu global yang membutuhkan perencanaan yang lebih matang. 
 
Bagaimana melakukan perencanaan? 
 
Terdapat tiga pertanyaan sebagai titik awal berpikir tentang perencanaan yaitu dimana 
kita berada (where we are), mau kemana (where we go) dan bagaimana mencapainya (how to get 
there). Pertanyaan pertama dan kedua seringkali menjadi perdebatan ketika sebuah lembaga 
ataupun jenjang organisasi akan melakukan perencanaan. Ada pandangan yang mengatakan 
bahwa sebuah organisasi harus memikirkan lebih awal tentang  dimana posisi atau keberadaan 
sebuah organisasi. Seberapa besar potensi sumber daya yang dimiliki. Setelah mengetahui 
kemampuan, tantangan dan hambatan kemudian memikirkan sasaran dan tujuan apa yang ingin 
(where we go) dan mampu dicapai sesuai dengan kemampuan yang ada. Pandangan lainnya 
mengatakan bahwa sebuah organisasi harus menetapkan lebih awal sasaran dan tujuan yang akan 
dicapai di masa depan. Ini berarti, pertanyaan where we go merupakan titik awal berpikir 
perencana. Setelah menetapkan sasaran barulah beralih pada pertanyaan pertama tentang where 
we are. Artinya bahwa setelah ada sasaran yang ingin dicapai, mampukah sebuah organisasi 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan?  Pandangan mana yang tepat tergantung kepada  
perencana atau organisasi memandang sebuah persoalan dalam pencapaian tujuan. Akan tetapi 
sejauh ini, terdapat kecenderungan pergeseran dari pandangan pertama kepada pandangan kedua 
yaitu memikirkan atau menetapkan sasaran dengan jelas kemudian mengetahui kemampuannya 
untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Meskipun demikian,  ketiga pertanyaan ini 
sekaligus sebagai langkah-langkah dalam perencanaan.  
Secara garis besar terdapat empat langkah dasar perencanaan yang dapat dipakai untuk 
semua kegiatan perencanaan pada semua jenjang pemerintahan. Langkah tersebut adalah : 
1. Menetapkan sasaran 
Kegiatan perencanaan dimulai dengan memutuskan apa yang ingin dicapai organisasi. Tanpa 
sasaran yang jelas, sumber daya yang dimiliki organisasi akan menyebar terlalu luas. Dengan 
menetapkan prioritas dan merinci sasaran secara jelas, organisasi dapat mengarahkan sumber 
daya agar lebih efektif. 
2. Merumuskan posisi organisasi pada saat ini 
Jika sasaran telah ditetapkan, pimpinan harus mengetahui organisasi berada dimana saat ini 
dan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut, sumber daya apa yang dimiliki 
pada saat ini. Rencana baru dapat disusun jika sebuah organisasi telah mengetahui posisinya 
pada saat ini.  
3. Mengidentifikasi faktor faktor pendukung dan penghambat menuju sasaran 
Selanjutnya perlu diketahui faktor faktor, baik internal maupun eksternal, yang diperkirakan 
dapat membantu dan menghambat organisasi mencapai sasaran yang telah ditetapkan.  
Kendala yang dihadapi dalam  tahapan ini adalah pemahaman tentang apa yang akan terjadi 
pada saat ini dalam sebuah organisasi jauh lebih mudah dibandingkan dengan meramalkan 
persoalan atau peluang yang akan terjadi di masa datang. Betapun sulitnya melihat ke depan 
adalah unsur utama yang paling sulit dalam perencanaan dan  hal ini harus dipikirkan oleh 
sebuah organisasi. 
4. Menyusun langkah langkah untuk mencapai sasaran 
Langkah terakhir dalam kegiatan perencanaan adalah mengembangkan berbagai kemungkinan 
alternatif atau langkah yang diambil untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, 
mengevaluasi alternatif alternatif tersebut, dan memilih mana yang dianggap paling baik, 
cocok dan memuaskan. 
 
 
1.9. Jenis-jenis Perencanaan 
 
Perencanaan dapat dikelompokkan kedalam berbagai sudut pandang misalnya Lincolin Arsyad 
(1999), membagi perencanaan pada beberapa dimensi yaitu: (i) berdasarkan jangka waktu, (ii) 
berdasarkan sifat perencanaan, (iii)  berdasarkan alokasi sumberdaya, (iv) berdasarkan tingkat 
keluwesan, (v) berdasarkan sistem ekonomi, (vi) berdasarkan cara pelaksanaan (arus informasi). 
 
(i) Perencanaan berdasarkan jangka waktu. Jika dikaji jenis perencanaan berdasarkan jangka 
waktu, terdapat tiga jenis perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan 
jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang  yaitu 
perencanaan yang biasanya berjangka waktu 10-25 tahun. Pada  saat Orde baru, perencanaan 
pembangunan jangka panjang berdimensi 25 tahun yang dikenal dengan istilah Garis-Garis 
Besar Haluan Negara (GBHN). Saat  ini, perencanaan jangka panjang dikenal dengan istilah 
rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) nasional dan RPJP daerah,  sementara 
perencanaan jangka menengah biasanya berdimensi lima tahun yang dikenal dengan istilah 
rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional dan RPJM daerah  yang 
sebelumnya disebut dengan Repelita, perencanaan satu tahun atau perencanaan tahunan  yang 
berdimensi satu tahun dikenal dengan istilah rencana kerja pemerintah (RKP) nasional dan 
RKP daerah yang dulu dikenal dengan istilah rencana pembangunan tahunan (Repeta) 
nasional dan Repeta daerah. 
 
(ii) Perencanaan berdasarkan sifat perencanaan. Ada dua jenis perencanaan berdasarkan sifat 
yaitu perencanaan komando (planning by direction), dan perencanaan dengan ransangan 
(planning by inducement). Perencanaan komando yaitu salah satu jenis perencanaan yang 
ditentukan oleh pemerintah semata. Pemerintah atau penguasalah yang menetapkan tujuan 
yang akan dicapai, penguasalah yang melaksanakan dan penguasa pulalah yang 
mengevaluasi pelaksanaan rencana. Jenis perencanaan komando pada umumnya 
dipraktekkan pada masyarakat sosialis. Perencanaan dengan ransangan yaitu perencanaan 
yang memberi kebebasan secara demokratis  kepada pelaku pasar untuk menentukan tujuan 
yang akan dicapai.  Tidak ada keharusan, tetapi yang ada adalah ajakan. Pengusaha 
mempunyai kebebasan untuk berproduksi, kebebasan bagi konsumen untuk memilih jenis 
barang dan jasa yang akan dikonsumsi.  Jenis perencanaan ini sedikit lebih liberal dan pada 
umumnya banyak dipraktekkan pada Negara liberal. Meskipun demikian, pemerintah tetap 
bertanggung jawab untuk mencapai kepentingan bersama. Misalnya, ketika pemerintah ingin 
meningkatkan produksi barang khususnya barang-barang publik, pemerintah dapat 
memberikan subsidi kepada pengusaha barang tersebut. Pemerintah juga dapat mengenakan 
pajak untuk menekan inflasi atau ingin meningkatkan penerimaan dari perpajakan.  
 
(iii) Perencanaan berdasarkan alokasi sumber daya. Berdasarkan alokasi sumber daya, 
perencanaan dibagi menjadi dua yaitu perencanaan keuangan dan perencanaan fisik. 
Perencanaan keuangan yaitu perencanaan yang mampu mengalokasikan sumber daya 
keuangan pada program dan kegiatan secara ekonomis, efisien dan efektif.  Apapun bentuk 
perencanaan yang telah dilakukan, misalnya tujuan yang ingin dicapai telah dirumuskan 
secara baik, langkah-langkah untuk mencapai tujuan telah direncanakan, namun jika sumber 
daya keuangan tidak tersedia maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan pernah tercapai. 
Aspek keuangan merupakan salah satu aspek yang memegang peran penting dalam 
perencanaan. Dalam perencanaan keuangan, pembiayaan ditetapkan dalam bentuk uang dan 
perkiraaan dibuat atas dasar berbagai hipotesa yang mencakup pertumbuhan pendapatan 
nasional, konsumsi impor, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan perencanaan 
fisik adalah suatu upaya yang dilakukan oleh perencana untuk menjabarkan usaha 
pembangunan melalui pengalokasian faktor-faktor produksi dan hasil produksi sehingga 
memaksimalkan pendaatan dan pekerjaan. Keseimbangan fisik hanya dapat dicapai melalui 
perkiraan yang tepat terhadap hubungan antara investasi dan output. Dengan kata lain, 
perencanaan fisik adalah perencanaan yang disusun untuk menghasilkan produksi berupa 
barang fisik. Contoh perencanaan fisik adalah perencanaan bangunan, perencanaan jalan, 
perencanaan gedung sekolah dsb. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perencanaan 
berdasarkan alokasi sumber daya adalah perencanaan yang disusun dengan cara menentukan 
apakah perencanaan diarahkan pada pengalokasian sumber daya keuangan atau perencanaan 
yang difokuskan kepada perencanaan fisik. Jika Negara menyusun perencanaan keuangan 
berarti yang dipikirkan adalah bagaimana mengalokasikan sumber daya uang atas program 
dan kegiatan yang direncanakan. Ini berarti uang menjadi unsure penting. Bagi Negara yang 
mempunyai sumber daya uang yang terbatas maka perencanaan uang menjadi sesuatu yang 
sangat penting. Tetapi bagi Negara yang mempunyai sumberdaya uang yang cukup maka 
perencanaan fisik menjadi penting karena uang bukan merupakan kendala. Bagi Negara 
sedang berkembang, perpaduan antara perencanaan keuangan dan perencanaan fisik harus 
dipadukan. Sasaran fisik harus seimbang dalam artian sumberdaya keuangan yang tersedia, 
sementara sumberdaya keuangan yang lebih besar harus dimobilisasi dalam rangka 
memenuhi sasaran fisik untuk mempercepat laju pembangunan.  
 
(iv) Perencanaan berdasarkan tingkat keluwesan. Ada dua jenis perencanaan jika ditinjau  
berdasarkan tingkat keluwesan yaitu perencanaan indikatif dan perencanaan imperative. 
Perencanaan indikatif atau sering disebut sebagai perencanaan lunak adalah salah satu jenis 
perencanaan yang ditentukan secara bersama-sama oleh pelaku pembangunan, Swasta dan 
Pemerintah. Pemerintah dan swasta secara  bersama-sama menentukan perekonomian 
menjadi lebih baik. Pemerintah memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh sektor swasta. 
Sektor swasta diberi kebebasan untuk berproduksi tanpa harus diawasi oleh pemerintah. 
Perencanaan seperti ini pernah diterapkan di Perancis.  Pemerintah tidak mengarahkan sektor 
swasta sebagaimana yang umumnya terjadi di Negara sedang berkembang lainnya. Di dalam 
rencana nasional, sasaran produksi dan investasi ditetapkan baik oleh swasta maupun 
pemerintah. Komisi perencanaan Prancis membahas rencana tersebut bersama wakil-wkil 
sektor swasta  untuk memutuskan bentuk akhir perencanaan.  Negara menangani rencana 
yang sifatnya dasar  seperti batu bara, semen, baja, transportasi, bahan bakar, pupuk dan 
perlatan pertanian dsb. Pada sector ini, pemenuhan sasaran produksi merupakan keharusan. 
Di samping ada tindakan pokok tertentu yang dianggap penting bagi kehidupan sector  dasar 
tersebut dan karenanya langsung ditangani sector Negara. Sedangkan perencanaan  
imperative atau perencanaan menyeluruh adalah perencanaan yang biasanya diterapkan di 
Negara kapitalis dimana Negara adalah penentu segala-galanya.  Semua pengarahan 
sumberdaya diatur oleh komando atau Negara. Ada pengawasan menyeluruh dari Negara atas 
prilaku sector swasta dalam memanfaatkan factor-faktor produksi. Keseluruhan sumber daya 
dipakai semaksimal mungkin dalam rangka memenuhi sasaran rencana. Tidak ada kedaulatan 
konsumen. Berapa banyak barang dan jasa yang akan diproduksi tergantung pada perintah 
komando atau manajer perusahaan atau penguasa Negara. Oleh karena biasanya kebijakan 
pemerintah dan keputusan pemerintah kaku, maka jumlah produksi tidak dapat diubah 
dengan mudah. Jika ada kemacetan dalam memenuhi sasaran nasional pada tahun tertentu, 
kemacetan itu berpengaruh buruk terhadap keseluruhan perekonomian.  
 
(v) Perencanaan Berdasarkan Sistem Ekonomi. Dalam kaitan ini perencanaan dibagi atas tiga 
yaitu perencanaan dalam perekonomian kapitalis, perencanaan dalam perekonomian sosialis 
dan perencanaan dalam perekonomian campuran. Perencanaan dalam perekonomian 
kapitalis yakni perencanaan yang tidak tersandarkan pada rencana yang terpusat. Pelaku-
pelaku ekonomi seperti swasta dan unit individu mempunyai kebebasan untuk melakukan 
apa saja sesuai dengan apa mereka ingin capai. Swasta biasanya ingin mengejar profit yang 
semaksimal mungkin, sementara  individu yang bertindak sebagai konsumen selalu ingin 
mengejar kepuasan yang maksimum. Dalam kaitan dengan perencanaan di sini, swasta dan 
individu dapat menentukan  sendiri rencana tanpa diintervensi oleh pemerintah. Segala 
output yang dihasilkan oleh perusahaan dan household dipasarkan melalui mekanisme pasar.  
Berapa tingkat harga yang  ditetapkan oleh perusahaan dan berapa banyak yang akan 
diproduksi semua diserahkan atas kesepakatan antara sisi supply dan sisi demand. 
Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah  terbatas pada perencanaan yang berfokus pada 
infrastruktur fisik yang berfungsi untuk memberi kemudahan sector swasta dan pelaku 
lainnya bekerja. Misalnya  pemerintah dapat merencanakan untuk membangun jembatan, 
membangun jalanan, membangun listrik, pemerintah menetapkan peraturan yang sifatnya 
untuk menjaga agar mekanisme pasar berjalan secara efisien. Kegiatan-kegiatan ini semua 
diarahkan untuk memfasilitasi sector swasta agar tidak terjadi kekurangan supply dan 
masyarakat dapat menikmati sesuai dengan tingkat harga yang berlaku. Namun  perlu pula 
dicermati bahwa dalam perencanaan kapitalis, pemerintah dapat mencegah pemusatan 
monopoli. Di dalam perencanaan kapitalis, monopoli mengganggu mekanisme  harga. Oleh 
karena itu, biasanya pemerintah menetapkan aturan yang dapat mencegah praktek 
monopolistic. Perencanaan pada Negara sosialis didasarkan pada rencana yang terpusat. 
Ada penguasa atau badan perencana pusat yang merumuskan perencanaan secara 
keseluruhan untuk mensejahterakan masyarakat. Apa, mengapa, untuk apa, kapan, berapa 
banyak, dan bagaimana barang dan jasa yang akan diproduksi dalam suatu periode tertentu 
semua ditentukan oleh penguasa (Negara) atau Badan Perencanaan Pusat.  Rencana pusat 
tersebut  memuat semua tujuan sosialis ekonomi secara pasti. Tujuan ini mencakup: 
permintaan agregat, tingkat pengerjaan penuh, pemenuhan permintaan masyarakat, alokasi 
factor-faktor produksi, distribusi pendapatan nasional, jumlah akumulasi modal, atau 
pembangunan ekonomi dsb (Asryad, 1999).  Pelaku-pelaku ekonomi seperti swasta dan 
individu diatur oleh Negara. Negara yang menentukan sasaran produksi secara nasional, 
kemudian sector swasta menyesuaikan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah.  Proses 
penentuan harga di bawah perencanaan sosialis tidak berjalan secara bebas tapi bekerja di 
bawah pengaturan dan pengawasan badan perencanaan pusat  atau Negara. Beberapa ahli 
ekonomi mengatakan bahwa perencanaan sosialis dan proses penentuan harga tidak bertolak 
belakang  karena memenuhi asas-asas yang saling melengkapi dengan empat cara: (i) untuk 
memberikan pedoman umum menuju ekonomi sosialia, (ii) membuat keputusan dimana 
indikasi pasar kurang, (iii) melenyapkan fluktuasi siklis dalam kegiatan ekonomi, (iv) 
menghadapi keadaan darurat tertentu.  Jadi proses penentuan harga memainkan peranan 
penting  di badan perencanaan.  Di Negara seperti ini, terdapat harga pasar yang menjadi 
dasar penjualan  barang-barang  konsumsi dan barang investasi, dan pemilihan metode 
produksi. Proses penentuan harga tersebut tidak mempengaruhi rencana. Sebaliknya proses 
tersebut tunduk pada rencana yang ditetapkan oleh pusat.  Perencanaan sosialis nampaknya 
lebih unggul daripada perencanaan kapitalis. Penerapan perencanaan di bawah kapitalisme 
gagal menghasilkan efisiensi ekonomi, gagal menghindarkan pemborosan sumberdaya, gagal 
menjegah praktek monopolistic hingga gagal mengurangi kesenjangan pendapatan dan 
kesejahteraan. Hal ini terbukti pada semua Negara-negara kapitalis. Pada sisi lain, 
perencanaan sosialis memberikan efisiensi ekonomi yang lebih tinggi karena alat-alat 
produksi tidak diserahkan kepada kekuatan pasar. Malahan, alat-alat produksi diawasi dan 
diatur oleh badan perencana pusat dengan cara yang paling efisien. Selain itu tercipta 
kesejahteraan yang lebih besar karena  hamper tidak ditemukan kesenjangan.  Rencana 
terpusat bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat secara social. Karena 
badan perencanaan memiliki, mengawasi dan mengatur semua alat produksi dan distribusi, 
maka setiap warga Negara digaji sesuai dengan kecakapan, pendidikan dan latihannya 
sehingga dengan  demikian mengurangi ketidakmerataan. Akhirnya, di bawah perencanaan 
sosialis, badan perencanaan pusat mampu menghindarkan kecenderungan deflasioner dan 
inflasioner melalui koordinasi yang lebih baik terhadap kegiatan berbagai  satuan produksi 
dan memungkinkan penggunaan sumberdaya yang tersedia dengan sepenuhnya (Arsyad, 
1999). Perpaduan antara perencanaan dalam sosialis dan kapitalisme maka lahirlah yang 
disebut dengan perencanaan dalam ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran 
merupakan sistem yang bebas dari kelemahan kapitalisme dan sosialisme dan 
menyatupadukan semua kebaikan-kebaikan.  Jenis perencanaan ini pada dasarkan merupakan 
jalan tengah  antara kapitalisme dan sosialisme. Kelebihan perekonomian sosialisme 
dikembangkan  dan kekurangan perencanaan kapitalisme dihindari. Perlu ditekankan di sini 
bahwa perencanaan dalam ekonomi campuran, swasta dan pemerintah secara bersama-sama 
untuk mensejahterakan masyarakat. Ini berarti tidak ada pelaku ekonomi yang lebih 
mendominasi kegiatan ekonomi.  Untuk tujuan pembangunan ekonomi,   sistem perencanaan 
ini membagi perekonomian Negara ke dalam sektor pemerintah dan sektor swasta. Sektor 
pemerintah dibawah pengawasan langsung dari pemerintah, yang mengatur produksi dan 
mendistribusikannya. Pada umumnya pembangunan infrastruktur yang memerlukan 
pembiayaan yang cukup besar biasanya menjadi tanggungan pemerintah seperti angkutan 
kereta api, jalan raya,  dan udara, pembangkit tenaga listrik, pos dan telekomunikasi dan 
sebagainya. Perusahaan-perusahaan yang menguasai hayat hidup orang banyak dikuasai oleh 
Negara dan diselenggarakan oleh Negara untuk kepentingan masyarakat. Di Samping itu, 
industri pertahanan, industri atom, industri besar dan industri strategis semuanya 
diselenggarakan oleh sektor pemerintah. Dengan demikian, semua alokasi pembiayaan untuk 
menyediakan barang-barang seperti ini semua ditetapkan oleh pemerintah. 
  
(vi) Perencanaan berdasarkan cara pelaksanaan (arus informasi). Perencanaan disini 
dikenal ada dua arus informasi yaitu perencanaan yang berdasarkan pada arus informasi dari 
bawah atau dikenal dengan perencanaan dari bawah ke atas (Bottom-Up Planning), dan 
perencanaan dari atas ke bawah ( Top-Down Planning).   
 
 
1.10.  Pendekatan Perencanaan Pembangunan 
Berdasarkan dimensi pendekatan dan koordinasi, perencanaan pembangunan terdiri dari : (a) 
perencanaan makro; (b) perencanaan sektoral; (c) perencanaan regional, dan (d) perencanaan 
mikro. 
Perencanaan pembangunan makro adalah perencanaan pembangunan nasional dalam skala 
makro atau menyeluruh. Dalam perencanaan makro ini dikaji berapa pesat pertumbuhan 
ekonomi dapat dan akan direncanakan, berapa besar tabungan masyarakat dan pemerintah akan 
tumbuh, bagaimana proyeksinya, dan hal-hal lainnya secara makro dan menyeluruh. Kajian ini 
dilakukan untuk menentukan tujuan dan sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu 
rencana, dengan memperhitungkan berbagai variabel ekonomi mikro. Perencanaan makro ini 
dilakukan dengan melihat dan memperhitungkan secara cermat keterkaitannya dengan 
perencanaan sektoral dan regional. 
Perencanaan sektoral adalah perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan sektor. 
Yang dimaksud dengan sektor adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan atau program yang 
mempunyai persamaan ciri-ciri serta tujuannya. Pembagian menurut klasifikasi fungsional 
seperti sektor, maksudnya untuk mempermudah perhitungan-perhitungan dalam mencapai 
sasaran makro. Sektor-sektor ini kecuali mempunyai ciri-ciri yang berbeda satu sama lain, juga 
mempunyai daya dorong yang berbeda dalam mengantisipasi investasi yang dilakukan pada 
masing-masing sektor. Meskipun pendekatan ini menentukan kegiatan tertentu, oleh instansi 
tertentu, di lokasi tertentu, faktor lokasi pada dasarnya dipandang sebagai tempat atau lokasi 
kegiatan saja. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan perencanaan lainnya yang terutama 
bertumpu pada lokasi kegiatan. 
Perencanaan dengan dimensi pendekatan regional menitikberatkan pada aspek lokasi di mana 
kegiatan dilakukan. Pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang berbeda dengan instansi-
instansi di pusat dalam melihat aspek ruang di suatu daerah. Departemen/lembaga pusat dengan 
visi atau kepentingan yang bertitik berat sektoral melihat "lokasi untuk kegiatan", sedangkan 
pemerintah daerah dengan titik berat pendekatan pembangunan regional (wilayah/daerah) 
melihat "kegiatan untuk lokasi". Kedua pola pikir itu bisa saja menghasilkan hal yang sama, 
namun sangat mungkin menghasilkan usulan yang berbeda. Pemerintah daerah dalam 
merencanakan pembangunan daerah mengupayakan pendayagunaan ruang di daerahnya, 
mengisinya dengan berbagai kegiatan (jadi sektoral) sedemikian rupa sehingga menghasilkan 
alternatif pembangunan yang terbaik bagi daerah tersebut. Pilihan daerah terhadap alternatif yang 
tersedia dapat menghasilkan pertumbuhan yang tidak optimal dari sudut pandang sektor yang 
melihat kepentingan nasional secara sektoral. Berbagai pendekatan tersebut perlu dipadukan 
dalam perencanaan pembangunan nasional, yang terdiri dari pembangunan sektor-sektor di 
berbagai daerah, dan pembangunan daerah/wilayah yang bertumpu pada sektor-sektor. 
Perencanaan mikro adalah perencanaan skala rinci dalam perencanaan tahunan, yang merupakan 
penjabaran rencana-rencana baik makro, sektoral, maupun regional ke dalam susunan proyek-
proyek dan kegiatan-kegiatan dengan berbagai dokumen perencanaan dan penganggarannya. 
Keterkaitan perencanaan sektoral, makro dan regional dapat dilihat  pada  Gambar 1.3. 
























Gambar 1.3  menjelaskan bahwa perencanaan makro merupakan perencanaan terbesar yang 
menaungi perencanaan sektoral, regional dan perencanaan mikro. Keempat bentuk perencanaan 
tersebut saling berkaitan dan dapat disampaikan dalam 4 metode perencanaan yaitu: (i) 











































 BAB II 
TEORI PERENCANAAN 
 
Bab ini membahas perkembangan teori-teori perencanaan.  Pembahasan tentang teori-teori 
perencanaan merupakan hal yang sangat penting mengingat bahwa teori dapat membantu 
mengingatkan para perencana tentang masalah apa yang dihadapi,  mengingatkan hal-hal apa 
yang akan diprioritaskan, mengarahkan strategi apa untuk memecahkan masalah dan membantu 
memberi informasi penting tentang  pengalaman praktek dari berbagai kajian kasus yang 
dihadapi oleh Negara. Jika kesemuanya ini dicermati lebih dalam, maka ada dua alasan utama 
mempelajari teori (Forester, 1989) yaitu:  
 
1. Kompleksitas data & kompleksitas masalah-masalah yang dihadapi oleh  perencana. Dalam 
hal ini, teori memberikan dasar untuk mengetahui data apa yang akan dikumpulkan, 
bagaimana mengumpulkan dan mengaturnya dan  bagaimana menggunakan data dalam 
rangka pembuatan keputusan. 
 
2. Nilai dan pertanyaan yang akan dijawab oleh perencana   
Sebelum membuat rencana, perencana seyogyanya mengajukan beberapa pertanyaan penting 
agar mereka dapat mengetahui  perannya dalam masyarakat. Pertanyaan pertama adalah: 
APA, hal ini terkait dengan  topik apa yang sedang dan harus dibicarakan atau fokus 
perencanaannya apa.  Kedua, SIAPA, terkait dengan siapa perencana yang bekerja? Ketiga, 
MENGAPA: Apa tujuan perencanaan? Apakah memungkinkan dilakukan pemerataan 
sumberdaya? Bagaimana cara mencapai tujuan perencanaan? Apakah pengambilan keputusan 
dilakukan secara rasional? 
 
Pernyataan Forester nampaknya menangkap makna pendekatan perencanaan yang mengarah 
kepada pertumbuhan manajemen. Ini berarti bahwa pemahaman tentang teori perencanaan 
amatlah penting untuk memahami proses perencanaan dan praktek pertumbuhan manajemen 
perencanaan yang luas dan kompleks. Terkait dengan itu, maka diharapkan teori perencanaan 
sedapat mungkin mencerminkan cara yang sama dengan praktek perencanaan.  Hal ini dapat 
dijastifikasi bahwa ―tidak ada praktek perencanaan yang ideal hanya karena tidak ada satu teori 
perencanaan yang ideal‖. Friedman (1995) mengamati bahwa teori perencanaan terdiri atas 
banyak komponen. Pernyataan Friedman tersebut didasarkan atas pengalaman  dari teori yang 
dijelaskan. Kelompok-kelompok yang dimaksud tidak dapat menjelaskan sebagai satu teori yang 
benar, melainkan lebih sebagai sorotan aspek yang berbeda dari perencanaan masyarakat 
demokratis di Negara maju. Demikian pula sebaliknya, Mandelbaum (1996) menunjukkan 
bahwa banyak praktek perencanaan didasarkan atas pernyataan berbagai teori. Ketika mengacu 
pada celah antara praktek dan teori dalam perencanaan, Schonwandt (2002) menunjukkan bahwa 
celah tersebut disebabkan oleh hilangnya pendekatan terpadu yang disediakan oleh teori 
perencanaan. Oleh karena itu, teori-teori perencanaan yang terhitung banyak jumlahnya 
seyogyanya didalam pelaksanaannya dapat diharapkan saling melengkapi satu sama lainnya.  
 
Bab ini  menguraikan beberapa teori perencanaan yang umum ditemukan dalam  berbagai 
referensi antara lain: teori perencanaan rasional komprehensif, perencanaan inkremental, 
perencanaan advokasi dan perencanaan radikal. 
 
2.1. Perencanaan Rasional Komprehensif  
Model perencanaan rasional komprehensif muncul setelah Perang Dunia II, ketika Tugwell 
bergabung dengan sebuah Program baru dalam perencanaan Pendidikan dan Penelitian di 
Universitas Chicago bersama rekan-rekannya antara lain Harvey Perioff, Edward Banfield, dan 
Julius Margolis (Stiftel, 2000). Program ini meskipun hanya berlangsung sembilan tahun, namun 
sangat berpengaruh  menentukan arah teori perencanaan. Perioff, seorang ahli ekonomi 
Keynesian mendorong fakultasnya untuk mendefinisikan dan mengatur  wilayah utama tentang 
pengetahuan dibidang perencanaan yang dianggap sebuah kebutuhan penting dalam praktek. Ini 
merupakan penelitian inti  yang mengarah kepada pengembangan sebuah model generik untuk 
perencanaan di Negara kapitalis demokrasi dan penggabungan ide-ide dari berbagai disiplin ilmu 
sosial, termasuk ekonomi dan ilmu politik. Atas dasar inilah,  
model perencanaan  rasional menjadi panduan atau pedoman dan pendekatan dalam pemecahan 
masalah di ruang publik (Banfield 1955). Selanjutnya Margolis  memanfaatkan model tersebut 
kedalam profesi analisis kebijakan publik (Garcia, 1993;  Sarbib, 1983; Perioff, 1957).   
 
Model perencanaan rasional komprehensif adalah model perencanaan secara menyeluruh, yang 
berarti mempunyai skala luas, dengan pengambilan keputusan yang kompleks. Model ini 
memandang bahwa perencanaan ditetapkan untuk mencapai tujuan dalam  jangka panjang. 
Perencanaan ini hanya menganggap satu tujuan bersama meskipun yang tergolong ke dalam 
kepentingan itu hanya minoritas. Kelompok minoritas diasumsikan mewakili kelompok 
mayoritas.  Itulah sebabnya, model ini memerlukan langkah-langkah yang riil  mulai dari proses 
mengidentifikasi masalah hingga sampai pada perumusan kebijakan dan program bahkan sampai 
pada kegiatan. 
 
Menurut Banfield, model perencanaan rasional mempunyai lima langkah: 
 1.  Merumuskan dan mengelaborasi tujuan;  
 2. Menetapkan program dan tindakan aksi; 
 3. Membandingkan hasil evaluasi terhadap konsekuensi; 
 4. Memilih alternatif; 
 5. Penerapan alternatif yang dipilih. 
 
Kelima langkah itulah yang digunakan oleh perencana untuk memecahkan permasalahan yang 
dihadapi masyarakat. Hasil perencanaan bersifat rinci, jelas, dan berupa rancangan 
pengembangan fisik atau tata ruang, antara lain meliputi: peta rencana guna lahan, peta rencana 
jaringan jalan, dan sebagainya. Setelah rencana selesai dibuat, maka dilakukan proses 
pengesahan oleh pihak legislatif, dan kemudian dilakukan implementasi rencana (aksi/tindakan).  
 
Selanjutnya beberapa referensi lainnya menyebut langkah-langkah dalam proses perencanaan 
rasional  yang lebih lengkap daripada yang dijelaskan sebelumnya yaitu: 
1.  Mengidentifikasi masalah  
2.  Mengidentifikasi tujuan  
3.  Mengumpulkan data  
4.  Mengidentifikasi sarana  
5.  Mengidentifikasi rencana skenario alternatif  yang terdiri atas  kebijakan dan pedoman untuk 
mencapai tujuan 
6.  Menilai rencana skenario alternatif 
7.  Memilih alternatif yang tepat 
8.  Menerapkan rencana 
9.  Monitor, evaluasi dan revisi pelaksanaan 
10.  Identifikasi masalah baru dan  memulai lagi proses awal dan seterusnya 
 
Dengan mencermati kesepuluh langkah-langkah tersebut, ketika dalam penerapannya biasanya 
menjadi lebih kompleks, karena setiap langkah atau tahapan memerlukan proses dan mekanisme  
perencanaan. Itulah sebabnya  seringkali dikatakan bahwa perencanaan adalah pekerjaan yang  
sedikit menyita waktu. Beberapa contoh yang dapat menjustifikasi pernyataan ini sebagai 
berikut:  
a. Badan/institusi merupakan Pra- Kegiatan Perencanaan. Ini berarti bahwa sebelum kegiatan 
perencanaan dilakukan, yang paling berperan lebih awal adalah badan/institusi apa yang 
terlibat dalam pemecahan masalah. Jika diperkirakan bahwa terdapat  lebih dari satu instansi 
yang terlibat maka masing-masing instansi badan/institusi memperjelas peran masing-masing 
termasuk perumusan visi, misi dan tanggung jawab lembaga, menetapkan rencana 
penggunaan sumberdaya, dan menentukan rencana kerangka dan format.  Proses dan 
mekanisme ini saja telah memperlihatkan betapa rumitnya melakukan perencanaan. 
b. Menetapkan tujuan, pedoman dan standar 
Pada saat menetapkan tujuan yang ingin dicapai tentu saja tidak datang serta merta dari 
perencana dalam sebuah instansi. Ada banyak hal yang harus dilakukan lebih awal dan paling 
penting adalah menjelaskan metodologi yang relevan.  Cakupan metodologi sangat luas 
antara lain termasuk pengumpulan data,  keterlibatan stakeholder, bentuk-bentuk koordinasi, 
dan  metode analisis yang mampu menjawab permasalahan. Demikian halnya ketika rencana 
sudah sampai pada  tingkat implementasi. Langkah ini juga memerlukan proses dan 
mekanisme perencanaan termasuk penetapan jadwal rencana, alokasi anggaran yang tepat, 
stakeholder yang terlibat, jangka waktu implementasi rencana dan sebagainya. 
Model perencanaan rasional komprehensif dirancang dengan menggunakan asumsi yang 
relevan pada saat itu. Asumsi-asumsi yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
1. Dianggap bahwa orang berprilaku secara rasional. Rasionalitas itu merupakan bagian dari 
kehidupan sehari-hari dan bahwa peristiwa yang terjadi  dimasa yang akan datang dapat 
diprediksi oleh manusia. 
2. Kemampuan memecahkan masalah tidak terbatas dan informasi sempurna. Ini berarti biaya 
pengumpulan informasi  dapat dijangkau dan  terdapat kemampuan untuk mengindentifikasi 
semua alternatif  yang ada.  
3. Diasumsikan bahwa hanya ada fakta. Ini berarti tidak ada nilai-nilai (sistem kepercayaan 
subyektif) dan semua variabel  dapat diprediksi dan saling  tergantung satu sama lainnya. 
Dengan kata lain bahwa sebab akibat nampak dengan jelas.  Misalnya A mempengaruhi B 
yang berarti bahwa A adalah sebab dan B adalah akibat.  
4. Dianggap bahwa terdapat urutan rasional-deduktif dari sebuah peristiwa. Jika 'A' maka 'B' 
terjadi. Tidak perlu untuk strategi politik dan tidak cocok untuk krisis atau kejadian tak 
terduga. 
 
Dengan memperhatikan asumsi-asumsi tersebut, maka pada tahap awal pengembangan konsep 
model perencanaan rasional nampaknya telah mendapat kritikan yang tak terhitung banyaknya. 
Namun sejauh ini, model perencanaan rasional masih tetap mendapat  respon yang luas dari teori 
perencanaan. Munculnya teori-teori perencanaan berikutnya pada dasarnya berasal dari teori 
perencanaan rasional komprehensif.  Dengan demikian perkembangan teori-teori perencanaan 
selanjutnya  adalah melengkapi dan memperbaiki teori perencanaan rasional komprehensif. 
Bahkan dewasa ini, model perencanaan komprehensif, logikanya telah mendapat justifikasi 
metodologi. Perkembangan metodologi  secara terus menerus merupakan  hal yang mendasar 
untuk memperluas model perencanaan.  Hal ini termasuk sebuah upaya untuk membandingkan 
aturan alternatif  yang dapat menggabungkan preferensi individu,  penilaian implikasi risiko dan 
ketidakpastian,  serta pertimbangan dampak baru dan komputer yang lebih cepat pada 
kemampuan memastikan preferensi publik dan penyelesaian perhitungan yang diperlukan (Sager 
1997; Fischoff 1996; Klosterman 1994). 
 
Dengan mengacu  pada  pandangan ekonomi Keynesian dan studi kebijakan dalam ilmu politik, 
model perencanaan komprehensif merupakan penggabungan berbagai konsep-konsep ilmu 
sosial. Hal ini mencerminkan peran perencanaan dalam mengoreksi kegagalan pasar yang 
berkaitan dengan eksternalitas, barang publik, ketimpangan, biaya transaksi, dan kekuatan pasar. 
Pembenaran tentang pentingnya perencanaan di Negara-negara maju pada saat itu antara lain;  
penurunan kemacetan lalu lintas, perlindungan sumber daya, penyediaan kebutuhan dasar  bagi 
penduduk miskin, penyediaan layanan publik seperti penyediaan air, listrik dan lingkungan yang 
bersih dan sehat dan beberapa  yang lainnya.  
 
Aspek mendasar dalam model perencanaan rasional adalah keputusan antara 
rasionalitas individu dan rasionalitas kolektif. Ilmu ekonomi mikro telah lama membicarakan 
rasionalitas sebagai sebuah konsep yang diterapkan pada individu dan perusahaan,  tetapi 
pengalihan konsep ke entitas publik adalah sulit (Stiftel, 2000). Individu mungkin tahu apa yang 
mereka inginkan, tapi bagaimana kota dan daerah memutuskan kepentingan apa yang terbaik 
bagi mereka? Pertanyaan seperti inilah yang seringkali menjadi perdebatan yang hangat 
dikalangan  agen-agen pembangunan termasuk birokrasi dan partai politik di Negara- Negara 
sedang berkembang dan Negara Transisi (Merilee, 1991).  Seringkali sebuah kebijakan 
diputuskan dengan mengatasnamakan kepentingan orang banyak dengan asumsi bahwa setiap 
individu yang ada dalam sebuah kelompok telah mewakili kelompoknya.  
 
Menurut Thomas Schelling  (1971) bahwa dalam situasi tertentu, preferensi individu yang 
dikumpulkan dari tingkat masyarakat menghasilkan hasil yang tidak logis atau tidak diinginkan. 
Dalam situasi seperti itu, jika kelompok membuat keputusan secara keseluruhan akan jauh 
berbeda dengan jumlah keputusan anggota individual. Itulah sebabnya bagi Negara yang 
perekonomiannya berorientasi pasar, alasan mendasar untuk perencanaan adalah terkait dengan 
kesenjangan antara rasionalitas individu dan rasionalitas kolektif. 
 
Kritik dan Ekstensi Perencanaan Rasional 
 
Perencanaan rasional komprehensif memperoleh kritikan yang luas sejak awal 1960-an. Seorang 
ilmuwan politik Charles Lindblom (1959) menyarankan perencanaan komprehensif atau 
perencanaan sinoptik adalah tidak dapat dicapai dan keluar dari realitas politik. Charles 
berargumen bahwa para pemimpin politik tidak setuju atas penetapan tujuan sebagaimana yang 
dibutuhkan oleh model rasional. Para pemimpin lebih memilih kebijakan dan tujuan pada saat 
yang sama. Dalam model rasional, perbandingan seluruh kemungkinan alternative dan penilaian 
yang komprehensif atas semua ukuran kinerja melebihi kemampuan manusia. Ukuran rill atas 
―good policy‖ adalah bilamana  pembuat kebijakan setuju atas kebijakan yang dibuat. 
 
Lindblom mengkritik model perencanaan rasional komprehensif.  Kritikannya antara lain; 
penentuan secara simultan terhadap tujuan dan kebijakan, pertimbangan kebijakan alternatif 
berbeda sedikit dari status quo, penilaian sederhana, perbandingan antara berbagai alternatif, dan 
preferensi untuk hasil eksperimen sosial dijadikan sebagai dasar analisis. Kritik Lindblom adalah 
sangat kuat dan  mempengaruhi banyak perencana. Meskipun perencanaan rasional sering 
dikritik  namun masih tetap menjadi pendekatan yang paling umum untuk perencanaan karena ia 
rasional dan oleh karena itu lebih mudah untuk  dijastifikasi. 
  
Dengan mengacu pada teori  perencanaan rasional komprehensif, nampaknya teori perencanaan 
rasional lebih banyak dipraktekkan di Negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia. 
Perencana publik terutama di Indonesia menerapkan langkah-langkah proses perencanaan 
sebagaimana dalam teori perencanaan rasional komprehensif. Para perencana menetapkan tujuan 
dan sasaran lebih awal. Permasalahan yang kompleks dipecah-pecah menjadi bagian kecil untuk 
dapat dipecahkan yang pada akhirnya diasumsikan bahwa pemecahan masalah yang lebih kecil 
mampu memecahkan masalah yang lebih kompleks. Setelah melalui proses yang dianggap 
rasional maka perencanaan dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan yang mana didalam 
dokumen tersebut teridentifikasi sejumlah tujuan, sasaran, kebijakan, program bahkan sampai 
pada kegiatan. Di Indonesia dikenal tiga bentuk dokumen perencanaan yang berdimensi waktu 
yaitu perencanaan jangka panjang atau dikenal dengan rencana jangka panjang (RPJP), rencana 
jangka menengah (RPJM) dan rencana kerja tahunan  (RKP). 
 
 
2.2. Perencanaan Inkremental 
Perencanaan inkremental dianut oleh  Charles Lindbloom dalam The Science of Muddling 
Through sebagai respon praktek  bagi para pengikut aliran model perencanaan  rasional 
komprehensif.  Perencanaan dilihat sebagai  lemahnya teknik ilmiah dan campur aduk antara 
intuisi dan pengalaman. Penganut aliran perencanaan inkremental sangat akurat menggambarkan 
apa yang sebenarnya terjadi dalam perencanaan di kantor setiap hari. Model perencanaan yang 
dikembangkan oleh Lindblom, lebih berfokus pada kelangsungan hidup organisasi daripada 
keuntungan sosial,  lebih fokus perencanaan jangka pendek daripada jangka panjang.  
 
Model perencanaan inkremental  memandang bahwa permasalahan  publik tidak dapat 
dipecahkan melalui perencanaan menyeluruh  dan luas. Perencanaan  inkremental mempunyai 
cakupan yang lebih sempit dan terjangkau sehingga tidak dikategorikan sebagai model 
perencanaan yang ambisius, berkhayal dan tidak efisien sebagaimana halnya model perencanaan 
komprehensif.  Menurut Bryson dan Einsweiler (1988); Kaufman dan Jacobs (1987) bahwa pada 
akhir 1970-an pendapat Lindblom tentang perencanaan inkremental ternyata telah disalahartikan. 
Penganut aliran inkremental sesungguhnya mempunyai tiga tujuan akan tetapi dalam 
perkembangan selanjutnya ketiga tujuan tersebut menjadi kabur. Adapun ketiga  tujuan yang 
dimaksud adalah:   
1) Analisis strategis yaitu setiap upaya untuk menyederhanakan masalah kebijakan yang 
kompleks;  
2) Incrementalism terputus-putus, yakni analisis dilakukan tanpa penetapan 
tujuan, dengan beberapa alternatif dipertimbangkan, dan menyederhanakan data yang 
kompleks;  
3) Incrementalism sederhana, dimana alternatif yang dipilih hanya sedikit  
berbeda dari status quo.  
Lindblom mempresentasikan teorinya sebagai  sebuah model pengambilan  keputusan dalam 
perencanaan publik.  Teorinya  sedikit lebih luas dibandingkan teori sebelumnya yakni 
penjelasan teori perencanaan incremental tidak hanya  berfokus pada bagaimana  membawa 
kepentingan  kelompok yang berbeda kedalam agenda  perencanaan publik, tetapi selanjutnya 
bagaimana persetujuan/kesepakatan dicapai  antara kepentingan yang bermacam-macam dan 
konflik.  
 
Pada tahun 1959 Charles Lindblom, merupakan  orang pertama yang mengkritik pendekatan 
model perencanaan rasional komprehensif dan kritikannya sangat mempengaruhi dunia 
perencanaan. Salah satu kritikan selain yang telah disebutkan sebelumnya adalah bahwa model 
perencanaan rasional komprehensif membutuhkan ketersediaan data dan kompleksitas analisis 
yang berada di luar jangkauan dan kemampuan para perencana pada umumnya. Menurut 
Linblom bahwa dalam praktek, perencanaan jarang dilakukan secara komprehensif dengan 
alasan ketersediaan seluruh data yang dibutuhkan dan kemampuan terbatas para perencana, 
sehingga lebih baik perencanaan dilakukan secara incremental dengan menggunakan 
―perbandingan tertentu secara  berurutan‖ untuk mencapai tujuan jangka pendek yang realistis.   
 
Lindblom mengklaim bahwa perencana sektor publik tidak mempunyai banyak waktu dan  
kebutuhan materi sumberdaya untuk menghasilkan analisis perencanaan komprehensif  terhadap 
persoalan perencanaan yang ada.  Akhirnya Lindblom memberikan masukan kepada perencana 
khususnya  terkait dengan persoalan bagaimana mengelola kekurangan informasi pada tiga 
bidang: Pertama,  para perencana disarankan berkonsentrasi hanya pada perencanaan jangka 
pendek. Alasannya adalah semakin panjang skala waktu semakin besar ketidakpastian. Kedua, 
perencana disarankan percaya hanya pada kebijakan perencanaan yang ada dan hasil 
pembelajaran dari pengalaman yang diperoleh dari tugas perencanaan yang dilakukan 
sebelumnya. Ketiga,  perluas dasar pengetahuan terhadap perencanaan melalui pengenalan 
berbagai  kepentingan kelompok dalam proses perencanaan. Misalnya pengetahuan yang 
didasarkan pada informasi parsial dan prioritisasi kebutuhannya berdasarkan nilai tertentu. Oleh 
karena banyak kelompok-kelompok kepentingan dan semua harus diakomodasi dalam 
perencanaan publik, maka sesungguhnya pendekatan partisipasi dalam proses politik sangat 
dibutuhkan. Masing-masing pengambil keputusan dibolehkan berkonsentrasi pada persoalan 
yang akan dipecahkan. Melalui partisipasi oleh berbagai kelompok kepentingan akan dijamin   
menghasilkan penyamaan persepsi.  
 
Untuk memperoleh kesepakatan bersama maka Lindblom memperbolehkan proses negosiasi, 
bargaining dan persaingan  dalam wilayah politik  untuk mencapai keputusan diantara berbagai 
konflik.   Sebuah penyelesaian ideal menurut Lindblom akan menjadi sebuah Pareto Optimum 
yakni sebuah solusi  yang menguntungkan sebanyak mungkin orang dan sama sekali tidak ada 
kerugian yang terjadi ( tidak merugikan sama sekali kelompok lainnya) (Lindblom, 1965).  
 
Gambar 2.1 berikut ini memperlihatkan bagaimana  perencanaan inkremental bekerja untuk 
mencapai sebuah solusi yang dianggap efektif  diantara sekian banyak kelompok kepentingan 





















Sumber: Mantysalo, 2005 
 
Pada tahun 1970 an, pemikiran Lindblom tentang perencanaan inkremental disambut hangat oleh 
para perencana urban sebagai kegagalan rencana jangka panjang  pada tahun 1960-an dan 
persoalan sosial ekonomi atas pembangunan yang berskala besar.  Kondisi ini  semakin diperkuat 
oleh  fakta  yang menunjukkan bahwa pertengahan 1970-an modernisasi dan industrialiasasi  
kota-kota telah sempurna, arus migrasi dari Negara lain sudah tidak ada, kondisi krisis ekonomi 
telah stagnan. Hal ini menandakan bahwa pada situasi dan kondisi seperti itu, kota tidak 
membutuhkan lagi perencanaan jangka panjang dan skala pembangunan yang lebih besar. 
Namun yang perlu dilakukan adalah hanya melakukan penambahan sedikit infrastruktur yang 
sudah ada.  
 
Model perencanaan incremental  mempunyai ciri-ciri: 
 Terbatas periode waktu 
  Pengambilan keputusan politik 
 Terbatas dan tidak sempurna informasi 
 Terbatas waktu dan   nilai  moneter untuk pengumpulan data 
 Nilai sosial adalah sama pentingnya dengan fakta 
 Terbuka, sistem yang berubah dengan cepat; peristiwa yang tak terduga 
 Perencanaan terputus-putus, inkremental dan serial. Serial artinya bahwa satu demi 
satu peristiwa dengan tidak ada langkah-langkah besar namun dianggap bahwa model 
ini mempunyai  kemampuan untuk menjelaskan, memprediksi dan mengontrol 
masalah dan tujuan sebagaimana halnya dalam Perencanaan Rasional dan pendekatan 
yang komprehensif, tetapi lebih kepada sifat incremental. 
Dengan memperhatikan  kedua teori perencanaan rasional dan perencanaan inkremental maka 
muncul pertanyaan yaitu teori mana yang lebih baik, apakah teori perencanaan rasional 
komprehensif atau teori perencanaan inkremental?  Dalam praktek, tidak satupun teori dapat 
memecahkan seluruh permasalahan yang ada.  Mungkin ada satu masalah dapat dipecahkan 
melalui pendekatan teori rasional tapi mungkin masalah lainnya tidak cocok dan alternatifnya 
adalah teori inkremental.  Penerapan teori perencanaan  didasarkan pada hal-hal berikut ini:  
1. Tergantung dari masalah yang akan dipecahkan. Apakah sebuah Negara atau daerah 
mempunyai masalah yang cukup besar atau kecil dan masalah berat atau ringan.  
2. Jenis masalah yang dihadapi perencana. Hal ini mungkin meliputi masalah fisik dan 
masalah sosial. Masalah fisik mungkin dikategorikan sebagai masalah besar dan ringan 
dan masalah sosial mungkin dikategorikan sebagai masalah kecil tetapi berat  
pemecahannya.  Misalnya kalau sebuah Negara menghadapi masalah fisik, seringkali 
kalau dana tersedia dengan cukup memadai, maka semua bisa diatasi. Akan tetapi jika 
masalah sosial seperti masalah perubahan persepsi, konflik, hal ini  tidak cukup dengan 
ketersediaan dana, namun perlu untuk mengungkap lebih jauh akar masalah yang 
dihadapi antara lain: masalah perubahan yang dalam hal ini mungkin perubahan persepsi 
masalah, kuantifikasi sulit (terkait dengan beberapa metode atau aturan), sulit untuk 
merumuskan / menetapkan masalah yang tepat, tidak tahu kapan masalahnya selesai, 
keputusan bukannya benar/salah melainkan 'lebih baik / buruk,  tidak ada kesempatan 
untuk trial and error. Contoh-contoh ini mengindikasikan bahwa masalah sosial adalah 
terkategori kecil tetapi berat untuk menanganinya. Apabila kondisi ini ditemui dalam 
sebuah daerah maka disarankan menggunakan pendekatan perencanaan incremental. 
3. Jenis pengambilan keputusan 
Tingkat pemahaman (Tinggi  atau  Rendah) 
Derajat Perubahan (Kecil  atau  Besar) 
 
Ada 4 jenis situasi masalah / pengambilan keputusan  
 
TINGKAT PEMAHAMAN 
PERUBAHAN BESAR 1. RENDAH/BESAR 2. TINGGI/BESAR 




1. Pemahaman rendah/perubahan besar = perang, revolusi, krisis dan peluang besar. 
Metode analitik: tidak diformalkan atau dipahami dengan baik. Contoh revolusi Iran, 
pengeboman Hiroshima 
2. Rendah/kecil =  penambahan politik. Metode analitik: terputus-putus; incremental.  
3. Tinggi/besar = Utopis, pergeseran paradigma 
Analitik teknik: tidak ada (suatu usaha komprehensif?) contoh = Demokrasi (?) 
Pemahaman yang lebih tinggi seringkali dapat mengakibatkan kebingungan yang 
lebih tinggi 
4. Tinggi / Kecil = Beberapa administratif & teknis 
Metode analitik: rasional/sinoptik/komprehensif. Contoh= pergi ke bulan 
Pendekatan inkremental sendiri juga mendapat kritikan  yakni dianggap terlalu ―khawatir‖ dan 
konservatif,  karena memperkuat kondisi yang ada (status quo) dan mengingkari kekuatan 
perubahan sosial yang revolusioner (perubahan besar dan dalam waktu relatif singkat). 
Pendekatan ini juga mendapat kritikan terutama terkait dengan kelemahannya dalam berpikir 
induktif.  
 
2.3. Perencanaan Advokasi 
 
Perencanaan advokasi muncul setelah perencanaan rasional komprehensif menghadapi 
tantangan dalam menangani masalah kemiskinan  di New York. Pengikut aliran advokasi  
membebaskan tujuan dan pandangan non-politik yang terkandung dalam perencanaan rasional.  
Perencana ibarat sebagai  pengacara: mereka  mengadvokasi dan membela kepentingan nasabah 
atau kelompok tertentu (yaitu kelompok yang secara ekonomi tidak beruntung dan atau  secara 
politik tidak terorganisasi atau tidak terwakili) (Hurley, Clare G, 1999). 
 Terdapat tiga pendapat yang berkaitan dengan perencanaan advokasi dalam Hurley 
yaitu: 
1. Paul Davidoff adalah pencetus utama perencanaan advokasi.  Dia berpendapat  bahwa  tidak 
ada satu kepentingan publik yang dilayani oleh perencana dan dengan demikian bahwa 
perencana tidak mempunyai pilihan tetapi menjadi advokasi non-objektif bagi kelompok 
kepentingan.  
2. Saul Alinsky mengembangkan sebuah  visi perencanaan yang ada dalam sebuah  organisasi.  
Organisasi-organisasi tersebut menyewa perencana untuk mengidentifikasi masalah,  
membangun kesadaran  atas masalah yang dihadapi dam menciptakan aksi/tindakan.  
3. Alan Altshuler juga berpendapat bahwa ada kebebasan tujuan, pandangan non-politik  
perencanaan. Dia merasa bahwa kebebasan tujuan menjadi efektif, maka sesengguhnya  
perencana harus secara aktif  terlibat dalam proses politik.  
 
Keberadaan perencanaan advokasi telah membebaskan perencana dari posisi  kepentingan 
publik secara komprehensif. Perencanaan advokasi menyebar luas dan cepat khususnya di 
daerah perkotaan (Hurley, 1999). Perencana advokasi umumnya melayani kelompok 
lingkungan hidup, asosiasi perdagangan, dan bahkan perusahaan.   
 Salah satu efek perencanaan advokasi adalah menggeser  formulasi kebijakan sosial dari 
negosiasi tersembunyi kearah yang terbuka. Efek lainnya adalah  hubungan yang kuat antara 
ahli-ahli sosial dan proses hukum dalam pembuatan kebijakan.   
 
Sebuah Krisis dan Arah Baru 
Kritik perencanaan advokasi muncul setelah diperkenalkan pendekatan  baru yang disebut 
dengan pendekatan perencanaan radikal.  Stephen Grabow dan Alan Heskin's (1973) adalah 
pencetus konsep Perencanaan Radikal yang melihat bahwa ada serangkaian polemik atas 
ketidakmampuan kerangka perencanaan sebelumnya untuk merespon  kebutuhan penduduk 
miskin.   Model perencanaan radikal merupakan sebuah perubahan sistimik  meliputi 
desentralisasi,    perhatian ekologis, spontanitas, dan eksperimentasi. Namun, model ini 
melahirkan perencanaan gerakan progresif yaitu perubahan bertahap dari waktu ke waktu 
yang selanjutnya akan menyebabkan perubahan struktural untuk mempromosikan kesetaraan, 
partisipasi, dan legitimasi. Perencana progresif mempromosikan kepemilikan  tanah publik 
dan pekerjaan di sektor industri, reformasi pajak, organisasi masyarakat dan pemanfaatan 
sumber daya publik melalui kemitraan dengan organisasi-organisasi swasta untuk melayani 
kepentingan publik.  
 
Pada akhir 1970-an, Molotch (1977) menyatakan bahwa pro-pertumbuhan didominasi oleh 
kepentingan kota dan badan perencanaan di seluruh Amerika. Para perencana bergabung 
untuk memperbesar pertumbuhan ekonomi dan salah satu sumber pertumbuhan yang 
diandalkan adalah pertumbuhan mesin-mesin (industri). Pertumbuhan industri tersebut 
membuat sulit bagi oposisi lingkungan atau kelompok lainnya untuk memenangkan 
keputusan.  Kesulitannya adalah karena sebagian kelompok oposisi ini tidak memahami 
argument perencana yang pro pertumbuhan.  
 
Selama perkembangan kritik radikal, teori perencanaan lainnya mempertimbangkan kembali 
arah politik teori perencanaan. Atas dasar itu, serangkaian teori baru muncul  yang berfokus 
pada peran perencana sebagai fasilitator dalam  membuat keputusan. Teori ini sering disebut 
sebagai teori pembelajaran sosial (social learning). Teori  ini menekankan tentang bagaimana 
peran perencana membawa stakeholder secara bersama-sama untuk mengumpulkan berbagai 
informasi dan sharing secara  bersama-sama, dan membantu mereka menemukan struktur 
sosial yang berbasis pada pengalaman mereka atau membantu mereka belajar dari 
pengalaman mereka.  
 
2.4. Perencanaan Radikal 
Pemikiran radikal  adalah (i)  visi sosial dapat ditemukan dari kehidupan sehari-hari 
komunitas lokal yang diperoleh dari partisipasi, pengawasan dan pengalaman  yang  sangat besar 
dari masyarakat. Intervensi pemerintah terhadap perolehan visi sosial  relatif kecil. (ii) pemikir 
radikal  mengkritik lebih banyak dan holistik pada proses sosial yang berskala besar yakni  efek 
struktur kelas dan hubungan ekonomi; pergerakan dinamika sosial; komprontasi, perserikatan 
dan perjuangan.  
Penganut perencanaan radikal sangat membutuhkan proses yang sangat sederhana, tidak 
berbelit-belit. Mereka  tidak suka terhadap hirarki birokrasi,  tidak setuju pada perencanaan 
terpusat,  dan tidak setuju pada perencana  profesional. Penganut  radikal berpendapat bahwa 
perencanaan efektif dilakukan jika dibentuk oleh komite lingkungan yang non-profesional  untuk 
memberdayakan warga masyarakat  umum melalui pengalaman mereka dalam memecahkan 
masalah mereka sendiri. Proses ini merupakan sebuah tindakan kolektif yang pada akhirnya akan 
mempromosikan  kemandirian.   
 
2.5. Perencanaan Transaktif 
Pendekatan perencanaan transaktif berfokus pada keutuhan pengalaman kehidupan 
masyarakat tentang masalah kebijakan yang harus ditangani.  Hal ini berarti perencanaan 
berbasis pada pengalaman semata-mata masyarakat dengan kata lain perencanaan yang 
didasarkan pada keadaan riil yang sesungguhnya  dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, 
perencanaan tidak dilakukan berdasarkan target komunitas anonim penerima manfaat, tetapi 
dalam kontak tatap muka dengan masyarakat yang dipengaruhi oleh keputusan. Perencanaan  
yang disusun kurang mengacu pada survei lapangan dan analisis data, akan tetapi lebih 
ditekankan pada dialog antar orang. Jadi para perencana betul-betul mengantarkan sumberdaya 
secara langsung kepada masyarakat yang butuh.  
Perencanaan transaktif juga mengacu pada evolusi lembaga desentralisasi yang 
membantu orang mengambil kontrol dari proses sosial yang mengatur kesejahteraan mereka. 
Perencanaan tidak dilihat sebagai operasi  yang terpisah dari bentuk-bentuk tindakan sosial, 
tetapi lebih sebagai proses yang tertanam dalam evolusi ide-ide secara terus-menerus melalui 
tindakan  (Friedmann 1973). 
Berbeda dengan perencanaan inkremental, penekanannya lebih banyak diberikan kepada 
proses pribadi dan pengembangan organisasi, dan bukan hanya pencapaian tujuan fungsional 
tertentu. Rencana dievaluasi tidak hanya dalam hal apa yang mereka lakukan untuk orang 
melalui pengantaran barang dan jasa, tetapi dalam segi efek rencana pada orang dan pemahaman 
efektivitas, nilai dan perilaku, kapasitas mereka untuk  bertumbuh melalui kerja sama, semangat 
mereka atas kemurahan hati. Sebaliknya, perencanaan inkremental melekat lebih erat  pada 
logika ekonomi individu dalam mengejar kepentingan mereka sendiri.    












 BAB III  
PERANGKAT ANALISIS KUANTITATIF  
DALAM PERENCANAAN 
 
Bab ini menguraikan beberapa  perangkat (tools) analisis untuk perencanaan 
pembangunan. Pembahasan tools ini dimaksudkan untuk memperkaya wawasan bagi mahasiswa 
maupun para praktisi  dalam  merumuskan perencanaan pembangunan. Adapun tools yang 
dimaksud antara lain adalah: Location Quotient, Capital Output Ratio (COR), Shift Share 
Analysis, dan Input-Output (I-O) model. 
 
3.1.  LQ (Location Quotient) 
Pada dasarnya model LQ mengacu pada teori ekonomi basis. Teori ekonomi basis 
mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu  daerah ditentukan oleh 
besarnya nilai dari kegiatan ekspor sebuah wilayah.  Semakin besar kegiatan ekspor semakin 
besar kontribusi nilai ekspor terhadap perkembangan kegiatan ekonomi lainnya. Demikian 
halnya sebaliknya.  
Menurut Alexander, 1954; Tiebout 1962 dalam Stimson (2006) mengatakan bahwa 
perekonomian daerah dapat dibagi atas dua bagian besar yaitu komponen basis dan komponen 
non-basis. Yang dimaksud dengan komponen basis adalah kegiatan memproduksi barang dan 
jasa untuk keperluan konsumsi diluar daerah bersangkutan. Atau kegiatan yang mengekspor 
barang-barang dan jasa-jasa ke luar dari sebuah daerah bersangkutan atau dengan kata lain, 
kegiatan memasarkan produk-produk ke tempat lain. Dikatakan basis karena ketika sebuah 
sektor tersebut melakukan ekspor berarti sektor-sektor lainnya diharapkan ikut berkembang 
akibat dari kegiatan  sektor basis. Sedangkan kegiatan non basis adalah kegiatan yang 
menyediakan barang-barang yang di butuhkan oleh orang-orang bertempat tinggal di dalam 
batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sektor non basis yaitu sektor yang 
hanya menyediakan kebutuhan penduduk local (hanya untuk dikonsumsi  warga masyarakat 
setempat). Kegiatan-kegiatan ini tidak mengekspor barang-barang jadi, luas lingkup produksi 
dan daerah pasar mereka yang terutama adalah bersifat lokal. Sektor non-basis  menjadi penting 
ketika  sektor-sektor tersebut dapat dikaitkan dengan sektor basis  yang dapat ditranspormasi 
kedalam bagian sektor-sektor basis baru (Stimson, 2006). 
Asumsi yang digunakan dalam menentukan sektor basis dan non-basis antara lain: 
1.Pergerakan utama pertumbuhan regional 
2. Besarnya rasio tenaga kerja basis dan non-basis 
3. Adanya keseragaman antara permintaan lokal dan nasional 
4. Sistem permintaan yang tertutup 
5. Spesialisasi lokal dan produksi 
 Kategori basis non basis dapat dilihat dengan dua metode yaitu metode langsung dan 
tidak langsung (Glasson, 1994). Tapi para pakar ekonomi wilayah lebih memakai metode tidak 
langsung seperti : 
1. Metode Arbiter, dilakukan dengan cara membagi secara langsung dalam kategori ekspor 
dan non ekspor tanpa melalui penelitian secara spesifik di tingkat lokal. Metode ini tidak 
memperhitungkan kenyataan bahwa kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang yang 
sebagian diekspor atau dijual secara lokal ataupun kedua-duanya 
2. Metode Location Quetiont (LQ) merupakan suatu alat analisis untuk melihat peranan 
suatu sektor tertentu dalam suatu wilayah dengan peranan sektor tersebut dalam wilayah 
yang lebih luas.  
3. Metode kebutuhan minimum, metode ini tergantung pada pemilihan presentase minimum 
dan tingkat disagregasi. Dengan disagregasi yang semakin terperinci maka berakibat 
semua sektor akan jadi. 
Berdasarkan ketiga  metode tersebut, netode LQ merupakan metode yang paling banyak 
diterapkan untuk mengetahui sector-sektor basis suatu daerah.   Metode ini berkembang sesuai 
dengan peruntukannya. Beberapa peneliti ataupun perencana menggunakannya dengan maksud 
untuk mengetahui sektor ataupun komoditas yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan 
komoditas lainnya, melalui LQ akan teridentifikasi sektor-sektor yang dianggap unggul dan tidak 
unggul.  
Perhitungan LQ sangat sederhana yakni hanya membandingkan peran atau sumbangan 
sebuah sektor  perekonomian daerah dengan sektor perekonomian yang sama pada cakupan 
daerah/wilayah yang lebih luas. Dengan kata lain, LQ adalah suatu metode untuk menghitung 
perbandingan relatif sumbangan nilai tambah sebuah sektor di suatu daerah (Kabupaten/Kota) 
terhadap sumbangan nilai tambah  sektor yang bersangkutan dalam skala provinsi atau nasional. 
Misalnya,  share sektor pertanian (output) di kabupaten A dibandingkan dengan share sektor 
pertanian di provinsi. Atau share sektor pertanian di kota A dibandingkan dengan share sektor 
pertanian di Provinsi. Dapat pula diperbandingkan antara share sektor pertanian di daerah A 
dibandingkan dengan share sektor pertanian pada skala nasional.  
Stimson (2006) menyebutkan bahwa untuk menganalisis sebuah industri, ada tiga tipe 
data yang bermanfaat. Ketiga data itu adalah: (a)  mengukur besaran (tenaga kerja, pendapatan 
atau produk regional); (b) mengukur perubahan besaran (perubahan dalam tenaga kerja, 
pendapatan atau produk regional); (c) mengukur relatif pentingnya sektor-sektor. Berdasarkan 
ketiga tipe data tersebut, maka perhitungan LQ dapat digunakan untuk mengetahui sektor-sektor 
yang unggul berdasarkan ukuran penggunaan tenaga kerja, besaran pendapatan, dan besaran 





Adapun rumus untuk LQ adalah: 
 
 
    
  






                                                                                                             
Dimana,  
    = nilai kuosion lokasi sektor i.   
     =  Output sektor i; 
    = Output total di kabupaten/kota;  
    = Output total di Provinsi.  
 
Kriteria penggolongannya adalah sebagai berikut : 
1. Jika LQ > 1, artinya sektor yang ada di daerah tersebut merupakan sector basis (B) yang 
mampu mengekspor hasil produksinya ke daerah lain 
2. Jika LQ < 1, artinya sektor yang ada di daerah tersebut merupakan sector non basis (NB) dan 
cenderung mengimpor dari daerah lain 
3. Jika LQ = 1, artinya produk domestik yang dimiliki daerah tersebut habis dikonsumsi daerah 
tersebut.  
 
Ketika sebuah sektor terkategori basis  terindikasi bahwa sektor tersebut adalah unggul 
dibandingkan dengan sektor lainnya (bukan basis). Misalnya jika sektor pertanian di Kabupaten 
A setelah dibandingkan sumbangannya terhadap skala Provinsi dan memperoleh nilai LQ > 1, 
berarti bahwa sektor pertanian  dapat dikategorikan sebagai sektor basis dan olehnya itu biasa 
dikategorikan sebagai sektor unggulan di Kabupaten A. Sektor basis umumnya dijumpai pada 
sektor-sektor yang mempunyai kegiatan ekspor ke  daerah lain. Perkembangan sektor ini  secara 
berkelanjutan diharapkan memberi dampak positif terhadap sektor non basis. Biasanya sektor 
ekspor mendatangkan aliran pendapatan yang tinggi sehingga mampu mendorong kegiatan-
kegiatan ekonomi lainnya melalui peningkatan  permintaan. Misalnya, jika sektor industri adalah 
sektor basis karena produksinya tidak hanya dikonsumsi oleh penduduk lokal tetapi juga untuk 
diekspor. Jika permintaan ekspor meningkat atas komoditas tersebut, maka produksi ditingkatkan 
untuk memenuhi permintaan ekspor. Akibatnya kegiatan ekonomi lainnya seperti input material 
untuk produksi ekspor meningkat pula, mungkin juga  terjadi peningkatan pendapatan bagi 
pekerja. Peningkatan pendapatan pekerja akan berimplikasi terhadap peningkatan permintaan 
untuk komoditas non basis dan pada akhirnya mendorong perekonomian secara keseluruhan di 
daerah. Dengan demikian  metode LQ juga digunakan sebagai suatu metode untuk melihat 
gambaran  keterkaitan antar sektor dalam perekonomian. 
 
Metode LQ merupakan alat analisis perencanaan yang paling sering digunakan oleh 
praktisi untuk menentukan  sektor-sektor  unggulan dan potensi daerah. Namun perlu 
digarisbawahi bahwa    metode LQ ini  bukanlah satu-satunya metode yang   sempurna tetapi 
perlu dilengkapi oleh tools lainnya agar supaya  hasil analisis lebih reasonable. 
 
Kunggulan Metode LQ 
Ada beberapa keunggulan dari metode LQ, antara lain: 
1. Metode LQ memperhitungkan ekspor langsung dan ekspor tidak langsung 
2. Metode LQ sederhana dan tidak mahal serta dapat diterapkan pada data historis untuk 
mengetahui trend. Dapat digunakan untuk mengetahui sektor unggulan, perubahan 
struktur perekonomian dan  juga diaplikasikan pada sub sektor bahkan per komoditas. 
 
Kelemahan Metode LQ 
Beberapa kelemahan Metode LQ antara lain: 
1. Berasumsi bahwa pola permintaan di setiap daerah identik dengan pola permintaan bangsa 
dan bahwa produktivitas tiap pekerja di setiap sektor regional sama dengan produktivitas tiap 
pekerja dalam industri-industri nasional. 
2. Metode ini mengabaikan fakta bahwa sebagian produk nasional adalah untuk orang asing 
yang tinggal di wilayah tersebut.  
3. Karena penerapannya sederhana maka seringkali keakuratan data tidak diperhatikan. Jika ini 
terjadi maka kemungkinan saja hasil perhitungan yang diperoleh menjadi bias.  
 
Sektor-sektor yang terkategori sebagai sektor basis  tidak selamanya bertahan  menjadi 
sektor basis dalam jangka panjang, terkadang mengalami pasang surut. Beberapa faktor 
penyebab  maju dan mundurnya sektor basis adalah sebagai berikut : 
 
Kemajuan sektor basis disebabkan oleh : 
1. Transportasi dan komunikasi yang terus berkembang. 
2. Pendapatan dan penerimaan daerah yang terus meningkat. 
3. Teknologi yang berkembang dengan pesat. 
4. Prasarana ekonomi dan sosial yang memadai. 
5. Pendapatan bagi daerah pengimpor meningkat terhadap produk ekspor 
 
Kemunduran sektor basis disebabkan oleh : 
1. Permintaan yang berubah (menurun) di luar daerah. 
2. Cadangan sumber daya alam habis 
3. Input material pada umumnya berasal dari luar daerah sehingga besar kemungkinan terjadi 
kenaikan harga input tidak diiringi oleh kenaikan harga  produk ekspor. 
 
Untuk menerapkan metode LQ, kebutuhan data nilai output tergantung pada daerah yang 
akan dihitung.  Daerah yang dimaksud bisa berupa kabupaten/kota dan bisa provinsi. Jika daerah  
yang akan dijadikan fokus adalah kabupaten/kota  dibandingkan dengan provinsi maka data-data 
yang dibutuhkan adalah: (i) data nilai output sektor-sektor perekonomian atau data-data 
perkomoditi. Sektor-sektor perekonomian dapat dilihat dari sektor perekonomian menurut 
lapangan usaha yang terdiri atas sembilan sektor sebagaimana tercantum dalam produk domestik 
regional bruto (PDRB)  yaitu sektor pertanian; pertambangan; industri; listrik, gas dan air 
minum; sektor konstruksi; perdagangan, hotel dan restoran; angkutan, keuangan dan jasa-jasa. 
Selanjutnya data tentang total nilai PDRB yaitu penjumlahan seluruh nilai tambah  dari 
kesembilan sektor tersebut. (ii) Data nilai output kesembilan sektor pada tingkat provinsi atau 
penjumlahan seluruh nilai tambah sembilan sektor untuk seluruh kabupaten/kota di provinsi.  
Jika kabupaten/kota akan dibandingkan dengan nasional, maka perlu data  nilai output 
secara keseluruhan atau data  nilai-produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Apabila daerah yang 
dijadikan fokus adalah provinsi, maka yang menjadi perbandingan adalah nasional, maka data 
PDB nasional dibutuhkan. 
Berikut ini contoh perhitungan LQ dengan menggunakan nilai output per sektor untuk 
Provinsi Sulawesi Selatan dibandingkan dengan PDB Indonesia pada tahun 2005-2008 
berdasarkan harga berlaku. Perhitungan ini tidak dianalisis tetapi memberi informasi kasar 
tentang sektor-sektor yang mempunyai nilai LQ >1, LQ<1 atau LQ = 1. Berdasarkan data yang 
tersedia dan kemudian dilakukan perbandingan antara share output per sektor pada tingkat 
provinsi dan share output persektor pada skala nasional maka diperoleh nilai LQ sebagai berikut: 
 
Tabel 3.1. Hasil Perhitungan Nilai LQ per sektor Provinsi Sulawesi Selatan, 2005-2008 
  NILAI LQ PER SEKTOR     
  2005 2006 2007 2008 
Pertanian 2.29452742 2.269681 2.139218 1.998847 
Pertambangan 0.78743453 0.760781 0.740878 0.648975 
Industri pengolahan 0.48457359 0.476234 0.475108 0.455515 
Listrik, air dan gas 1.06160198 1.100576 1.152595 1.166651 
Konstruksi 0.65583985 0.590279 0.581925 0.577044 
Perdagangan, hotel 0.94238353 1.006888 1.033442 1.143217 
Pengangkutan 1.14564238 1.170655 1.210164 1.268903 
Keuangan 0.6939215 0.725286 0.778266 0.803729 
Jasa 1.06991323 1.13536 1.159509 1.366973 
Sumber : Data sekunder diolah. 
Keterangan Data PRDB menuru Lapangan Usaha berdasarkan harga berlaku Provinsi 
Sulawesi Selatan bersumber dari BPS Provinsi Sulawesi Selatan.  Pada tahun 2007 (angka 
sementara) dan 2008 (angka sangat sementara). 
Berdasarkan hasil perhitungan LQ diperoleh informasi bahwa sektor-sektor yang 
memiliki nilai LQ > 1 selama periode 2005-2008 adalah sektor pertanian, listrik, gas, dan air 
minum, serta jasa. Ketiga sektor ini dikategorikan sebagai sektor basis atau sektor unggulan di 
Sulawesi Selatan. Sektor perdagangan, hotel dan restoran juga memperlihatkan nilai LQ > 1 pada 
tiga tahun terakhir. 
  
3.2.  COR (CAPITAL-OUTPUT RATIO) 
Konsep capital-output ratio (COR) atau sering juga disebut koefisien modal 
menunjukkan hubungan antara besarnya investasi (modal) dan nilai output. Konsep COR 
tersebut dikenal melalui teori yang dikemukakan oleh Harrod-Domar (Post-Keynesian). 
Berdasarkan pemahaman teori ini, maka  para perencana atau peneliti seringkali menggunakan 
model ini sebagai salah satu alat analisis perencanaan pembangunan khususnya yang berkaitan 
dengan perencanaan pembiayaan sebuah program atau kegiatan. Atau sering diistilahkan dengan 
perencanaan kebutuhan investasi. Ketika sebuah sektor dianggap unggul dan merupakan sektor 
penggerak perekonomian suatu daerah, maka yang terpikirkan bagi perencana selanjutnya adalah 
bagaimana membiayai sektor-sektor tersebut. Dalam arti bahwa jika sektor yang dimaksud ingin 
ditingkatkan satu unit outputnya, maka pertanyaan yang muncul adalah berapa kebutuhan 
tambahan investasi untuk membiayai kenaikan output tersebut. Disinilah pentingnya analisis 
teori Harrod-Domar, meskipun diakui bahwa terdapat kelemahan-kelemahan. 
  Aspek utama yang dikembangkan oleh Harrod-Domar dari teori Keynes adalah aspek 
yang menyangkut peranan investasi dalam jangka panjang.  Harrod (1939) dan Domar (1946) 
dalam Jhingan (2000) adalah keduanya menekankan tentang pentingnya investasi di dalam 
proses pertumbuhan ekonomi  karena aspek investasi  mempunyai peran ganda yaitu; (1)  
Investasi menciptakan pendapatan. (2) Investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian 
dengan cara meningkatkan stok  modal. Dalam perspektif waktu yang lebih panjang, investasi (I) 
menambah stok modal  seperti gedung-gedung, laboratorium, pabrik, jalan,  jembatan dan lain 
sebagainya, sehingga I=sK dimana K=stok modal dalam masyarakat yang berarti adanya 
peningkatan  kapasitas produksi.  Menurut Harrod-Domar, setiap penambahan stok modal akan 
meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan  output (Y). Hubungan  antara stok 
modal dengan output secara sederhana dapat dituliskan sebagai berikut: 
                                    Y=kK                                                        (1) 
 dimana k menunjukkan output yang bisa dihasilkan dari setiap unit modal atau Output Capital 
Ratio (OCR) dan sebaliknya (1/k) atau Capital Output Ratio (COR). Hubungan K dengan Y  
bersifat proporsional,  karena itu: 
                                   K/Y= kQK /1/                                    (2) 
 Dimana dYdK /  adalah Incremental Capital Output atio (ICOR). Dengan demikian, apabila 
dalam satu tahun ada investasi sebesar I, maka   persediaan modal pada akhir tahun akan 
bertambah sebesar IK  . Penambahan kapasitas ini akan  meningkatkan keluaran  potensial 
sebesar: 
                                kIKk .                                                      (3) 
 semakin besar I,  maka semakin besar tambahan keluaran potensial. 
  Teori pertumbuhan Harrod-Domar menggunakan beberapa asumsi sebagai berikut 
(Todaro, 2000): 
1. Tabungan (S) adalah bagian dalam jumlah tertentu  atau s dari pendapatan nasional (Y). 
Hubungannya dalam bentuk persamaan: 
                                 S=sY                                                                   (4)   
2.  Investasi (I) didefinisikan sebagai perubahan dari persediaan modal yang diwakili oleh K , 
sehingga persamaannya adalah: 
                               KI                              (5) 
akan tetapi karena jumlah stok  modal  mempunyai hubungan langsung dengan jumlah 
pendapatan nasional Y  seperti yang  ditunjukkan oleh k, maka: 
   K/Y=k           (6) 
      atau kYK  /  atau akhirnya menjadi: YkK   
3.  Jumlah keseluruhan dari tabungan nasional harus sama dengan keseluruhan investasi maka 
persamaannya adalah : 
   S=I             (7) 
      Oleh karena S=sY  maka YkKI   
 Dengan demikian, identiti tabungan yang  merupakan persamaan modal  adalah: 
   IKYksYS            (8) 
 atau diringkas menjadi: 
   YksY              (9) 
 jika kedua sisi tersebut dibagi dengan Y dan kemudian k maka diperoleh: 
   ksYY //            (10) 
dimana: s adalah kecondongan  marjinal menabung (Marginal Propensity to Save), yang 
disingkat dengan MPS. k adalah rasio modal terhadap output (capital output ratio) yang 
disingkat dengan COR. YY /  merupakan tingkat pertumbuhan  pendapatan nasional atau 
tingkat pertumbuhan ekonomi. Persamaan terakhir menyatakan bahwa  pertumbuhan ekonomi 
secara bersama-sama ditentukan oleh rasio tabungan nasional serta  rasio modal output. Dengan 
kata lain, bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi akan secara langsung atau positif berbanding 
lurus dengan s  yang artinya bahwa semakin banyak bagian dari Y yang ditabung, maka semakin 
besar pertumbuhan output yang dihasilkan. Sedangkan hubungannya dengan k adalah berbanding 
terbalik yang artinya  semakin banyak k semakin kecil laju pertumbuhan output yang dihasilkan. 
  Untuk itu, agar pertumbuhan ekonomi tumbuh dengan pesat maka bagian dari output 
yang ditabung harus dinaikkan yang berarti konsumsi harus dikurangi. Besarnya kontribusi dari 
tabungan dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada produktivitas 
investasi. Dari persamaan di atas, terlihat bahwa  pendapatan harus tumbuh sebesar perbandingan 
antara MPS dan COR, agar dampak ganda investasi tetap memelihara keseimbangan makro pada 
kesempatan kerja penuh (full employment). 
  Teori pertumbuhan Harrod-Domar  ini mempunyai asumsi bahwa rasio faktor produksi 
(K dan L) selalu konstan. Berdasarkan asumsi tersebut, maka model Harrod-Domar tidak dapat 
menjelaskan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Hal ini kemudian disempurnakan oleh teori 
Neo-Klasik dimana rasio faktor produksi dapat mengalami perubahan.  
 Konsep COR maupun ICOR  dapat diterapkan pada perekonomian secara keseluruhan 
dan pada beberapa sektor perekonomian terpilih. Nilai rasio COR biasanya berkisar antara 3 dan 
4 untuk suatu periode tertentu. Namun dalam praktek, biasanya nilai COR sangat tergantung 
pada teknik produksi yang digunakan. Jika pada satu sektor tertentu menggunakan teknik 
produksi yang padat modal, COR nya akan menjadi tinggi. Sebaliknya, jika sektor-sektor yang 
menggunakan teknik produksi yang padat tenaga kerja (labor intensive), biasanya CORnya 
rendah.  Dengan demikian sektor-sektor yang menggunakan modal relative cukup besar dalam 
menghasilkan setiap unit output,  maka nilai COR nya tinggi seperti transportasi, telekomunikasi, 
perhubungan, perumahan, dan industri barang modal. Sektor-sektor yang menggunakan tenaga 
kerja yang lebih banyak dalam  menghasilkan satu unit  output maka CORnya rendah seperti 
sektor pertanian, sektor jasa, sektor manufaktur rokok, dan tekstil.  
 
3.3. SHIFT-SHARE ANALYSIS 
 
Pertanyaan yang sering dilontarkan oleh para perencana lokal, para analis  regional, dan 
analis ekonomi  yang terkait dengan pembangunan  regional adalah apakah perekonomian daerah  
bertumbuh (meningkat) atau menurun? Kalau bertumbuh, apakah  ini merupakan dampak dari 
penggunaan dana publik yang terbaik? Industri apa saja  yang menjadi target pertumbuhan? 
Bagaimana masyarakat di suatu daerah dibandingkan dengan masyarakat di daerah lain?  Jika 
suatu daerah bertumbuh komponen-komponen apa saja yang berkontribusi terhadap 
pertumbuhan tersebut?  
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, para perencana ataupun ahli analisis 
lainnya dapat menjawabnya melalui beberapa metode kuantitatif perencanaan seperti  teknik 
proyeksi penduduk, analisis shift share,  location quotient, input –output, benefit cost, and COR. 
Dua diantaranya telah dibahas sebelumnya yakni location quotient dan COR. Terlepas dari 
keunggulan-keunggulan dari penerapan  metode tersebut, namun keduanya tidak memberikan 
gambaran tentang faktor-faktor penyebab terjadi perubahan kinerja perekonomian setiap waktu. 
Kalau sebuah sektor merupakan sektor  basis dan unggul setiap tahun berdasarkan hasil location 
quotient, apa saja penyebabnya sehingga mereka unggul? Salah satu metode kuantitatif 
perencanaan yang mampu menjelaskan perubahan struktur perekonomian regional dan faktor-
faktor penyebab perubahan serta memberikan gambaran kinerja perekonomian daerah secara 
berbeda dengan nasional adalah model analisis shift share.  
Model analisis shift share juga merupakan model yang banyak diminati oleh para peneliti 
atau mahasiswa ataupun para perencana di Indonesia untuk merumuskan perencanaan 
pembangunan di suatu daerah. Analisis shift–share digunakan untuk: (i) menganalisis dan 
mengetahui pergeseran dan peranan perekonomian di daerah, (ii) mengamati struktur 
perekonomian dan pergeserannya dengan cara menekankan pertumbuhan sektor di daerah, yang 
dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat daerah yang lebih tinggi atau nasional, (iii) 
mengkaji pergeseran struktur perekonomian daerah dalam kaitannya dengan peningkatan 
perekonomian daerah yang bertingkat lebih tinggi.  
Untuk mengamati pergeseran struktur perekonomian suatu daerah biasanya  
menggunakan rentang waktu tertentu, bisa 2 tahun, rentang waktu 5 tahun, 10 tahun dst. 
Misalnya apakah terjadi pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada periode 2000-2005, 2006-2010 
dst. Apa saja penyebab daerah bertumbuh selama periode tersebut? Apakah daerah bertumbuh 
karena efek positif dari pertumbuhan provinsi  atau pertumbuhan nasional, apakah bertumbuh 
karena ada industri dominan, ataukah bertumbuh karena ada faktor daya saing di daerah 
bersangkutan. Data yang biasa digunakan untuk analisis shift-share adalah pendapatan per 
kapita, PDRB atau Tenaga kerja.  Pertumbuhan ekonomi dan pergeseran struktural suatu 
perekonomian daerah ditentukan oleh tiga komponen berdasarkan model Shift-Share: 
Perubahan relatif kinerja pembangunan daerah terhadap nasional dapat dilihat dari: 
1. Pertumbuhan ekonomi nasional (national growth); komponen ini  memperlihatkan besarnya 
pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap daerah. Suatu daerah mengalami 
pertumbuhan dari suatu periode tertentu disebabkan oleh peran pertumbuhan pada tingkat 
nasional.  
2. Pergeseran proporsi (proportional shift); mengukur perubahan relative  (naik/turun) suatu 
sektor di daerah terhadap sektor yg sama di tingkat nasional.  Disebut juga pengaruh bauran 
industri (industry mix) yang disingkat dengan IM. 
3. Pergeseran diferensial (differential shift); mengetahui seberapa kompetitif sektor tertentu 
daerah dibanding nasional. Jika nilainya (+) berarti kompetitif, jika nilainya (-) tidak 
kompetitif. Disebut juga pengaruh keunggulan kompetitif. 
Pada awalnya model shift share  digambarkan oleh Perloff et al (1960) yang berfokus pada 
total tenaga kerja regional dan hanya mempunyai dua komponen (Stimson, 2006) sebagai 
berikut: 
(a) Total shift (TS) yang dinyatakan sebagai: 
 
                                               ∑      ∑              ⁄                                       (1) 
 
(b) Differential shift (DS) dinyatakan sebagai: 
 
                                             ∑                              ⁄⁄                            (2) 
Dimana: 
    dan    secara berturut-turut adalah tenaga kerja regional dan nasional di industry i  
e dan E secara berturut-turut adalah total tenaga kerja regional dan nasional dalam seluruh 
industry dan t-1 adalah periode awal  pengamatan dan t adalah periode akhir pengamatan. 
Dunn (1960) memperkenalkan model tingkat perbedaan pertumbuhan pada industry 
individu yang dikenal sebagai ―proportionality effect‖ yang mana ekuivalen dengan 
komposisi industry atau efek bauran industry (IM) yang dijelaskan sebelumnya. Ashby 
(1967) dalam Stimson (2006) memperkenalkan tiga komponen model perubahan regional 
yaitu menggabungkan national share (NS), industry mix (IM) dan regional shift (RS) 
sehingga menjadi: 
                                                                                                 (3) 
Dimana: 
                      ⁄                                                  (4) 
 
                                 ⁄⁄                                (5) 
 
                         ⁄             ⁄                              (6) 
 
                                                                (7) 
 
Model klasik untuk shift share ini telah digunakan secara intensive oleh ahli ekonomi, 
perencana dan maupun ahli ekonomi regional dalam menganalisis daerah yang kemudian 
penekanannya tidak hanya pada peran perubahan regional untuk industri yang spesifik, tetapi 
juga pada pergeseran regional atau komponen daya saing sebagai sebuah ukuran relative 
kinerja daerah pada industri tertentu. Pergeseran posisi sebuah daerah diinterpretasikan 
sebagai  sesuatu yang berkaitan dengan keunggulan comparative atau keunggulan 
competitive daerah yang berasal dari industry tertentu.  
Dampak nyata pertumbuhan ekonomi daerah dapat juga dilihat berdasarkan model 
shift share yang sedikit lebih singkat dan mudah dipahami adalah: 
                 
                                                                                            (8) 
 
Pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional: 
                                                                                                    (9) 
 
Pengaruh bauran industry: 
               )                                                                                             (10) 
 
Pengaruh keunggulan kompetitif:  
                                                                                                         (11) 
 
Dimana:  
    adalah tenaga kerja di sektor i daerah j 
     adalah tenaga kerja di sektor i daerah j pada tahun akhir pengamatan 
    adalah tenaga kerja di sektor i nasional 
    adalah laju pertumbuhan sektor i di daerah j 
    adalah laju pertumbuhan sektor i  nasional 
rn adalah laju pertumbuhan ekonomi nasional 
 Keunggulan Analisis Shift-Share 
Keunggulan analisis shift share antara lain; 
1. Memberikan gambaran mengenai perubahan struktur ekonomi yang terjadi, walau 
analisis shift share tergolong sederhana. 
2. Mengetahui sumber-sumber pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik secara aggregate 
maupun disaggregate (persektor) 
3. Memungkinkan seorang pemula mempelajari struktur perekonomian dengan cepat.  
4. Memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur dengan cukup 
akurat. 
5. Memberikan gambaran tentang daya saing sebuah industri di daerah pengamatan 
 
Kelemahan Analisis Shift-Share 
 
Beberapa kelemahan analisis shift-share, seperti yang dikemukakan oleh Dawson 
(1982) dalam Stimson (2006) dan referensi lainnya yaitu: 
1. Perubahan  dalam bauran industri pada perekonomian nasional tidak menjadi 
pertimbangan,  
2. Hasilnya  sensitive terhadap derajat industri dan disagregasi daerah 
3. Perbedaan komponen industri adalah tidak stabil setiap saat dan derajat 
ketidakstabilan bervariasi antar industri 
4. Pertumbuhan yang berasal dari hubungan antar industry dan efek multi sektor tidak 
secara eksplisit  berkaitan tetapi dimasukkan kedalam komponen  daya saing 
5. Hanya dapat digunakan untuk analisis ex-post. 
6. Masalah benchmark berkenaan dengan homothetic change, apakah t atau (t+1)  tidak 
dapat dijelaskan dengan baik. 
7. Ada data periode waktu tertentu di tengah tahun pengamatan yang tidak terungkap. 
8. Analisis ini sangat berbahaya sebagai alat peramalan, mengingat bahwa regional shift 
tidak konstan dari suatu periode ke periode lainnya. 
9. Tidak dapat dipakai untuk melihat keterkaitan antarsektor. 
10. Tidak ada keterkaitan antardaerah. 
11. Beberapa produk industri diekspor bukan hanya untuk dipasarkan pada skala 
nasional, oleh karena itu model shift share harus juga dibandingkan dengan pasar 
internasional 
 
Meskipun kelihatannya analisis shift share klasik ini mempunyai banyak kelemahan 
dibandingkan dengan keunggulan, namun sampai saat ini masih sangat popular digunakan 
sebagai salah satu pendekatan dalam analisis perencanaan pembangunan daerah. Untuk 
menjustifikasi kelemahan-kelemahan tersebut, biasanya pengguna model shift share  klasik 
melengkapi model perencanaan kuantitatif lainnya dengan maksud untuk memperoleh hasil 
analisis yang lebih akurat.  
Selain tambahan model analisis lainnya, model shift share telah berkembang setiap 
saat dan tergambar pada justifikasi statistik dan spatio-economic (Stimson, 2006). Dalam 
kaitan ini peneliti telah menggabungkan model shift share kedalam metode peramalan 
statistik lainnya termasuk: 
1. Model Analysis Variance (ANOVA) (Berzeg dan Koran, 1984; 1978) 
2. Multiplikasi model shift share ( Theil and Gosh, 1980; Kurre and  Weller, 1989) 
3. Model Univariate autoreggresive integrated moving average (ARIMA)  
4. Model linier analisis shift share (Knudsen and Barff, 1991). 
Kecenderungan lain model analisis shift share adalah menggunakan model ekonometrik yang 
dikembangkan oleh Emmerson et al (1975) dan Berzeg and Koran (1978) dalam Stimson 
(2006). Model ekonometrik dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut: 
 
          (      )        
 
Dimana: 
     adalah pertumbuhan pada periode t untuk industri i di daerah j atau dinyatakan sebagai 
     
       
⁄  (atau dalam bentuk logaritmanya) dengan X didefinisikan sebagai tingkat 
aktivitas 
  adalah upaya pertumbuhan keseluruhan 
   adalah efek komposisi industri 
     adalah  error term 
       adalah efek daya saing (competitiveness) yang selanjutnya dibagi ke dalam efek 
regional (gj) dan keunggulan komparative (dij) 
 
Contoh perhitungan analisis shift share untuk kasus Provinsi Sulawesi Selatan dengan 
Indonesia periode 2008-2010 
 
Tabel 3.2. PDB  Indonesia Harga Berlaku (triliun rupiah) 
  
Lapangan Usaha 2008 2009 2010 
Pertanian 716.7 857.3 985.1 
Pertambangan Dan Penggalian 541.3 591.9 716.4 
Industri Pengolahan 1376.4 1477.7 1594.3 
Listrik, Gas Dan Air Bersih 40.9 47.2 50 
Bangunan 419.7 555.2 661 
Perdagangan, Hotel, Dan Restoran 691.5 744.1 881.1 
Pengangkutan Dan Komunikasi 312.2 352.4 417.5 
Keuangan, Persewaan Dan Jasa 368.1 404 462.8 
Jasa-Jasa 481.9 574.1 654.7 
Jumlah 4948.7 5603.9 6422.9 
Sumber: BPS 
Tabel 3.3. PDRB Sulawesi Selatan harga berlaku (triliun rupiah) 
 
Lapangan Usaha 2008 2009 2010 
Pertanian 25.07 28.01 30.36 
Pertambangan Dan Penggalian 6.20 5.50 7.17 
Industri Pengolahan 11.06 12.51 14.46 
Listrik, Gas Dan Air Bersih 0.84 0.95 1.09 
Bangunan 4.25 5.39 6.53 
Perdagangan, Hotel, Dan Restoran 13.91 16.69 20.43 
Pengangkutan Dan Komunikasi 6.97 7.95 9.45 
Keuangan, Persewaan Dan Jasa 5.20 6.24 7.81 
Jasa-Jasa 11.63 16.70 20.53 
JUMLAH 85.14 99.95 117.83 
Sumber: BPS, Sulawesi Selatan dalam Angka 
 
Hasil Perhitungan Shift Share Analisis Untuk Provinsi Sulawesi Selatan periode 2008-2010 
dapat dilihat dalam Tabel 3.4. 
 
Tabel 3.4.  Hasil Perhitungan Shift Share Analisis Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2010 
Lapangan Usahan   Nsi   Imi   Rsi   Perubahan  
Pertanian 7.47 1.92 -4.10 5.29 
Pertambangan Dan Penggalian 1.85 0.16 -1.04 0.97 
Industri Pengolahan 3.29 -1.54 1.65 3.40 
Listrik, Gas Dan Air Bersih 0.25 -0.06 0.06 0.25 
Bangunan 1.27 1.18 -0.16 2.28 
Perdagangan, Hotel, Dan Restoran 4.14 -0.33 2.71 6.52 
Pengangkutan Dan Komunikasi 2.08 0.27 0.12 2.47 
Keuangan, Persewaan Dan Jasa 1.55 -0.21 1.27 2.61 
Jasa-Jasa 3.46 0.71 4.73 8.90 
Jumlah 25.36 0.00 7.32 32.69 
Sumber: Hasil Olahan  
 
Berdasarkan hasil perhitungan Shift Share pada  Tabel 4.3. terlihat bahwa sektor-sektor yang 
mengalami perubahan cukup besar dari tahun 2008 ke tahun 2010 adalah sektor jasa-jasa, 
kemudian perdagangan, hotel, dan restoran dan selanjutnya sebagai urutan ketiga terbesar 
adalah sektor pertanian. Perubahan sektor pertanian lebih banyak disebabkan oleh efek 
pertumbuhan perekonomian nasional dibandingkan dengan efek daya saing dan efek  bauran 
industri. Sementara untuk sektor jasa yang mengalami perubahan besar terutama disebabkan 
oleh efek daya saing yang lebih tinggi, dan efek  pertumbuhan nasional. Dari sembilan  
sektor lapangan usaha, tiga diantaranya yang tidak didukung oleh efek daya saing yaitu 
sektor pertanian, pertambangan dan bangunan yang masing-masing mempunyai hasil 





Seiring dengan  perkembangan ekonomi global dan disertai dengan kemajuan teknologi 
yang begitu cepat, maka tak dapat dipungkiri pula bahwa permasalahan pembangunan di 
daerah menjadi semakin kompleks juga. Tuntutan terhadap  sistem perencanaan 
pembangunan daerah menjadi semakin penting artinya. Para perencana diharapkan mampu 
untuk mengembangkan sektor-sektor secara komprehensif yang  terkait antara satu dengan 
yang lainnya. Memang diakui bahwa  harus ada leading sektor sebagai penggerak 
pembangunan akan tetapi kemajuan satu sektor harus mendorong sektor-sektor lainnya. 
Tidak seharusnya dibiarkan hanya satu beberapa sektor saja yang menopang perekonomian, 
namun seharusnya dipertimbangkan semuanya untuk menuju kepada pembangunan yang 
seimbang. Harus diakui bahwa sektor-sektor yang awalnya berkembang lebih cepat pada 
beberapa periode namun harus diyakini pula bahwa sektor-sektor tersebut pada suatu saat 
akan menjadi lambat pertumbuhannya. Pada saat itu pula sektor-sektor yang lambat 
pertumbuhannya pada periode awal diharapkan akan bertumbuh lebih cepat pada beberapa 
periode berikutnya. Disinilah peran keterkaitan antar sektor perlu  dipertimbangkan apalagi 
dalam  kondisi yang tidak menentu ini. Pendekatan secara partial  telah diduga tidak mampu 
memecahkan permasalahan pembangunan daerah dan olehnya perlu pendekatan secara 
komprehensif. 
Salah satu  model perencanaan pembangunan yang popular dipraktekkan oleh para 
perencana untuk memahami keterkaitan antar sektor  dan memberikan gambaran 
perekonomian secara komprehensif adalah model Input-Output  yang sering dikenal pula 
dengan istilah tabel Input-Output (Tabel I-O).  
 
Pengertian Model Input-Output 
Model Input-Output pertama kali diperkenalkan oleh W. Leontief pada tahun 1930an.  
Tabel I-O adalah suatu tabel yang berbentuk matriks yang menyajikan informasi tentang 
transaksi barang dan jasa serta saling keterkaitan antar satu sektor dengan sektor lainnya, 
dalam suatu kegiatan perekonomian dalam suatu wilayah pada suatu periode tertentu. Input 
suatu industri adalah output industri lainnya. Jika keadaannya demikian maka industri-
industri  mempunyai prilaku keterkaitan ke belakang dan sebaliknya, output satu industri 
adalah menjadi input bagi industri lainnya (keterkaitan ke depan).  Dengan demikian analisis 
I-O mengandung arti bahwa dalam keadaan keseimbangan  jumlah nilai output agregat dari 
perekonomian secara keseluruhan harus sama dengan jumlah nilai input antarindustri dan 
jumlah nilai output antarindustri. 
Pengertian lebih detail antara Input dan Output yakni input adalah sesuatu yang dibeli 
oleh perusahaan/industri yang berarti pula bahwa input adalah pengeluaran perusahaan, 
sementara output merupakan sesuatu yang dijual oleh perusahaan/industri atau output adalah 
penerimaan pengeluaran. Jika semua input dijumlahkan adalah sama dengan  biaya total 
perusahaan/industri, sementara jika output dijumlahkan adalah sama dengan penerimaan total 
perusahaan/industri. 
Model I-O juga mempunyai beberapa asumsi dan ketika model I-O ingin 
diimplementasikan untuk kepentingan perencanaan daerah maka perlu memahami asumsi-
asumsinya. Penerapan sebuah model kuantitatif perencanaan harus disesuaikan dengan 
asumsi-asumsi yang mendasarinya. Adapun asumsi-asumsi model I-O adalah:  
a) Sektor yang masing2 dapat dipecah menjadi subsektor  
b) Output total setiap industri digunakan sebagai input bagi industri lain, oleh sektor itu 
sendiri dan sektor permintaan akhir  
c) Setiap industri hanya memproduksi satu produk yang homogen  
d) Harga, permintaan konsumen, dan persediaan faktor produksi adalah given 
e) Perbandingan antara hasil dan return to scale konstan  
f) Didalam kegiatan produksi tidak terjadi eksternalitas ekonomi dan disekonomi  
g) Kombinasi input ditetapkan dengan proporsi yang ketat. Proporsi input terhadap output 
selalu konstan. Dengan kata lain tidak ada kemajuan teknologi sehingga koefisien input 
juga tetap. 
Mengapa model I-O menjadi menarik untuk diperkenalkan dalam buku ini meskipun 
terdapat kelemahan-kelemahannya? Ada beberapa manfaat secara umum dari  model I-O 
adalah sebagai berikut: 
1) Dapat memperkirakan dampak terjadinya perubahan  dalam permintaan akhir terhadap 
output, nilai tambah, impor, penerimaan pajak dan penyerapan tenaga kerja diberbagai 
sektor produksi. 
2) Dapat menyusun proyeksi variabel –variabel makroekonomi  
3) Berguna untuk melihat komposisi penyediaan dan penggunaan barang dan jasa, terutama  
dalam analisis terhadap kebutuhan impor dan kemungkinan subtitusinya. 
4) Bermanfaat untuk analisis perubahan harga, yaitu dengan melihat pengaruh secara 
langsung dan tidak langsung dari perubahan harga input terhadap output.  
5) Bermanfaat untuk mengetahui sektor- sektor yang pengaruhnya paling dominan terhadap 
pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor  yang peka terhadap pertumbuhan perekonomian 
nasional. 
6) Dalam analisa input- output antar daerah, kita bisa mengetahui berapa besarnya 
ketergantungan antar daerah dan pola interaksi antara daerah yang satu dengan yang lain 
Setelah mengamati beberapa manfaat dari model I-O, maka hasil analisis I-O dapat 
digunakan untuk kepentingan perencanaan pembangunan antara lain: 
• Memberikan perkiraan tentang tingkat produksi dan impor sesuai dengan permintaan 
akhir  
• Membantu pengalokasian investasi yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat 
produksi  
• Kebutuhan akan tenaga kerja terdidik untuk setiap sektor  
• Kebutuhan akan impor dan kemungkinan substitusi akan lebih muda  
• Berguna untuk kepentingan perencanaan ekonomi regional, terutama menjajaki 
implikasi sebuah program  
 
Bagaimana Model I-O? 
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa model I-O menjelaskan transaksi 
ekonomi dalam bentuk matrik. Berikut ini disajikan Tabel I-O dalam bentuk matriks. 
 























1 Z11 Z12 C1 I1 G1 E1 X1
2 Z21 Z22 C2 I2 G2 E2 x2
nilai
tambah
L L1 L2 Lc LI LG LE L
N N1 N2 Nc NI NG NE N
impor M M1 M2 Mc MI MG ME M
Total
Input
X X1 X2 C I G E X
  
  Keterangan: 
Pada baris mencatat empat komponen input: (i) Input antara yaitu sektor-sektor 
produksi [sektor 1 (sektor pertanian), dan sektor 2 (industri)]- sektor-sektor produksi 
disini merupakan sektor-sektor penjual;  (ii) nilai tambah yang terdiri atas Labor (L) dan 
Modal (N) ; (iii) impor (M); dan (iv) total input (X). Pada kolom mencatat tiga komponen 
output: (i) sektor-sektor produksi [sektor 1 (pertanian), sektor 2 (industri)], atau sektor-
sektor ini merupakan sektor pembeli atau sektor permintaan antara; (ii) sektor permintaan 
akhir yang terdiri atas sektor rumah tangga (konsumsi-C), sektor pemerintah (konsumsi 
pemerintah-G), sektor swasta (investasi swasta-I), dan sektor ekspor (E); (iii) total output 
(X). Dengan demikian, setiap baris mencatat jumlah penjualan dari sebuah sektor yang 
tertera pada kolom penjual ke berbagai sektor yang tertulis dibawah label pembeli. Setiap 
kolom mencatat berbagai pembelian yang dilakukan oleh sebuah sektor terhadap barang 
dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor yang ada di wilayah tersebut. Jika 
ditemukan angka nol yang terdapat dalam setiap kolom itu berarti bahwa sebuah sektor 
tidak memperoleh input dari seluruh sektor yang ada dalam perekonomian. Lambang X 
pada baris terakhir dan  kolom terakhir menunjukkan bahwa total input sama dengan total 
output. 
Sel kolom 1 dan baris 2 atau z11 artinya output sektor produksi 1 yang digunakan 
oleh sektor produksi 1 (sebagai input). Seterusnya, Z12 artinya output sektor produksi 1 
yang digunakan oleh sektor produksi 2. Z21 adalah output sektor 2 yang digunakan oleh 
sektor 1 sebagai input. Secara umum karena sifatnya linier, maka persamaan bentuk 
matematisnya adalah: 
• Baris: Total produksi (X) =  X1 + X2 + L + N + M --------------  (1) 
• Kolom: total input (X) = X1 + X2 + C + I +G+E -----------------  (2) 
• Keseimbangan : L + N = C + I + G + E-M -------------------------  (3) 
Persamaan (3) tidak lain adalah perhitungan pendapatan nasional berdasarkan 
pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan (nilai tambah). Persamaan identiti 
yang dikenal dalam teori ekonomi makro adalah PDB = C + I + G + (X-M). Jadi 
persamaan (3) adalah sesuai dengan teori ekonomi makro yang menjelaskan tentang 
perhitungan pendapatan nasional berdasarkan sisi permintaan (penggunaan). Dengan 
demikian, model I-O dapat juga digunakan untuk menghitung pertumbuhan  suatu 
wilayah secara tidak langsung. 
Model umum dari I-O adalah: 
 
         ⁄                                                                           (4) 
                                            (5)   
           
 Dimana   = perubahan dalam output; I = identitas; A = matriks koefisien teknologi  
    = perubahan dalam permintaan akhir; dan         = matriks multiplier input. 
Elemen dari matriks leontif invers mencerminkan efek langsung atau tidak 
langsung dari perubahan permintaan akhir terhadap  output sektor-sektor di dalam 
perekonomian. Efek  langsung dan efek tidak langsung dapat membentuk siklus dalam 
perekonomian yang dinamakan dengan round by round effect analysis. 
 Mengacu pada Tabel 3.3 di atas, dapat diperoleh koefisien  teknologi dengan 
rumus sebagai berikut: 
    
   
  
                                                                                    (6) 
Dimana aij = koefisien teknologi sering pula di sebut koefisien input output atau 
koefisien output. Koefisien ini diperoleh  dengan mengetahui nilai  Z ij dan Xj. Zij adalah 
sel matriks baris kolom yaitu output sektor i yang digunakan sebagai input sektor j, Xj 
adalah total input sektor j. Koefisien aij  mencerminkan hubungan antara sektor j dengan 
inputnya dari sektor i. aij dapat diterjemahkan sebagai jumlah input sektor i yang 
dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output sektor j. Jika terdapat n sektor dalam 
perekonomian, maka akan ada sebanyak n x n koefisien input.  
Model kuantitatif Tabel I-O mampu memberi gambaran tentang: 
1. Struktur perekonomian yang mencakup struktur output dan nilai tambah masing-
masing kegiatan ekonomi. 
2. Struktur input antara (intermediate input) yaitu penggunaan barang dan jasa oleh 
kegiatan produksi di suatu daerah  
3. Struktur penyediaan barang dan jasa baik yang berupa produksi dalam negeri maupun 
barang-barang yang bersal dari impor dan  
4. Struktur permintaan barang dan jasa baik permintaan dan kegiataan produksi maupun 
permintaan akhir untuk konsumsi, investasi dan ekspor.  
Matriks berikut ini memperlihatkan matriks transaskos perekonomian A (dalam 
jutaan rupiah) sebagai sebuah contoh numerik.  
 













P 3 8 18 100 21 150
I 33 10 9 20 8 80




gaji 75 30 12 117
lainnya 24 27 18 69
Total 
input
150 80 60 476
Keterangan: P adalah pertanian, I = industry, J adalah jasa, RT adalah sektor rumah 
tangga. 
Sel kolom pertama dan baris pertama adalah 3 yang artinya bahwa input sektor 
pertanian yang berasal dari sektor pertanian sebesar 3  juta rupiah. Atau dapat pula 
dikatakan bahwa output sektor pertanian yang digunakan sebagai input sektor pertanian 
sebesar 3 juta rupiah. Pada baris kedua dan kolom 3 yaitu output sektor industry yang 
digunakan sebagai input sektor jasa sebesar 9. Penjelasan ini sama dengan symbol Zij 
sebagaimana  dalam Tabel 3.5. Kemudian selanjutnya, permintaan akhir bagi rumah 
tangga untuk output sektor pertanian adalah sebesar 100  juta selebihnya digunakan oleh 
sektor-sektor lainnya. Total output sektor pertanian adalah 150 juta. Pada sisi kolom 
dapat dilihat bahwa untuk menghasilkan output sektor pertanian sebesar 150 juta 
dibutuhkan input sebesar 15o juta yang terdistribusi pada penggunaan input antara dan 
pembayaran gaji sebesar 75 juta dan lainnya sebanyak  24 juta selebihnya untuk input 
antara oleh sektor pertanian sebanyak 51 juta. 
Berdasarkan data Tabel 3.6 dapat dihitung koefisien input  sesuai dengan rumus 
pada persamaan (6) yang dapat dilihat dalam Tabel 3.7. Tabel 3.7 menjelaskan berapa  
kebutuhan  biaya untuk sektor yang berasal dari sektor lainnya. Dengan harga input 
sebesar 1 rupiah berapa input yang dapat dibeli oleh masing-masing sektor untuk 
menghasilkan satu unit output sektor bersangkutan. Setiap kolom matriks teknologi 
mengungkapkan berapa banyak yang saling dibutuhkan oleh sektor P, I dan J untuk 
memproduksi output seharga satu rupiah. Misalnya kolom  Pertanian untuk sektor 
pertanian (0,02), industri (0,22) dan jasa (0,10) artinya bahwa input seharga 1 rupiah 
membutuhkan input  dari pertanian 2 sen, industri 22 sen dan jasa seharga 10 sen. 
 








Pertanian 0.02 0,10 0,30
Industri 0,22 0,125 0,15
Jasa 0,10 0,063 0,05
Input primer 0,66 0,713 0,50
Total  input 1,00 1,000 1,00
 
 
Melalui prosedur perhitungan model I-O maka diperoleh kebutuhan I-O seperti dalam 
Tabel 3.8.  
 
 
Tabel 3.8. Kebutuhan I-O (berdasarkan contoh dari Tabel sebelumnya) 
Input  dari
sektor
Output untuk permintaan akhir 
Pertanian industri jasa
Pertanian 1,09 0,15 0,37
industri 0,30 1,20 0,28
jasa 0,13 0,09 1,11
 
 
Tabel 3.8 ini dapat digunakan untuk menghitung kebutuhan output yang akan 
diproduksi jika terdapat kenaikan permintaan akhir. Kenaikan permintaan akhir dapat 
juga mempengaruhi permintaan input antara oleh berbagai sektor yang kemudian juga 
mempengaruhi nilai tambah bagi pekerja, pemodal dan pemilik lahan (pemilik factor-
faktor produksi).  Proses ini memperlihatkan gambaran keterkaitan antar sektor yang 
sering disebut sebagai keterkaitan ke belakang dan keterkaitan ke depan.   
Gambar 3.1.  Siklus Keterkaitan Ke belakang dan Ke depan 
Forward and Backward Linkage
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Keterkaitan kebelakang adalah kemampuan suatu sektor untuk meningkatkan 
pertumbuhan industri hulunya. Sektor Y mempunyai keterkaitan kebelakang dengan 
sektor X, Sektor Z mempunyai keterkaitan kebelakang dengan sektor Y. Artinya bahwa 
sektor Z membeli input dari sektor Y. Sektor Y membeli input dari sektor X. Sebuah 
sektor, katakanlah sektor j dikatakan mempunyai keterkaitan ke belakang yang tinggi 
apabila  BLj > 1, (Sahara dan Resosudarmo, ….) dengan rumus:  
 
               
 ∑        
∑ ∑        
 
   
                                                         (7) 
 
Dimana: 
BLj adalah indeks total keterkaitan ke belakang sektor j 
    adalah unsur matriks kebalikan leontif. 
  
Indeks keterkaitan ke depan diartikan sebagai kemampuan suatu sektor untuk 
mendorong pertumbuhan produksi sektor-sektor lain yang memakai input dari sektor ini. 
Sektor i dikatakan mempunyai indeks keterkaitan ke depan yang tinggi apabila nilai Fli > 
1. Rumus yang digunakan untuk mencari nilai indeks total keterkaitan ke depan adalah: 
 
    
 ∑        
∑ ∑        
 
   
                                                (8) 
Dimana: 
FLi = indeks total keterkaitan ke depan sektor i 
   = unsur matriks kebalikan Leontief. 
 
Indeks pendapatan masyarakat digunakan untuk melihat besarnya kenaikan total 
pendapatan masyarakat untuk setiap kenaikan satu-satuan output yang dihasilkan suatu 
sektor. Sebuah sektor dikatakan mempunyai peran yang tinggi dalam menarik pendapatan 
masyarakat jika indeks pendapatan masyarakat lebih besar dari 1.  Adapun rumus yang 
digunakan untuk mengetahui  indeks pendapatan masyarakat adalah: 
    
∑   
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                                                    (9) 
 
Dimana: 
Hj = indeks  pendapatan masyarakat sektor j 
Vi = upah/gaji sektor i 
Xi = ouput sektor i 
   = unsur matriks kebalikan Leontief. 
Kegunaan model I-O dapat juga digunakan untuk mengetahui  sektor-sektor yang 
menyerap banyak tenaga kerja dalam perekonomian. Namun untuk mencari indeks 
tenaga kerja maka pada matriks seperti dalam contoh di atas perlu ditambahkan satu 
barus baru yang memuat informasi tentang tenaga kerja yang digunakan  oleh masing-
masing sektor dalam melakukan proses produksinya. Umunya satuan tenaga kerja 
sektoral yang digunakan adalah orang. Jumlah tenaga kerja per satuan output untuk 
sektor I dapat ditulis dengan symbol wi. Analisis indeks tenaga kerja ini digunakan untuk 
mengetahui peran suatu sektor dalam hal meningkatnya besarnya jumlah tenaga kerja 
yang terserap oleh perekonomian. Jika indeks tenaga kerja disuatu sektor lebih besar 1 
menunjukkan bahwa daya serap tenaga kerja sektor yang bersangkutan sangat tinggi. 
Rumus yang digunakan untuk mengetahui indeks ini adalah: 
   
 ∑          
∑ ∑          
 
   
                                                (10) 
Dimana: 
Lj = indeks tenaga kerja sektor j 
   = unsur matriks kebalikan Leontief.  
 Berdasarkan beberapa rumus yang diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa model I-O dapat digunakan untuk mengetahui: (i) sektor-sektor unggulan melalui 
indeks keterkaitan antar sektor (keterkaitan ke belakang dan ke depan); (ii) sektor pemicu 
pertumbuhan ekonomi melalui angka pengganda output, sektor pemicu pendapatan 
melalui angka pengganda pendapatan, dan sektor penyerap tenaga kerja melalui angka 
pengganda ketenagakerjaan. Hal ini dapat diperlihatkan dalam  Gambar 3.2 berikut ini:   
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BAB IV  
KETERKAITAN PERENCANAAN DAN 
PENGANGGARAN DI INDONESIA 
 
 
4.1. Pentingnya Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran 
 
Fenomena menarik yang berkembang sejak memasuki era otonomi dan desentralisasi 
adalah bagaimana mewujudkan pelayanan publik yang baik dan bermanfaat bagi kepentingan 
masyarakat. Nampaknya, upaya untuk mewujudkan  pelayanan publik tidak semudah dari apa 
yang dipikirkan sebelumnya. Fakta menunjukkan bahwa sejak tahun 2001 sebagai tahun awal 
memasuki otonomi daerah hingga sekarang (2008), upaya implementasi peningkatan pelayanan 
publik menghadapi sejumlah hambatan dan tantangan. Hampir dapat dipastikan bahwa persoalan 
dan permasalahan yang banyak ditemui dalam praktek selama ini adalah kurang terciptanya 
disiplin dan konsistensi pemerintah dalam menjalankan  pemerintahan dan pembangunan. 
  Pentingnya disiplin dan konsistensi  pemerintah dalam kegiatan pemerintahan dan 
pembangunan telah diperkuat dengan keluarnya berbagai  UU, Peraturan-Peraturan Pemerintah 
dan maupun Keputusan Menteri yang antara lain UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, UU No.33 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,  UU No.25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Peraturan Pemerintah No.53 /2006 
tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 
2006 yang telah disempurnakan  dengan  Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah.  
 Sejauh ini, paradigma yang berkembang dalam kaitannya dengan penciptaan Good 
Governance memberikan bobot penekanan yang lebih besar pada  aspek transparansi dan 
akuntabilitas sisi  penganggaran ketimbang transparansi dan akuntabilitas dari sisi perencanaan. 
Oleh karena itu, tidak heran  jika persoalan pembahasan keuangan lebih hangat dan mendapat 
perhatian yang cukup besar daripada persoalan perencanaan. Sekiranya pandangan seperti ini 
tidaklah tepat dalam kontek keberhasilan pemerintahan dan pembangunan ke depan. 
Perencanaan dan penganggaran ibarat dua sisi dari satu mata uang logam yang tidak dapat 
dipisahkan, yang berarti satu sama lainnya saling mendukung.   
  UU No.25 tahun 2004  memperlihatkan keterkaitan antara perencanaan dan 
penganggaran. Penganggaran yang tercermin pada RAPBN/RAPBD tersebut adalah hasil akhir 
dari dokumen perencanaan sebelumnya yang dikenal dengan Rencana Jangka Panjang 
Nasional/Daerah (RPJPN/D), Rencana Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D), 
Rencana Kerja Pemerintah Nasional/Daerah (RKPN/RKPD), Rencana Srategis 
Kementerian/Lembaga dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ini 
berarti bahwa perencanaan sangat mempengaruhi efektifitas dan efisiensi pengalokasian 
anggaran untuk kepentingan publik. Meskipun terdapat UU yang mengatur tentang pentingnya 
perencanaan, namun sampai saat ini dalam pengimplementasiannya di daerah masih 
diperhadapkan berbagai kendala dan tantangan.  
 Sejumlah  kendala dan tantangan yang dimaksud dapat dicermati dari sudut pandang (1) 
Kapabilitas aparat pemerintah daerah dalam  memahami dan mengimplementasikan aturan-
aturan yang ada dengan memperhatikan konsistensi dan disiplin perencanaan, (2) Kapabilitas 
aparat pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan sesuai dengan 
tugas dan fungsi yang diembangnya. (3) Komitmen pemangku kepentingan (stakeholder) belum 
bersinergi, (4) Koordinasi antara legislatif dan eksekutif dan (5) Peran Leadership ( Political 
Will) dalam menerapkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran (baca APBD). 
Apabila kelima poin ini  dirasakan lemah dan belum berfungsi dengan efektif di suatu daerah, 
maka dapat dikatakan bahwa perencanaan pembangunan ‖gagal‖ yang selanjutnya tentu saja 
berimplikasi pada penyusunan rencana penganggaran.  
Oleh karena itu, keberhasilan dan ataupun kegagalan pembangunan di daerah sangat 
tergantung pada kapabilitas pemerintah daerah dalam menemukan dan merumuskan sendiri 
sistem (struktur, proses dan mekanisme) perencanaan di daerah masing-masing. Karena begitu 
pentingnya tentang perencanaan pembangunan daerah, maka setiap daerah harus menyusun 
dokumen perencanaan sebagaimana  yang tertuang dalam UU SPPN.  
Perencanaan dilihat dari kerangka waktu terdiri dari perencanaan pembangunan jangka 
panjang (RPJP) yang berdimensi 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) 
berdimensi 5 tahun dan rencana pembangunan jangka pendek atau perencanaan tahunan yang 
dalam hal ini rencana kerja pemerintah (RKP). Dilihat dari sisi kelembagaan, perencanaan ada 
yang bersifat menyeluruh yaitu perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan ada pula 
perencanaan yang dilakukan oleh sub  organisasi pemerintah daerah yang disebut Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) yakni rencana strategis (Renstra) SKPD dan rencana kerja (Renja) 
SKPD.  
 
4.2. Keterkaitan dan Konsistensi dokumen perencanaan  
 
Secara garis besar keterkaitan antar dokumen-dokumen perencanaan daerah, substansinya 
dan tata cara penyusunannya dapat dilihat pada UU SPPN dan SE Mendagri BNo.050/2020/SJ 
tertanggal 11 Agustus 2005 serta Permendagri No 54 tahun 2010. Dengan mengacu pada UU 
SPPN ataupun regulasi lainnya, dokumen-dokumen perencanaan yang diatur didalamnya terdiri 
atas dokumen perencanaan yang berdimensi jangka panjang yakni 20 tahun, perencanaan jangka 
menengah yakni 5 tahun, dan dokumen perencanaan jangka pendek (oprasional) yang berdimensi 
tahunan yakni 1 tahun. Dilihat dari strukturnya, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen 
perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah.  Pada skala nasional 
dikenal rencana pembangunan jangka panjang nasional atau disingkat RPJPN yang berdimensi 
jangka panjang (20 tahun), rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN 
berdimensi 5 tahun dan rencana kerja pemerintah berdimensi tahunan yang disingkat dengan 
RKP. Sementara pada skala daerah,  dikenal dengan rencana pembangunan jangka panjang 
daerah yang disingkat dengan RPJPD, rencana jangka menengah daerah yang disingkat dengan 
RPJMD dan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Kemudian, dokumen-dokumen 
perencanaan  tersebut dijabarkan pada unit kerja pemerintah, misalnya pada skala nasional, 
dokumen RPJMN dijabarkan lebih lanjut oleh kementerian/ lembaga yang disebut dengan 
rencana strategis (Renstra Kementerian/Lembaga), sementara pada skala daerah, perencanaan  
akan dijabarkan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang disebut dengan Renstra 
SKPD). 
Permendagri No 54 tahun 2010 menguraikan secara rinci proses dan mekanisme 
penyusunan dokumen perencanaan khususnya pada pemerintah daerah. Namun untuk memahami 
secara praktis, berikut ini diuraikan  keterkaitan antar dokumen perencanaan daerah, isi/substansi 
serta proses dan mekanisme penyusunannya. 
 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 
RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang berdimensi 20 tahun. 
Isi dan substansi yang harus ada didalam dokumen ini adalah   menguraikan gambaran umum 
potensi daerah, issu-issu strategis daerah, visi dan misi daerah serta arah kebijakan daerah. 
Substansi paling penting dan harus ada didalam dokumen RPJPD adalah visi daerah.  Kehadiran 
Visi daerah inilah yang  menegaskan tentang ke mana  arah pembangunan daerah ke depan. Apa 
yang ingin dicapai dalam waktu 20 tahun ke depan. Pengertian dari Visi adalah sebuah impian 
yang ingin dicapai  oleh daerah di masa depan dalam waktu yang panjang.  Beberapa  orang 
berpendapat bahwa Visi ini ibarat sebuah mitos yang akan didambakan oleh daerah. Meskipun 
kata visi adalah impian, namun impian yang dimaksud bukan impian yang indah-indah  yang 
tidak bisa dicapai sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, namun impian yang dimaksud 
adalah impian yang dapat dicapai dan dinikmati bersama oleh seluruh masyarakat yang ada di 
sebuah daerah. Oleh  karena itu, visi harus dirumuskan secara hati-hati dan logis serta dapat 
dicapai dengan ukuran yang tepat dan jelas. Visi inilah yang mengarahkan semua pelaku 
pembangunan untuk melakukan aktivitas dalam membangun dirinya dan  daerahnya yang 
selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitu pentingnya visi, maka visi 
harus didokumentasikan dan dituangkan ke dalam dokumen perencanaan jangka panjang daerah.     
Substansi yang ada didalam dokumen RPJPD akan menjadi pendoman bagi pemerintah 
daerah untuk menyusun perencanaan yang berdimensi lima tahun atau disingkat dengan RPJMD. 
Siapapun kepala daerah yang memimpin daerah bersangkutan harus berpedoman pada muatan-
muatan yang terdapat dalam RPJPD. Ketika seorang calon kepala daerah yang akan berjuang 
untuk memimpin sebuah daerah, maka rumusan visinya harus berpedoman pada rumusan visi 
daerah. Keberhasilan visi kepala daerah harus mampu  terwujud pada seberapa besar 




Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Dengan memperhatikan proses penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana diatur 
dalam UU SPPN dan regulasi lainnya, dokumen RPJMD merupakan dokumen perencanaan 
pembangunan daerah yang disusun oleh kepada daerah terpilih. Masa periode kepemimpinan 
kepada daerah terpilih sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah lima tahun. Oleh karena itu, 
perencanaan  yang disusun oleh kepala daerah juga berdimensi lima tahun sesuai dengan periode 
kepemimpinan. Substansi yang paling signifikan dalam dokumen  RPJMD adalah rumusan visi 
kepala daerah. Karena visi inilah yang menjadi komitmen pemimpin dan masyarakat untuk 
diwujudkan dalam waktu lima tahun. Agar visi  dapat terwujud maka dituangkanlah ke dalam 
dokumen RPJMD. Itulah sebabnya, dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan 
program kepala daerah terpilih. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa dalam perumusan 
visi kepala daerah  harus berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN.  
Mengacu pada SPPN dan SE Mendagri No 50/2005, RPJMD ini secara substansial 
memuat unsur-unsur strategi pembangunan daerah, kebijakan umum pembangunan daerah dan 
arah kebijakan keuangan daerah  serta program-program pembangunan yang sifatnya program 
SKPD, program lintas SKPD, program kewilayahan, program lintas wilayah serta menyajikan 
sejumlah kegiatan baik dalam kerangka regulasi dan maupun  kerangka penganggarannya. Pada 
permendagri No 54 tahun 2010, substansi penting yang ada dalam dokumen RPJMD adalah : (i) 
gambaran umum kondisi daerah, (ii) gambaran pengelolaan keuangan daerah, (iii)  isu-isu 
strategis, (iv) penyajian visi, misi, tujuan, dan sasaran, (v) strategi dan arah kebijakan, (vi) 
kebijakan umum dan program pembangunan daerah, (vii) penetapan indikator kinerja daerah, 
(viii) pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Permendagri 54 Tahun 2010 menambahkan 
beberapa substansi penting dan harus ada dalam dokumen RPJMD, namun dari sekian banyak 
substansi yang harus ada didalamnya, yang paling penting diantaranya adalah visi, misi, tujuan 
dan sasaran.  Karena visi inilah yang mengarahkan  substansi lainnya. Begitu pentingnya 
rumusan visi, maka   baik  mengacu pada surat edaran maupun permendagri yang terbaru, 
rumusan visi dan misi tetap selalau  ada didalam dokumen RPJMD, sementara substansi lainnya 
adalah penjabaran lebih jauh untuk pencapaian visi tersebut.  
Dengan memperhatikan UU SPPN, fungsi dan kedudukan RPJMD didalam dokumen 
perencanaan adalah RPJMD adalah menjadi pedoman pada SKPD dalam menyusun rencana 
strategis SKPD. Selain itu, RPJMD  menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja 
pemerintah daerah tahunan yang tertuang didalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). 
Dengan mencermati fungsi dan kedudukan RPJMD yang begitu penting dalam perencanaan, 
maka  keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan  seyogyanya dapat terwujud. Agar supaya 
fungsi dan kedudukan RPJMD semakin urgen, maka dalam proses penyusunan RPJMD harus 
berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan dokumen perencanaan spasial  atau  rencana 
pembangunan tata ruang daerah (RTRW) dan perencanaan pada skala nasional yaitu RPJMN.  
 
 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Berdasarkan UU SPPN, fungsi dan kedudukan RPJMD adalah menjadi pedoman dalam 
penyusunan RKPD. Oleh karena itu,  isi dan muatan RPJMD tersebut akan dijabarkan secara 
operasional per tahun selama lima tahun menjadi prioritas perencanaan tahunan daerah. 
Perencanaan tahunan daerah akan tertuang ke dalam RPKD dan menjadi acuan bagi pemerintah 
daerah untuk dilaksanakan per tahun anggaran. Dalam UU SPPN,  secara terstruktur RKPD 
terdiri atas prioritas pembangunan daerah, rancangan ekonomi makro daerah,  arah kebijakan 
kuangan daerah, dan menyajikan program pembangunan dalam satu tahun yang akan datang baik 
untuk program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan maupun lintas kewilayahan yang memuat 
kegiatan dalam bentuk kerangka Regulasi dan kerangka Anggaran. Dengan mengacu pada 
Permendagri No 54 tahun 2010, substansi dalam dokumen  RKPD tidak jauh berbeda dengan 
amanah regulasi sebelumnya yaitu: (i) evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian 
kinerja penyelengaraan pemerintahan, (ii) rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan 
keuangan daerah, (iii) prioritas dan sasaran pembangunan daerah, (v) rencana program dan 
kegiatan prioritas daerah. 
Fungsi dan kedudukan RKPD adalah RKPD merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD 
dan berfungsi sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun rencana kerja (RENJA) yang tetap 
mengacu pada RENSTRA. Disamping itu, RKPD menjadi pedoman bagi pemerintah (Tim 
penyusun) dalam menyusun kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran 
sementara (PPAS). Dalam penyusunan RKPD ini hendaknya pula memperhatikan arahan data 
dan informasi yang diderivasi dari RTRW serta tetap berpedoman pada Renstra SKPD yang 
masing-masing telah disusun oleh SKPD dari masing-masing unit kerja di daerah.  
 
Rencana Strategis  SKPD (RENSTRA-SKPD) 
Visi dan misi serta program prioritas dalam dokumen RPJMD adalah menjadi arahan bagi 
SKPD untuk menyusun rencana strategis (RENSTRA) SKPD.  Setiap SKPD wajib menyusun 
visi dan misi sesuai fungsi dan tugas unit kerja masing-masing dan dengan memperhatikan 
dinamika lingkungan yang terus mengalami perubahan. Rumusan visi dan misi dalam lingkup 
unit kerja harus mengisi rumusan visi dan misi yang terdapat dalam RPJMD. Selain visi dan misi 
yang harus dirumuskan, SKPD juga harus merumuskan kebijakan dan kemudian menurunkan ke 
dalam bentuk  program pembangunan dan selanjutnya ke dalam bentuk kegiatan-kegiatan 
pembangunan. Secara lebih detail, substansi dari dokumen RENSTRA SKPD menurut UU SPPN 
dan SE Mendagri No 50 tahun 2005 adalah Visi dan misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan 
Kegiatan pembangunan. Isi dan substansi tersebut dipikirkan oleh SKPD untuk jangka waktu 
lima tahun ke depan. Misalnya, program dan kegiatan yang dirumuskan mengindikasikan 
program dan kegiatan untuk lima tahun ke depan. Selanjutnya program dan kegiatan tersebut 
kemudian dijabarkan per tahun menjadi rencana kerja tahunan bagi SKPD.   Pada permendagri 
54 tahun 2010, substansi/isi pokok yang harus ada dalam dokumen Renstra SKPD adalah: (i)  
gambaran pelayanan SKPD, (ii) isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi (iii) visi, misi, 
tujuan, dan sasaran, strategi dan kebijakan, (iv) rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, 
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, (v) indikator kinerja SKPD yang mengacu pada 
tujuan dan sasaran RPJMD. 
Strategi, kebijakan, program dan beserta kegiatan yang telah dipikirkan oleh SKPD 
merupakan tanggung jawab penuh bagi SKPD untuk turut memberi kontribusi keberhasilan visi 
dan misi kepemimpinan daerah yang terdapat di dalam RPJMD. Dengan demikian, keberhasilan 
pemimpin daerah selama lima tahun sangat tergantung pada pencapaian rencana strategis yang 
telah ditetapkan oleh SKPD.   
 Mencermati fungsi RENSTRA SKPD dalam perencanaan pembangunan daerah, 
RENSTRA menjadi pedoman bagi SKPD untuk menyusun rencana kerja (RENJA) tahunan yang  
selanjutnya menjadi bahan dalam  penyusunan  anggaran per kegiatan. Penjabaran Renstra-
SKPD per tahun ke dalam Renja harus memperhatikan tingkat konsistensinya.  
 
Rencana Kerja (RENJA-SKPD) 
Penyusunan dokumen rencana kerja tahunan merupakan penjabaran dari dokumen 
RENSTRA-SKPD yang secara umum memuat kebijakan, program dan kegiatan SKPD dalam 
satu tahun yang akan datang. Unsur-unsur di dalam Renja SKPD inilah yang mengisi dan 
mengakumulasi RKP Daerah dalam satu tahun yang akan datang, dimana selanjutnya akan 
mempedomani di dalam penyusunan RAPBD/APBD pada tahun yang sama. Menurut 
Permendagri 54 tahun 2010, substansi/isi/muatan dalam Renja adalah: (i) Evaluasi pelaksanaan 
renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD, (ii) Tujuan, sasaran, program dan kegiatan, 
(iii) Indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD, 
(iv) dana indikatif beserta sumbernya dan prakiraan maju, (v) sumber dana yang dibutuhkan 
unruk melaksanakan program dan kegiatan SKPD. 
Fungsi dan kedudukan  rencana kerja SKPD sebagai pedoman bagi SKPD dalam 
perumusan rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD dan tentu saja akan memperhatikan dan 
menyesuaikan rencana kerja prioritas daerah  dalam satu tahun anggaran (RKPD).  
 
Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD/APBD) 
Muara dari  seluruh isi dan substansi dokumen perencanaan mulai dari RPJPD, RPJMD, 
RKPD, RENSTRA-SKPD dan RENJA-SKPD adalah penganggaran (RAPBD/APBD). Dengan 
mencermati alur dokumen perencanaan nampak dengan jelas keterkaitan dan konsistensi  antara 
perencanaan dan penganggaran. Program dan kegiatan yang telah direncanakan   mulai yang 
berdimensi 20 tahun, kemudian dijabarkan menjadi lima tahun dan selanjutnya secara 
operasional tahunan, secara konsisten menuntun kepada besarnya rincian anggaran yang 
dibutuhkan.  
Berbicara masalah penganggaran berarti berbicara tentang efektif dan efisiensi dalam 
pengalokasian anggaran. Tanggung jawab pemerintah  dalam mencapai visi dan misinya tidak 
hanya sampai pada perumusan rencana program dan kegiatan sebagaimana yang telah disepakati 
melalui mursenbang (RPJPD, RPJMD, RKPD), yang jauh lebih penting bagaimana membiayai  
secara efektif dan efisien sebuah program dan kegiatan-kegiatan pembangunan daerah  tanpa 
mengabaikan mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.  
Itulah sebabnya sebelum sampai kepada sebuah kebijakan keuangan yang tertuang ke 
dalam RAPBD, maka beberapa  tahapan kebijakan keuangan yang masih perlu dirumuskan 
secara bersama baik antara pemerintah dan masyarakat maupun antara pemerintah dan legislatif.  
Kebijakan keuangan yang dimaksud adalah kebijakan umum APBD (KUA) dan penentuan 
prioritas plafon anggaran sementara (PPAS). Kedua dokumen ini sangat penting dibahas lebih 
tajam sebelum sampai kepada rincian APBD. 
KUA memberikan suatu gambaran umum tentang kemampuan keuangan daerah dalam 
satu tahun anggaran ke depan. Berdasarkan KUA, PPAS  menetapkan prioritas plafon anggaran 
untuk setiap organisasi berdasarkan fungsinya, plafon anggaran  berdasarkan program dan 
kegiatan prioritas per urusan pemerintahan. Pembahasan KUA dan PPAS melalui kerjasama tim 
panitia anggaran (eksekutif) dan legislatif, keluarlah Nota Kesepakatan yang akan menjadi 
pedoman bagi SKPD dalam menentukan anggaran per program per kegiatan  sesuai dengan 
rencana kerja tahunannya.  
Atas dasar itu, SKPD menyusun rencana kerja dan anggaran yang berkaitan dengan 
belanja langsung dan PPKD menyusun rencana kerja dan anggaran yang berkaitan dengan 
belanja tidak langsung, penerimaan  dan pembiayaan. Akumulasi dari semua rencana kerja dan 
anggaran bagi seluruh SKPD  akan melahirkan RAPBD. 
Dokumen perencanaan APBD tersebut akan memuat dua aspek pokok, yakni (i) 
kebijakan keuangan daerah dalam bentuk APBD yang dulu dikenal dengan Nota Keuangan, dan 
(ii) rincian APBD berupa rincian kegiatan, kegiatan prioritas dan target-target kegiatan tahunan 
pemerintah daerah.  Secara garis besar, struktur RAPBD/APBD mengacu pada Permendagri No 
13/2006 dan Permendagri No 59 Tahun 2007 terdiri atas penerimaan, belanja dan pembiayaan. 
Penerimaan terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain 
Pendapatan Daerah yang sah. Belanja terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. 
Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.  
Keterkaitan dokumen perencanaan pembangunan Nasional dan Daerah dapat dilihat pada 
Gambar 4.1 (modifikasi dari bahan ajar Perencanaan Pembangunan Daerah di Pusat Studi 
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 Sumber: Bahan Ajar PPD, PSKMP, 2005 (hasil revisi) 
  
 
4.3. Proses Perencanaan  Berdasarkan UU.No.25/2004 
 
Satu hal yang perlu dicatat bahwa penyusunan dokumen-dokumen perencanaan seperti 
diuraikan sebelumnya adalah mengacu pada lima proses perencanaan sebagaimana dalam UU 
SPPN. Kelima proses perencanaan yang dimaksud yakni,   Pertama, proses politik, yang 
dimaksud dengan proses politik disini adalah proses perencanaan yang memandang bahwa 
kepala daerah yang terpilih apakah  ia sebagai Gubernur ataukah Bupati merupakan hasil pilihan 
rakyat  yang berarti rakyat memberikan suara berdasarkan visi, strategi dan rencana program  
yang ditawarkan oleh  calon kepala daerah. Dengan demikian, kepala daerah sebagai penyedia 
program dan rakyat adalah pembeli program. Visi dan strategi yang  ditawarkan oleh calon 
kepala daerah pada saat pemilihan kepala daerah  merupakan bagian dari proses perencanaan. 
Dengan demikian ketika calon kepala daerah  terpilih menjadi kepala daerah, maka visi, misi dan 
program akan dijabarkan kedalam bentuk kebijakan, program yang dituangkan ke dalam 
dokumen RPJMD. Segala muatan/substansi yang ada di dalam dokumen RPJMD menjadi 
kontrak bagi kepala daerah terpilih untuk mewujudkan janjinya.  
Kedua, proses teknokratik, proses teknokratik mengandung arti bahwa perencanaan pada 
dasarnya menggunakan proses berpikir ilmiah dan jelas metodologinya sehingga sesuatu yang 
direncanakan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ketika rumusan visi, misi dan tujuan 
dan sasaran  akan dituangkan kedalam dokumen RPJMD, maka konsistensi penjabarannya 
hingga sampai pada kebijakan, program dan kegiatan  diperlukan justifikasi secara ilmiah oleh 
lembaga yang secara fungsional bertugas untuk itu.  
Ketiga, proses partisipatif, mengandung arti bahwa dalam melakukan perencanaan perlu 
melibatkan seluruh komponen stakeholder termasuk masyarakat agar mereka merasa memiliki 
dan bertanggungjawab mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pelaksanaan 
program dan kegiatan. Proses perencanaan partisipatif dapat dimulai dari tingkap dusun, desa, 
kecamatan hingga pada tingkat nasional. Musyawarah pembangunan masyarakat (Musrenbang) 
merupakan salah satu bentuk proses perencanaan   partisipatif, dimana semua unsur-unsur pelaku 
pembangunan   diharapakn terlibat dalam perumusan perencanaan kebijakan, program dan 
kegiatan.  
Keempat dan kelima,  proses top-dwon dan bottom-up. Proses perencanaan top-down dan 
bottom-up dimaksudkan sebagai  perumusan perencanaan yang dimulai dari level atas kemudian 
dijabarkan ke level bawah. Sedangkan perencanaan bottom-up adalah perumusan perencanaan 
yang dilakukan dari bawah kemudian disesuaikan dengan perencanaan dari atas. Top-down dapat 
dicermati pada struktur pemerintahan (pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerintah 
kecamatan dan Desa) dan  organisasi/lembaga (Kementerian dan Lembaga  serta SKPD). Artinya 
Top adalah pemerintah pusat dan Down adalah pemerintah daerah. Atau Bottom adalah 
pemerintah daerah dan Up adalah pemerintah pusat. Misalnya RPJMN  merupakan perencanaan 
ToP dan RPJMD adalah perencanaan Down. Demikian sebaliknya, Bottom-Up  yaitu RPJMD 
adalah Bottom dan RPJMN adalah UP. Artinya ketika RPJMD disusun sebagai proses dari 
bawah, kemudian disesuaikan atau memperhatikan perencanaan diatasnya (Up) yakni RPJMN. 
Hal ini menunjukkan bahwa  pencapaian RPJMD adalah memberi kontribusi pada skala 
Nasional. Hal yang sama,  ketika RPJMN merupakan perencanaan dari atas, kemudian pada saat 
perumusan RPJMD harus memperhatikan arahan dari atas (RPJMN). Perencanaan Top-Down 
dan Bottom-up dapat pula dipandang dari satu lembaga. Misalnya ketika kepala Bappeda 
merumuskan Visi, atau kebijakan, kemudian visi dan kebijakan itu dijabarkan kepada kepala 
bidangnya atau kepala seksi atau staf. Hal ini berarti penjabaran kepada tingkat bawahannya 
merupakan proses perencanaan kebawah (Down), sementara Kepala Bappeda adalah Top. Untuk 
menegaskan proses perencanaan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas secara 
operasionalnya tergantug pada peletakan Top dimana dan Down dimana, atau Bottom dimana 
dan Up dimana.  
Yang perlu digariswahi pada proses ini adalah pertemuan antara perencanaan Top-Down 
dan Bottom-Up. Wadah untuk mempertemukan proses perencanaan Top-Down dan Bottom Up 
adalah forum Musrenbang baik pada tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan 
dan Desa/Lurah ataupun Dusun. Pada saat Musrenbang Kabupaten/Kota, yang dianggap sebagai 
Top-Down adalah Perencanaan yang disusun oleh pemerintah Kabupaten/Kota, sementara 
bottom-up adalah perencanaan yang disusun oleh kecamatan dan Desa serta Lurah atau bisa juga 
Bottom-up yang dimaksud adalah SKPD.  Misalnya, ketika pemerintah kabupaten/Kota (Tim 
penyusun)  menyusun  rancangan awal RPJMD, proses perencanaan dari bawah adalah rumusan 
program dari SKPD. Pada dasarnya program yang disusun oleh SKPD sedapat mungkin 
merupakan usulan dari masyarakat sehingga tergambar ada proses perencanaan dari bawah. 
Setelah RPJMD diperdakan, maka RPJMD adalah menjadi pedoman bagi SKPD dalam 
menyusun Renstra. Proses ini juga mencerminkan proses perencanaan Top-Down dan Bottom-
Up. 
 
4.4. Proses dan Mekanisme Penyusunan Dokumen Perencanaan  
 
4.4.1. Dokumen RPJMD 
 
Dokumen RPJMD sebagaimana dalam UU SPPN merupakan hasil akhir dari seluruh 
rangkaian proses perencanaan (politik, teknokratik, partisipatif dan top-down dan bottom-up) dan 
telah mendapat persetujuan DPRD. Akan tetapi sebelum sampai kepada produk peraturan daerah 
tentang RPJMD, yang dilakukan lebih awal adalah menyusun rancangan awal RPJMD, dan 
rancangan RPJMD (SE.No.050/2020/JS).  Tahapan ini merupakan tahapan yang paling krusial 
dalam penyusunan dokumen  RPJMD. Kesalahan dalam memahami dan menginterpertasikan  
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lalu dalam hubungannya dengan visi dan 
misi kepala daerah terpilih pada periode perencanaan,  niscaya bahwa proses penyusunan 
rancangan awal RPJMD menjadi tidak efektif yang selanjutnya mempengaruhi pembahasan 
akhir RPJMD.  Berikut ini, diuraikan proses dan mekanisme penyusunan rancangan awal 
RPJMD  hingga berakhir dengan dokumen RPJMD.  
Proses dan mekanisme penyusunan perencanaan daerah mulai dari RKPD, RPJMD, 
RKPD, Renstra-SKPD, dan Renja-SKPD telah diatur oleh UU dan Perturan lainnya termasuk 
peraturan terkini tentang tahapan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah 
yaitu Permendagri No 54 tahun 2010. Perlu digarisbawahi bahwa  penjelasan berikut ini 
khususnya RPJMD tidak persis sama dengan langkah-langkah yang diatur oleh Permendagri 
No.54 tahun 2010, namun pada perinsipnya tidak menyimpang dari peraturan tersebut. Proses 
dan mekanisme yang diuraikan khususnya untuk RPJMD menggunakan pendekatan praktis dan 
operasional. 
Pertama, menganalisis dan mencermati laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah 
periode sebelumnya (t-1). Terdapat sejumlah informasi penting yang dapat diperoleh dalam 
laporan pertanggungjawaban pemerintah termasuk diantaranya mengetahui seberapa jauh 
keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan dan pembangunan pada tahun sebelumnya. 
Termasuk pula mengetahui seberapa besar dampak kebijakan penganggaran terhadap 
keberhasilan program dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan, mengetahui posisi keuangan 
dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka 
pendek maupun jangka panjang, serta perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah 
mengalami peningkatan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilaksanakan. Dalam SE 
Mendagri 050/2020/JS, hasil analisis ini  disebut sebagai invetarisasi data dan informasi.  
Kedua, pemahaman yang lebih mendalam terhadap penyelenggaraan dan pemerintahan 
serta keuangan daerah akan memberi informasi penting terhadap arah kebijakan perencanaan 
tahun berikutnya, yakni strategi pembangunan daerah, arah kebijakan umum serta arah kebijakan 
keuangan daerah. Informasi inilah  akan dituangkan ke dalam sistem informasi perencanaan 
(SIP) dan sistem informasi Keuangan Daerah (SIKD).  
Ketiga,  hasil review penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan disesuaikan 
dengan visi dan misi kepala daerah pada periode perencanaan sehingga melahirkan 
sebuah ‖benang merah‖ yang akan menjadi arahan kebijakan kepada SKPD.   
Sebagai illustrasi diangkat Kasus Pemerintah  Sidenreng Rappang. Terdapat lima 
program prioritas Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang patut dicermati oleh SKPD 
dalam merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu; program 
pengembangan di bidang pertanian, program pengembangan infrastruktur, peningkatan sektor 
perindustrian, peningkatan sektor perdagangan, serta  peningkatan bidang kesehatan dan 
pendidikan. Kelima program prioritas tersebut merupakan penjabaran Visi dan misi kepala 
daerah pada periode perencanaan.   
Mengacu pada UU No.25/2004 dan SE. No. 050/2020 diuraikan bahwa rancangan awal 
RPJMD memuat isi tentang Visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas kepala daerah, 
Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Kerangka Ekonomi Makro, dan arahan 
kebijakan keuangan daerah.  Pada Permendagri, beberapa tambahan substansi seperti indikator 
kinerja pembangunan daerah. Substansi yang harus ada didalam rancangan awal RPJMD adalah 
mengacu pada kelima program perioritas tersebut. Misalnya, strategi-strategi apa saja yang akan 
ditempuh oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran tentang perbaikan kesehatan,  
perbaikan mutu pendidikan dasar dan peningkatan  taraf hidup dan ekonomi. Katakanlah bahwa 
salah satu strategi pembangunan daerah untuk mencapai  perbaikan kesehatan adalah  melalui 
pembangunan sarana dan prasarana kesehatan yang cukup memadai dan mudah diakses oleh 
masyarakat dimanapun berada. Demikian halnya, untuk strategi perbaikan mutu pendidikan 
dasar, peningkatan daya beli dan sebagainya.  
 Dalam rancangan awal RPJMD juga diuraikan bagaimana perspektif kebijakan keuangan 
daerah selama lima tahun ke depan untuk membiayai program prioritas. Untuk menjawab 
pertanyaan seperti ini, dibutuhkan tim penyusun yang mempunyai wawasan dan profesionalisme 
yang tinggi terhadap kondisi umum di suatu daerah.  
Keempat, rancangan awal RPJMD yang telah disusun melalui sistem informasi 
perencanaan (SIP) dan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) menjadi pedoman bagi Kepala 
SKPD dalam menyusun rancangan Renstra SKPD. Perlu dicatat bahwa rancangan awal RPJMD 
belum memuat seluruh program SKPD. Akan tetapi berdasarkan pada ‖benang merah‖ tersebut 
(5 program prioritas) adalah menjadi arahan bagi SKPD untuk selanjutnya dijadikan masukan 
dalam penyusunan rancangan awal SKPD.  
Kelima, dengan mengintegrasikan antara rancangan awal RPJMD dan rancangan Renstra 
SKPD melahirkan rancangan RPJMD. Rancangan RPJMD inilah disosialisasikan kepada seluruh 
pemangku kepentingan untuk memperoleh umpan balik dan selanjutnya dibahas dalam 
Musrenbang jangka menengah daerah.  
 Keenam,  berdasarkan hasil Musrenbang, Bappeda bersama  tim penyusun lainnya 
menyusun rancangan akhir RPJMD yang memuat tentang Visi dan Misi Kepala Daerah, Strategi 
Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Kerangka ekonomi makro daerah, kebijakan kuangan 
daerah dan program SKPD, program lintas SKPD dan program kewilayahan. Rancangan akhir 
RPJMD merupakan tanggung jawab Bappeda untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dan 
selanjutnya untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah.  
 Ketujuh, setelah RPJMD ditetapkan sebagai sebuah dokumen perencanaan jangka 
menengah, selanjutnya menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD dan Renja 
SKPD, pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah 
(RKPD), kemudian RKPD merupakan pedoman bagi pemerintah daerah menyusun KUA dan 
PPAS. Isi dan substansi dari dokumen-dokumen perencanaan inilah menjadi kerangka dasar 
lahirnya matriks konsolidasi perencanaan dan peanggaran (MKPP). 
Langkah-langkah dalam penyusunan rancangan awal RPJMD, Rancangan RPJMD, 
Renstra SKPD, Musrenbang Jangka Menengah Daerah, penyusunan rancangan akhir RPJMD 
dan Penetapan RPJMD dapat dilihat SE.No.050/2020/JS dan Peraturan terbaru, Permendagri 
No.54 Tahun 2010. Proses dan mekanisme penyusunan RPJMD berdasarkan UU SPPN dapat 
dilihat dalam Gambar 4.2.  
Gambar 4.2. Proses dan Mekanisme Penyusunan RPJMD Versi UU No.25 Tahun 2004 
 
Sumber: Online. 
Versi Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP 08 Tahun 2008 tentang Tata cara 
Penyusunan dan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah menjelaskan 
proses dan mekanisme penyusunan RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota, namun pada dasarnya  
mempunyai proses dan mekanisme yang sama. Mekanisme penyusunan RPJMD adalah: (i) 
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD, (ii) Penyusunan  Rancangan RPJMD, (iii) Musrenbang 
RPJMD, (iv) Perumusan Rancangan Akhir RPJMD, (v) Penetapan RPJMD.  
 
Bagan 4.1. Proses dan Mekanisme Penyusunan RPJMD 
 
 
Gambar 4.3. memperlihatkan proses dan mekanisme penyusunan Rancangan Awal RPJMD 
Provinsi dan Gambar 4.4 memperlihatkan proses dan mekanisme Rancangan Awal RPJMD 
Kabupaten/Kota.  
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   Sumber: Permendagri 54 tahun 2010 
 
Proses selanjutnya adalah Rancangan awal RPJMD  dimusrenbangkan pada tingkat Provinsi 
untuk RPJMD provinsi dan musrenbang  Kabupaten/kota untuk RPJMD kabupaten/kota. Pada 
musrenbang, semua komponen stakeholder  diundang termasuk unsur pemerintah kabupaten, 
Kecamatan, Desa dan Lurah, PT, LSM, DPRD. Semua masukan-masukan tentang Rancangan 
awal RPJMD dicatat dan menjadi bahan penyempurnaan   Rancangan Awal RPJMD menjadi 
Rancangan Akhir RPJMD. Pada saat yang bersamaan, SKPD menyusun rancangan awal renstra 
SKPD dengan menggunakan dokumen Rancangan Awal RPJMD. Setelah dokumen RPJMD 
diperdakan, maka dokumen RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD.  
 
4.4.2.  Dokumen RKPD 
 
 Tahapan dalam penyusunan RKPD mengacu pada perundangan dan peraturan seperti UU 
No 25 Tahun 2004 dan  peraturan terbaru Permendagri 54 tahun 2010. Jika disimak UU No.25 
tahun 2004, langkah awal yang dilakukan adalah Bappeda menyusun rancangan RKPD dengan 
memperhatikan renja masing-masing SKPD. Renja SKPD sedapat mungkin telah 
mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat melalui Murenbang Desa dan 
Kecamatan. 
 
Gambar 4.5. Proses dan Mekanisme Penyusunan RKPD 
berdasarkan UU No.25 Tahun 2004 
 
 Sumber: Online 
 
Setelah dokumen RPJMD ditetapkan melalui peraturan daerah, maka dokumen RPJMD menjadi 
pedoman dalam penyusunan dokumen RKPD. Tahapan yang dilakukan adalah: (i) menyusun 
rancangan awal RKPD, (ii) Rancangan awal RKPD menjadi acuan dalam menyusun Renja 















Gambar 4.6. Proses dan Mekanisme Penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi 










































RANCANGAN AWAL RKPD PROVINSI
 pendahuluan; 
 evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
 rancangan kerangka 
ekonomi daerah beserta kerangka  pendanaan;
 prioritas dan sasaran 
pembangunan;
 rencana program prioritas daerah
Surat Edaran KDH (perihal penyampaian 
rancangan awal RKPD sebagai bahan 
penyusunan rancangan renja-SKPD)
 agenda penyusunan RKPD, 
 agenda forum SKPD,
 agenda musrenbang RKPD, 
 batas waktu penyampaian 






















  Sumber: Permendagri 54 tahun 2010 
 
Gambar 4.7. Proses dan Mekanisme Penyusunan RKPD  Kabupaten/Kota 











































RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN/KOTA
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   Sumber: Permendagri 54 tahun 2010 
 
Tahapan berikutnya adalah menyusun rancangan Renja SKPD. Setelah diverifikasi dengan renja 
SKPD, rancangan awal RKPD kemudian menjadi Rancangan RKPD (Gambar 4.8). Selanjutnya, 
Rancangan RKPD dibawah  ke forum Musrenbang untuk memperoleh masukan-masukan dari 
semua stakeholder yang selanjutnya disempurnakan sehingga menjadi rancangan akhir RKPD 
(Gambar 4.8). Rancangan akhir RKPD ditetapkan melalui peraturan kepala daerah  untuk 
menjadi pedoman dalam penyusunan KUA-PPAS.  
 
Gambar 4.8. Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten/Kota 
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Gambar 4.9. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten/Kota 
Rancangan Akhir RKPD
 Pendahuluan; 
 Analisis dan evaluasi ;
 Evaluasi pelaksanaan RKPD 
    tahun lalu dan capaian kinerja  
    RPJMD;
 Rencana kerangka ekonomi
    daerah dan arah kebijakan  
    keuangan daerah;
 Prioritas dan sasaran 
pembangunan daerah
 Rencana program dan 


























 evaluasi pelaksanaan 
RKPD tahun lalu capaian 
    kinerja penyelengaraan 
    pemerintahan;
 rancangan kerangka 
ekonomi daerah Dan 
     kebijakan keuangan daerah;
 prioritas dan sasaran 
pembangunan daerah;
 rencana program dan 
kegiatan prioritas daerah
 
Sumber: Permendagri 54 tahun 2010 
 
 
4.4.3. Dokumen Renstra-SKPD 
 Proses dan mekanisme penyusunan rancangan Renstra SKPD pada dasarnya memiliki 
unsur kesamaan dalam proses dan mekanisme penyusunan rancangan awal RPJMD yakni 
menemukan ‖benang merah‖ antara visi, misi Kepala Daerah terpilih dengan hasil evaluasi 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada periode sebelumnya.  
Pertama, rancangan  Renstra SKPD pada dasarnya diturunkan dari ‖benang merah‖ yang 
telah ditemukan antara visi dan misi kepala daerah terpilih dan hasil evaluasi penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan dan keuangan daerah  dari tahun sebelumnya.  
Berdasarkan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh kepala daerah (misalnya, 
Kabupaten Sidenreng Rappang), maka dari situlah muncul arahan bagi SKPD dalam 
merumuskan program-program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahn sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. Misalnya, jika sasaran yang ingin dicapai (program prioritas Kepala 
Daerah) adalah perbaikan  kesehatan masyarakat lokal, maka SKPD dapat menyusun berbagai 
program yang terkait dengan pencapaian sasaran perbaikan kesehatan masyarakat perdesaan.  
Beberapa alternatif program yang bisa muncul antara lain; program peningkatan akses pelayanan 
masyarakat perdesaan, program peningkatan sarana dan prasarana kesehatan  diperdesaan, 
program  peningkatan sosialisasi kesehatan pada masyarakat perdesaan dsb. Perlu ditekankan  
bahwa program-program yang disusun oleh SKPD  adalah program-program bersifat indikatif 
dalam arti program tidak mengabaikan keberhasilan yang sudah dicapai selama ini, dan 
diselaraskan dengan program prioritas Kepala Daerah terpilih. 
Kedua, konsistensi isi dan substansi rancangan Renstra SKPD dan rancangan awal 
RPJMD harus selalu tetap terjaga. Oleh sebab itu, rancangan Renstra SKPD diturunkan dari 
rancangan awal RPJMD yang disusun oleh Bappeda. Rancangan awal RPJMD dibahas dan 
dipelajari oleh SKPD dan kemudian SKPD merumuskan visi dan misi sebagai penjabaran visi, 
misi kepala Daerah terpilih, merumuskan strategi dengan mempertimbangkan lingkungan 
eksternal dan internal, merumuskan progam-program SKPD sesuai dengan kewenangan lokalitas 
SKPD, program lintas SKPD, program kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsinya 
dan dilengkapi dengan indikasi pendanaan.  
Ketiga,  rumusan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program-program indikatif dan 
kegiatan-kegiatan  SKPD ditampung dalam dokumen rancangan Renstra SKPD dan selanjutnya 
disampaikan kepada Kepala Bappeda sebagai masukan utama dalam penyusunan rancangan 
RPJMD. Isi dan muatan yang terdapat didalam rancangan Renstra tetap memperhatikan Renstra 
SKPD periode sebelumnya, rancangan awal RPJMD, capaian keberhasilan dan permasalahan 
dalam periode sebelumnya, serta tugas dan fungsi pokok SKPD. 
Keempat, rancangan Renstra SKPD disempurnakan kembali setelah RPJMD ditetapkan 
oleh Peraturan Daerah (setelah mendapat persetujuan dari DPRD).  Dengan demikian, dokumen 
RPJMD  menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD dan ditetapkan dengan Peraturan 
Kepala SKPD. Sedapat mungkin diharapkan rancangan Renstra tidak mengalami perubahan 
drastis.  
Langkah-langkah  dalam penyusunan Renstra SKPD dapat dilihat SE Mendagri 
050/2020/JS tahun 2005 dan peraturan terbaru yakni Permendagri 54 Tahun 2010. 
Langkah-langkah dalam menyusun Renstra SKPD berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2010 
lebih rinci dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, sehingga penjelasan yang diuraikan 
sebelumnya secara substansi tidak mempunyai perbedaan arti, namun mekanismenya sedikit 
mengalami perbedaan.  Penyusunan rancangan Renstra SKPD dimulai sejak penyusunan 
rancangan awal RPJMD (versi Permendagri 54 tahun 2010). Setelah RPJMD  ditetapkan  melalui 
peraturan daerah, maka  rancangan renstra disempurnakan untuk kemudian menjadi rancangan 
akhir renstra SKPD. Setelah verifikasi kesesuaiannya kemudian selanjutnya ditetapkanlah 
Renstra oleh Kepala SKPD.  
 
Proses dan mekanisme penyusunan Renstra berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2010 dapat 





































 Gambaran pelayanan SKPD
 isu-isu strategis  berdasarkan 
tugas pokok dan fungsi
 visi, misi, tujuan dan sasaran, 
strategi dan kebijakan 
 rencana program, kegiatan, 
indikator kinerja, kelompok 
sasaran dan pendanaan indikatif
 indikator kinerja SKPD yang 
mengacu pada tujuan dan 















Nota Dinas Pengantar Kepala 
SKPD perihal penyampaian 






































      Sumber: Permendagri 54 tahun 2010 
 
Tahapan yang paling penting dalam  penyusunan semua dokumen perencanaan adalah tahapan  
pengumpulan dan analisis data.  Ketidaktepatan data dan informasi mempengaruhi analisis data 
dan selanjutnya perumusan  kebijakan, program dan kegiatan. Oleh karena itu, sebelum 
menyusun dokumen perencanaan,  para penyusun (Tim) harus memastikan lebih awal 
kelengkapan data dan informasi. Data dan informasi yang dibutuhkan dalam  menyusun 
dokumen perencanaan telah dijelaskan lebih  detail dalam Permendagri No 54 tahun 2010 dalam 









 BAB V  
 PENGANGGARAN DAERAH 
 
 
5.1.  Pengertian Penganggaran dan Fungsi Anggaran (APBD) 
Keberhasilan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang nyata, luas dan 
bertanggungjawab amatlah ditentukan oleh sistem perencanaan dan penganggaran yang baik. 
Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, mengingat bahwa output 
dari perencanaan adalah penganggaran.  Pentingnya  keterkaitan antara penganggaran dan 
perencanaan terbukti dari keluarnya UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional.  
Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama 
periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Blocher (2005) mendefinisikan 
anggaran sebagai ekspresi formal mengenai rencana aksi dimasa mendatang (budget is a fromal 
expression of plans for future plans). Hal ini berarti anggaran yang disusun setiap tahun oleh 
pemerintah daerah tidak terlepas dari perencanaan  kegiatan yang telah disusun sebelumnya yang 
berjangka menengah dan panjang. Secara umum, penganggaran dapat didefinisikan sebagai suatu 
cara atau metode yang sistimatis untuk mengalokasikan sumberdaya-sumberdaya, terutama 
sumber daya keuangan dan merupakan aktivitas utama dari organisasi pemerintahan. 
Penganggaran adalah proses untuk mempersiapkan suatu anggaran yang berisi pernyataan dalam 
bentuk satuan uang yang merupakan refleksi dari aktivitas dan target kinerja yang hendak 
dicapai dalam suatu periode tertentu (Mardiasmo, 2002). Anggaran yang dimaksud tersebut 
adalah tercermin dalam RAPBD/APBD yang disusun setiap tahun oleh pemerintah daerah.  
Penyusunan RAPBD yang transparan, akuntanbel dan partisipatif sesungguhnya merupakan ciri 
untuk terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance).  
 Sebagai konsekwensi logis pelaksanaan otonomi daerah menyebabkan perubahan dalam 
manajemen keuangan daerah. Perubahan tersebut antara lain perlunya dilakukan reformasi 
anggaran yang meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan,  dan pertanggungjawaban 
anggaran yang mana amatlah berbeda dengan UU No.5 Tahun 1974.   
 Aspek utama dalam reformasi anggaran adalah perubahan  dari anggaran tradisional ke 
anggaran yang berbasis kinerja (performance budget). Anggaran yang berbasis kinerja pada 
dasarnya merupakan  sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi 
pada hasil atau kinerja. Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan 
publik, yang berarti pula harus berorientasi pada kepentingan publik. 
 Untuk dapat memenuhi tuntutan akan akuntabilitas publik maka diperlukan adanya 
paradigma baru dalam manajemen keuangan daerah. Ada beberapa poin yang berkaitan dengan 
paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah  yakni;  
1. APBD harus lebih berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan publik. Oleh karena 
itu, APBD harus menekankan pada tiga aspek pelayanan publik, yaitu pelayanan 
administrasi, kebutuhan dasar dan infrastruktur. 
2. APBD merupakan dana publik yang penggunaannya harus berorientasi pada kinerja 
yang baik (ekonomi, efisien dan efektif, 3E). Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan 
penggunaan sumberdaya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling 
murah. Efisiensi berarti penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan 
output yang maksimal. Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus 
mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.  
3. Penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran daerah harus dilakukan 
berdasarkan  prinsip  transparansi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada 
masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan APBD 
4. Terdapat keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan di DPRD dengan 
perencanaan operasional oleh pemerintah daerah dan penganggaran oleh unit kerja 
5. Terdapat upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, Sistem dan prosedur 
Pengelolaan Keuangan Daerah, Lembaga Pengelola Keuangan Daerah dan Unit-unit 
Pengelola Layanan Publik dalam pengambilan kebijakan. 
Kelima point tersebut, pada dasarnya telah diimplementasikan  dalam 2-3 tahun  terakhir, 
namun tidak dapat dipungkiri bahwa hasilnya masih jauh dari apa yang diinginkan (Mohammad 
Khusaini (2006), Ester dkk (2006), Hasan Basri Umar dkk (2006). Kendala utamanya adalah 
terletak pada rendahnya komitmen pada implementasi konsistensi antara perencanaan dan 
penganggaran. Keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran sangat lemah. Terkadang 
perencanaan dilakukan dengan baik, namun untuk sampai kepada penganggaran ditemukan 
banyak penyimpangan (tidak konsisten). Kasus lainnya ditemukan bahwa pengelolaan keuangan 
daerah belum efektif, sebagai salah satu pemicunya adalah lemahnya perencanaan (Bank Dunia, 
2008). Kenyataan empirik ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah masih perlu 
terus dilakukan upaya perbaikan agar nantinya benar-benar terwujud kinerja pemerintah yang 
lebih baik dalam hal pelayanan publik.  
Pentingnya anggaran daerah dalam sistem keuangan daerah dapat dilihat dari fungsi 
utama anggaran (Mardiasmo, 2002) yakni: 
1) Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan, yang antara lain digunakan untuk: (a) 
merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan 
oleh daerah, (b) merencanakan berbagai program dan  kegiatan untuk mencapai tujuan 
organisasi serta merencakan alternatif sumber pembiayaan, (c) mengalokasikan sumber-
sumber ekonomi pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun dan (d) 
menentukan indikator kinerja dan tinkay pencapaian strategi. 
2) Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian, yang digunakan untuk: (a) 
mengendalikan efisiensi pengeluaran, (b) membatasi kekuasaan atau kewenangan 
pemerintah daerah, (c) mencegah adanya overspending, underspending dan salah sasaran 
(missappropriation) dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan 
merupakan prioritas, (d) memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional 
program atau kegiatan pemerintah. 
3) Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan 
mendorong pertumbuhan ekonomi  melalui  pemberian fasilitas, dorongan, dan 
koordinasi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi 
4) Anggaran sebagai alat politik  digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan 
kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Anggaran sebagai dokumen politik 
merupakan bentuk komitmen eksekutif dan kesepatan legislatif atas penggunaan dana 
publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran bukan sekedar masalah teknis tetapi lebih 
merupakan alat politik. Oleh karena itu, penyusunan anggaran  membutuhkan political 
skills, coalition building, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman  tentang prinsip 
manajemen keuangan publik 
5) Anggaran sebagai alat koordinasi antar unit kerja dalam organisasi Pemda  yang terlibat 
dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran yang disusun dengan baik akan mampu 
mendeteksi terjadinya inkosistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi 
6) Anggaran sebagai alat evaluasi kinerja. Anggaran pada dasarnya wujud komitmen 
Pemda kepada pemberi wewenang (masyarakat) untuk melaksanakan kegiatan 
pemerintahan dan pelayanan masyarakat. 
7) Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajemen Pemda  agar 
bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target kinerja. 
8) Anggaran dapat juga digunakan sebagai alat untuk menciptakan ruang publik dalam arti 
bahwa proses penyusunan  anggaran harus melibatkan seluas mungkin masyarakat. 
Fungsi-fungsi anggaran seperti tersebut diatas, paling tidak dapat dipandang sebagai alat 
pengendali bagi pemerintah bersama legislatif dalam mengelolah keuangannya. Sekiranya jika 
fungsi-fungsi tersebut tidak dipahami dan tidak dijadikan sebagai rambu-rambu pengendalian 
dalam mengalokasikan anggaran, maka dapat dipastikan bahwa efesiensi, efektifitas, 
transparansi, akuntabilitas dan kinerja tidak akan tercapai dengan baik.  
Mengingat pentingnya pengelolaan anggaran, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 
No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terutama dalam pasal 15 
yang telah disempurnakan berdasarkan Permendagri No 59 Tahun 2007, dijelaskan bahwa 
APBD mempunyai fungsi Otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilitas. 
1) Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk 
melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan 
2) Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi 
manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan 
3) Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk 
menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan 
yang telah ditetapkan 
4) Fungsi alokasi mengnadung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk 
menciptakan langan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta 
meningkatkan efisiensi dan evektifitas perekonomian 
5) Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus 
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan 
6) Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk 
memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.  
 
5.2.  Pergeseran Paradigma Penganggaran 
 
Dalam  menghadapi kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, 
tuntutan pengelolaan (manajemen) keuangan publik menjadi semakin penting untuk dibicarakan 
tidak  hanya pada tataran pemerintah pusat tetapi juga pada tataran pemerintah daerah.   Secara 
garis besar, manajemen keuangan  publik dapat dibagi menjadi dua  bagian, yaitu manajemen 
penerimaan dan manajemen pengeluaran.  
 Melalui semangat otonomi daerah, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No.22 
tahun 1999 dan UU No 25 tahun 1999 yang telah diubah menjadi No 32 tahun 2004 dan UU No 
33 Tahun 2004, pemerintah daerah dalam menyelenggarakan  urusan pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyarakatan harus sesuai dengan aspirasi dari masyarakat daerah yang 
bersangkutan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan publik. Sehubungan dengan hal 
tersebut, kebijakan pemerintah daerah tidak dapat dipungkiri lagi harus menitikberatkan pada 
peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Konsekwensinya, manajemen keuangan 
daerah selain ingin meningkatkan  peran masyarakat dalam pembangunan daerah, juga ditujukan 
bagi peningkatan  mutu pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut dapat diwujudkan 
melalui sistem manajemen dengan keterbukaan yang positif, efisiensi dan proaktif dalam setiap 
tindakan. 
 Berkaitan dengan manajemen keuangan daerah tentunya tidak dapat dipisahkan dengan  
pengelolaan keuangan daerah yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang  
pada hakekatnya merupakan salah satu alat yang dipakai sebagai tolok ukur kesungguhan 
pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan di daerah.  Oleh 
karena itu, pemerintah daerah bersama DPRD harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna 
menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, sehingga terpenuhi 
tuntutan terciptanya anggaran daerah  yang berorientasi pada kepentingan publik. 
 Konsekwensi logis pelaksanaan otonomi daerah menyebabkan perubahan dalam 
manajemen keuangan daerah. Selain itu, akibat krisis ekonomi yang cukup serius, sebuah 
tuntutan pemerintah untuk  meningkatkan pengelolaan keuangan daerah secara efisien dan 
efektif. Salah satu perubahan  yang cukup mendasar terkait dengan pengelolaan keuangan daerah 
adalah perlunya  dilakukan budgeting reform. Reformasi anggaran meliputi proses penyusunan, 
pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Aspek utama dalam reformasi 
anggaran adalah perubahan dari anggaran berbasis tradisional (traditional budget ke performance 
budget). Secara garis besar terdapat dua pendekatan utama yang memiliki perbedaan mendasar.  
Kedua pendekatan tersebut adalah (1) Anggaran tradisional atau anggaran konvensional dan (2)  
Pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan new public management. (Muhammad 
Khuzaini, 2006). 
 
1. Anggaran Tradisional 
Terdapat dua ciri utama yang melekat pada pendekatan tradisional yakni (i) Cara penyusunan 
anggaran yang didasarkan  atas pendekatan inkremental dan (ii) Struktur dan susunan 
anggaran yang bersifat line—item. Ciri lainnya adalah (a) Cenderung sentralistis, (b) Bersifat 
spesifikasi, (c) Tahunan, dan (4) Menggunakan prinsip anggaran bruto. Struktur anggaran 
tradisional dengan ciri-ciri tersebut tidak mampu mengungkapkan besarnya dana yang 
dikeluarkan untuk setiap kegiatan, dan bahkan anggaran tradisional tersebut gagal dalam 
memberikan informasi tentang besarnya rencana kegiatan. Oleh karena tidak tersedianya 
berbagai informasi tersebut, maka satu-satunya tolak ukur yang dapat digunakan untuk tujuan 
pengawasan hanyalah tingkat kepatuhan penggunaan anggaran. 
 
Masalah utama anggaran tradisional adalah terkait dengan tidak adanya perhatian terhadap 
konsep value for money. Konsep ekonomi, efisiensi dan efektifitas seringkali tidak dijadikan  
pertimbangan dalam penyusunan anggaran tradisional. Dengan tidak adanya perhatian 
terhadap konsep value for money, seringkali pada akhir tahun anggaran terjadi kelebihan 
anggaran yang pengalokasiannya kemudian dipaksakan pada aktivitas-aktivitas yang 
sebenarnya kurang penting untuk dilaksanakan. 
 
Anggaran dengan pendekatan tradisional ini digunakan untuk mengendalikan pengeluaran. 
Pengendalian pengeluaran dapat dilakukan apabila pos/akun/keuangan dilaporkan dalam 
bentuk lebih rinci. Dalam organisasi /instansi pemerintah, semakin rinci suatu akun anggaran, 
maka instansi pemerintah semakin tidak memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri 
anggarannya. Anggaranlah yang menentukan capaian kinerja. Dengan sejumlah anggaran 
tertentu baru kemudian ditentukan kinerja apa yang dapat dicapai dengan sejumlah anggaran 
tertentu. Istilah yang sering dipakai untuk kondisi seperti ini adalah kinerja berbasis 
anggaran. 
 
Penyusunan anggaran dengan pendekatan tradisional ini menggunakan orientasi input, bukan 
output.   Kemudian penyusunan anggaran pada periode berikutnya, suatu unit kerja yang 
akan mempertahankan dan ataupun meningkatkan capaian kinerja, maka unit kerja hanya 
meminta kenaikan jumlah anggaran pendapatan  dengan alasan inflasi.  Metoda penyusunan 
anggaran yang berorientasi input dan menentukan kenaikan anggaran berdasarkan inflasi atau 
perubahan harga seperti itu disebut penganggaran inkremental atau incremental budgeting. 
Selain itu, proses penyusunan anggaran hanya mendasarkan pada besaran realisasi anggaran 
tahun sebelumnya, bukan pada pencapaian kebutuhan riil masayarakat. Akibatnya setiap 
dilakukan evaluasi pelaksanaan anggaran selalu saja ditemukan hasil yang kontradiksi  
dengan kebutuhan riil masyarakat.  Meskipun anggaran tradisional mempunyai banyak 
kelemahan-kelemahan namun dalam praktek,   sejauh ini anggaran tradisional merupakan 
pendekatan yang banyak diterapkan di negara-negara berkembang.  
2.  New Public Management (NPM) 
Reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan munculnya era new public 
management telah mendorong usaha untuk mengembangkan pendekatan yang lebih 
sistimatis dalam perencanaan anggaran sektor publik. Seiring dengan perkembangan tersebut, 
muncul beberapa teknik penganggaran sektor publik misalnya teknik anggaran kinerja, zero 
based budgeting (ZBB) dan planning, programming and budgeting system (PPBS). 
Pendekatan baru dalam sistem  anggaran publik tersebut cenderung memiliki karakteristik 
umum sebagai berikut: 
 Komprehensif 
 Terintegrasi dan lintas departemen 
 Proses pengambilan keputusan yang rasional 
 Berjangka panjang 
 Spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas 
 Analisis total cost dan benefit (termasuk opportunity cost) 
 Beriorientasi input, output, dan outcome (value for  money) bukan sekedar input dan 
 Adanya pengawasan kinerja 
Diantara sekian banyak teknik penganggaran baru dalam sektor publik, yang paling populer  
hingga pada implementasi adalah anggaran yang berbasis kinerja (performance base budgeting). 
Anggaran kinerja  pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran yang 
berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi 
dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientsi kepada kepentingan publik. 
Disebutkan bahwa pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara 
pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk 
efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut. Konsep ini dikenal dengan istilah 
Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). ABK diartikan sebagai penyusunan anggaran yang 
didasarkan pada target kinerja tertentu. Anggaranlah yang disusun sesuai dengan beban target 




Perbedaan antara metode tradisonal dengan metode baru adalah sebagai berikut: 
Item ABK Tradisional 
Singkatan 
dari 
Anggaran Berbasis Kinerja Kinerja Berbasis Anggaran  
Arti Anggaranlah yang disusun 
sesuai dengan beban target 
kinerja tertentu 
Kinerjalah yang diubah-ubah sesuai dengan 




5.3. Penganggaran Berbasis Kinerja 
 
Yang dimaksud dengan  anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang dialokasikan pada 
sebuah program atau kegiatan yang berbasis pada pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi 
dalam periode tertentu.  
 
Perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip 
pengelolaan keuangan daerah yang baik. Prinsip manajemen  keuangan daerah yang diperlukan 
untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut  meliputi: 
a. akuntabilitas 
Akuntabilitas ecara harfiah dapat didefisikan sebagai ‖pertanggungjawaban‖. Namun 
penerjemahan secara sederhana ini dapat mengaburkan arti dari  kata accountability itu 
sendiri bila telah dikaitkan dengan pengertian akuntansi dan manajemen. Governmental 
Accounting Standar Board di Amerika Serikat mendefinisikan istilah accountability 
sebagai ” the requirement for government to answer to the citizentry to justify the raising of 
public  resources and the puposes for which they are used‖ Nasarudin, 1992 dalam Khuzaini, 
2006. 
Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses  
penganggaran mulai dari perencanaan,  penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat 
dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Akuntabilitas 
mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berprilaku sesuai dengan mandat yang 
diterimanya. Untuk itu perumusan kebijakan, bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan 
tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horisontal dengan 
baik. 
 
b. Value for money 
Value for money berarti diterapkannya tiga  prinsip dalam proses penganggaran, yakni 
ekonomi, efisien dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan  pemilihan dan penggunaan 
sumberdaya dalam jumlah dan kualias tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi 
berarti bahwa penggunaan dana masyarakat  tersebut dapat menghasilkan output yang 
maksimal. Efektivitas berarti  bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-
target atau tujuan kepentingan publik. Indikasi keerhasilan otonomi daerah dan desentralisasi 
adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, 
kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang 
serasi antara pusat dan daerah. Keadaan tersebut hanya akan  tercapai apabila lembaga sektor 
publik dikelola dengan memperhatikan konsep value for money. 
 
Dalam konteks  otonomi daerah konsep value for money merupakan jembatan untuk 
menghantarkan pemerintah daerah mencapai good governance. Value for money tersebut 
harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk 
mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik yang mendasarkan konsep value for 
money, maka diperlukan sisem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik. 
Hal tersebut dapat tercapai apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi yang baik. 
 
c. Kejujuran dalam Pengelolaan Keuangan Publik 
Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan 
kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan. 
 
d. Transparansi 
Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan 
daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi 
pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability 
antara pemerinah daerah dan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah  yang 
bersih, efektif dan akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan  kepentingan masyarakat. 
 
e. Pengendalian 
Penerimaan dan pengeluaran daerah (APBD) harus selalu dimonitor yaitu suatu proses 
pembandingan antara pengeluaran yang dianggarkan dengan penerimaan yang dicapai. Untuk 
itu, perlu dilakukan analisis varians (selisih) terhadap penerimaan dan pengeluaran daerah 
agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians dan tindakan antisipatif ke 
depan. 
 
5.4. Struktur dan Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD)  Berbasis Kinerja 
  
Struktur APBD berdasarkan PP No 58/2005 dan Permendagri No.13 Tahun 2006 
(Permendagri No 59/2007) terdiri atas: 
I. Pendapatan Daerah:  
a. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan 
kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 
b. Dana Perimbangan dibagi atas dana bagi hasil (hasil pajak dan bukan pajak), dana alokasi 
umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) yang dirinci menurut objek pendapatan 
menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah 
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah yang berasal dari pemerintah, 
pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi; dana darurat dari pemerintah; dana 
bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota; dana penyesuaian dan 
dana otonomi khusus,; bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah 
lainnya. 
II. Belanja Daerah: 
1. Belanja Tidak Langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, 
belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil,  bantuan keuangan, dan belanja 
tidak terduga 
2. Belanja Langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. 
            Pembiayaan terdiri atas: 
i. Penerimaan Pembiayaan meliputi SILPA sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil 
penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, dan 
penerimaan kembali pemberian pinjaman. 
ii. Pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal 
pemerintah daerah. pembayaran utang pokok dan pemberian pinjaman 
 Penyusunan rencana APBD di era desentralisasi dan otonomi daerah merupakan salah 
satu unsur penting dalam manajemen keuangan daerah yang patut mendapat perhatian besar. 
Karena salah dalam menetapkan, merencanakan dan mengalokasikan sumber-sumber daya 
ekonomi maka akan berimplikasi terhadap unsur-unsur lain dalam fungsi organik manajemen 
yaitu menetapkan peraturan daerah tentang APBD, melaksanakan APBD, serta mengawasi dan 
mengendalikan APBD.  Seperti diketahui bahwa penyusunan APBD bertujuan: 
 Untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia 
 Mengalokasikan sumberdaya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah  
 Mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik.  
Untuk menghasilkan agar APBD dapat dipertanggungjawabkan kepada  masyarakat 
maka seyogyanya dalam penyusunan APBD  memperhatikan prinsip dan norma-norma anggaran 
(Mamesah, 1995) sebagai berikut: 
 
1. Prinsip keterbukaan dan akuntabilitas 
Keterbukaan dan akuntabilitas  anggaran daerah merupakan persyaratan utama untuk 
mewujudkan  good governance. Oleh karena itu,  APBD yang disusun harus memberikan 
informasi yang jelas  agar dapat dipertanggungjawabkan di depan publik  dan bahwa apa 
yang disusun betul-betul untuk kepentingan publik. 
2. Prinsip pembebanan anggaran pengeluaran yang menguntungkan anggaran 
penerimaan. 
Penganggaran pada suatu kegiatan tertentu  sedapat mungkin memikirkan dampaknya 
terhadap keuntungan penerimaan anggaran. Hal ini berarti sutau kegiatan yang dianggarkan 
pada suatu tahun anggaran pada kenyataanya memang merupakan beban pada tahun 
anggaran bersangkutan akan tetapi dibalik itu, dalam jangka waktu tertentu, apa yang telah 
dianggarkan akan dapat memberikan efek balik di sisi penerimaan anggaran pada tahun 
anggaran yang akan datang.  
3. Prinsip prioritas,  
 Dalam penyusunan anggaran agar diupayakan mempertajam prioritas dalam  penggunaan 
dana. 
4. Prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran,  
      Efisiensi dan efektivitas merupakan ukuran keberhasilan dalam melaksanakan suatu kegiatan. 
Anggaran yang ditetapkan terhadap suatu kegiatan tertentu harus dapat dimanfaatkan 
seefisien mungkin. Oleh karena itu, dalam penyusunan anggaran harus direncanakan lebih 
dahulu urutan skala prioritas, sasaran yang akan dicapai, hasil dan dampak yang diperoleh 
dari suatu kegiatan.   
5. Prinsip disiplin anggaran,  
Setiap SKPD memperoleh anggaran harus dapat menggunakan anggaran secara efisien (tidak 




Proses dan Mekanisme Penyusunan RAPBD/APBD berbasis Kinerja 
 
Proses penyusunan APBD sangat erat kaitannya dengan dokumen-dokumen  perencanaan 
daerah. Menurut UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(SPPN) telah diperlihatkan secara runtun dan sistimatis tentang keterkaitan dokumen 
perencanaan dan penganggaran pada pembahasan sebelumnya. Dalam SPPN terlihat bahwa 
muara dari keterkaitan dokumen perencanaan mulai dari Jangka Panjang Daerah (RPJPD), 
rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah 
penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). Salah satu dokumen 
perencanaan yang menghubungkan antara apa yang telah direncanakan dan yang harus 
dianggarkan adalah dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA) yang dikerjakan oleh setiap 
satuan kerja perangkat daerah (SKPD).  
Runtutan ini mengindikasikan bahwa keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran 
ibarat  dua sisi dari satu mata uang logam yang tidak terpisahkan. Perencanaan sangatlah 
mempengaruhi penganggaran. Bahwa apa yang akan dibelanjakan dan berapa banyak uang 
dibelanjakan amatlah ditentukan oleh jenis program dan kegiatan yang telah direncanakan. 
Dengan demikian, perencanaanlah yang menuntun kepada penganggaran.  Semakin baik  
rumusan perencanaan dan secara valid dipatuhi konsistensinya, akan berimplikasi terhadap 
penyusunan anggaran yang semakin baik pula. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa 
pengelolaan keuangan daerah  yang baik tercermin dari validitas dan konsistensi  antara 
perumusan perencanaan dan penganggaran. Untuk menjamin agar konsistensi ini terwujud 
dimasa akan datang,  upaya perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah senantiasa tetap 
didambakan. 
Sejauh ini, sistem pengelolaan keuangan daerah mengalami perubahan mendasar setelah 
diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 13/2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan melalui Permendagri No 59 tahun 
2007. Peraturan ini mulai efektif diberlakukan pada penyusunan APBD 2007. Perubahan itu 
diantaranya terletak dalam penanggung jawab pengelola keuangan, struktur APBD, proses 
penyusunan, dan sistem akuntansinya.  Proses penyusunan RAPBD berdasarkan Permendagri 
No.13 Tahun 2006  memuat dua dokumen penting yang mana tidak dikenal  sebelumnya yakni 
dokumen KUA dan PPAS. Kedua dokumen tersebut  mempunyai kedudukan  penting dalam 
penyusunan RAPBD.  
 
Gambar 5.1 





Gambar 13 dan 14 memperlihatkan mekanisme penyusunan RAPBD berdasarkan 
Permendagri 13/2006 dan Permendagri No 59/2007. Kehadiran  Permendagri No 59/2007 adalah 
untuk menyempurnakan berbagai kelemahan-kelemahan dalam implementasi Permendagri No 
13/2006 dan menyesuaikan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Perangkat 
















































Organisasi Daerah.  Perbedaan substansi antara Permendagari No 13/2006 dan No 59/2007 
khususnya dalam mekanisme penyusunan RAPBD adalah berdasarkan Permendagri No 59/2007, 
penyusunan KUA dan PPAS dilakukan sekaligus pada  waktu yang bersamaan, dan dibahas pada 
saat yang bersamaan pula serta PPAS tidak berubah nama menjadi PPA, tetap dinamakan PPAS.   
 
Gambar 5.2 
Mekanisme Penyusunan RAPBD (Permendagri No.59 Tahun 2007) 
 
Pada dasarnya, mekanisme penyusunan APBD telah mengalami tiga kali perubahan 
selama era  otonomi daerah yaitu penyusunan APBD berdasarkan Keputusan Menteri Dalam 
Negeri no 29 tahun 2002; Permendagri No 13 tahun 2006 dan Permendagri No 59 tahun 2007. 
Implikasi dari peraturan tersebut menyebabkan format anggaran daerah juga mengalami 
perubahan yang cukup signifikan. Sejak tahun 2003-2006, format anggaran menggunakan  
Kepmen 29 tahun 2002, pada tahun 2007-sampai sekarang format anggaran daerah mengacu 
pada Permendagri No. 13 tahun 2006 dan No 59 tahun 2007.  Permendagri No.59 tahun 2007 
pada dasarnya  tidak berimplikasi pada format anggaran akan tetapi lebih kepada 
penyederhanaan prosedur.  Atas dasar itu, maka  mekanisme   penyusunan APBD yang 
berlangsung sekarang di daerah mengacu pada Permendagri No 59/2007 (Gambar 6.2). Ada 
beberapa tahap yang harus dilalui untuk menyusun RAPBD.   
Tahap pertama, menyusun  RKP daerah yang merupakan penjabaran dari RPJM. Dalam 
RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban 
daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh 











































pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Jadwal RKPD 
harus diselesaikan paling lambat bulai Mei sebelum tahun anggaran berkenaan. Jika belum 
selesai RKPD maka otomatis dokumen perencanaan selanjutnya akan terlambat.  Kedudukan 
RKPD dalam keterkaitan perencanaan daerah adalah menjadi pedoman dalam penyusunan KUA 
dan PPAS. 
Tahap kedua, adalah kepala daerah bersama TAPD menyusun rancangan Kebijakan 
Umum Anggaran (KUA) dan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang 
ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Pedoman penyusunan APBD memuat antara lain; 
(1) pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah 
daerah, (2) prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan, (3) teknis 
penyusunan APBD dan hal-hal khusus  lainnya.   
Pembicaraan pendahuluan KUA dan PPAS dilakukan pada pertengahan Juni oleh TAPD 
bersama DPRD dan kemudian apabila rancangan KUA dan PPAS telah disepakati oleh DPRD 
selanjutnya akan menjadi Nota Kesepakatan KUA dan PPAS. Penjelasan lebih detail tentang 
KUA dan PPAS dapat dilihat pada pembahasan berikutnya. 
Salah satu yang menjadi perhatian dalam penyusunan KUA adalah memperhatikan 
kerangka ekonomi makro dan implikasinya terhadap pendanaan.  Poin ini mempunyai bab 
tersendiri dalam struktur pembahasan KUA. Bab ini akan menguraikan dan  menjelaskan 
kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD, serta menguraikan 
sejumlah kebijakan keuangan daerah yang berkaitan  dengan  kebijakan pendapatan, kebijakan 
belanja dan kebijakan pembiayaan daerah. Asumsi-asumsi yang mendasari penjelasan ini adalah  
mengenai laju inflasi,  pertumbuhan ekonomi regional, tingkat pengangguran regional dan 
asumsi lain yang relevan dengan kondisi di daerah. 
Selanjutnya, tahapan dalam penyusunan PPAS yakni; pertama, menentukan skala 
prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan. Hal ini berarti pemerintah harus mampu 
mengidentifikasi skala prioritas untuk setiap urusan wajib dan pilihan. Kedua, menentukan 
urutan program untuk masing-masing urusan pemerintahan, dan ketiga, menyusun plafon 
anggaran sementara untuk masing-masing program. Ketiga  tahapan ini merupakan titik krusial 
bagi pemerintah dalam menyusun anggaran karena  ketiga itulah merupakan penentu atau acuan 
bagi SKPD dalam menentukan rincian anggarannya. Salah dalam menentukan program prioritas 
akan berimplikasi terhadap proses penyusunan anggaran yang tercermin dalam RKA-SKPD. 
 Tahap ketiga,  berdasarkan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS, TAPD menyiapkan surat 
edaran kepala daerah tentang pedoman  penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) 
sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Berdasarkan pedoman penyusunan 
RKA-SKPD, kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.  RKA-SKPD disusun berdasarkan kerangka 
pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan 
prestasi kerja.  
Dalam Permendagri No 59/2007 dikenal dua jenis penyusunan RKA yakni RKA yang 
disusun oleh SKPD dan RKA yang disusun oleh PPKD yang keduanya masing-masing 
mempunyai format yang berbeda. RKA-SKPD hanya memuat program dan kegiatan yang 
dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD sementara RKA-PPKD menyusun rencana kerja dan 
anggaran badan/dinas/biro keuangan selaku bendahara umum. RKA-PPKD menampung: 
1. Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah 
2. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, 
belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, dan 
3. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah 
Pada tahapan ini, hendaknya SKPD dan PPKD menyusun secara lebih cermat dan 
memegang prinsip efisiensi, efektif dan ekonomis. Hanya dengan prinsip ini yang mengantarkan 
kepada penghematan alokasi anggaran. Tahap ini juga sekaligus  merupakan salah satu tahap 
terpenting dalam proses penyusunan RAPBD karena sebagaimana diketahui bahwa masing-
masing SKPD menyusun RKA dan apabila salah satu dari SKPD tidak menyelesaikan RKA  
sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka  penyusunan RAPBD tidak dapat dilanjutkan 
(tertunda) dan menunggu hingga SKPD yang bersangkutan menyelesaikan RKA-nya. Perlu 
diketahui bahwa dalam penyusunan RKA-SKPD memakan waktu yang cukup lama dan 
termasuk sulit karena terdapat beberapa  format RKA yang harus diisi oleh SKPD yang 
memerlukan kualitas sumber daya manusia yang handal. Hal-hal yang harus dimengerti dan 
dipahami dalam penyusunan RKA adalah: (1) Perumusan program dan kegiatan beserta rincian 
anggarannya.  Setiap SKPD harus memahami dan mengerti bagaimana sesungguhnya 
merumuskan program dan kegiatan dengan tepat sasaran. (2) Pemahaman tentang indikator dan 
tolok ukur kinerja. (3) Pemahaman tentang belanja langsung dan belanja tidak langsung. Tim 
penyusun RKA harus mampu membedakan  komponen-komponen yang termasuk dalam belanja 
langsung dan belanja tidak langsung, (4) Pemahaman tentang pembuatan prakiraan maju. (5) 
Pemahaman terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. 
RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas 
lebih lanjut oleh TAPD. Pembahasan ini terutama dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara 
RKA-SKPD dengan KUA dan PPAS, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran 
sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja. 
kelompok sasaran kegiatan, standar analisa belanja, standar satuan harga, standar pelayanan 
minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD. RKA-SKPD yang telah 
disempurnakan oleh SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan 
peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran 
APBD.  
 Perlu  dicatat bahwa meskipun secara runtun berbagai aturan-aturan yang dibuat untuk 
memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah, jika sekiranya komitmen antar pemangku 
kepentingan (pemerintah, legislatif dan masyarakat) masih lemah dalam mengimplementasikan 
pentingnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, niscaya pencapaian Good 
Governance tidak akan terwujud.  




5.5. Penyusunan KUA dan PPAS 
5.5.1. Konsep Dasar KUA dan PPAS 
 
Pengelolaan keuangan daerah mengalami perubahan yang signifikan setelah 
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (selanjutnya disingkat PP 58/2005) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (selanjutnya disingkat Permendari 
13/2006) yang telah disempurnakan dengan keluarnya Permendagri No 59 Tahun 2007. 
Perubahan dimaksud mencakup struktur APBD, penanggung jawab keuangan daerah, proses dan 
prosedur penyusunan, dokumen perencanaan, dan sistem akuntansi.  
Salah satu perubahan yang cukup mendasar adalah munculnya dokumen KUA dan PPAS 
dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. KUA dan PPAS merupakan dokumen yang tidak 
dikenal sebelumnya. Dalam konteks APBD, kedua dokumen tersebut mempunyai urgensi dan 
posisi penting karena: (i) sebagai landasan dalam penyusunan RAPBD; (ii) sebagai dasar bagi 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menilai usulan RKA-SKPD; (iii) sebagai 
dasar bagi DPRD dalam menilai usulan Ranperda RAPBD; dan (iv) sebagai bahan acuan bagi 
DPRD dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan Perda RAPBD.  
Di dalam PP 58/2005 disebutkan bahwa KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan 
bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 
(satu) tahun. Penjelasan lebih lanjut tentang KUA dapat ditemukan dalam Permendagri 13/2006, 
dimana disebutkan bahwa KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-
program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan 
daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan 
penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.   
Berdasarkan kedua peraturan perundangan di atas, nampak jelas bahwa KUA merupakan 
dokumen yang memuat: 
 Kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 
 Asumsi-asumsi dasar; 
 Target pencapaian kinerja; 
 Program-program pemerintah daerah. 
Kemudian muatan dokumen ini mengalami  perubahan  dengan keluarnya Permendagri 
No 59 Tahun 2007. Salah satu perubahan yang cukup mendasar dalam Permendagri No 59 tahun 
2007 adalah  struktur dan substansi KUA.  
Dilihat dari segi urgensi, sedikitnya terdapat empat alasan mengapa perlu ada KUA: 
 Menjembatani antara kebijakan, program, dan kegiatan dengan anggaran; 
 Rasionalisasi kebijakan anggaran, ditinjau dari aspek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 
 Kejelasan target pencapaian kinerja; 
 Menyusun asumsi dasar APBD. 
 
5.5.2. Struktur Dokumen KUA  
 
Struktur KUA berdasarkan Permendagri No 13 tahun 2006 terdiri atas 4 (empat) bab yang satu 
sama lain saling terkait. Keempat bab tersebut dijelaskan secara terstruktur sebagai berikut: 
1. Pendahuluan 
Bab ini berisi: (i) uraian kondisi/prestasi yang telah berhasil dicapai pada tahun sebelumnya, 
tahun berjalan dan perkiraan pencapaian pada tahun anggaran yang akan datang; (ii) uraian 
ringkas identifikasi permasalahahan, hambatan, dan tantangan utama yang dihadapi pada 
tahun sebelumnya, tahun berjalan dan tahun yang akan datang. 
2.  Gambaran Umum RKPD 
Bab ini memuat gambaran umum prioritas pembangunan daerah yang diamanatkan dalam 
RKPD untuk menyelesaikan permasalahahan, hambatan, dan tantangan utama serta 
menjawab tantangan yang mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan 
masyarakat serta mendukung upaya mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan 
dalam RPJMD. 
3.  Kerangka Ekonomi Makro dan Implikasinya Terhadap Pendanaan 
Bab ini menguraikan dan menjelaskan asumsi, kondisi yang telah terjadi dan diperkirakan 
akan terjadi yang menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD. Selain itu, juga 
menjelaskan kebijakan penganggaran dan perkiraan penerimaan, termasuk proyeksi 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. 
4. Penutup 
Bab ini berisi: (i) posisi KUA dalam mata-rantai dokumen perencanaan; (ii) penanggung 
jawab KUA; dan (iii) tindak lanjut KUA. 
 Sementara struktur KUA berdasarkan Permendagri No 59 Tahun 2007 adalah: 
1. Pendahuluan 
Bab ini menguraikan tenang yang melatarbelakangi  pentingnya penyusunan KUA, apa 
tujuan yang ingin dicapai dan menguraikan dasar hokum penyusunan KUA 
2. Kerangka Ekonomi Makro Daerah 
Bab ini  menguraikan secara detail tentang perkembangan indikator ekonomi makro daerah 
pada tahun sebelumnya.  Indikator ekonomi makro meliputi perkembangan PDRB menurut 
penggunaan dan lapangan usaha (harga konstan dan berlaku), perkembangan investasi 
pemerintah dan swasta, perkembangan ekspor, konsumsi masyarakat dan sebagainya. Setelah 
menganalisis indikator ekonomi makro kemudian menguraikan rencana target indikator 
ekonomi makro pada tahun perencanaan. 
3. Asumsi Dasar Dalam Penyusunan RAPBD 
Bab ini menguraikan tentang asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan RAPBN, 
menguraikan secara rinci tentang asumsi inflasi, berapa yang direncanakan dan disertai 
dengan penjelasannya,  menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang direncanakan beserta 
penjelasannya, dan asumsi lain yang berkaitan dengan kondisi daerah misalnya kebijakan 
yang berkaitan dengan gaji PNS, asumsi tentang perkembangan nilai tukar, suku bunga 
terutama daerah yang mempunyai base ekonomi pada sektor ekspor.   
4. Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah 
Pada bab ini menguraikan setidaknya tiga komponen besar yakni (1) kebijakan yang 
berkaitan dengan komponen pendapatan. Misalnya kebijakan tentang peningkatan 
intensifikasi dan ektensifikasi PAD dan sekaligus menentukan besarnya target yang akan 
dicapai, target penerimaan dana perimbangan dan target lain-lain pendapatan daerah yang 
sah. Penentuan target pendapatan harus diiringi dengan upaya pencapaian target tersebut. 
Selain itu, bab ini juga menguraikan kebijakan yang berkaitan dengan belanja. (2) Kebijakan 
yang berkaitan dengan komponen belanja daerah. Hal-hal yang perlu mendapat penjelasan 
adalah (i)   kebijakan yang terkait dengan perencanaan belanja daerah yang meliputi total 
perkiraan belanja daerah, (ii) kebijakan yang terkait dengan belanja langsung (belanja 
pegawai, bunga, subsidi, bantuan sosial dan belanja tak terduga). (iii) kebijakan 
pembangunan daerah ke depan, kendala-kendala apa yang dihadapi, strategi dan prioritas  
apa yang mesti dilakukan yang konsisten dengan kebijakan dan prioritas nasional yang 
dilaksanakan di daerah. (iv)  kebijakan belanja yang berkaitan dengan urusan pemerintahan 
dan SKPD. (3) Kebijakan yang berkaitan dengan pembiayaan meliputi kebijakan tentang 
penerimaan pembiayaan dan kebijakan tentang pengeluaran pembiayaan. Misalnya ketika  
kebijakan anggaran adalah kebijakan surplus, maka pemerintah harus dengan jelas mau 
diapakan surplus tersebut? Mau diperuntukkan untuk apa? apakah peruntukannya untuk 
pembentukan cadangan, ataukah kebijakan yang mengarah kepada penggunaan pembayaran 
bunga dan cicilan hutang dan sebagainya. Demikian halnya jika anggaran diperkirakan 
defisit. Kebijakan apa yang ditempuh oleh pemerintah untuk membiayai defisit tersebut? 
apakah kebijakan yang terkait dengan pinjaman dari luar negeri dan berapa besarnya?  
      Penjelasan dari isi bab ini sangat penting karena digunakan sebagai  acuan pemerintah 
untuk menentukan plafon anggaran untuk setiap urusan pemerintahan dan plafon untuk setiap 
program dan kegiatan. 
5. Penutup 
Bab ini dapat pula menguraikan pokok-pokok pikiran DPRD  yang telah disepakati dengan 
Kepala Daerah.  
Mencermati substansi KUA  menurut Permendagri No 59 Tahun 2007 nampaknya lebih 
sederhana dan lebih terstruktur dibandingkan dengan Permendagri No 13 Tahun 2006. Bab yang  
menyajikan tentang  gambaran umum RKPD versi Permendagri No 13 Tahun 2006 tidak lagi 
dibahas dalam versi Permendagri No 59 tahun 2007. Perubahan ini cukup valid mengingat 
RKPD sudah mempunyai dokumen tersendiri sehingga untuk menghindari tumpang tindih dan  




5.5.3. Kerangka Ekonomi Makro 
 
Kerangka ekonomi makro merupakan salah satu sub bab dalam  struktur KUA. Sub bab 
ini sangat penting untuk dipahami oleh  para perencana didaerah.  Kesalahan dalam menganalisis 
kondisi ekonomi makro akan berimplikasi terhadap penyusunan asumsi dasar APBD. Dalam 
perspektif ekonomi makro, ada tiga indikator utama yang digunakan untuk menjelaskan 
keberhasilan pembangunan ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga (inflasi), dan 
penciptaan kesempatan kerja (pengangguran). Ketiga indikator utama tersebut  beserta 
turunannya  harus diungkapkan di bagian awal Bab Kerangka Ekonomi Makro. 
Indikator lainnya yang perlu diungkapkan adalah perkembangan investasi swasta dan 
masyarakat, ketersediaan infrastruktur, potensi sumberdaya daerah, dan dukungan kebijakan dan 
regulasi. Patut dicatat bahwa semua indikator tersebut, disamping menggambarkan   kondisi 
yang telah terjadi, juga mempertimbangkan kondisi yang diperkirakan akan terjadi. Kecermatan 
dalam menganalisis data masa lalu dan ―membaca‖ perubahan dinamika lingkungan menjadi 
sebuah keniscayaan. 
Masalah yang seringkali dihadapi terkait dengan pengungkapan kondisi obyektif adalah 
ketersediaan data, keakurasian data, dan keaktualan data. Keadaan ini bukan hanya akan 
berpengaruh terhadap penyusunan asumsi dasar APBD, tetapi juga penyusunan proyeksi kondisi 
yang diharapkan di masa depan. 
 
5.5.4. Asumsi-asumsi Dasar APBD 
Agar penyusunan RAPBD lebih rasional, maka diperlukan sejumlah asumsi. Asumsi 
dimaksud bukan hanya menjadi dasar dalam penentuan besaran APBD, tetapi juga sekaligus 
menjadi target pencapaian. Dalam konteks penyusunan RAPBD, asumsi selalu terdiri atas 
indikator-indikator ekonomi makro. Secara garis besar, asumsi-asumsi yang lazim digunakan 
dalam penyusunan RAPBD, antara lain: 
 Perkembangan ekonomi makro, seperti laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat 
pengangguran, dll.  
 Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti perkiraan 
Bagi Hasil, DAU, DAK, dan PAD. 
 
Untuk menetapkan besaran angka asumsi-asumsi APBD dibutuhkan teknik dan metode. 
Teknik dan metode yang banyak digunakan adalah analisis peramalan (forecasting), analisis data 
deret waktu (time-series), analisis regresi, dan analisis kualitatif. Berdasarkan asumsi-asumsi 
tersebut selanjutnya ditetapkan perkiraan dan proyeksi masing-masing bidang pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan perkiraan dan proyeksi tersebut akan dapat disimpulkan 
apakah RAPBD tergolong optimistik, moderat, atau pesimistik. 
Lalu, bagaimana jika sekiranya asumsi-asumsi dasar tersebut tidak terpenuhi atau justru 
terlampaui? Sedikitnya ada dua dampak yang ditimbulkan, yaitu:  
 Koreksi terhadap APBD melalui APBD Perubahan; 
 Pengurangan atau peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan. 
Proyeksi kondisi yang diharapkan di masa depan, pada umumnya, selalu didasarkan pada 
tiga skenario, yaitu: optimistik, moderat, dan pesimistik. Skenario optimistik terjadi ketika 
proyeksi kondisi yang diharapkan di masa depan berada di atas trend. Skenario moderat terjadi 
ketika proyeksi kondisi yang diharapkan di masa depan berada pada rata-rata trend. Sedangkan 
skenario pesemistik terjadi ketika proyeksi kondisi yang diharapkan di masa depan berada di 
bawah trend.  
Skenario apapun yang dipilih tidaklah penting. Yang jauh lebih penting adalah bahwa 
skenario yang dipilih benar-benar didasarkan pada nalar dan analisis yang mendalam. 
Kecermatan dalam membaca kondisi aktual, potensi riil yang dapat dimobilisasi, perkembangan 
dinamika lingkungan strategis, kecenderungan-kecenderungan baru yang tumbuh dan 
berkembang dalam masyarakat, dst, akan sangat menentukan dalam penentuan skenario. 
Mengingat bahwa KUA merupakan dokumen jangka pendek (1 tahun), maka proyeksi 
kondisi yang diharapkan sebaiknya dinyatakan dalam bentuk kuantitatif.  
 
5.5.5. Kebijakan Anggaran dalam KUA 
 
Secara umum, kebijakan anggaran dapat diklasifikasi atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: (i) 
kebijakan pendapatan; (ii) kebijakan belanja; dan (iii) kebijakan pembiayaan. Kebijakan 
anggaran ini disusun dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi dasar APBD dan kondisi masa 
depan yang ingin dicapai. Kebijakan anggaran dimaksud bukan hanya menyangkut bagaimana 
memobilisasi pendapatan, mengalokasikan belanja, dan membiayai surplus/defisit, akan tetap 
juga menyangkut proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 
 
 Kebijakan Pendapatan 
Pada umumnya, kebijakan pendapatan selalu bekerja pada wilayah bagaimana 
memobilisasi sumber. Dalam konteks APBD, sumber pendapatan daerah terdiri atas:  
 Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil 
pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang sah 
mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau 
pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan,  jasa giro, pendapatan bunga,  
tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan 
komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan 
barang dan/atau jasa oleh daerah.  
 Pendapatan Dana Perimbangan, yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum 
(DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK);  
 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, merupakan pendapatan daerah selain PAD dan Dana 
Perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan 
pemerintah.  
Dengan demikian, kebijakan pendapatan merupakan kebijakan yang di desain sedemikian 
rupa oleh pemerintah daerah sehingga memungkinkan pendapatan daerah meningkat. Kebijakan 
perpajakan, pengembangan perusahaan daerah, penyertaan modal, dan berbagai revenue 
program lainnya, merupakan sejumlah kebijakan yang berkaitan langsung dengan kebijakan 
pendapatan. Sedangkan kebijakan perbaikan iklim investasi, pengembangan ekonomi 
masyarakat, peningkatan pelayanan publik, dll, merupakan kebijakan yang berkaitan secara tidak 
langsung dengan kebijakan pendapatan.  
Kebijakan-kebijakan seperti ini  disamping asumsi-asumsi dasar RAPBD  yang 
seyogyanya menuntun pembentukan angka proyeksi pendapatan daerah. Proyeksi pendapatan 
daerah yang baik, adalah proyeksi yang mempunyai tingkat presisi yang tinggi karena didasarkan 
pada rasionalitas dan analisis yang mendalam, dan bukan sekedar ―yang penting ada angka‖. 
Proyeksi pendapatan daerah yang linear dan cenderung konstan, seperti yang dipraktekkan oleh 
pemerintah daerah selama ini, bukanlah sebuah proyeksi yang akurat dan valid. 
 
 
 Kebijakan Belanja 
Berbeda dengan kebijakan pendapatan, kebijakan belanja bekerja pada wilayah 
bagaimana mengalokasikan dan mendistribusikan sumber. Fungsi alokasi mempersoalkan 
mengenai bagaimana menjaga kesinambungan penyediaan barang publik (public goods) dan 
mengatur alokasi sumberdaya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan fungsi distribusi 
mempersoalkan mengenai bagaimana meminimisasi disparitas dan ketidakmerataan kepemilikan 
faktor-faktor produksi antar kelompok masyarakat. Fungsi pertama lebih menekankan pada 
aspek pemerataan (equality), sedangkan fungsi kedua lebih menekankan pada aspek keadilan 
(equity).  
Pada fungsi alokasi, kebijakan belanja diarahkan pada proporsionalitas antara belanja 
rutin dengan belanja pembangunan, antara belanja aparatur dengan belanja publik, antara belanja 
langsung dengan belanja tidak langsung, antara belanja konsumsi dengan belanja investasi,dan 
seterusnya. 
Pada fungsi distribusi, kebijakan belanja diarahkan pada proporsionalitas, misalnya 
antara belanja pro-growth dengan belanja pro-poor, antara belanja infrastruktur dengan belanja 
sosial, antara belanja perkotaan dengan belanja perdesaan, dan seterusnya. 
Berdasarkan PP 58/2005, belanja diklasifikasi berdasarkan organisasi, fungsi, program dan 
kegiatan, dan jenis belanja. Meskipun demikian, pertimbangan fungsi alokasi dan fungsi 
distribusi harus tetap dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan anggaran berdasarkan 
klasifikasi PP 58/2005 di atas.  
Seperti halnya kebijakan pendapatan, pertimbangan-pertimbangan seperti di atas  
disamping asumsi-asumsi dasar RAPBD  yang seyogyanya menuntun pembentukan proyeksi 
angka belanja daerah. Proyeksi belanja daerah yang baik, adalah proyeksi yang mempunyai 
tingkat presisi yang tinggi karena didasarkan pada rasionalitas dan analisis yang mendalam, dan 
bukan sekedar ―yang penting ada angka‖. Proyeksi belanja daerah yang linear dan cenderung 
konstan, seperti yang dipraktekkan oleh pemerintah daerah selama ini, bukanlah sebuah proyeksi 
yang akurat dan valid. 
 
 Kebijakan Pembiayaan 
Sesuai dengan konsep keseimbangan umum (overall balance), kebijakan pembiayaan 
akan sangat tergantung pada kondisi APBD, apakah surplus atau defisit. Jika APBD dalam 
keadaan surplus, maka kebijakan pembiayaan akan lebih menekankan pada aspek pengeluaran. 
Sebaliknya, jika APBD dalam keadaan defisit, maka kebijakan pembiayaan akan lebih 
menekankan pada aspek penerimaan. Kebijakan pembiayaan yang dapat ditempuh oleh 
pemerintah daerah sekiranya APBD dalam keadaan surplus (overall balance positif), antara lain: 
 Pembentukan dana cadangan; 
 Penyertaan modal pemerintah daerah; 
 Pembayaran pokok utang; dan 
 Pemberian pinjaman. 
Sedangkan kebijakan pembiayaan yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah sekiranya APBD 
dalam keadaan defisit (overall balance negatif), antara lain: 
 Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya; 
 Pencairan dana cadangan; 
 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 
 Penerimaan pinjaman; dan 
 Penerimaan kembali pemberian pinjaman. 
  Kebijakan pembiayaan penerimaan dan pembiayaan pengeluaran pemerintah daerah akan 
sangat tergantung pada prioritas pemerintah daerah, pertimbangan sustainabilitas anggaran, 
program pembangunan yang bersifat multi-years, dll.  
 
 
5.5.6.Prioritas Program dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 
5.5.6.1. Konsep Dasar  PPAS 
 
Di dalam PP 58/2005 disebutkan bahwa PPAS merupakan program prioritas dan patokan 
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program dan setiap urusan 
pemerintahan (wajib dan pilihan) sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. Penjelasan 
lebih lanjut tentang PPAS dapat ditemukan dalam Permendagri 13/2006 dan Permendagri No 59 
Tahun 2007, dimana disebutkan bahwa PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan 
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan 
dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. 
Berdasarkan peraturan perundangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PPAS merupakan 
dokumen yang memuat: 
 Rancangan program prioritas; 
 Patokan batas maksimal anggaran untuk setiap SKPD menurut program. 
Sedikitnya terdapat empat alasan mengapa perlu ada PPAS (i) Prioritas program yang harus 
dibiayai; (ii) Acuan penentuan plafon anggaran; (iii) Acuan dalam penyusunan RKA-SKPD; 
 
Proses penyusunan PPAS: 
Rancangan PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut: 
 Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan; 
 Menentukan urutan program untuk masing-masing urusan;  
 Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program. 
 
5.5.6.2. Struktur Dokumen PPAS 
Struktur PPAS berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 terdiri atas 6 (enam) bab 
yang satu sama lain saling terkait. Keenam bab tersebut, secara singkat, dijelaskan secara 
terstruktur sebagai berikut: 
 
1. Pendahuluan 
Bab ini berisi: (i) uraian kondisi atau prestasi yang telah berhasil dicapai pada tahun 
sebelumnya, tahun berjalan dan perkiraan pencapaian pada tahun anggaran yang akan datang; 
dan (ii) uraian ringkas identifikasi permasalahahan atau hambatan dan tantangan utama yang 
dihadapi pada tahun sebelumnya, tahun berjalan dan tahun yang akan datang. 
2.  KUA Tahun Angaran XXXX 
Bab ini memuat gambaran ringkas tentang target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap 
urusan pemerintahan daerah dan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah 
sebagai dasar penentuan prioritas program dan plafon anggaran menurut bidang 
pemerintahan. 
3.  Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah 
Bab ini memuat penjelasan tentang asumsi makro ekonomi yang disepakati terhadap 
implikasi kemampuan fiskal daerah, kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan 
pendapatan daerah, faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terjadinya atau terjadinya 
peningkatan belanja daerah dan kebijakan pemerintah daerah di bidang pembiayaan daerah 
tahun anggaran xxxx. 
4. Prioritas Program dan Plafon Anggaran 
Bab ini menguraikan tentang prioritas program dan plafon anggaran yang disepakati 
mencakup capaian sasaran program, dasar pertimbangan penentuan besaran pagu indikatif 
untuk mencapai sasaran program serta hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian SKPD 
dalam menjabarkan program lebih lanjut ke dalam masing-masing kegiatan. 
5. Plafon Anggaran Menurut Organisasi 
Bab ini menguraikan tentang urusan pemerintahan daerah dirinci menurut organisasi.  
Selanjutnya, setiap organisasi akan ditetapkan besarnya plafon anggaran yang dirinci 
menurut belanja tidak langsung dan belanja langsung. Penentuan plafon anggaran didasarkan 
atas pertimbangan kemampuan keuangan daerah, prioritas program, cakupan pelayanan, dll. 
6. Penutup 
Bab ini berisi: (i) posisi PPAS dalam mata-rantai dokumen perencanaan; (ii) penanggung 
jawab PPAS; dan (iii) tindak lanjut PPAS. 
Sementara struktur PPAS berdasarkan Permendagri No 59 tahun 2007 terdiri  atas 6 bab 
yang  sedikit berbeda dengan struktur PPAS versi Pemendagri No 13 tahun 2006. Perbedaan 
yang cukup signifikan adalah sub bab tentang KUA tidak lagi dibahas dalam permendagri yang 
baru. Adapun struktur PPAS yang dimaksud  sebagai berikut: 
 
1. Pendahuluan 
Bab ini meliputi penjelasan tentang hal-hal yang melatarbelakangi penyusunan PPAS, tujuan 
yang akan dicapai serta dasar hukum  penyusunan PPAS. 
2. Rincian Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah 
Bab ini menguraikan tentang target-target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah  
yang meliputi PAD, penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang 
sah serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan pendapatan dalam 
KUA. Penentuan target harus disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh daerah yang 
telah dianalisis secara lebih tajam dalam dokumen KUA. Penentuan target sedapat mungkin 
tidak hanya  berdasar pada proyeksi linier tetapi perlu dikombinasikan  dengan berbagai 
metode lain.  
3. Prioritas Belanja Daerah 
Pada bab ini diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan urutan prioritas penggunaan 
pendapatan dan  sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran daerah.  
Hal ini berarti pemerintah daerah harus mampu mengidentifikasi program-program prioritas 
pembangunan yang tentu saja mengacu pada RKPD dan KUA. Misalnya, apakah urutan 
prioritas pembangunan pada penanggulangan kemiskinan ataukah  peningkatan kesempatan 
kerja dan sebagainya. Pilihan pada penentuan prioritas harus dibantu dengan berbagai alat 
analisis yang cukup memadai  agar penentuan urutan prioritas betul-betul  sesuai dengan 
kepentingan masyarakat banyak. 
4. Plafon Anggaran Sementara berdasarkan urusan pemerintahan 
Berdasarkan bab III, kemudian dilanjutkan dengan uraian yang berkaitan dengan besarnya 
anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan, besarnya anggaran untuk komponen 
belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, subsidi,  bantuan 
sosial, dan belanja tak terduga.   
5. Rencana Pembiayaan Daerah 
Bab ini berisi tentang target rincian penerimaan pembiayaan dan rincian pengeluaran 
pembiayaan. Misalnya sesuai dengan potensi yang ada, berapa yang ditargetkan untuk 
penyertaan modal pemerintah, berapa untuk pembentukan cadangan, berapa target untuk 
pinjaman.  Besarnya target tersebut harus disesuaikan dengan kebijakan pembiayaan yang 
telah diuraikan dalam dokumen KUA. Sehingga nantinya akan terlihat dengan jelas besarnya 
plafon anggaran sementara untuk  total penerimaan pembiayaan dan total pengeluaran  
pembiayaan. 
6. Penutup 
Bab ini  memberikan uraian penutup tentang plafon anggaran sementara yang akan 
digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD dan penyusunan RAPBD. 
Selain itu, juga diuraikan jika ada, hal-hal yang menjadi kesekapatan antara pemerintah dan 
DPRD.  
 Dengan memperhatikan substansi dari setiap  bab baik dalam KUA maupun dalam PPAS, 
nampaknya bahwa penyusunan dokumen-dokumen tersebut tidak begitu muda dilakukan oleh 
aparat pemerintah daerah.  Wawasan yang luas dan profesionalisme cukup tinggi bagi aparat  
pemerintah merupakan suatu tuntutan yang harus dimilikinya.  
Salah satu masalah utama yang seringkali dihadapi oleh para perencana adalah 
bagaimana menentukan prioritas program. Banyaknya masalah yang harus diselesaikan serta 
beragamnya kepentingan yang harus diakomodir menjadi penyebab mengapa prioritas program 
menjadi tidak mudah. Padahal di sisi lain, prioritas program menjadi sebuah keniscayaan karena 
sumberdaya, kemampuan, dan kapasitas pemerintah daerah relatif terbatas. 
 
 Prioritas Program 
Per defenisi, prioritas merupakan suatu upaya mendahulukan atau mengutamakan sesuatu 
dari pada yang lain. Prioritas adalah suatu proses dinamis dalam pembuatan keputusan atau 
tindakan yang saat ini dianggap paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan 
keputusan tersebut. Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan apa yang penting untuk 
dilakukan, tetapi juga menentukan skala atau peringkat program atau kegiatan yang harus 
dilakukan lebih dahulu dibandingkan program atau kegiatan yang lain. 
Ruang lingkup penentuan prioritas mencakup hal-hal sebagai berikut: 
1. Pemahaman terhadap situasi yang mendasari perlunya ditetapkan prioritas tersebut. 
2. Perencana berbagai alternatif yang dapat dilaksanakan. 
3. Identifikasi berbagai konsekuensi dari setiap laternatif yang akan dipilih. 
4. Pembuatan keputusan tindakan terbaik yang akan dilakukan. 
Penentuan prioritas dapat didasarkan atas pertimbangan beberapa aspek sebagai berikut: 
1. Skala dan bobot pelayanan berdasarkan urgensi hasil dan jangkauannya dalam pemenuhan 
kebutuhan masyarakat. 
2. Kemampuannya untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tingkat pencapaian 
dalam arah dan kebijakan umum APBD. 
3. Ketersediaan  sumber daya, dana, dan waktu untuk melaksanakan program atau kegiatan. 
 
Salah satu hal penting dalam penyusunan APBD adalah penentuan prioritas program. 
Prioritas diperlukan karena adanya keterbatasan sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran 
APBD. Ada beberapa alasan perlunya ditetapkan prioritas program, antara lain: (i) agar skala dan 
lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap penting dan paling luas jangkauannya dapat 
terpenuhi, (ii) agar alokasi sumber-sumber yang dimiliki dapat dilakukan secara ekonomis, 
efisien, dan efektif, (iii) untuk mengurangi tingkat resiko dan ketidakpastian yang harus 
ditanggung, dan (iv) tersusunnya program atau kegiatan yang lebih realistis sesuai kebutuhan 
masyarakat saat itu. 
Ada beberapa metode yang sering digunakan untuk membuat prioritas program dan 
kegiatan. Salah satunya adalah dengan mengikuti langkah-langkah berikut:  
1. Membuat kriteria evaluasi umum. Kriteria dimaksud bisa disusun berdasarkan kebutuhan, 
kemendesakan, keluasan jangkauan, besarnya dampak, dll; 
2. Membuat urutan dan bobot. Pada tahapan ini, setiap program diberi beberapa kriteria dan 
setiap kriteria tersebut diberi bobot berdasarkan pentingnya. Selanjutnya dibuat urutan 
berdasarkan bobot, dimulai dari bobot tertinggi hingga bobot terendah. Salah satu teknik 
pembobotan adalah dengan menetapkan angka 100 dan mendistribusikannya kepada seluruh 
kriteria. Kriteria yang diberi bobot paling tinggi, berarti kriteria tersebut dianggap paling 
prioritas; 
3. Membuat skala nilai. Setiap kriteria pada suatu program, diberi skala nilai berdasarkan 
kriteria tertentu, misalnya besarnya manfaat bagi masyarakat. Skala nilai bisa dari 1 s/d 3 
atau dari 1 s/d 5. Semakin tinggi nilai yang diberikan terhadap suatu kriteria, maka kriteria 
tersebut semakin bermanfaat; 
4. Menilai proposal anggaran. Setelah setiap kriteria diberi bobot dan nilai, maka langkah 
selanjutnya adalah menghitung skor masing-masing kriteria dengan cara mengalikan antara 
bobot dan nilai. Hasil perkalian kemudian dijumlahkan untuk memperoleh skor suatu 
program; 
5. Membuat prioritas proposal anggaran dengan menggunakan bobot dan skala. Pada tahapan 
ini disusun sebuah matriks yang memasukkan semua kriteria, bobot, dan nilai atas suatu 
program. Program dengan skor paling tinggi mengindikasikan bahwa program tersebut 
paling prioritas.  
Patut dicatat bahwa teknik dan metode di atas hanya merupakan salah satu dari sejumlah 
teknik dan metode yang lazim digunakan dalam menyusun dan menetapkan prioritas program. 
Dalam prakteknya, prioritas program seringkali tidak begitu mudah dilakukan karena beberapa 
penyebab, antara lain: 
 Terjadinya perbedaan kepentingan yang keras dan akut antar kelompok masyarakat akibat 
masyarakat yang pluralistik; 
 Terbatasnya kapasitas tenaga perencana untuk berpikir secara komprehensif, meramu 
keterkaitan antar kepentingan, dan mampu melihat jauh ke depan; 
 Masih kentalnya tradisi primordialisme dan parochialisme dalam masyarakat. 
 
 Plafon Anggaran Sementara 
Per defenisi, plafon anggaran sementara adalah jumlah rupiah batas tertinggi yang dapat 
dianggarkan oleh tiap-tiap fungsi dan/atau tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). 
Plafon anggaran yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD bersifat sementara 
dalam arti bahwa plafon anggaran harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah agar 
dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah 
(SKPD). 
Penentuan plafon anggaran sementara sangat bergantung pada aspek ―kewajaran‖ 
anggaran. Penilaian kewajaran anggaran dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek 
berikut: 
• Kaitan antara biaya yang dianggarkan dengan target pencapaian kinerja (standar biaya); 
• Kaitan antara standar biaya dengan harga yang berlaku; 
• Kaitan antara biaya yang dianggarkan, target pencapaian kinerja dengan sumber dana. 
Perkiraan plafon anggaran ditujukan untuk menghasilkan alokasi dana yang akurat, adil, 
dan mampu memberi insentif bagi setiap unit kerja untuk melaksanakan prinsip value for money 
dalam melakukan pengeluaran daerah. 
Langkah-langkah penentuan plafon anggaran daerah; 
1. Proses penentuan plafon anggaran dilakukan oleh perangkat pengelola keuangan daerah 
2. Alokasi anggaran didasarkan pada fungsi yang menjadi prioritas melalui pembobotan 
3. Unit kerja  yang memberikan dukungan lebih besar terhadap fungsi yang menjadi prioritas 
akan mendapat plafon anggaran yang lebih besar. 
 
 Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas 
Perumusan strategi secara umum perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 
1. Keterkaitannya dengan pencapaian tingkat pelayanan yang diharapkan dalam arah dan 
kebijakan umum APBD. 
2. Peluang dan tantangan Daerah pada masa yang akan datang. 
3. Aspek risiko dan manfaat dalam implementasinya. 
4. Kondisi dan kemampuan daerah untuk melaksanakannya, misalkan tentang kondisi dan 
perkembangan sosial daerah, analisis kebutuhan dan permintaan masyarakat, isu kritis dan 
permasalahan yang dihadapi oleh daerah, trend dan estimasi lingkungan eksternal dan 
internal serta garis besar kebijakan Renstrada. Oleh karena itu perlu mempertimbangkan hal-
hal berikut: (keterkaitan antara strategi dan pencapain tujuan, risiko/biaya dan manfaat dari 
setiap strategi, kapasitas organisasi untuk melaksanakan strategi tersebut, kendala yang 
mungkin dihadapi serta dampak akhir dari setiap strategi). 
5. Tetap berpedoman pada prinsip anggaran yaitu; keadilan, efisiensi dan efektifitas, berimbang 
dan defisit, disipilin serta transparansi dan akuntabilitas. 
Prioritas merupakan suatu upaya mendahulukan atau mengutamakan sesuatu dari pada 
yang lain. Prioritas adalah suatu proses dinamis dalam pembuatan keputusan atau tindakan yang 
saat ini dianggap paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan 
tersebut. Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan apa yang penting untuk dilakukan, 
tetapi juga menentukan skala atau peringkat program atau kegiatan yang harus dilakukan lebih 
dahulu dibandingkan program atau kegiatan yang lain. 
Ada beberapa metode yang  sering dipakai oleh para perencana untuk melakukan urutan 
prioritisasi program antara lain melalui metode evaluasi kelayakan komparatif, metode 
keterpaduan, dan metode GOAM. Masing-masing metode tersebut memiliki kelebihan dan 
kelemahan. Seleksi program pembangunan melalui metode evaluasi kelayakan komparatif dan 
metode keterpaduan sebagaimana disebutkan sebelumnya, meskipun banyak dipakai dan 
dipergunakan oleh tenaga perencana selama ini, tetapi dalam implementasinya banyak 
diperhadapkan dengan berbagai kendala. Di samping membutuhkan waktu analisis yang relatif 
lebih lama, juga membutuhkan tingkat penguasaan peralatan analisis yang relatif tinggi. Pada 
kasus-kasus  tertentu, metode tersebut tidak mampu digunakan sebagai alat seleksi, misalnya 
untuk memilih dua atau lebih program yang membutuhkan ruang atau sumberdaya yang sama. 
Karenanya, untuk pemilihan satu dari dua atau lebih program pembangunan  yang 
mengalami  konflik dalam pemanfaatan sumberdaya  dapat dilakukan dengan menghitung urutan 
prioritas dari masing-masing program pembangunan. Program pembangunan yang terpilih 
merupakan program yang memiliki urutan prioritas tertinggi. Untuk kepentingan menentukan 
urutan prioritas ini, perangkat analisis yang akan digunakan adalah metode GOAM (Goals 
Objectives Achievement Matrices) (PSKMP modul APBD berbasis kinerja, 2002). 
Penentuan urutan prioritas program pembangunan melalui metode GOAM, sebagai 
sebuah metode yang berbasis pada teknik pembobotan, dimana direkomendasikan untuk 
digunakan karena mampu merangkum sejumlah sasaran, kebijakan dan strategi dasar 
pembangunan yang kadang-kadang tidak sejalan. Suatu hal lumrah yang sering dijumpai pada 
proses perencanaan pembangunan daerah yang umumnya bersifat multi objectives planning. 
GOAM sebagai sebuah peralatan untuk menghitung kontribusi dari setiap program pembangunan 
terhadap pencapaian kebijakan pembangunan disepakati dan ditetapkan bersama. Program yang 
memberikan kontribusi terbesar diberikan urutan prioritas tertinggi untuk diimplementasikan 
dalam kegiatan pembangunan pada masing-masing daerah. 
Ruang lingkup penentuan prioritas mencakup hal-hal sebagai berikut: 
1. Pemahaman terhadap situasi yang mendasari perlunya ditetapkan prioritas tersebut. 
2. Perencana berbagai alternatif yang dapat dilaksanakan. 
3.  Identifikasi berbagai konsekuensi dari setiap laternatif yang akan dipilih. 
4. Pembuatan keputusan tindakan terbaik yang akan dilakukan. 
 
Penentuan prioritas dapat didasarkan atas pertimbangan beberapa aspek sebagai berikut: 
1. Skala dan bobot pelayanan berdasarkan urgensi hasil dan jangkauannya dalam 
pemenuhan kebutuhan masyarakat. 
2. Kemampuannya untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tingkat pencapaian 
dalam arah dan kebijakan umum APBD.  





ANALISIS EFEKTIFITAS PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAERAH: 
STUDI KASUS KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 
 
6.1.  Pendahuluan 
Analisis pengeluaran pemerintah daerah dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana  
kinerja pemerintah daerah  dalam memberikan pelayanan  publik kepada masyarakat. Untuk 
mewujudkan secara nyata kebutuhan masyarakat tentang pelayanan publik yang baik, telah 
diperkuat oleh keluarnya UU. No. 32 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.33 tentang 
Perimbangan Keuangan dan diikuti oleh sejumlah peraturan dan keputusan menteri. Analisis 
pengeluaran publik merupakan salah satu aspek dalam manajemen keuangan.  Sebelum 
menganalisis pengeluaran pemerintah daerah terlebih dahulu akan diuraikan tentang pentingnya 
manajemen keuangan .  
Manajemen keuangan pemerintah merupakan salah satu kunci penentu keberhasilan 
pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka nation and state building. 
Adanya manajemen keuangan pemerintah yang baik akan menjamin tercapainya tujuan 
pembangunan secara khusus, dan tujuan berbangsa dan bernegara secara umum. Karenanya, 
langkah-langkah strategis dalam konteks penciptaan, pengembangan, dan penegakan sistem 
manajemen keuangan yang baik merupakan tuntutan sekaligus kebutuhan yang semakin tak 
terelakkan dalam dinamika pemerintahan dan pembangunan.  
Upaya mewujudkan manajemen keuangan pemerintah yang baik, antara lain, 
diperjuangkan dengan memperhatikan prinsip dan nilai-nilai good governance. UU Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memuat 4 prinsip dasar pengelolaan keuangan negara, 
yaitu (1) akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja, sehingga muncul kerangka kerja baru 
dengan nama ―Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Budget)‖ yang pada saat ini 
dilaksanakan; (2) keterbukaan dan setiap transaksi keuangan pemerintah; (3) pemberdayaan 
manajer profesional; dan (4) adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, profesional, dan 
mandiri serta dihindarinya duplikasi dalam pelaksanaan pemeriksaan (double accounting).  
Persoalan-persoalan yang masih dihadapi oleh pemerintah sehingga perwujudan 
pengelolaan keuangan belum berjalan efektif antara lain :  
Pertama, rendahnya efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan pemerintah akibat 
maraknya irasionalitas pembiayaan kegiatan Negara dan daerah. Kondisi ini disertai oleh 
rendahnya akuntabilitas para pejabat pemerintah dalam mengelola keuangan publik. Karenanya, 
muncul tuntutan yang meluas untuk menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja.  
 Kedua, tidak adanya skala prioritas yang terumuskan secara tegas dalam proses 
pengelolaan keuangan yang menimbulkan pemborosan sumber daya publik. Selama ini, hampir 
tidak ada upaya untuk menetapkan skala prioritas anggaran dimana ada keterpaduan antara 
rencana kegiatan dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Juga harus dilakukan analisis 
biaya-manfaat (cost and benefit analysis) sehingga kegiatan yang dijalankan tidak saja sesuai 
dengan skala prioritas tetapi juga mendatangkan tingkat keuntungan atau manfaat tertentu bagi 
publik.  
Persoalan ketiga yang menuntut dilakukannya reformasi manajemen keuangan 
pemerintah adalah terjadinya begitu banyak kebocoran dan penyimpangan, misalnya sebagai 
akibat adanya praktek KKN.  
Keempat dan terakhir adalah rendahnya profesionalisme aparat pemerintah dalam 
mengelola anggaran publik. Inilah merupakan sindrom klasik yang senantiasa menggerogoti 
negara-negara yang ditandai oleh superioritas pemerintah. Dinamika pemerintah, termasuk 
pengelolaan keuangan didalamnya, tidak dikelola secara profesional sebagaimana dijumpai 
dalam manajemen sektor swasta. Jarang ditemukan ada manajer yang profesional dalam sektor 
publik. Bahkan terdapat pendapat yang tegas untuk memasukkan kerangka kerja sektor swasta ke 
dalam sektor publik di mana nilai-nilai akuntabilitas, profesionalisme, transparansi, dan 
economic of scale menjadi kerangka kerja utamanya. 
Berdasarkan  keempat hal tersebut, sudah cukup beralasan untuk melakukan peningkatan 
manajemen keuangan daerah agar supaya efektifitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik 
menjadi semakin baik. 
  
 
6.2. Analisis Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 
 Pendapatan daerah merupakan salah satu aspek penting  dalam mencermati pengelolaan 
keuangan daerah. Semakin banyak pendapatan daerah semakin membuka peluang yang besar 
bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Ada tiga 
sumber pendapatan daerah yaitu pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain 
pendapatan yang sah. Dalam otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah 
dituntut untuk berpikir dan berkreasi dalam rangka menggali potensi-potensi pendapatan asli 
daerah. Semakin tinggi pendapatan asli daerah berarti semakin berkurang ketergantungan 
pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.  
 
Gambar 6.1 
Total Pendapatan Daerah dan Pertumbuhan pendapatan daerah 
Kabupaten Sidenreng Rappang, 2000-2008 
 






















Total Pendapatan Daerah pertumbuhan (%)
 Selama tahun 2000-2008 pendapatan daerah  Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami 
peningkatan dari tahun ke tahun. Rata-rata pendapatan daerah mengalami kenaikan  sebesar Rp 
243.105.198 ribu atau bertumbuh dengan rata-rata 40 persen per tahun. Menyimak jumlah 
penduduk yang cukup besar yang tentu saja berimplikasi terhadap kegiatan, maka dengan angka 
40 persen saja, pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk membiayai seluruh belanja daerah. 
Selama periode tersebut (baca periode era desentralisasi), pendapatan daerah yang sangat 
melambat pertumbuhannya terjadi pada tahun 2004 dan 2005. Hal ini disebabkan oleh PAD dan 
lain-lain pendapatan yang sah yang mengalami penurunan drastis. Pada tahun 2008, 
pertumbuhannya melambat (14,30 persen)  dibandingkan dengan pertumbuhan yang terjadi pada 
tahun-tahun sebelumnya 20,58 persen pada tahun 2007 dan 50,65 persen pada tahun 2006. 
Lambatnya pertumbuhan pendapatan pada tahun 2008 disebabkan oleh pertumbuhan  yang 
melambat untuk seluruh sumber pendapatan (Gambar  6.1).  
 Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah 
diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karena itu 
peranan PAD sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan daerah 
yang banyak dilakukan pada saat ini antara lain dengan melihat rasio antara PAD dengan APBD. 
Prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD terhadap APBD akan menunjukkan semakin kecil 
ketergantungan pemerintah daerah kepada pusat. Selain itu, adanya perkembangan peningkatan 
pendapatan dari PAD di suatu daerah, juga dapat memberikan gambaran bahwa daerah tersebut 
memiliki kinerja fiskal yang semakin baik. Satu hal yang perlu dicatat adalah peningkatan PAD 
bukan berarti daerah harus berlomba-lomba mengenakan pajak kepada setiap aktivitas yang 
dilakukan oleh masyarakat yang mana dapat membebani masyarakat, tetapi lebih pada upaya 
memanfaatkan potensi daerah secara optimal.  
Komposisi pendapatan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2000-2008 
tidak mengalami perubahan. Sebagian besar pendapatan daerah bersumber dari Dana 
Perimbangan dengan rata-rata Rp 208.469.502 ribu atau memberi kontribusi terbesar terhadap 
total pendapatan daerah yakni sebesar 87,89 persen.  PAD hanya mencapai rata-rata Rp 
15.439.249 ribu atau berkontribusi hanya sebesar 6,30 persen, sementara penerimaan lain-lain 
yang sah menyumbang hanya sebesar 5,81 persen.  Tingginya kontribusi Dana Perimbangan 
menunjukkan  bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang masih mempunyai 
tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kondisi keuangan di pusat. PAD sebagai 
salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan dapat menopang struktur pembiayaan 
APBD belum memberikan kontribusi yang memadai. Kontribusi PAD hanya berkisar 4-7 persen 
dengan rata-rata sebesar 6,30 persen setiap tahun (Gambar 6.2). Rendahnya kontribusi PAD 
berarti makna otonomi daerah dan desentralisasi fiskal belum cukup berarti.  
 Kondisi di atas  tampaknya terkait dengan sistem pemerintahan sentralistik di masa  Orde 
Baru yang telah berlangsung hampir empat dasawarsa. Sistem pemerintahan yang sentralistik 
tersebut memberikan pelajaran yang berharga dalam bentuk hilangnya kreatifitas daerah dalam 
pengembangan potensi yang dimilikinya. Ada beberapa permasalahan utama yang dihadapi 
pemerintah daerah  Kabupaten Sidenreng Rappang terkait dengan pendapatan daerah. Seperti 
upaya pengembangan ekonomi lokal yang belum optimal, pelaksanaan reformasi anggaran 
daerah belum optimal, potensi PAD belum sepenuhnya dioptimalkan. Selain itu, sulitnya 





Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah 
 
      Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka berbagai Edisi 
Secara absolute sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 
mengalami peningkatan setiap tahun, tetapi   percepatan pertumbuhan berfluktuasi dari tahun ke 
tahun (Gambar  6.3).  Sumber pendapatan yang sangat berfluktuasi tingkat pertumbuhannya 
adalah lain-lain penerimaan yang sah selama periode desentralisasi. Hal ini berarti terdapat 
ketidakstabilan dalam upaya peningkatan penerimaan lain-lain. Akan tetapi rata-rata tingkat 
pertumbuhan lain-lain penerimaan yang sah sebesar 183,25 persen selama periode 2001-2008 
lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan sumber pendapatan daerah lainnya; PAD 
(39,92  persen) dan Dana Perimbangan (38,12  persen). Tingkat pertumbuhan PAD dan Dana 
Perimbangan cenderung stabil setiap tahun. Artinya bahwa rata-rata peningkatannya tidak lebih 
cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Untuk dana perimbangan, pertumbuhannya melambat 
pada tahun 2008 hanya sebesar 12,12  persen dibandingkan dengan tahun 2007 (15,90  persen). 
Pada saat yang sama PAD bertumbuh sangat cepat pada tahun 2008 yakni 35,51 persen setelah 













































PADDana PerimbanganLain-Lain Penerimaan Yang Sah
Gambar 6.3 
Pertumbuhan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah 
 
 
            Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka berbagai Edisi 
 
6.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
 Melalui otonomi daerah diharapkan penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli 
daerah  mengalami peningkatan setiap tahun. Akan tetapi dalam implementasinya tentu saja 
pemerintah daerah menghadapi sejumlah tantangan berat. Salah satu tantangan yang cukup 
berarti adalah kesadaran masyarakat itu sendiri. Hal ini terbukti dari data yang tersedia yakni 
pencapaian realisasi hanya 80 persen rata-rata pertahun selama periode 1996/1997-2005.   
Ada beberapa point yang perlu digarisbawahi kaitan dengan fakta ini antara lain; 
pertama, penetapan target. Pencapaian target yang rendah apakah karena penetapan target yang 
terlalu tinggi ataukah upaya pemungutannya yang masih lemah. Seringkali yang terjadi adalah 
penetapan target tidak/belum disesuaikan dengan potensi yang ada di daerah bersangkutan. 
Terdapat kecenderungan pemerintah daerah menetapkan target ke arah linier sehingga tidak 
mengherankan jika penetapan target selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Yang menarik 
lagi adalah peningkatan penetapan target tidak selalu diikuti oleh peningkatan realisasi seperti 
yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang ( Tabel 6.1). Data  menunjukkan bahwa pada saat 
target mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, misalnya pada tahun 1999/2000 dan pada 
tahun 2000, akan tetapi realisasinya justru menurun. Selama periode1996-2005, persentase 
pencapaian target sangat berfluktuasi (Gambar 6.4). Hal ini mengindikasikan bahwa upaya 
pemerintah untuk memperbaiki proses pencapaian target belum terlihat secara signifikan. 
Informasi inilah justru menjadi pelajaran bagi pemerintah Sidrap untuk melakukan perbaikan 
proses administrasinya termasuk pemungutannya. Kedua, sistem administrasinya. Rendahnya 
pencapaian target atau fluktuasi  realisasi dapat disebabkan oleh sistem administrasi yang belum  
berfungsi dengan baik. Misalnya,  pencatatan tentang pajak kendaraan bermotor, pencatatan 
tentang retribusi dan sebagainya. Apabila salah dalam pencatatan maka selanjutnya 










PAD 53.73 108.01 33.88 18.48 -6.39 89.35 -13.22 35.51
Dana Perimbangan 142.20 38.55 30.52 2.05 15.10 48.50 15.90 12.12
Penerimaan Lain Yang Sah 634.99 -50.35 423.17 297.17 -34.78 43.72 131.97 20.09
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
penerimaan sangat tergantung pada pelaksana/petugas pajak. Sifat kejujuran kepada pelaksana 
tugas sangat diharapkan agar tidak terjadi penyimpangan. 
Tabel 6.1  





Target dan Realisasi PAD  
Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase 
1996/1997 3,697,182,000.00 3,109,743,290.14 84.11 
1997/1998 4,024,297,000.00 3,239,589,761.59 80.50 
1998/1999 3,424,965,839.00 2,804,420,365.75 81.88 
1999/2000 4,297,090,000.00 3,172,043,234.00 73.82 
2000 4,320,062,648.00 2,943,833,668.00 68.14 
2001 5,608,555,287.00 4,525,568,305.00 80.69 
2002 10,591,714,187.00 9,424,917,792.00 88.98 
2003 14,864,932,400.00 12,603,162,091.00 84.78 
2004 16,191,436,900.00 14,932,227,615.00 92.22 
2005 19,707,240,400.00 13,978,017,663.38 70.93 
  Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka berbagai edisi 
               Keuangan  Daerah Per Kabupaten 
 
 Mencermati perkembangan realisasi pendapatan asli daerah selama periode 1996/2005, 
nampaknya bahwa manajemen keuangan daerah dari sisi penerimaan belum berjalan secara baik 
atau mungkin dapat dikatakan bahwa pengelolaan PAD belum efektif. Hal ini ditunjukkan oleh 
perkembangan data yang cukup berfluktuasi dan realisasi penerimaannya belum pernah 
mencapai target yang telah ditetapkan. Akan tetapi meskipun berfluktuasi perkembangannya 
namun kecenderungannya memperlihatkan peningkatan khususnya pada beberapa tahun terakhir 
kecuali pada tahun 2005.  Kondisi tersebut memberi implikasi kebijakan tentang masih perlunya 
strategi pemerintah daerah yang lebih tepat agar upaya  peningkatan PAD  dapat menjadi lebih 
optimal.  
Seiring dengan  otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah harus 
mampu mendongkrak peningkatan pendapatan asli daerahnya karena pada saat yang bersamaan 
peningkatan kebutuhan masyarakat tidak dapat dihindari. Olehnya itu, yang perlu diperhatikan 
oleh pemerintah daerah  antara lain (1) disamping peningkatan PAD juga kontribusi PAD 
terhadap total pendapatan daerah. Karena walaupun  terdapat peningkatan PAD namun jika 
kontribusinya terhadap total pendapatan daerah  relatif kecil, maka suatu pertanda bahwa makna 
otonomi daerah juga belum berarti, dan (2) seberapa besar peningkatan PAD tersebut  mampu 
membiayai peningkatan kebutuhan masyarakatnya, agar supaya nuansa otonomi daerah betul-
betul dapat terwujud. (3) pertumbuhan PAD itu sendiri. PAD pada tahun-tahun mendatang harus 







 Gambar 6.4   
Target dan Realisasi PAD Kabupaten Sidenreng Rappang 
1996/1997-2005 
 
             Sumber: Kabupaten Dalam Angka berbagai edisi 
                           Keuangan  Daerah Per Kabupaten 
 Implikasi terpenting berdasarkan percermatan data perkembangan PAD adalah upaya 
peningkatan PAD melalui ekstensifikasi dan intensifikasi sangat dibutuhkan. Upaya 
perwujudannya dapat dilakukan   melalui sinergitas stakeholder. Pemerintah, swasta dan 
masyarakat sebagai unsur pelaku pembangunan  diharapkan akan selalu bersinergi dalam 
menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Pemerintah melakukan tugas dan fungsinya 
sebagai pelayan prima kepada swasta dan masyarakat, sementara swasta dan masyarakat 
melakukan  tugas dan fungsinya sebagai pembayar pajak. Tabel  6.2 memperlihatkan PAD 
menurut jenis penerimaan. Perolehan pendapatan asli daerah dari tahun 1997-2008 juga 
fluktuatif. Hal ini terkait dengan kondisi perekonomian daerah yang juga mengalami pasang 
surut.  Selama periode 1997-2008 komposisi PAD terbesar adalah retribusi daerah dengan rata-
rata per tahun sebesar Rp 7.176.454 ribu, kemudian urutan kedua terbesar adalah penerimaan 
lain-lain (Rp 2.746.721 ribu ), menyusul ketiga pajak (Rp 1.694.837 ribu) dan kontribusi terkecil 
adalah penerimaan dari laba BUMD dengan rata-rata Rp 719.720 ribu. Dengan memperhatikan 
struktur jenis penerimaan PAD sepertinya terdapat perbedaan dibandingkan dengan daerah-
daerah lainnya, yakni adanya penerimaan pajak daerah yang menempati urutan ketiga sebagai 


































































 Tabel 6.2   
Pendapatan Asli Daerah menurut jenis penerimaan 1997/1998-2006 
   
 
Pendapatan Asli Daerah(000 rupiah) 
  Pajak Daerah Retribusi Daerah Laba BUMD 
Penerimaan 
Lain Total PAD 
1997/1998 386,877 2,588,647 5,799 123,827 3,105,150 
1998/1999 639,870 1,607,342 267,143 333,411 2,847,766 
1999/2000 660,110 1,753,847 226,178 506,484 3,146,619 
2000 621,723 1,736,867 187,755 397,489 2,943,834 
2001 1,017,715 2,776,619 249,452 481,783 4,525,569 
2002 1,541,500 6,335,198 273,000 1,263,723 9,413,421 
2003 1,695,184 5,376,102 533,687 4,998,182 12,603,155 
2004 2,592,500 6,979,773 535,000 4,825,000 14,932,273 
2005 2,387,510 7,652,330 1,126,810 2,811,370 13,978,020 
2006 2,925,000 16,303,200 1,161,810 6,077,310 26,467,320 
2007 2,935,000 12,330,096 2,035,000 5,667,362 22,967,458 
2008 2,935,058 20,677,428 2,035,000 5,474,711 31,122,197 
Avrg* 1,694,837 7,176,454 719,720 2,746,721 12,337,732 
Avrg** 577,145 1,921,676 171,719 340,303 3,010,842 
Avrg*** 2,253,683 9,803,843 993,720 3,949,930 17,001,177 
Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka berbagai edisi 
                Keuangan  Daerah Per Kabupaten 
Ket: * rata-rata periode 1997/1998-2008; ** rata-rata periode 1997/1998-2000 (periode sebelum 
desentralisasi);   *** rata-rata periode 2001-2008 (periode desentralisasi) 
 
Daerah-daerah lainnya pada umumnya pajak daerah menempati urutan kedua terbesar, sementara 
lain-lain penerimaan yang sah menempati urutan ketiga seperti kasus Kabupaten Biak Numfor 
Papua (Achmad Rochani dan Naftali Mansim, 2007).   
Yang menarik dari informasi Tabel 6.2 adalah  rata-rata perkembangan komposisi PAD 
sebelum desentralisasi dan pada era desentralisasi. Meskipun perkembangannya berfluktuasi 
tetapi jika dianalisis rata-rata peningkatannya per tahun cukup menggembirakan.   Sebelum 
desentralisasi rata-rata pertahun PAD sekitar Rp 3 milyar dan kemudian meningkat sangat tajam 
menjadi Rp 17 milyar  per tahun selama periode desentralisasi (2001-2008), meskipun jika 
dilihat perkembangannya per tahun tidak linier. Peningkatan rata-rata per tahun PAD 
dikontribusi oleh retribusi daerah meningkat 5 kali lipat selama periode desentralisasi, pajak 
daerah meningkat 4 kali lipat, laba BUMD (12 kali lipat), penerimaan lain (6 kali) dan total PAD 
meningkat 6 kali lipat.  Disamping  perkembangan absolut, yang lebih penting lagi adalah 
kontribusi komposisi jenis penerimaan terhadap total PAD. Selama periode 1997-2008, retribusi 
daerah sebagai penyumbang terbesar terhadap PAD dengan rata-rata per tahun 59,09 persen   
kemudian diikuti  oleh PAD lain yang sah sebesar 18,89  persen. Sedangkan pajak daerah  hanya 
memberikan kontribusi 16,42  persen per tahun serta pemberi kontribusi terkecil adalah Laba 
BUMD dengan rata-rata per tahun  hanya sebesar 5,60 persen (1997-2008). Kondisi ini berlanjut 
hingga periode era desentralisasi yang justru mengalami penurunan  hingga menjadi 5,51 persen 
dibandingkan sebelum desentralisasi (5,78 persen).  Rendahnya kontribusi BUMD Kabupaten 
Sidenreng Rappang hampir sama dengan kejadian daerah-daerah lainnya. Seringkali ditemui 
bahwa BUMD-BUMD  tersebut menjadi beban pembiayaan bagi daerah. Hal  ini menunjukkan  
bahwa banyak BUMD yang dimiliki oleh pemerintah daerah tidak dikelola dengan baik oleh 
daerah. Keadaan ini sangat jauh berbeda dengan BUMD di Negara-negara maju yang dapat 
memberikan kontribusi cukup besar dalam anggaran daerah. 
 Dalam upaya peningkatan penerimaan bagian laba BUMD kepada pemerintah daerah, 
kinerja dan kesehatan BUMD supaya ditingkatkan melalui penerapan praktek good corporate 
governance, antara lain mendorong peran aktif dan tanggung jawab dewan pengawas 
memberikan pendapat kepada manajemen, memperjelas peran dan tanggung jawab serta 
profesionalisme  direksi untuk selalu berusaha mencapai visi dan misi serta tujuan utama 
masing-masing BUMD, menetapkan target kinerja dan indikator lain yang harus 
dipertanggungjawabkan BUMD dan menerapkan sistem insentif dalam upaya mendorong kinerja 
direksi (Muhammad Khusaini, 2006).  
 
Gambar 6.5 
Kontribusi Sumber-Sumber PAD  Terhadap Total PAD 
1997/1998-2008 ( persen) 
 
 
          Sumber: Sidrap Dalam Angka berbagai edisi 
              Peraturan Daerah No.29/2007 dan Perda 30/2007 
          Ket: * Rata-rata 1997-2008 
                 ** Rata-rata sebelum desentralisasi (1997-2000) 
               *** rata-rata era desentralisasi (2001-2008)  
                 
 Rendahnya rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD seiring dengan rendahnya 
kontribusi pajak daerah selama 3 tahun terakhir, yakni mengalami penurunan dari tahun ke 
tahun. Penurunan kontribusi pajak daerah menandakan bahwa upaya pemerintah untuk lebih 
menggalakkan penggalian potensi penerimaan daerah yang bersumber dari PAD belum 
signifikan perubahannya. Bahkan dapat dikatakan bahwa kinerja pemerintah daerah semakin 











Pajak Daerah 12.46 22.47 20.98 21.12 22.49 16.38 13.45 17.36 17.08 11.05 12.78 9.43 16.42 19.26 15.00 
Retribusi Daerah 83.37 56.44 55.74 59.00 61.35 67.30 42.66 46.74 54.75 61.60 53.69 66.44 59.09 63.64 56.82 
Laba BUMD 0.19 9.38 7.19 6.38 5.51 2.90 4.23 3.58 8.06 4.39 8.86 6.54 5.60 5.78 5.51 















peningkatan kontribusi retribusi daerah khususnya pada tahun 2008 mencapai angka sebesar 
66,44 persen. Meskipun  angka ini terbesar dari seluruh jenis penerimaan lainnya, namun masih 
perlu dioptimalkan.  
Berdasarkan informasi dari hasil forum kelompok diskusi  dikemukakan bahwa  masih 
banyak potensi penerimaan yang dapat berkontribusi terhadap PAD di Kabupaten Sidenreng 
Rappang namun belum digali secara optimal, misalnya banyak usaha peternakan (ayam potong) 
belum dipungut retribusinya). Permasalahannya bukan disebabkan oleh pihak pemerintah namun 
disebabkan oleh kesadaran masyarakat (informasi dari salah seorang peserta diskusi kelompok).  
Permasalahan lainnya adalah jenis dan objek pajak yang besar masih berada ditangan pemerintah 
pusat ataupun propinsi, sehingga taxing power pemerintah daerah masih tergolong rendah dan 
tidak mengalami perubahan yang berarti. 
 Secara garis besar, dapat dikemukakan bahwa permasalahan perolehan PAD hampir 
terjadi pada semua daerah. Belum optimalnya penggalian sumber-sumber PAD menyebabkan 
rendahnya perolehan PAD. Sejumlah strategi dapat dilakukan untuk meningkatkan PAD; 
Pertama, mengoptimalkan PAD melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Kedua, 
memberikan kepastian hukum, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat. Ketiga, perlu 
dihindarkan sumber-sumber PAD yang dapat membebani masyarakat dan mendistorsi 
perekonomian daerah, dan Keempat, memanfaatkan asset milik daerah yang memiliki nilai 
ekonomi tinggi, baik bekerjasama dengan masyarakat maupun  pelaku usaha, serta terakhir, 
mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lainnya dengan  proses yang jelas dan biaya murah.  
 
6.2.2. Analisis Dana Perimbangan 
Sumber pendapatan daerah selain dari PAD adalah dana perimbangan. Secara 
keseluruhan  penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat cukup signifikan 
peningkatannya dari tahun ke tahun.  
 
Gambar 6.6  








Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak DAU DAK
Bagi Hasil Pajak 7,250,177 10,431,45 8,980,576 19,307,79 18,876,65 32,778,27 27,470,58
Bukan Pajak 122,743 50,914 632,244 567,248 823,000 1,505,060 823,000
DAU 32,383,66 83,994,41 122,190,0 147,830,0 147,830,0 156,382,0 248,228,0
DAK 1,812,063 1,601,824 6,418,282 10,170,54 13,860,00 27,200,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
             Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka berbagai edisi 
                           Keuangan  Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 
 
Diantara empat sumber penerimaan dana perimbangan, DAU menempati urutan posisi 
pertama. DAU tergolong sebagai transfer pemerintah pusat dalam bentuk bantuan blok. Hal ini   
berarti bahwa pemerintah pusat memberikan peluang yang cukup besar kepada pemerintah 
daerah Sidrap berkreasi dalam menentukan dan mengalokasikan anggaran untuk kepentingan 
pelayanan publik. Penerimaan DAU mempunyai trend yang meningkat dari tahun ke tahun. Hal 
yang sama dengan  jenis dana perimbangan lainnya seperti DAK. Namun, penerimaan bagi hasil 
pajak dan bukan pajak cenderung berfluktuasi (Gambar 6.6).  Pada tahun 2008, DAU Kabupaten 
Sidenreng Rappang mencapai angka sebesar Rp296.492,62 ribu rupiah. Meskipun ada 
peningkatan DAU dan terdapat peluang bagi pemerintah daerah untuk menentukan alokasi 
anggaran untuk kepentingan pelayanan publik namun perlu digarisbawahi bahwa DAU sebagian 
besar sudah ditentukan peruntukannya yakni untuk pembiayaan kegiatan rutin seperti belanja 
gaji pegawai yang jumlahnya cukup besar.   
Berdasarkan Gambar 6.7 terlihat bahwa posisi Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal 
DAU relatif sama dengan kabupaten lainnya, kecuali Makassar, Gowa, Bone dan Propinsi 
Sulawesi Selatan. DAU yang terkecil ditempati oleh Kabupaten Bantaeng, kemudian  terkecil 
kedua adalah Palopo. Peruntukan DAU untuk seluruh kabupaten lebih banyak terserap kepada 
belanja gaji pegawai sehingga pembiayaan untuk kegiatan pembangunan untuk kepentingan 
publik dimasing-masing kabupaten tersebut  relative kecil jumlahnya.  
Gambar 6.7 




         Sumber: Hasil olahan internet: Http://www: Depkeu.go.id.  
 
6.3. Analisis Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang 
  
Pengeluaran pemerintah daerah dapat  dianalisis berdasarkan  struktur APBD yang 
digunakan.  Pada masa orde baru,  struktur APBD  berbentuk neraca (bentuk T) yang terdiri atas 
sisi penerimaan  dan sisi pengeluaran. Sisi penerimaan  terdiri atas penerimaan daerah dan 
penerimaan pembangunan. Sedangkan sisi pengeluaran terdiri atas pengeluaran rutin dan 
pengeluaran pembangunan. Sejak otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (2001-2008)  struktur 
APBD telah mengalami perubahan sebanyak dua kali khususnya dalam komponen belanja.  
 Analisis APBD dari sisi pengeluaran (pada periode sebelum era reformasi)  dapat dilihat  
berdasarkan dua komponen penting yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.  
Mengacu pada teori, pengeluaran rutin dikategorikan sebagai pengeluaran atau belanja 
pemerintah yang tidak produktif (unproductive) dan pengeluaran pembangunan  dikategorikan 
sebagai pengeluaran produktif (productive).  Alasan yang menjustifikasi bahwa pengeluaran 
rutin sebagai pengeluaran tidak produktif karena pengeluaran rutin merupakan konsumsi 
pemerintah dan tidak digunakan sebagai pembentukan modal (investasi). Sementara pengeluaran 
pembangunan yakni pengeluaran pemerintah yang diperuntukkan untuk pembentukan modal 
(investasi).  
 Secara substansial terdapat perbedaan antara format lama dan format baru. Dalam format 
lama, tidak ada pemisahan belanja administrasi umum pemerintahan dengan belanja yang 



























melayani kepentingan publik, sementara dalam format baru dipisahkan. Dalam format lama, 
belanja yang menambah belanja modal (kapasitas daerah) tidak dipisahkan dari belanja yang 
menambah modal, sementara dalam format baru hal tersebut dipisahkan. Dalam format lama, 
jumlah belanja untuk pelayanan publik tidak tampak, sementara dalam format baru tampak. 
Dalam format lama belanja untuk setiap sektor pembangunan tampak, sementara dalam format 
baru tidak tampak. Adanya perbedaan format APBD berimplikasi terhadap besaran, alokasi, dan 
perkembangan belanja berdasarkan fungsi belanja.  
 Analisa belanja pemerintah di Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan berdasarkan 
format lama dan format baru. Untuk tahun anggaran 1996/1997-2002 dianalisis dengan 
menggunakan format lama yakni dibedakan antara pengeluaran rutin dan pengeluaran 
pembangunan. Pemisahan ini diperoleh informasi bahwa besaran anggaran untuk belanja 
pemerintah apakah lebih dominan pada kegiatan rutin pemerintah ataukah pada kegiatan yang 
sifatnya memperlancar aktivitas pembangunan. Sementara untuk tahun 2003-2006 mengikuti 
format Keputusan Menteri Dalam Negeri No 29 tahun 2002, yang mana belanja terdiri atas 
belanja Aparatur Daerah, Belanja Pelayanan Publik, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tak 
Terduga. Khusus belanja Aparatur dan Belanja Pelayanan Publik masing-masing dirinci menurut 
kelompok belanja yang meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan 
dan Belanja Modal. Untuk tahun anggaran 2007 dan 2008  dianalisis berdasarkan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006. Perubahan mendasar adalah pada Permendagri No 13 
tahun 2006 belanja daerah  terdiri  atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja 
langsung yakni belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan pembangunan 
sedangkan belanja tidak langsung yakni belanja yang terkait langsung dengan kegiatan 
pembangunan. 
Berdasarkan data yang tersedia di Kabupaen Sidrap, terlihat bahwa total pengeluaran 
pemerintah (belanja pemerintah) cenderung meningkat setiap tahun selama periode 1996/1997-
2004 kecuali pada tahun 1998/1999. Penurunan belanja pemerintah daerah pada tahun 
1998/1999, tidak hanya dialami oleh Kabupaten Sidenreng Rappang tetapi  hampir seluruh 
Kabupaten di Indonesia, dimana pada saat itu adalah periode krisis ekonomi yang melanda 
negeri ini. Secara rata-rata total belanja pemerintah selama periode tersebut sebanyak Rp 
93,549,569.11 ribu rupiah per tahun (Tabel 5.4). Terlihat pula bahwa pada tahun 2001, suatu 
lonjakan sangat tajam  pengeluaran pemerintah dari  4,53 persen (2000) menjadi 90,21  persen 
pada tahun 2001. Kemudian pada tahun 2004 justru mengalami penurunan dalam hal percepatan 
pertumbuhannya.  
 Dengan memperhatikan Tabel 6.3, komponen pengeluaran yang terbesar secara rata-rata 
adalah pengeluaran rutin sebesar  Rp 62,696,628.22 ribu, sementara pengeluaran pembangunan 
hanya separoh dari pengeluaran rutin yakni    Rp 30,852,940.89 ribu. Hal ini berarti  struktur 
belanja pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang masih didominasi oleh pengeluaran  
yang tidak produktif dibandingkan dengan pengeluaran produktif. Kecilnya anggaran belanja 


















1996/1997            17,563,589.00             10,529,521.00             28,093,110.00  
1997/1998            22,770,983.00             14,207,607.00             36,978,590.00  
1998/1999            26,822,036.00             10,057,000.00             36,879,036.00  
1999/2000            34,382,116.00             15,526,642.00             49,908,758.00  
2000            33,096,182.00             19,072,680.00             52,168,862.00  
2001            81,297,180.00             18,451,265.00             99,748,445.00  
2002          104,538,849.00             28,907,080.00           133,445,929.00  
2003          115,886,386.00             67,183,285.00           183,069,671.00  
2004          127,912,333.00             93,741,388.00           221,653,721.00  
Rata2            62,696,628.22             30,852,940.89             93,549,569.11  
            Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka berbagai edisi 
                  Keuangan  Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 
 
Karena hanya dengan belanja pembangunan itulah yang secara riil  menunjukkan adanya 
pelayanan publik kepada masyarakat. Seperti belanja untuk proyek-proyek infrastruktur. Jika 
jumlah anggaran pembangunan  kecil berarti anggaran untuk pembangunan proyek yang  
diperuntukkan kepada masyarakat semakin kecil pula. 
Meskipun secara absolute kelihatan bahwa pengeluaran rutin lebih besar daripada 
pengeluaran pembangunan akan tetapi jika dicermati pertumbuhannya nampaknya keduanya 
mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Bahkan sangat menarik untuk dianalisis bahwa selama 
tiga tahun terakhir periode tersebut, terlihat percepatan pertumbuhan pengeluaran pembangunan 
lebih cepat dibandingkan dengan pengeluaran rutin. Hal ini berarti ada upaya pemerintah untuk 
meningkatkan belanja pembangunannya  setiap tahun (Gambar  6.8). Pertumbuhan pengeluaran 
rutin yang terbesar dan mengalahkan pengeluaran pembangunan hanya terjadi pada tahun 2001. 
Setelah itu,  pertumbuhan pengeluaran pembangunan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan 


















Pertumbuhan Pengeluaran Rutin dan Pembangunan 
 
             Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka berbagai edisi 
                           Keuangan  Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 
 
Komponen belanja rutin yang terbesar  pada periode tersebut adalah belanja pegawai dan 
meningkat setiap tahun. Pada tahun 2001 menyerap anggaran sebanyak Rp65.779 juta meningkat 
menjadi Rp 78.384 juta pada tahun 2002. Kemudian menyusul belanja barang dan jasa yang 
cenderung meningkat setiap tahun. Urutan ketiga adalah belanja lain-lain yang juga cenderung 
meningkat, pada tahun 2002 menyerap anggaran sebesar Rp 8.142 juta.  Besarnya angka ini 
hampir sama dengan belanja barang.  
Proporsi pengeluaran rutin terhadap total pengeluaran sebelum desentralisasi (1996/1997-
2000)  rata-rata 65,83 persen dan meningkat menjadi 70,21 persen pada era desentralisasi fiskal 
(2001-2004). Berdasarkan data yang tersedia, memang terlihat bahwa secara nominal 
pengeluaran rutin setelah desentralisasi fiskal mengalami peningkatan  yang sangat besar. 
Peningkatan pengeluaran rutin yang sangat besar tersebut antara lain disebabkan oleh 
pelimpahan beberapa pegawai ke daerah. Sementara pengeluaran pembangunan, suatu keadaan 
yang berlawanan arah dengan  pengeluaran rutin, justru proporsi pengeluaran pembangunan 
mengalami  penurunan dari 34,17 persen  sebelum desentralisasi fiskal menjadi hanya 29,79 
persen pada era desentralisasi fiskal. Keadaan ini  tidak  sejalan dengan arahan dan tujuan 
pelaksanaan desentralisasi. Kecilnya proporsi anggaran pembangunan pada era desentralisasi 
mengindikasikan bahwa upaya peningkatan pelayanan publik yang betul-betul menyentuh 
kepentingan publik belum berjalan sebagaimana diharapkan.  
Konsekwensi logis pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah alokasi 
anggaran daerah harus mencerminkan local demand dan public oriented. Kinerja anggaran 
daerah harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus 
berorientasi pada kepentingan publik. Prinsip-prinsip yang mendasari  pengeluaran daerah 
tersebut  adalah transparansi, akuntabilitas dan value for money. Aspek lain dalam  manajemen 
anggaran daerah adalah perubahan paradigma anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan 












1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000 2001 2002 2003 2004
Rutin (%) Pembangunan (%)
daerah secara ekonomis, efisien dan efektif. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat 
seharusnya menjadi prioritas dalam anggaran daerah, misalnya terhadap sektor kesehatan dan 
pendidikan selain infrastruktur.   
Data menunjukkan bahwa komponen belanja pembangunan yang menyerap anggaran 
terbesar adalah sektor transportasi dan sektor perhubungan pada tahun  2002 mencapai angka 
sebesar Rp 9 milyar, kemudian sektor aparatur pemerintah yang mencapai angka sebesar Rp 5 
milyar. Sementara anggaran  untuk sektor pendidikan dan kesehatan menyerap anggaran yang 
lebih kecil dibandingkan dengan sektor transportasi dan perhubungan serta aparatur pemerintah. 
Sektor pendidikan hanya menyerap anggaran  sekitar Rp 2 milyar dan cenderung menurun setiap 
tahun yakni hanya sekitar Rp 951 juta pada tahun 2002. Untuk sektor  kesehatan mengalami 
peningkatan setiap tahun hingga tahun 2002 yakni dari Rp 809 juta hingga menjadi Rp 2.055 
juta. 
Selama tahun 1997-2002,  rasio anggaran belanja pembangunan per sektor (tiga sektor 
prioritas) terhadap total belanja daerah dapat dilihat dalam Gambar 23. Belanja pembangunan  
berdasarkan pada format lama APBD dapat dicemati per sektor pembangunan.  Ada tiga kategori 
sektor prioritas nasional yang mana pada skala daerah  juga menjadi prioritas perhatian 
pemerintah daerah setempat (Kabupaten Sidenreng Rappang). Data yang tersedia seperti pada 
Gambar 23 memperlihatkan bahwa sektor prioritas yang menyerap banyak anggaran adalah 
infrastruktur  sebesar 11,19 persen rata-rata per tahun selama periode  1997-2002.  Sementara 
untuk sektor pendidikan dan kesehatan hanya menyerap masing-masing 3,16 persen dan 1,61 
persen.. Informasi tersebut mengindikasikan bahwa  alokasi  anggaran untuk pembangunan di 
Kabupaten Sidenreng Rappang masih lebih banyak berorientasi pada pembangunan infrastruktur  
ketimbang dengan pendidikan dan kesehatan. Itupun jika disimak lebih dalam lagi, belanja untuk 
sektor kesehatan dan pendidikan lebih banyak pada pembangunan fisik kesehatan dan 
pembangunan fisik pendidikan. Meningkatnya  alokasi anggaran untuk infrastruktur menandakan 
bahwa pembangunan fisik di Kabupaten Sidenreng Rappang lebih diprioritaskan dengan alasan 
bahwa dengan pembangunan infrastruktur terutama transportasi dan perhubungan dapat 
memperlancar kegiatan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan 
dapat tercipta.   
 Kecilnya proporsi anggaran pendidikan merupakan suatu keadaan yang sangat 
memprihatinkan  pada periode tersebut.  Keadaan yang memprihatinkan pula jika menengok 
alokasi anggaran untuk  bidang kesehatan.  Hal ini  mencerminkan bahwa anggaran daerah  
masih belum benar-benar public oriented. Padahal pengeluaran daerah yang notabene dibiayai 
oleh uang rakyat tersebut seharusnya dialokasikan dan diprioritaskan untuk meningkatkan 
kewajiban daerah  dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan  rakyatnya  yang 
diwujudkan dalam bentuk  peningkatan pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan 
infrastruktur dasar.  Satu keadaan yang cukup menggembirakan untuk Kabupaten Sidenreng 
Rappang periode 1997-2002 adalah proporsi anggaran untuk infrastruktur  yang menunjukkan 
angka yang cukup besar.  
Seiring dengan UU Sisdiknas bahwa alokasi anggaran untuk sektor pendidikan minimal 
sebesar 20 persen dari APBN dan APBD tidak termasuk gaji guru, sekiranya menjadi perhatian 
bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan bobot anggarannya. Di Kabupaten Sidenreng 
Rappang, pada tahun 2008 total anggaran belanja untuk bidang pendidikan sebesar Rp 529 
milyar terdiri atas belanja langsung sebesar Rp 289 milyar dan belanja tidak langsung sebesar Rp 
239 milyar. Anggaran tersebut  meningkat sangat tajam dibanding pada tahun 2007 yang hanya 
menyerap dana sebesar Rp 116 milyar (belanja tidak langsung sebesar Rp 94 milyar dan belanja 
langsung sebesar Rp 21 milyar). Untuk sektor kesehatan juga mengalami peningkatan alokasi 
anggaran  yakni pada tahun 2007 menyerap dana sebesar Rp 37 milyar dan meningkat menjadi 
Rp 58 milyar pada tahun  2008. 
Gambar 6.9 
Rasio Belanja Tiga Sektor Prioritas terhadap Total Belanja 1997-2002 ( persen) 
 
             Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka berbagai edisi 
                           Keuangan  Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 
Dengan merasiokan anggaran pendidikan terhadap total  belanja daerah nampaknya 
mengalami peningkatan yang sangat tajam dibandingkan dengan periode 1997-2002, yakni 
mencapai angka sebesar 24 persen  pada tahun 2008 dan untuk bidang pendidikan mencapai 
angka sebesar 10 persen.   
Secara keseluruhan pertumbuhan total belanja pemerintah sampai dengan  tahun 2008  
sangat berfluktuasi.  Hal ini  mengindikasikan bahwa selama periode 1997-2008,  pengeluaran 
pemerintah sangat tidak stabil. Dengan mengikuti pola pertumbuhan seperti ini, kiranya sulit 
bagi pemerintah untuk memprediksikan   besarnya pengeluaran pemerintah di masa-masa 
mendatang. Ini menunjukkan bahwa  kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten 
Sidenreng Rappang sangat tidak menentu (Gambar  6.10). Akan tetapi, meskipun 
pertumbuhannya sangat berfluktuasi, namun jika dilihat secara absolut setiap tahun tetap 
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Gambar  6.10 
Pertumbuhan Total Belanja Pemerintah 
 
             Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka berbagai edisi 
                           APBD Kabupaten Sidenreng Rappang (1997-1998) 
 
Pada tahun 2003-2004, struktur APBD mengalami perubahan terutama dalam sisi belanja 
daerah. Perubahan tersebut  berdasarkan aturan dari pemerintah pusat yakni dengan keluarnya 
keputusan menteri Dalam Negeri No 29 Tahun 2002. Oleh karena itu dalam struktur APBD dari 
sisi belanja, secara garis besar dikenal  5 komponen belanja yakni belanja aparatur, belanja 
publik dan belanja bagi hasil dan bantuan Keuangan dan Belanja tidak terduga. Untuk belanja 
aparatur dan belanja publik terdiri atas belanja administrasin umum, belanja operasional dan 
pemeliharaan dan belanja modal.  
 Berdasarkan data tersedia (Gambar  6.11), tergambar bahwa selama  dua tahun tersebut, 
belanja pegawai tetap  menduduki urutan pertama dalam hal penyerapan anggaran rutin. Ini 
berarti bahwa baik struktur APBD lama maupun yang baru, pengeluaran pemerintah  terbesar 
tetap pada belanja pegawai. Pada tahun 2003 jumlah  belanja aparatur sekitar Rp 113571,08 juta, 
sementara jumlah belanja untuk pegawai sekitar Rp 101528,41 juta. Pada tahun 2004, jumlah 
belanja pegawai sebenyak Rp 133591,56 juta dari total anggaran belanja aparatur sebanyak Rp 
149545,67 juta. Hal ini berarti  hanya sekitar kurang lebih Rp 15954 juta yang dialokasikan 
untuk belanja yang lain-lain termasuk belanja operasi pemeliharaan dan belanja modal. Untuk 
belanja pemeliharaan dan belanja modal menyerap anggaran dalam porsi yang sedikit. Besarnya 
anggaran untuk belanja pegawai menandakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng 
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Gambar 6.11 
Belanja Aparatur Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang 
2003-2004 (juta rupiah) 
 
 
             Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka berbagai edisi 
                           Keuangan  Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 
 
Menyimak untuk belanja publik, alokasi anggaran belanja yang terbesar ditempati oleh  
belanja modal. Total belanja publik pada tahun 2004 sekitar Rp 72 milyar atau Rp 72.030 juta, 
dialokasikan untuk belanja modal sekitar Rp  43.024 juta. Sekitar Rp 29.006 juta terdistribusi ke 
belanja lain-lain yakni untuk belanja pemeliharaan sekitar Rp 22.303 juta dan belanja 
administrasi umum sebesar Rp 6.702 juta (Gambar  6.12). Meskipun alokasi anggaran belanja 
publik lebih kecil dibandingkan dengan belanja aparatur namun, selama dua tahun tersebut 
terdapat trend yang meningkat khususnya untuk belanja modal. Diharapkan dengan belanja 


















2003 101528.41 3782.31 872.94 3832.97 3554.45
2004 133591.56 5126.61 1855.98 3889.18 5082.34





Belanja Pelayanan Publik 2003-2004 (juta) 
 
             Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka berbagai edisi 
                           Keuangan  Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 
 
 Dengan membandingkan besaran alokasi anggaran untuk aparatur pemerintah dan 
pelayanan publik, nampaknya alokasi anggaran untuk aparatur masih lebih tinggi daripada 
alokasi anggaran untuk pelayanan publik. Sekitar 50 persen dari total belanja pemerintah terserap 
pada belanja aparatur daerah dan sekitar 50 persen dari belanja aparatur teralokasi pada belanja 
administrasi umum, sekitar 90 persen diantaranya dialokasikan untuk belanja pegawai. Hanya 35 
persen dari total belanja daerah terserap pada belanja pelayanan publik, 15 persen pada belanja 
bantuan keuangan dan belanja tak terduga.  
 Pada Gambar  6.13 memperlihatkan persentase jenis belanja publik terhadap total belanja 
daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2005 dan 2006. Terlihat dengan jelas bahwa 
dari enam jenis rincian belanja daerah, yang terbesar persentase anggarannya adalah belanja 
pegawai yakni sekitar 51,57 persen pada tahun 2005 dan mengalami penurunan pada tahun 2006 
hingga mencapai  42,42 persen. Yang menarik berdasarkan informasi dari Gambar 5.13 adalah 
belanja modal yang dikonotasikan sebagai belanja yang  terkait dengan kepentingan masyarakat 
karena selama dua tahun tersebut terdapat peningkatan penyerapan anggaran yakni dari 22,32 
persen pada tahun 2005 menjadi 37,49 persen pada tahun 2006. Hal ini menandakan bahwa 
terdapat perubahan  pengelolaan anggaran belanja pemerintah dari semula lebih banyak pada 
anggaran belanja pegawai, perjalanan dinas belanja barang dan belanja pemeliharaan menuju 






















Persentase Jenis Belanja Publik terhadap Total Belanja (2005-2006) 
 
 
            Sumber: Laporan Realisasi APBD di Propinsi Sul-Sel, 2005-2006 
 
Sistem pengelolaan keuangan daerah semakin mendekati kepada terwujudnya 
transparansi dan akuntabilitas. Hal ini tercermin dari keluarnya peraturan Menteri Dalam Negeri 
No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini dikeluarkan 
atas dasar berbagai kelemahan yang ditemui dalam implementasi Kepmen 29 Tahun 2002. Salah 
satu kelemahan dalam Kepmen 29 adalah tumpang tindihnya sumber pembiayaan  berbagai 
kegiatan. Atas dasar itu, maka melalui Permendagri No 13 Tahun 2006 diharapkan dapat 
mengatasi kelemahan-kelemahan yang dimaksud.  Salah satu perbedaan mendasar terhadap 
kedua peraturan tersebut adalah adanya belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam 
Permendagri No 13 Tahun 2006. Bahkan aturan ini telah disempurnakan dengan keluarnya 
Permendagri No 59 Tahun 2007.  
 Pada dasarnya, dengan keluarnya aturan tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat 
dengan  teliti dan secara jelimak menata keuangannya semakin lebih baik untuk mencapai visi 
dan misi kepempimpinan  yang secara keseluruhan memberi kontribusi terhadap pencapaian visi 
dan misi daerah Sidrap. Tetapi sayangnya, bahwa dengan aturan tersebut nampaknya semakin 
membawa daerah kepada sesuatu  yang tidak jelas arahnya. Ada beberapa alasan; (1) daerah 
harus tunduk dan patuh terhadap aturan tersebut, (2) harus mengacu pada nomenklatur yang 
terdapat pada aturan tersebut, sehingga mengurangi kreativitas  daerah untuk menciptakan 
sendiri program dan kegiatan sesuai dengan pencapaian visi organisasinya, (3) ada persepsi 
daerah untuk melaksanakan semua kegiatan yang diatur dalam aturan tersebut sehingga sulit 
dihindari teriakan tentang kurangnya anggaran yang diberikan.  
 Meskipun demikian,  karena aturan tersebut wajib diikuti oleh daerah, maka untuk tahun 
anggaran 2007 – 2008, Kabupaten Sidenreng Rappang telah mampu memilah jenis belanja 
daerahnya yakni belanja langsung dan belanja tidak langsung. Sebagaimana telah diuraikan 




















































































dengan kegiatan pembangunan yang menyentuh langsung kepada  kepentingan masyarakat. 
Belanja Langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Belanja tidak 
langsung yakni belanja yang tidak terkait secara langsung dengan kegiatan pembangunan yang 
terdiri atas belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja 
bagi hasil kepada propinsi, kabupaten dan Desa, Belanja bantuan keuangan kepada propinsi, 
kabupaten dan desa dan belanja tidak terduga.  
 Belanja langsung Kabupaten Sidenreng Rappang selama 2007-2008 mengalami 
peningkatan. Demikian halnya dengan belanja tidak langsung. Besaran alokasi belanja langsung 
selama dua tahun tersebut sangat menggembirakan  karena besaran anggarannya melebihi 
besaran anggaran belanja tidak langsung. Hal ini mengindikasikan bahwa porsi anggaran untuk 
pelayanan publik pada dua tahun terakhir ini semakin lebih baik dibandingkan dengan pada masa 
sebelumnya. Hal ini dapat dibuktikan melalui rasio belanja langsung terhadap total belanja 
daerah  sebesar 53 persen pada tahun 2007 meningkat sedikit menjadi 55 persen pada tahun 
2008. Sementara untuk anggaran belanja tidak langsung menunjukkan rasio yang relatif menurun 
dari 47 persen menjadi 45 persen pada tahun 2008.  
   
Gambar 6.14 
Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung 2007-2008 (juta) 
 
              Sumber: APBD Kabupaten Sidenreng Rappang, 1997-1998 
  
Alokasi belanja langsung terbesar ditempati oleh belanja modal sebesar 72 persen. 
Kenyataan ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap pembangunan di Kabupaten 
Sidenreng Rappang semakin lebih baik. Untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa 
hanya menyerap anggaran sebesar 6 persen dan 22  persen secara berturut-turut pada tahun 2008 
(Gambar 6.14). Jika mencermati angka realisasi pada tahun 2007 nampaknya memperlihatkan  
besaran yang konsisten dalam arti porsi anggaran terbesar adalah  pada belanja modal  (Rp 170 
milyar) dan pada tahun 2008 (Rp 220 milyar).  
Melirik jenis belanja tidak langsung, pada tahun 2007 dan 2008 didominasi oleh belanja 
pegawai. Pada tahun 2007, rasio belanja pegawai terhadap total belanja tidak langsung sebesar 




















konsisten sejak sebelum era desentralisasi. Sementara urutan kedua ditempati oleh belanja 
bantuan sosial tetapi mengalami penurunan dari tahun 2007 sebesar 15 persen menjadi 13 persen 
(2008). Belanja bantuan sosial termasuk belanja yang diberikan kepada golongan masyarakat 
yang membutuhkan (anak yatim piatu). 
Gambar 6.15 
Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008  
(Juta rupiah) 
 
            Sumber: APBD Kabupaten Sidenreng Rappang, 1997-1998 
  
Secara keseluruhan dengan mencermati semua komponen belanja pemerintah daerah 
Kabupaten Sidenreng Rappang  dari sebelum desentralisasi (1997-2000) hingga periode setelah 
desentralisasi (2001-2008), nampak tidak ada perubahan secara signifikan dari sisi pengalokasian 
anggaran. Dapat disimpulkan bahwa periode sebelum desentralisasi, besaran alokasi belanja 
pemerintah didominasi oleh belanja rutin yang dalam hal ini belanja pegawai. Belanja rutin jika 
dikonversi ke dalam format baru adalah sebagian besar masuk ke dalam belanja administrasi 
umum dan belanja tidak langsung. Pada era desentralisasi nampak jelas bahwa alokasi anggaran 
terbesar diserap oleh belanja administrasi umum dan belanja tidak langsung yang mana rincian 


























Rasio Rincian Belanja Tidak Langsung  
terhadap Total Belanja Tidak Langsung ( persen) 
 
            Sumber: APBD Kabupaten Sidenreng Rappang, 1997-1998 
 
 Menyimak secara keseluruhan dari sisi pendapatan daerah dan belanja daerah Kabupaten 
Sidenreng Rappang, pada tahun 2007 dan 2008, anggaran pendapatan dan belanja Sidrap 
mengalami defisit anggaran.  Ini berarti  total belanja pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang 
melebihi  total pendapatan  yang  diterima.  Kebijakan anggaran yang defisit diterapkan oleh 
pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tidaklah berarti suatu kebijakan yang berkonotasi 
negatif. Bahkan suatu hal yang menarik, karena  suatu pertanda bahwa pemerintah Kabupaten 
Sidenreng Rappang bersedia untuk membiayai seluruh kebutuhan masyarakat.  
 Hanya saja yang perlu dipikirkan oleh pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang ketika 
dalam menyusun keuangan daerahnya harus memperhitungkan efek penciptaan pendapatan  dari 
setiap rumusan program dan kegiatan yang dilakukan. Karena tanpa ini maka bisa saja  defisit 
berlanjut terus dan mengakibatkan ketidakbelanjutan fiskal di daerahnya.  
 Keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability) daerah sangat penting  diperhatikan, karena 
mengandalkan secara terus-menerus bantuan dari pemerintah pusat suatu hal yang kurang baik  
bagi daerah. Hal itu mencerminkan bahwa nuansa otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tidak 
berjalan dengan baik. Kabupaten Sidenreng Rappang telah terbukti bahwa sebagian besar 
pendanaan kegiatan di daerah adalah berasal dari pemerintah pusat yang tercermin pada dana 
perimbangan. Dana  perimbangan tersebut selama beberapa tahun terakhir cukup besar 
kontribusinya terhadap total pendapatan  daerah yakni 87,89 persen. Sementara PAD meskipun 
secara absolut mengalami peningkatan penerimaan selama era desentralisasi, namun secara rata-
rata hanya berkontribusi sebesar 6 persen terhadap total pendapatan daerah.  
 Pengelolaan keuangan seperti ini tidak  bisa dibiarkan terjadi di masa-masa mendatang. 
Kontribusi pendapatan asli daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan amatlah kecil masih 
berkisar satu digit. Untuk itu, harus ada kebijakan penganggaran yang tepat bagi pemerintah 
daerah  terutama untuk mengoptimalkan potensi-potensi penerimaan yang ada di daerah. Dengan  
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tetap berpedoman pada  pola  kebijakan penganggaran yang dalam hal ini  kebijakan pendapatan 
selama ini, dan diiringi oleh   dinamika lingkungan masyarakat yang  tentu saja berimplikasi 
terhadap peningkatan kebutuhan, maka tidak dapat dihindari akan terjadi defisit anggaran. 
 Gambar 31 memperlihatkan posisi defisit keuangan Kabupaten Sidenreng Rappang. 
Dicermati dari sisi pendapatan yang mana selama dua tahun mengalami peningkatan, namun 
pada sisi lainnya,  belanja juga mengalami peningkatan yang justru lebih besar ketimbang 
peningkatan pendapatan daerah. Sehingga yang terjadi dalam keuangan daerah adalah defisit 
anggaran. Seperti diuraikan sebelumnya bahwa  porsi anggaran yang terserap paling besar dalam 
sisi  pengeluaran pemerintah untuk dua tahun terakhir adalah belanja langsung. Peningkatan 
belanja langsung menandakan bahwa kegiatan pembangunan yang dilakukan selama dua tahun 
tersebut mengalami peningkatan. Yang berarti pula semakin banyak upaya yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.  
Gambar 6.17 
Pendapatan, Belanja dan Surplus/Defisit 
 
             Sumber: APBD Kabupaten Sidenreng Rappang, 1997-1998 
 
Pada tahun 2007, realisasi belanja pemerintah daerah mencapai angka sebesar Rp 559 
milyar, pendapatan daerah yang diterima termasuk dana perimbangan sebesar Rp 484 milyar 
sehingga selisihnya diperoleh defisit anggaran sebesar Rp 75 milyar. Defisit anggaran sebesar Rp 
75 milyar meningkat dibandingkan dengan defisit anggaran pada tahun 2007 yang hanya 
mencapai sekitar Rp 51 milyar. Peningkatan defisit pada tahun 2008 yang sekarang sedang 
berlangsung pelaksanaannya disebabkan oleh banyaknya anggaran yang dialokasikan  pada 
belanja langsung terutama  rincian belanja modal. 
 Implikasi yang diharapkan adalah dengan anggaran defisit seyogyanya dapat memberi 
efek balik terhadap peningkatan pendapatan daerah di masa-masa mendatang. Tetapi hal ini tidak 
datang begitu saja, akan tetapi amatlah tergantung pada  profesionalisme aparat pemerintah 
daerah dalam  menyusun kebijakan pendapatan yang tepat, kebijakan belanja  terutama dalam 
penyusunan program dan kegiatan.  
 Kelemahan yang ditemui di lapangan tidak hanya pada daerah Kabupaten Sidenreng 












program dan kegiatan sepertinya tidak  berhasil. Hal ini terutama disebabkan oleh kehadiran 
Permendagri No 13 tahun 2006 yang memaksa daerah harus tunduk dan patuh dari aturan 
tersebut. Rumusan  program dan kegiatan yang termuat dalam peraturan tersebut tidaklah selalu 
tepat dan benar pada tingkat daerah terutama dalam pencapaian visi dan misi lembaganya. 
Namun karena daerah merasa lebih muda dan  agar kegiatannya  terbaca ke dalam sistem 
keuangan maka daerah secara mentah-mentah   mengadopsi dan atau mencocok-cocokkan 
kegiatan sesuai dengan lembaganya. Padahal perlu dikritisi bahwa apakah program dan kegiatan 
tersebut mampu menciptakan efek balik terhadap penerimaan pendapatan di masa-masa 
mendatang. Misalnya, untuk sektor pendidikan, semua  unit kerja yang  memasukkan kegiatan 
untuk bidang pendidikan selalu saja pada pendidikan usia dini, pembangunan SLTA dan 
sebagainya. Jika dianalisis lebih jauh dan disesuaikan dengan keadaan riil didaerah belum tentu 
rumusan program dan kegiatan tersebut valid di daerah bersangkutan.   
 Kebijakan  defisit yang direncanakan oleh pemerintah daerah pada tahun perencanaan 
niscaya  telah diiringi dengan kebijakan sumber pendanaan. Sebagaimana dalam UU Keuangan 
Negara dan berbagai peraturan-peraturan tentang keuangan daerah disebutkan bahwa selisih 
antara pendapatan dan belanja daerah dimasukkan ke dalam komponen pembiayaan dalam 
struktur APBD. Surplus dikategorikan sebagai pengeluaran  pembiayaan karena  surplus tersebut 
digunakan untuk   hal-hal seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, 
pembayaran pokok hutang, dan pemberian pinjaman daerah, pada satu sisi. Pada sisi  defisit 
anggaran, defisit dikategorikan sebagai unsur  penerimaan pembiayaan karena dengan defisit 
harus dicarikan sumber pendanaan yakni penerimaan dari SILPA tahun sebelumnya, pencairan 
dana cadangan,  hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, 
penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.  
 Dengan demikian, yang menjadi penekanan pada pemerintah daerah adalah apakah 
dengan defisit tersebut dibiayai dari pinjaman daerah ataukah dari SILPA tahun sebelumnya atau 
jenis-jenis sumber pendanaan lainnya. Setelah itu, perlu dipikirkan pula berapa besaran dari 
setiap sumber pendanaan tersebut. Sekiranya jika dalam penyusunan KUA dan PPAS telah 
dilakukan secara profesional dalam arti telah dilakukan melalui analisis yang mendalam tentang 
keuangan daerah pada tahun sebelumnya dan kondisi yang dihadapi masyarakat pada tahun  
berjalan, sekiranya penentuan sumber pendanaan dan besaran anggaran  bukanlah hal yang 
mendasar.  
 Berikut  Gambar 6.18 memberikan informasi tentang pembiayaan defisit anggaran yang 
terjadi pada tahun 2008 meskipun sekarang ini masih dalam tahap pelaksanaan berlangsung, 
namun telah dimasukkan ke dalam APBD bahwa sumber pendanaan dari defisit terbesar adalah 
dari SILPA tahun sebelumnya. Kemudian disusul oleh sumber pendanaan dari pinjaman daerah. 
Dengan pinjaman daerah, menunjukkan bahwa daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah 











Penerimaan Pembiayaan Tahun 2008 (juta rupiah) 
 
            Sumber: APBD Kabupaten Sidenreng Rappang,1998 
 
 Dalam menilai kemampuan keuangan daerah  dapat dilihat dari sejauhmana kemampuan 
PAD dalam membiayai berbagai pengeluarannya. Ketergantungan yang tinggi terhadap 
penerimaan dari pusat di satu sisi dan rendahnya peranan PAD dalam penerimaan daerah di sisi 
lain membawa konsekwensi rendahnya kemampuan PAD dalam membiayai pengeluaran daerah. 
Kondisi semacam ini tentu saja sangat menyulitkan pemerintah daerah dalam melaksanakan 
otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab seperti diamanatkan dalam UU No 32 tahun 
2004 dan UU No 33 tahun 2004. Dari data yang ada menunjukkan bahwa rata-rata peranan PAD 
dalam membiayai pengeluaran daerah sangat  rendah yakni sekitar 6 persen pada era 
desentralisasi. Hal ini mengimplikasikan betapa tingginya peranan dana perimbangan yang 
berasal dari pemerintah pusat (85 persen), selebihnya dibiayai dari sumber pendanaan lainnya.  
 Akan tetapi jika dicermati kemampuan PAD dalam membiayai pengeluaran rutin dan 
pembangunan tidak  serendah daripada total pengeluaran. Proporsi PAD terhadap pengeluaran 
rutin rata-rata mencapai 10 persen selama periode 1997-2004, sementara proporsi PAD terhadap 
pengeluaran pembangunan rata-rata 22 persen.  Hal ini berarti  kemampuan daerah untuk 
membiayai  pengeluaran rutin sangat kecil, tetapi jika ditambahkan dengan penerimaan bagi 
hasil yang seharusnya menjadi bagiannya daerah, maka kemampuan daerah bisa menjadi lebih 
besar.  
 Satu hal yang menarik dianalisis pula mengenai  PAD adalah  responsivitasnya terhadap 
perubahan produk domestik bruto (PDRB). Bahwa apakah perubahan PDRB atau pertumbuhan 
ekonomi mendorong banyak atau sedikit perubahan PAD. Konsep ini disebut dengan konsep 
elastisitas. Jika semakin elastis menunjukkan semakin responsif dan sebaliknya  jika inelastis 
menunjukkan semakin tidak responsif. Jika diproporsikan antara PAD terhadap PDRB dapat 
diketahui apakah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami perubahan PAD yang sangat 











rata-rata elastisitas PAD terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 4 persen 
(periode 1997-2006).  Ini berarti rata-rata perubahan PDRB  pertahun Kabupaten Sidenreng 
Rappang sangat elastis atau sangat responsif terhadap perubahan PADnya.  Dari perhitungan 
tersebut  dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan PDRB  berpengaruh cukup besar terhadap 
PAD, yaitu   apabila PDRB naik 1  persen maka PAD naik sebesar 4 persen. 
 Untuk elastisitas pajak daerah terhadap PDRB dapat diketahui bahwa nilainya lebih kecil 
dibandingkan dengan nilai elastisitas PAD terhadap PDRB. Dari hasil perhitungan menunjukkan 
angka sebesar 1 yang berarti jika PDRB naik sebesar 1 persen penerimaan pajak daerah naik 
sebesar 1 persen. Keadaan ini termasuk dalam kategori unitari yang artinya bahwa terdapat 
perubahan proporsional antara PDRB dan Pajak daerah.  
 Kesimpulan umum yang dapat ditarik  berdasarkan analisis  APBD adalah: 
(1) Upaya pemerintah daerah untuk mengaktualisasikan  makna otonomi daerah dan 
desentralisasi fiskal telah memperlihatkan tanda yang cukup menggembirakan, meskipun 
trend perkembangannya terlihat masih berfluktuasi. Hal ini disimak dari  kinerja PAD secara 
rata-rata per tahun selama periode desentralisasi (2001-2008) mengalami peningkatan 
dibandingkan sebelum periode desentralisasi. Namun jika dicermati dari kontribusinya 
terhadap total pendapatan daerah nampaknya masih memperlihatkan angka yang cukup 
rendah. Implikasinya ke depan adalah upaya pemerintah dengan berbagai strategi yang lebih 
tepat sangat diharapkan agar kontribusinya terhadap total pendapatan daerah secara 
signifikan mengalami peningkatan. Ini berarti upaya intensifikasi dan ekstensifikasi 
penggalian potensi penerimaan asli  daerah perlu ditingkatkan semaksimal mungkin. 
(2) Pembiayaan dari pemerintah pusat masih mendominasi sumber pembiayaan pembangunan 
daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini tercermin pada penerimaan dana perimbangan  
cukup besar yaitu rata-rata 87 persen. 
(3) Elastisitas PAD terhadap PDRB selama periode desentralisasi memperlihatkan angka  lebih 
besar dari 1 yang berarti bahwa perubahan PDRB sangat responsif terhadap perubahan PAD. 
Peningkatan PDRB sebesar 1  persen  mempengaruhi perubahan penerimaan PAD  sebesar 4 
persen.  Hal ini  menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi yang berlangsung di Kabupaten 
Sidenreng Rappang dapat memberi  dampak positif terhadap peningkatan PAD.    
(4) Pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah secara keseluruhan  mengalami 
peningkatan setiap tahun. Kenyataan empirik tersebut mengindikasikan bahwa upaya 
pemerintah untuk mengakomodir peningkatan kebutuhan masyarakat sudah semakin 
nampak, meskipun diakui bahwa sumber pembiayaan kebutuhan masyarakat lebih banyak 
bersumber dari pemerintah pusat (dana perimbangan). 
(5) Dalam struktur lama anggaran belanja pemerintah,  penyerapan alokasi belanja yang terbesar 
adalah terserap pada anggaran belanja rutin dengan urutan pertama ditempati oleh belanja 
gaji pegawai baik sebelum otonomi daerah maupun setelah otonomi daerah dan 
desentralisasi fiskal 
(6) Alokasi anggaran  belanja untuk kegiatan pembangunan yang menyentuh langsung 
kebutuhan masyarakat  meskipun persentase anggarannya lebih kecil dibandingkan dengan 
belanja rutin namun setiap tahunnya tetap mengalami peningkatan yang cukup signifikan. 
(7) Anggaran belanja langsung berdasarkan struktur baru APBD memperlihatkan jumlah 
anggaran  yang lebih besar dibandingkan dengan anggaran belanja tidak langsung khususnya 
pada tahun 2007 dan 2008. Sebagian besar dari belanja langsung  teralokasi untuk belanja 
modal. Kenyataan ini menandakan bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah semakin 
mengarah kepada peningkatan pelayanan publik.  
(8) Pengelolaan  keuangan daerah dengan mengikuti peraturan yang berlaku seperti Kepmen 29 
tahun 2002, Permendagri 13 tahun 2006 yang telah disempurnakan dengan Permendagri No 
59 tahun 2007, pada dasarnya sudah semakin membaik dibandingkan dengan sebelum 
diimplementasikan peraturan-peraturan tersebut. Akan tetapi, tetap diakui pula bahwa dalam 
pengimplementasian peraturan tersebut tidak terlepas dari sejumlah kendala dan tantangan 
yang dihadapi oleh aparat pemerintah daerah sehingga efisiensi dan efektifitas pengelolaan 
keuangan daerah masih perlu ditingkatkan. Dengan mengikuti aturan yang berlaku, maka 
prinsip value for money seyogyanya sudah diadopsi meskipun belum sempurna  sebagaimana 
yang diharapkan.    
 
6.4. Hasil Estimasi Pengeluaran Publik terhadap Pertumbuhan  
       Ekonomi Daerah 
 
Pengeluaran pemerintah dalam APBN/APBD merupakan salah satu  alat kebijakan fiskal 
pemerintah. Teori menjelaskan bahwa kebijakan fiskal yang efektif dan efisien mampu 
mendorong aktivitas ekonomi suatu negara. Pentingnya kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan 
ekonomi telah menarik perhatian oleh berbagai pihak untuk membuktikan secara empiris. 
Banyak studi empiris telah  mengestimasi hubungan antara kebijakan fiskal dan  
pertumbuhan  ekonomi dengan menggunakan berbagai instrumen dan ukuran kebijakan fiskal 
yang berbeda. Sebagian diantaranya menekankan pentingnya pengeluaran pemerintah dan 
penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan ke dalam satu model estimasi [misalnya Barro 
(1990), Barro dan Sala-i-Martin (1992,2004), Douglas dan Williams (1997), Jalali-Naini (2000), 
Hosoya (2003), Huart (2002), Agel dkk (2003), Bose, Haque dan Osborn (2003), Koulovationos 
dan Mirman (2004) dll].  Sebagian lagi studi empiris tersebut hanya memfokuskan pada aspek 
pengeluaran baik secara aggregated [Barro (1990), Barro dan Sala-i-Martin (1992, 2004), 
Devarajan dkk (1996), Kweka dan Morissey (2000), Folster dan Henrekson (2000), Asante 
(2000), Mansouri (2000), Dong Fu dkk (2003)],  maupun disaggregated [misalnya Douglass dan 
William (1997),  Temple (1999), Hermes dan Lensink (2001), Peretto (2002), Bose, Haque dan 
Osborn (2003), Benos (2004)].  Pada umumnya  mereka menyimpulkan bahwa pengeluaran rutin 
memperlambat laju pertumbuhan ekonomi, sementara investasi pemerintah mempercepat 
peningkatan pertumbuhan ekonomi.  
Untuk kasus di Indonesia, pengeluaran pemerintah secara disagregat berpengaruh 
terhadap pertumbuhan ekonomi secara berbeda (Nursini, 2006). Dalam arti bahwa pengeluaran 
rutin berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara 
pengeluaran pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Pengaruh positif pengeluaran rutin terhadap pertumbuhan ekonomi didasarkan atas beberapa hal 
yang antara lain; (1) Pada pos pengeluaran rutin terdapat komponen pengeluaran yang sifatnya 
mendukung kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan yang berimplikasi kepada proses 
pembangunan secara keseluruhan, misalnya peningkatan gaji pegawai dan peningkatan 
subsidi/transfer yang mana menyebabkan peningkatan permintaan konsumen yang selanjutnya 
mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi. (2) Efek multiplier dari peningkatan 
pengeluaran rutin khususnya peningkatan komponen gaji pegawai lebih besar daripada efek 
penarikan pajak sebagai sumber pembiayaan. 
Meskipun terdapat kecenderungan pengeluaran rutin yang dibiayai dari pajak 
berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi namun secara statistik tidak signifikan.  
Kejadian ini terutama disebabkan oleh  peningkatan pengeluaran rutin khususnya pada 
peningkatan gaji biasanya diiringi oleh kenaikan  tingkat harga secara bersamaan.  Hal ini tidak 
menyebabkan kenaikan dalam permintaan agregat akibat dari penurunan daya beli masyarakat.   
Kebijakan ekonomi yang diperlukan agar peningkatan pengeluaran rutin berpengaruh signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi adalah kebijakan yang mengarah kepada kestabilan harga.  
Pengaruh positif peningkatan investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi 
sejalan dengan teori Barro (1990), Barro dan Sala-i-Martin (1992, 2004) dan beberapa hasil studi 
sebelumnya seperti yang diuji oleh Ahmed dan Miller (2000) kasus lintas negara, Mansouri 
(2000) pada kasus negara Morocco dan Asante (2000) untuk Ghana dan Benos (2004) kasus 
negara OECD. Pada umumnya mereka berpendapat bahwa peningkatan investasi pemerintah 
menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi.  Misalnya jika  investasi infrastruktur 
mengalami peningkatan akibatnya dapat menambah kapasitas produksi melalui tambahan 
ketersediaan infrastruktur yang sudah ada, yang tentu saja semakin memperlancar kegiatan 
pembangunan. 
Analisis pengeluaran publik dapat dicermati baik secara kuantitatif maupun secara 
kualitatif. Analisis pengeluaran publik secara deskriptif kualitatif telah diuraikan sebelumnya. 
Kesimpulan yang ditemukan  adalah (i) pengeluaran  pemerintah untuk kepentingan publik telah 
menunjukkan perubahan yang cukup mendasar khusunya dua tahun terakhir (2007-2008). Hal ini 
disebabkan karena porsi anggaran yang terserap untuk kepentingan publik yang tercermin pada 
belanja langsung (format Permendagri No 13/ 2006) cukup besar. (ii) Kemampuan daerah (PAD) 
dalam membiayai pengeluaran daerah  sangat kecil. Hal ini berarti selama periode pengamatan, 
peranan pemerintah pusat dalam membelanjai kegiatan pembangunan di Kabupaten Sidenreng 
Rappang sangat besar. (iii) Pengelolaan anggaran belum mencerminkan  public oriented, 
khususnya pada periode 1997-2002.  Hal itu dapat dilihat dari rendahnya alokasi anggaran untuk 
pelayanan dasar terutama untuk sektor-sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan dan 
infrastruktur. Pada tahun anggaran 2007 dan 2008 telah terjadi perubahan yang cukup mendasar 
seiring dengan kehadiran UU Sisdiknas yang mengatur tentang proporsi anggaran pendidikan 20 
persen dari APBN/APBD.  
 Untuk mengestimasi secara empiris hubungan antara pengeluaran pemerintah dan 
pertumbuhan ekonomi melalui analisis regresi dapat dilakukan berdasarkan ketersediaan data 
series. Ada 2 (dua) hasil estimasi yang ditampilkan mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah  
terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, yakni Pertama,  hasil 
estimasi dengan memasukkan variabel total pengeluaran pemerintah pada periode 1996-2008 
(baik dengan time lag maupun tanpa time lag). Kedua, hasil estimasi dengan memasukkan 
pengeluaran pemerintah rutin dan pembangunan secara terpisah pada periode 1996-2004 (dengan 
time lag maupun tanpa time lag). Setiap persamaan hasil estimasi dilengkapi dengan pengujian 
asumsi Klasik untuk mengetahui validitas sebuah model estimasi. Karena ketersediaan data time 
series maka variabel kontrol yang dimasukkan ke dalam persamaan estimasi hanya variabel 
penduduk dan variabel dummy. Variabel dummy yakni diberi nilai 0 pada periode sebelum 
desentralisasi (1997-2000) dan nilai 1 pada periode desentralisasi pada periode 2001-2008. 
Variabel Dummy dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada dampak  era desentralisasi atau 
tidak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. 
 Sebelum memaparkan hasil analisis kuantitatif pengaruh  pengeluaran pemerintah 
terhadap pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu dianalisis hasil pengujian klasik model regresi 
linier. Maksud dari pengujian tersebut untuk mengetahui bahwa apakah model regresi yang 
digunakan tidak menghasilkan bias atau dapat menghasilkan yang namanya BLUE (Best Linier  
Unbias Estimator). Berdasarkan hasil pengujian asumsi model Klasik  (otokorelasi, 
multikolinieritas,  heteroskedastisitas dan stabilitas), hasilnya tidak semua persamaan lolos dari  
pengujian asumsi model Klasik. Beberapa persamaan mengandung gejala multikolinieritas 
terutama  ketika model estimasi  memasukkan unsur time lag. Beberapa persamaan mengandung 
gejala otokorelasi dan heteroskedastisitas. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan yakni; (1) 
akibat perubahan struktur APBD sehingga  beberapa variabel tidak mempunyai time series dalam 
jumlah yang  panjang. (2) keterbatasan jumlah observasi menyebabkan pemakaian otokorelasi 
dan heteroskedastisitas tidak terpenuhi.  
 
Tabel 6.4  
Ringkasan Hasil Estimasi Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi 






















(1) (2)     (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Prtn -1.517*        
Ppem 0.241**        
Ppemb(-2) 0.356**        
BP   0.497** -0.247ns -0.0001ns 0.116**   
BP(-2)  0.399**  0.735** 0.0001**    
Pddk -
5.615*** 
-0.000* -0,0005ns 0.0008** -0.0007** 0.0003 ns -0.0005ns -0.0006* 
DM  0.699ns  2.127ns  0.175ns   
DP       0.009ns 0.005ns 
DP(-1)       0.006ns  
DP(-2)       0.0000* 0.00003*
* 
BPDK -1.27***        
BKSH 1.81*        
INF 8.02*        
R2 0.96 0.77 0.52 0.88 0.77 0.67 0.74 0.73 
Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder 
Ket. BDPK, KKSH, INF periode estimasi 1997-2002 
   ‗*  signifikan pada level 90  persen 
        ** signifikan pada level 95  persen 
       *** signifikan pada level 99 persen 
 
Berdasarkan hasil estimasi pengaruh pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten 
Sidenreng Rappang terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi  nampaknya sejalan dengan 
teori dan beberapa studi empiris bahwa pengeluaran rutin berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini berarti bahwa  peningkatan  porsi anggaran 
belanja rutin pemerintah daerah Sidrap tidak mendorong perputaran aktivitas perekonomian di 
daerah selama periode pengamatan. Bahkan dapat dikatakan bahwa peningkatan belanja rutin 
cenderung menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi di daerah Kabupaten Sidenreng 
Rappang. Ada beberapa faktor penyebab yang dapat menjastifikasi hasil empirik ini adalah (i) 
belanja rutin daerah lebih banyak terserap pada belanja gaji pegawai. Berarti yang meningkat 
daya belinya adalah  hanya pegawai negeri sipil yang tentu saja jauh lebih kecil jumlahnya 
dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang. (ii) belanja rutin pada 
pegawai belum secara signifikan mengangkat produktivitas kerja pegawai negeri sipil, (iii) porsi 
belanja rutin selain pada belanja pegawai adalah pada belanja lain dan belanja perjalanan dinas. 
Porsi ini hanya dinikmati segelintir orang saja.  
Konsekwensi dari lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah akibat dari  belanja rutin 
harus  dicermati secara lebih arif. Adanya kenyataan empirik seperti ini tidak merekomendasikan 
suatu penurunan alokasi belanja rutin secara keseluruhan tanpa disertai dengan alasan yang 
cukup kuat. Harus diingat bahwa komponen-komponen belanja rutin pada dasarnya cukup 
penting terhadap kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi 
kebijakan  keuangan dari sisi pembelanjaan rutin adalah (i) belanja rutin untuk komponen gaji  
harus memberi jaminan pada peningkatan produktivitas pegawai negeri sipil dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya. (ii) melakukan penghematan belanja rutin yang memang dianggap tidak 
penting bagi aktivitas pemerintahan dan pembangunan. (iii) manajemen keuangan untuk kegiatan 
rutin perlu ditingkatkan. 
Hasil estimasi yang cukup menarik adalah pada belanja pembangunan. Koefisien belanja 
pembangunan  memperlihatkan tanda  positif yang berarti bahwa pengaruh pengeluaran 
pemerintah untuk kepentingan masyarakat umum sangat mendorong aktivitas ekonomi daerah 
Kabupaten Sidenreng Rappang. Hasil estimasi menjelaskan bahwa jika peningkatan belanja 
pemerintah sebesar 1 persen selama periode tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah 
meningkat sebesar 0,24 persen selama periode 1997-2004. Pengaruh positif dari belanja 
pembangunan disebabkan karena belanja pembangunan tergolong sebagai belanja produktif yang 
mana pada umumnya di daerah tercermin pada pembangunan infrastruktur daerah misalnya 
jalanan, fasilitas sekolah, fasilitas kesehatan dan beberapa bentuk fasilitas fisik lainnya. Dengan 
demikian, jika prosentase anggaran belanja daerah lebih banyak dialokasikan pada belanja 
pembangunan maka pembangunan infrastruktur semakin lancar, semakin banyak orang terlibat 
bekerja, arus barang dan jasa semakin lancar dan selanjutnya mendorong perputaran ekonomi 
daerah. Pengaruh positif dan signifikan belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi 
dikontribusi oleh kebijakan pemerintah daerah Sidrap dalam hal belanja pembangunan. Bahwa 
melihat perkembangan data, selama tiga tahun terakhir (2002-2004) terdapat kecenderungan 
peningkatan anggaran belanja pembangunan. Perkembangan ini sangat konsisten dengan 
percepatan ekonomi di daerah. 
Pentingnya alokasi anggaran belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi 
daerah tidak saja terlihat pengeluaran pembangunan pada tahun berjalan tetapi juga terlihat pada 
tahun sebelumnya. Artinya bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan 
dipengaruhi oleh pengeluaran pembangunan pada dua tahun yang lalu. Jika ini dicermati 
mengandung arti bahwa belanja  pemerintah yang dialokasikan pada pelayanan masyarakat 
dalam bentuk  penyediaan infrastruktur memerlukan proses dan waktu. Yang cukup 
menggembirakan adalah bahwa selama proses pembangunan infrastruktur berlangsung banyak 
aktivitas ekonomi bergerak didalamnya yang tercermin pada tenaga kerja yang masih bekerja.  
Pengaruh positif belanja pemerintah atau investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi 
sejalan dengan  teori dan beberapa temuan empirik (Barro dan Sala Martin, 1992, 2004; dan 
Nursini, 2006). 
Pemisahan  jenis belanja pemerintah nampaknya cukup penting dianalisis ketika 
dihubungkan dengan dampaknya terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Alasannya 
karena dapat diketahui bahwa apakah besaran anggaran belanja pada kegiatan yang sifatnya rutin 
dan pembangunan mampu mengangkat derajat ekonomi daerah. Berdasarkan hasil estimasi 
tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam 
menentukan besaran alokasi belanja  sangatlah penting.  Selama periode 1997-2004, berapapun 
besaran anggaran yang ditetapkan untuk belanja pembangunan  nampaknya mempunyai 
pengaruh yang  lebih besar  terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dibandingkan dengan porsi 
anggaran pada kegiatan rutin. Meskipun jika dicermati data yang ada, pengeluaran rutin  Untuk 
itu, implikasi kebijakan ke depan, porsi anggaran belanja pembangunan perlu semakin 
diperbesar, karena hanya dengan anggaran pembangunan yang betul-betul menyentuh langsung 
kepentingan masyarakat banyak. Sementara pengeluaran rutin hanya berpengaruh secara tidak 
langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, yakni melalui peningkatan daya beli pegawai negeri 
sipil. 
Penduduk sebagai  variabel kontrol dalam model estimasi nampaknya sangat tidak 
mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan hasil estimasi ditemukan 
koefisien yang bertanda negatif yang berarti bahwa pertumbuhan  penduduk memperlambat 
pertumbuhan ekonomi. Secara teori dikatakan bahwa  penduduk mempunyai efek terhadap 
pembangunan dilihat dari sisi konsumen dan sisi produsen. Dari sisi konsumen berarti penduduk 
merupakan penciptaan daya beli yang berarti potensi pasar cukup besar. Semakin banyak 
penduduk semakin besar peluang terciptanya pasar karena banyak daya beli tercipta. Dari sisi 
produsen, penduduk menghasilkan barang dan jasa yang diminta oleh konsumen. Namun 
keduanya sekaligus dapat menjadi penghambat pembangunan. Hal ini berarti penduduk yang 
banyak jika tidak dibarengi dengan daya beli yang banyak pula maka barang dan jasa yang 
diproduksi oleh produsen tidak laku terjual. Hal yang sama pula, penduduk yang banyak tidak 
mencerminkan terpitanya supply barang dan jasa jika penduduk tidak mampu berinovasi.  
Berdasarkan hasil empirik, koefisien penduduk (pertumbuhan penduduk) mempunyai 
tanda yang negatif dan signifikan yang artinya bahwa jika pertumbuhan penduduk 1 persen 
menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun sebesar -5.61 persen. Suatu angka ramalan yang 
cukup besar. Jika dihubungkan dengan pernyataan teori, maka kenyataan empirik di Kabupaten 
Sidenreng Rappang mendukung  teori kependudukan. Artinya bahwa penduduk baik dari sisi 
produsen maupun dari sisi konsumen hanya merupakan  penghambat pembangunan.  Oleh 
karena itu, melihat kenyataan empirik ini maka pengendalian pertumbuhan penduduk di 
Kabupaten Sidenreng Rappang harus diupayakan seoptimal mungkin. Penduduk yang banyak 
akan berimplikasi terhadap peningkatan dan keberagaman  kebutuhan penduduk.  Peningkatan 
kebutuhan yang beragam sifatnya merupakan  tanggung jawab pemerintah daerah dan oleh 
karenanya untuk memenuhi peningkatan permintaan kebutuhan masyarakat  akan berimplikasi 
terhadap peningkatan anggaran belanja. 
Pengaruh total pengeluaran pemerintah (belanja pemerintah) terhadap pertumbuhan 
ekonomi  pada periode 1997-2006 dapat dilakukan pada beberapa  persamaan estimasi yakni, 
Pertama, estimasi total belanja pemerintah dengan penduduk sebagai variabel kontrol, Kedua, 
estimasi  belanja pemerintah dengan penduduk dan dummy sebagai variabel kontrol. Variabel 
Dummy dimasukkan sebagai variabel kontrol untuk mengetahui apakah desentralisasi fiskal 
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi atau tidak.  Nilai Dummy diberi 1 pada era 
desentralisasi dan 0 pada era sebelum desentralisasi fiskal. Ketiga, estimasi belanja pemerintah 
dengan memasukkan time lag. Keempat, estimasi belanja pemerintah dengan time lag dan 
dummi. 
Ada beberapa hal yang patut dianalisis berdasarkan keempat persamaan estimasi tersebut 
yaitu; (i) variabel total belanja pemerintah, (ii) variabel dummy sebagai proxy  kebijakan 
desentralisasi dan (iii)  transfer dari pemerintah pusat (Dana perimbangan).  Secara keseluruhan, 
pengaruh belanja pemerintah pada tahun berjalan terhadap pertumbuhan ekonomi  tidak dapat 
disimpulkan. Artinya bahwa belanja pemerintah pada tahun berjalan, dua persamaan yang 
menghasilkan koefisien yang bertanda negatif dan dua persamaan yang bertanda positif. 
Kenyataan empirik ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan pengalokasian anggaran 
belanja pemerintah  dalam mendorong pertumbuhan ekonomi  tidak begitu nampak. Hal ini 
diakui bahwa memang dalam kenyaataan sangat sulit ditemukan belanja pemerintah pada tahun 
berjalan secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan. Kenyataan 
pencairan anggaran belanja daerah  pada umumnya bertumpuk menjelang akhir tahun sehingga 
banyak pelaksanaan proyek tidak berhasil dengan baik. Akibatnya, ia tidak memberi efek yang 
positif terhadap kelancaran kegiatan pembangunan di daerah pada tahun berjalan.   
Akan tetapi, jika dicermati   time lag belanja pemerintah  nampaknya memperlihatkan 
hasil yang cukup menggembirakan. Tanda koefisien yang dihasilkan adalah positif dan sangat 
signifikan. Berarti pengeluaran pemerintah pada dua tahun yang lalu  baru  meransang 
pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan. Hal ini cukup beralasan mengingat  belanja 
pemerintah memerlukan proses dan waktu yang cukup lama. Hasil empirik pengaruh belanja 
pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi sejalan dengan dukungan teori dan temuan empirik 
di beberapa negara berkembang.   
Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi  dapat dilihat dari 
koefisien variabel dummi. Ada tiga persamaan yang ditampilkan yang mengandung unsur 
variabel dummi, ternyata hasilnya tidak satupun  secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan 
ekonomi daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Namun, koefisien tanda yang dihasilkan adalah 
positif. Ini    mengandung arti bahwa pada dasarnya  selama periode 1997-2006, dampak  
kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pembangunan daerah  secara positif tetap direspon oleh 
pemerintah daerah. Meskipun upaya pemerintah daerah untuk menggerakkan  roda pemerintahan 
dan pembangunan belum sepenuhnya optimal.  Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi 
daerah yang sangat berfluktuasi.  Salah satu penyebab tidak signifikan pengaruh desentralisasi 
fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah adalah sistem pengelolaan keuangan daerah yang 
ada selama ini belum berjalan secara optimal. Pengalaman ini, pada dasarnya tidak hanya 
dialami oleh pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tetapi hampir semua daerah di Indonesia 
(Khuzaini, 2003). 
Dana transfer pemerintah pusat kepada daerah dimaksudkan untuk lebih mendorong 
pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik  kepada pemerintah. Untuk itu, 
penelitian ini juga mengkaji pengaruh dana transfer (dana perimbangan)  terhadap pertumbuhan 
ekonomi daerah. Hasil pengujian empirik memperlihatkan keoefisien dana perimbangan pada 
tahun berjalan bertanda   positif tetapi tidak signifikan. Akan tetapi, variabel dana perimbangan 
berpengaruh positif dan signifikan  pada dua tahun yang lalu terhadap pertumbuhan ekonomi.  
Jika prediksi ini benar dan tepat maka untuk perspektif ke depan dana perimbangan  perlu 
dikelola dengan baik dan khususnya difokuskan pada peningkatan pelayanan publik.  
 Hasil estimasi yang berbeda  ketika pengeluaran pemerintah  diestimasi berdasarkan 
sektor prioritas yakni sektor kesehatan, sektor pendidikan dan sektor infrastruktur. Ketiga sektor 
ini dikategorikan sebagai sektor yang alokasi penganggarannya dapat menyentuh langsung 
kepada pelayanan publik. Hasilnya menunjukkan bahwa belanja infrastruktur dan belanja 
kesehatan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.  
Secara ekonomi diartikan bahwa peningkatan alokasi belanja  pada infrastruktur 
menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kenyataan empirik sangatlah beralasan untuk 
ditingkatkan prosentase anggarannya ke depan karena ini sangat mendukung aktivitas ekonomi 
daerah. Infrastruktur masuk sebagai social overhead capital yang bertujuan untuk memperlancar  
mobilitas arus barang dan jasa, daya saing daerah menjadi kuat dan tercipta spread effek yang 
lebih besar dan kesemuanya itu bermuara pada peningkatan PDRB atau percepatan nilai tambah 
PDRB (pertumbuhan ekonomi). Tentu saja proses tersebut memerlukan waktu yang lama 
sehingga pengeluaran pemerintah untuk penyediaan infrastruktur pada tahun sekarang belum 
tentu hasilnya langsung dinikmati masyarakat pada tahun yang bersamaan.  
Hal yang sama dengan pengeluaran di bidang kesehatan juga memberi implikasi yang 
positif kepada pemerintah daerah di masa-masa mendatang. Sinyal kepada pemerintah daerah 
untuk meningkatkan prosentase anggaran belanja untuk pendidikan pada masa-masa mendatang 
sudah semakin kuat.  Alokasi anggaran pada bidang kesehatan pada periode sebelumnya tidaklah 
sia-sia jika dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi. Artinya bahwa penyediaan dan 
pelayanan kesehatan yang  dinikmati oleh masyarakat telah membuahkan hasil. Prosesnya dapat 
dilihat melalui penduduk yang tidak sehat menjadi sehat,  kemudian bekerja lebih baik, 
mendatangkan produktivitas dan hasil akhirnya menciptakan nilai tambah produksi.  
Sementara belanja pendidikan nampaknya tanda yang berlawanan arah dengan 
pertumbuhan ekonomi. Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya alokasi anggaran untuk 
sektor pendidikan selama periode pengamatan. Itu berarti  belanja pelayanan publik khususnya 
bidang pendidikan tidak mempercepat pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan. Kondisi 
empirik ini  bisa saja diterima mengingat bahwa   anggaran belanja untuk pendidikan khususnya 
didominasi pada pendidikan SD, SMP artinya masyarakat (usia pendidikan) yang menikmati 
fasilitas tersebut, belum terkategori sebagai usia pencari kerja pada periode sekarang, akan tetapi 
terdapat jaminan di masa akan datang bahwa dengan semakin baik tingkat pendidikannya maka 
semakin baik pula  produktivitas kerjanya yang selanjutnya menciptakan nilai tambah yang lebih 
baik. Namun perlu diperhatikan bahwa kejadian empirik ini tidaklah berarti pemerintah daerah 
Kabupaten Sidenreng Rappang tidak memprioritaskan pendidikan. Prospek ke depan 
menunjukkan bahwa justru pendidikanlah yang merupakan salah satu faktor sangat penting 
untuk memajukan perekonomian suatu daerah (Barro dan Salah-Martin, 1992, 2004). Adanya 
perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya salah satu diantaranya adalah adanya 
perbedaan kualitas SDM. Itu sebabnya, hampir semua  Kepala Daerah  mengangkat  ―pendidikan 
gratis‖ sebagai salah satu misinya. Ini menandakan bahwa belanja pemerintah untuk sektor 
pendidikan semakin ditingkatkan. Untuk itu proporsi anggaran untuk sektor pendidikan perlu 
ditingkatkan. 
 Perlu dicatat bahwa hasil estimasi tersebut hanya menggunakan jumlah observasi 
sebanyak 6 tahun. Meskipun jumlah  observasi relative kecil, tetapi paling tidak hasilnya dapat 
digunakan sebagai informasi untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah di masa 
mendatang khususnya di Kabupaten Sidenreng Rappang.   
 Secara keseluruhan, dari  sejumlah model estimasi yang dilakukan untuk mengetahui 
sejauhmana efektifitas pengeluaran publik  terhadap peningkatan aktivitas ekonomi di Kabupaten 
Sidenreng Rappang dapat  disimpulkan secara umum bahwa selama periode pengamatan 
pengeluaran belanja pemerintah daerah (pengeluaran publik) dikatakan efektif mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi. Efektifitas tersebut ditunjukkan dengan adanya tanda positif koefisien  
variabel pengeluaran pemerintah baik dilakukan dalam bentuk total pengeluaran pemerintah, 
maupun per sektor (sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur), serta pemisahan antara 
pengeluaran pemerintah rutin dan pembangunan.  
 Dalam analisis ekonometrik, model estimasi tersebut layak untuk dipercaya karena 
melalui pengujian validitas dan uji statistik serta uji asumsi model klasik pada umumnya telah 
memenuhi persyaratan yang diperlukan (necessery condition).  Dilihat dari nilai koefisien 
determinasi (r
2
), pada umumnya memperlihatkan  angka di atas dari 0,70 bahkan ada satu 
persamaan mencapai angka 97 persen. Artinya bahwa sekitar 97 persen variabel pengeluaran 
pemerintah  tahun berjalan dan time lag 2 tahun serta pertumbuhan penduduk mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten sidenreng rappang, selebihnya hanya sekitar 23 persen 
dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Nilai r
2
 membuktikan bahwa intervensi pemerintah 
mengenai pembiayaan pembangunan  di daerah sidrap sangatlah penting.  Untuk itu, prospek 
pengembangan ke depan mengenai efektivitas pengelolaan keuangan daerah harus ditingkatkan.   
 Berdasarkan hasil analisis kuantitatif melalui metode regresi dapat disimpulkan beberapa 
hal yaitu: 
(1) Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan cukup 
efektif mempengaruhi aktivitas ekonomi di kabupaten sidenreng rappang selama periode 
pengamatan. Efektifitas tersebut ditandai dengan koefisien regresi  variabel pengeluaran 
pemerintah (belanja pemerintah) baik dalam bentuk agregat maupun per sektor yang  pada 
umumnya bertanda positif untuk semua jenis persamaan regresi yang dilakukan.  
(2)  koefisien pengeluaran rutin mempunyai tanda yang negatif yang berarti bahwa pengeluaran 
pemerintah rutin justru dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi di kabupaten sidenreng 
rappang. Kenyataan empirik ini cukup beralasan mengingat pengeluaran rutin lebih banyak 
terserap kepada belanja pegawai negeri yang jumlahnya relatif lebih sedikit ketimbang 
seluruh penduduk yang ada di kabupaten sidenreng rappang. Oleh karenanya, peningkatan 
pengeluaran rutin khususnya untuk belanja gaji tidak secara signifikan mengangkat daya beli 
masyarakat secara keseluruhan, sehingga perputaran ekonomi tidak berjalan lancar. 
(3) Meskipun koefisien regresi bertanda positif, namun angka yang dihasilkan sangatlah  kecil. 
Artinya bahwa kebijakan pemerintah  yang diarahkan untuk mendorong percepatan 
pertumbuhan ekonomi pada periode pengamatan  mempunyai pengaruh yang sangat kecil 
saja. 
Ada beberapa faktor penyebab kecilnya angka koefisien regresi yang ditemukan adalah 
sebagai berikut: 
 Terdapat kecenderungan dalam  penyusunan program dan kegiatan  belum sepenuhnya 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga kegiatan-kegiatan produktif masyarakat  
tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. 
 Prinsip efisiensi, efektif dan ekonomis terhadap pengalokasian anggaran belum  
terlaksana dengan baik, sehingga masih banyak program dan kegiatan yang menyerap 
anggaran dengan prosentase yang cukup besar  tetapi tidak memberi efek balik terhadap 
perputaran ekonomi di daerah. Misalnya biaya perjalanan dinas. 
 Terdapat kemungkinan inkonsistensi antara perencanaan dengan penganggaran yang 
dapat menyebabkan pemanfataan sumber daya menjadi tidak efektif dan efisien. 
Beberapa faktor yang tersebut di atas  berkaitan erat dengan kapabilitas aparat pemerintah 
daerah dalam mengelola keuangan daerah. Rekomendasi kebijakan untuk perspektif  ke depan 
dalam hal peningkatan efektifitas pengeluaran pemerintah khususnya di Kabupaten Sidenreng 
Rappang adalah perlunya penguatan kelembagaan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan 
daerah.  Penguatan kelembagaan yang dimaksud salah satu diantaranya adalah pelatihan yang 



































 BAB VII 
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN 
  
7.1. Pendahuluan 
Mengacu pada PP No.6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan 
Daerah, menegaskan bahwa setiap  daerah wajib dievaluasi kinerja penyelenggaraan 
pemerintahannya. Dalam mengevaluasi kinerja pemerintahannya harus menggunakan sistem 
pengukuran kinerja. Meskipun dalam PP tersebut tidak menyebutkan istilah pembangunan 
daerah secara eksplisit namun jika disimak baik-baik, istilah penyelenggaraan pemerintahan 
daerah tidak lain adalah pembangunan daerah. Pemerintahan dan pembangunan adalah ibarat dua 
sisi dari satu mata uang logam yang tidak dapat dipisahkan. Keberhasilan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah tidak lain adalah keberhasilan pembangunan daerah.  Sebagaimana 
diketahui bahwa urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas dua kelompok urusan 
yaitu urusan wajib dan urusan pilihan.  Pelaksanaan semua yang terkategori dalam urusan wajib 
dan ataupun urusan pilihan pada akhirnya akan berkontribusi  terhadap pembangunan daerah.  
Sebelum melangkah ke taraf  pemahaman tentang indikator kinerja pembangunan daerah, 
maka alangkah baiknya menengok kembali makna dari kata ‖pembangunan‖ itu sendiri. Karena 
makna atau definisi pembangunan itulah yang mengantarkan arah atau sasaran yang akan 
dicapai. Ketika pembangunan diartikan dalam batas pengertian ekonomi maka arah dan sasaran 
pembangunan yang akan dicapai adalah pada pertumbuhan ekonomi. Jika demikian, maka untuk 
mengukur  kinerja pembangunan daerah akan lebih ditekankan pada indikator kinerja ekonomi 
yaitu pertumbuhan ekonomi dan atau pendapatan per kapita. Akan tetapi jika pembangunan 
didefinisikan atau dimaknakan dalam konteks pada perubahan sosial, maka arah dan sasaran 
pembangunan yang akan dituju adalah pada perbaikan kualitas hidup, perubahan status sosial, 
dan kualitas pembangunan manusia. Dengan demikian, untuk mengukur  kinerja pembangunan 
(keberhasilan pembangunan) daerah lebih ditekankan pada indikator sosial. Jika makna 
pembangunan dikontekskan dalam pengertian kesetaraan gender maka kinerja pembangunan 
harus diukur dari aspek kesetaraan gender. Singkatnya bahwa pergeseran paradigma 
pembangunan akan berimplikasi terhadap pengukuran kinerja pembangunan. Dengan demikian 
pembangunan daerah dapat diartikan sebagai sebuah proses yang multidimensi sosial, ekonomi 
dan institusional, demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik.  Apabila definisi 
pembangunan ini disepakati oleh daerah maka keberhasilan pembangunan daerah dapat diukur 
dari aspek ekonomi, sosial, kelembagaan dan sebagainya.  Semua aspek-aspek tersebut tertuang 
dalam urusan pemerintahan daerah  baik yang bersifat wajib maupun pilihan. Pencapaian aspek-
aspek seperti ekonomi, sosial, kelembagaan, lingkungan akan terjabarkan dalam bentuk 
kebijakan, program dan kegiatan. 
 
7.2. Pengertian Kinerja Pembangunan Daerah 
Kinerja adalah gambaran  mengenai tingkat  pencapaian pelaksanaan suatu  
kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan  sasaran, tujuan, misi, dan  visi organisasi. 
Berdasarkan Permendagri No 13/2006, kinerja  adalah keluaran dari kegiatan dan atau hasil dari 
suatu program yang akan atau dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan 
kuantitas dan kualitas yang terukur. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk 
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan 
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Sementara kegiatan adalah bagian 
dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari 
pencapain sasaran terukur pada suatu program dan terdiri  sekumpulan tindakan pengerahan 
sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan 
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumberdaya tersebut sebagai 
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output)  dalam bentuk barang dan jasa. 
Selanjutnya, yang dimaksud dengan keluaran adalah  barang dan jasa yang dihasilkan 
oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan 
kebijakan. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran 
dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.  
Kinerja pembangunan daerah adalah tingkat capaian suatu daerah dalam melaksanaan 
urusan pemerintahan yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau 
dampak. Berapa banyak masukan (input) yang digunakan untuk capaian sebuah kebijakan, 
capaian sebuah program dan capaian sebuah kegiatan.  Bagaimana kinerja outcome dari sebuah 
program dan kinerja keluaran dari kegiatan.  Capaian sebuah kebijakan terukur pada impact, 
capaian sebuah program terukur pada outcome yang dicapai, dan capaian sebuah kegiatan 
terukur pada keluaran suatu kegiatan. Alur kinerja  harus dimulai dari penetapan indikator 
kinerja. Kemudian menentukan target kinerja dan terakhir adalah capaian kinerja. 
 
7.3. Indikator Kinerja 
Tolok ukur (indikator) kinerja merupakan salah satu komponen yang harus 
dikembangkan dalam sistem anggaran kinerja. Tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan 
yang dicapai pada setiap unit kerja. Tolok ukur kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap 
jenis pelayanan pada bidang bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi 
perangkat daerah ditetapkan dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-
masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan 
akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. 
Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan 
kegiatan yang direncanakan. Indikator kinerja dapat digunakan untuk mengontrol biaya-biaya, 
memperbandingkan proses, memelihara standar pelayanan atau kegiatan dan memperbandingkan 
antarsektor (publik dan swasta) untuk suatu pelayanan yang sama. Ukuran teknis kinerja sangat 
beragam dan disesuaikan dengan kegiatan/program yang direncanakan. Namun secara umum, 
indikator  kinerja dapat dilihat dari aspek-aspek berikut: 
a. Masukan (input) 
Masukan merupakan sumber daya yang digunakan untuk memberikan pelayanan pemerintah. 
Indikator masukan meliputi biaya personil, biaya operasional, biaya modal, dan lain-lain 
yang secara total dituangkan dalam belanja administrasi umum, belanja operasi dan 
pemeliharaan dan belanja modal. Ukuran masukan ini berguna dalam rangka memonitor 
jumlah sumberdaya yang digunakan untuk mengembangkan, memelihara dan 
mendistribusikan produk, kegiatan dan atau pelayanan. Contoh; nilai rupiah yang 
dibelanjakan untuk peralatan, jumlah jam kerja pegawai yang dibebankan, biaya-biaya 




b. Keluaran (output) 
Keluaran merupakan produk dari suatu kegiatan yang dihasilkan satuan kerja perangkat 
daerah yang bersangkutan. Indikator keluaran dapat menjadi landasan untuk menilai 
kemajuan suatu kegiatan apabila target kinerjanya (tolok ukur) dikaitkan dengan sasaran-
sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsi unit organisasi yang bersangkutan. Indikator keluaran 
digunakan untuk memonitor seberapa banyak yang dapat dihasilkan atau disediakan. 
Indikator keluaran diidentifikasikan dengan banyaknya satuan hasil, produk-produk, 
tindakan-tindakan, dan lain sebagainya. Contoh; jumlah izin yang dikeluarkan, jumlah 
panjang jalan yang diperbaiki, jumlah ibu rumah tangga terlatih, jumlah kasus yang dikelola, 
jumlah dokumen  yang diproses dan jumlah klien yang dilayani, jumlah murid yang 
mendapat beasiswa dan sebagainya. 
c. Efisiensi 
Indikator efisiensi  merupakan rata-rata pengeluaran atau biaya untuk setiap unit output yang 
dihasilkan. Indikator efisiensi ini nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam analisis 
standar belanja. Indikator ini berguna untuk memonitor hubungan antara jumlah yang 
diproduksi dengan sumber daya yang digunakan. Ukuran efisiensi  menunjukkan 
perbandingan input dan output dan sering dinyatakan dalam rasio atau perbandingan. 
Pengukuran efisiensi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu biaya yang dikeluarkan per satuan 
produk (input ke output) atau produk yang dihasilkan per satuan sumber daya (output ke 
input).  Contoh, biaya yang dikeluarkan per satuan produk: biaya per dokumen yang 
dikeluarkan, biaya per m3 aspal  yang digunakan, biaya per satuan izin yang dikeluarkan, 
biaya per satuan orang yang dilatih. Di sisi lain, indikator efisiensi yang mengukur output ke 
input dihitung sebagai produktivitas sumber daya tertentu dalam satuan waktu /unit. Contoh; 
banyaknya produk yang dihasilkan per minggu, jumlah karyawan yang terlatih per instruktur, 
kasus yang ditangani/diselesaikan per unit kerja, dan panggilan yang ditangani per jam. 
d. Kualitas 
Indikator kinerja dari aspek kualitas dipandang sebagai ukuran yang merepresentasikan 
tingkat kesesuaian output program dengan hasil yang diinginkan oleh masyarakat. Ukuran 
kualitas digunakan untuk menentukan apakah harapan konsumen sudah dipenuhi. Bentuk 
harapan tersebut dapat diklasifikasikan dengan: akurasi, memenuhi aturan yang ditentukan, 
ketepatan waktu, dan kenyamanan. Harapan itu sendiri merupakan hasil dari umpan balik 
lingkungan internal dan eksternal. Contoh ukuran kualitas: 
 persentase dari pelayanan minimum penyediaan air sesuai kualitasnya 
 tingkat kesalahan pembayar pajak dari jumlah restitusi pajak 
 persentase kemampuan proses mengeluarkan SIM dalam satu jam 
 persentase masyarakat yang secara relatif menyatakan pelayanan itu baik, sangat baik  
   dan terbaik 
 persentase tingkat kepuasan klien yang  telah berhasil direhabilitasi 
 
e. Hasil (outcome) 
Hasil yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan. Pengukuran indikator 
hasil seringkali rancu dengan pengukuran indikator keluaran. Sebagai contoh penghitungan 
‘jumlah bibit unggul‘ yang dihasilkan dari suatu kegiatan merupakan tolok ukur keluaran 
(output) namun penghitungan ‘besar produksi per Ha‘ merupakan tolok ukur hasil (outcome). 
Ukuran hasil digunakan untuk menentukan seberapa jauh tujuan dari setiap fungsi utama, 
yang dicapai dari output suatu kegiatan (produk atau jasa pelayanan), telah memenuhi 
keinginan masyarakat yang dituju. Permasalahannya seringkali tujuan tersebut tidak dalam 
kendali satu unit kerja, misalnya program kepolisian untuk mengurangi tingkat kecelakaan di 
jalan tol dengan aktivitas mengeluarkan peraturan penggunaan sabuk pengaman. 
Harapannya, penggunaan sabuk pengaman mengurangi tingkat kecelakaan di jalan tol, 
padahal tingkat kecelakaan masih dipengaruhi faktor lain, seperti kondisi jalan, mobil, 
tingkat pengemudi, mabuk, kecepatan dan sebagainya diluar jangkauan/kendali unit kerja 
tersebut. 
Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta 
digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap 
perencanaan (ex ente), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan 
berfungsi (ex post). Gambar 7.1 memperlihatkan keterkaitan pengukuran indikator kinerja mulai 
dari perencanaan, pelaksanaan sampai kepada evaluasi. Jika pada penyusunan rencana tidak 















Indikator kinerja berdasarkan Kepmendagri No 29 tahun 2002 terdiri atas empat yakni  
output, outcome, benefit dan dampak. Oleh karena pengukuran tentang benefit dan dampak sulit 
diukur dalam implementasinya, maka dalam peraturan menteri dalam negeri No 13/2006 hanya 
dua pengukuran indikator kinerja yaitu keluaran (output) dan hasil (outcome). Jenis informasi 
atau indikator kinerja yang paling umum digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja 
dalam suatu organisasi meliputi: 
a. Indikator input (input); adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk terlaksananya kegiatan-
kegiatan untuk mencapai keluaran 
b. Indikator keluaran (output); adalah sesuatu yang menunjukkan bentuk dan besaran produk 
secara langsung dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan; dapat berupa fisik dan atau 
nonfisik 
c. Indikator hasil (outcome); adalah sesuatu yang menunjukkan berfungsinya keluaran kegiatan 
pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggambarkan hasil nyata dari 
keluaran suatu kegiatan. 
 
Gambar 7.2 Keterkaitan Indikator Kinerja Input, Output,  






Pengukuran indikator kinerja oleh Satuan ukur kinerja unit kerja harus; (i) berupa angka 
numerik, (ii) dapat diperbandingkan dan (iii) cukup spesifik. Hal tersebut dimaksudkan agar 
kinerja unit kerja (SKPD) dapat diperbandingkan dengan indikator kinerja atau kinerja SKPD 
lain, dan sekaligus dapat digunakan untuk melihat indikasi masalah SKPD yang mungkin 
muncul terkait dengan pengeluaran daerah yang dilakukan.  
Satuan ukur harus dapat dimanfaatkan oleh pihak internal dan eksternal untuk 
mengontrol efisiensi dan efektifitas pengeluaran yang dilakukan. Penggunaan satuan  ukur unit 
bagi pihak internal adalah dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan serta 
efisiensi biaya. Sementara pihak eksternal menggunakannya sebagai kontrol dan sekaligus 
sebagai informasi untuk pertanggungjawaban kepada publik. Sistem akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator 
dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan 
terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan 
atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan misi organisasi. Pada sektor publik seperti 
entitas pemerintahan, sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya 
mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematika tersebut timbul 
karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama 
menyangkut output, outcomes, dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian 
besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. 
Berdasarkan PP No. 108/2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah, pada setiap 
akhir tahun anggaran, Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban yang terdiri dari Laporan Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, 
laporan Aliran Kas, dan Neraca Daerah, Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana diatur 
oleh PP No. 105/2000 yang dilengkapi dengan penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur rencana 
strategis (renstra). Penilaian kinerja tersebut dilakukan berdasarkan tolok ukur rencana strategis 
yang memuat indikator tentang dampak, manfaat, hasil, keluaran, dan masukan.  
Perkembangan model pengukuran indikator kinerja pemerintah di Indonesia dari periode 
tahun 1980-an yang awalnya dirintis oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri) sampai 
sekarang mengalami peningkatan yang cukup pesat. Model termutakhir yang diterapkan di 
Indonesia adalah model pengukuran kinerja instansi pemerintah yang dikembangkan oleh 
Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan pemerikasa Keuangan dan pembangunan 
(BPKP) yang selanjutnya dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 tahun 1999 
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). 
Model pengukuran kinerja yang dikembangkan oleh LAN dan BPKP tersebut, yang 
kemudian dikenal dengan nama LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) 
memberikan informasi tentang kesesuaian pelaksanaan program suatu organisasi dengan 
rencana yang telah ditetapkan. Inpres No. 7/1999 mewajibkan unit-unit eselon II ke atas (setiap 
instansi pemerintah sampai tingkat eselon II) untuk menyusun Perencanaan Strategis tentang 
program-program utama yang akan dicapai selama 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan dan 
LAKIP-nya. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan 
pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan 
dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Agar tingkat keberhasilan suatu 
instansi pemerintah dapat ditentukan, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat 
diukur. Pengukuran capaian aktivitas dapat dilakukan pada tataran masukan (input), proses, 
keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact) dari aktivitas atau 
program instansi pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat (Kepmendagri No.29 Tahun 2002). 
Pada permendagri No.13 Tahun 2006 dan PP No.6 tahun 2008 pengukuran kinerja  kegiatan 
hanya mengacu pada tiga indikator yaitu indikator input, output dan outcome. 
Pengukuran kinerja dalam konteks LAKIP mempunyai makna ganda, yaitu pengukuran 
kinerja itu sendiri dan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja mencakup evaluasi kinerja kegiatan, 
evaluasi kenerja program dan evaluasi kinerja kebijakan. Proses evaluasi kinerja melalui tahap-
tahap sebagai berikut : 
a. Menghitung nilai capaian pelaksanaan per kegiatan (Evaluasi Kinerja Kegiatan) 
b. Menghitung nilai capaian kinerja pelaksanaan program berdasar pembobotan setiap kegiatan 
yang ada pada suatu program  
c. Menghitung nilai capaian kinerja kebijakan 
d. Membuat kesimpulan hasil evaluasi 
e. Membuat analisis pencapaian akuntabilitas kinerja 
Langkah terakhir dalam proses pengukuran kinerja adalah membuat simpulan hasil 
evaluasi. Simpulan hasil evaluasi akan memberikan gambaran kepada para penerima informasi 
mengenai nilai kinerja instansi pemerintah. Kinerja instansi pemerintah dapat dinilai dengan 
pengukuran kualitatif ataupun kuantitatif yang dibuat sesuai dengan pertimbangan masing-
masing instansi pemerintah. Berikut ini ringkasan kerangka penyimpulan hasil evaluasi: 
 




































Sumber: Tim FE-UAD & BPK Perwakilan III Yogyakarta, 2002 
Mengacu  pada PP No 6 tahun 2008, pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan 
diukur mulai dari kegiatan, program  hingga sampai pada kebijakan. Ukuran indikator  kinerja 
hanya tiga yaitu input, output dan outcome.  
7.4. Pentingnya Pengukuran Kinerja Pembangunan 
Ada beberapa alasan pentingnya pengukuran kinerja antara lain: 
 Membantu memperbaiki kinerja pemerintah karena berfokus pada tujuan dan sasaran. 
 Mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan yang lebih baik.  
 Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. 
 Menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan suatu daerah 
Keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dapat diukur melalui 
pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan. Rumusan kebijakan, program dan kegiatan setiap 
tahun dapat ditemukan dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Dengan 
demikian untuk mengetahui apakah pembangunan dikatakan berhasil atau gagal maka yang 
menjadi sumber awal informasi adalah sejauhmana rencana kerja kebijakan, program dan 
kegiatan sesuai dengan realisasi  kebijakan, program dan kegiatan serta sasaran dan tugas yang 
telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah. Agar keberhasilan atau 
kegagalan suatu kegiatan pemerintah dapat dinilai secara objektif, maka terlebih dahulu harus 
dilakukan penetapan target kinerja. Itulah sebabnya dalam RKPD  perumusan program dan 
kegiatan sudah ditetapkan target kinerja. 
 
7.5.  Tahapan Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 
Ada beberapa tahapan dalam menyusun indikator kinerja: 
Pertama; Susun dan tetapkan rencana strategis: visi, misi, tujuan/sasaran dan cara 
mencapai tujuan/sasaran (kebijakan, program dan kegiatan). Rumusan visi, misi, tujuan/sasaran, 
kebijakan/program dan kegiatan sudah tertuang dalam Rencana strategis bagi SKPD. Untuk 
menjaga agar penetapan indikator dan target kinerja memberikan infomasi yang akuntabel maka 
konsistensi rumusan mulai dari kebijakan, program dan kegiatan harus tetap terpelihara. 
Rumusan kebijakan harus  mencerminkan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran 
yang telah ditetapkan. Rumusan program harus mencerminkan upaya untuk mencapai kebijakan, 
dan rumusan  satu atau lebih kegiatan harus mencerminkan kegiatan  untuk mencapai program. 
Apabila hal ini kurang diperhatikan oleh SKPD maka dalam penetapan indikator kinerja  
menjadi tidak akuntabel.  
 
Gambar 7.4 Keterkaitan  Kebijakan, Program, Kegiatan dan Anggaran 
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Informasi dimaksud juga harus dapat membandingkan kinerja yang direncanakan dengan 
pencapaiannya. Pengukuran kinerja dilaksanakan oleh masing-masing lembaga/unit kerja yang 
selanjutnya dikontrol mutunya serta diverifikasi oleh instansi pusat (central agencies) serta 
lembaga audit. Pendekatan dalam mengukur kinerja akan bervariasi antar lembaga/unit kerja, 
bergantung pada bentuk keluaran yang dihasilkan. Beberapa teknik dan sumber informasi yang 
relevan yang digunakan antara lain: 
 Pengembangan biaya per unit: dimana kuantitas dan biaya dari keluaran merupakan sesuatu 
yang menjadi pertimbangan; 
 Pembandingan (benchmarking) atas biaya dan standar pelayanan, baik itu antar lembaga, 
antara wilayah, maupun antar negara; 
 Penentuan peringkat atas kinerja masing-masing lembaga: 
 Survey atas pengguna (client survey): dimana qualitas dan ketepatan waktu dari pelayanan 
publik dinilai. 
 
Ketiga, Buatkan matriks untuk setiap indikator kebijakan, program dan kegiatan. Identifikasi 
indikator input, output, outcomes untuk setiap kebijakan, program dan kegiatan.  
Dalam menyusun indikator kinerja bukanlah pekerjaan yang sederhana, olehnya itu, terdapat 
beberapa hal yang  harus diperhatikan antara lain sebagai berikut (Modul KKD UNHAS 
2010): 
 Pengukuran kinerja tidak hanya ditekankan pada peningkatan akuntabilitas. Jika pengukuran 
kinerja hanya ditekankan kepada peningkatan akuntabilitas, hal ini dapat mempengaruhi 
manajer dengan hanya memberikan perhatian pada kinerja tertentu saja, dan bukan pada 
semua elemen kinerja penting yang dapat terukur dan relevan terhadap suatu kegiatan. 
Kemungkinan lain yang dapat terjadi adalah adanya suatu permainan (gameship) atas 
penentuan suatu target kinerja. Oleh sebab itu pihak manajer harus diyakinkan bahwa 
pengukuran kinerja merupakan suatu alat yang sangat berguna dalam membantu pihak 
manajer untuk meningkatkan kinerja lembaga secara keseluruhan. Sumbangan terbesar dari 
pengukuran kinerja diperoleh terutama dari peningkatan keinginan dan kebutuhan atas 
kinerja yang digunakan untuk selalu memperbaiki kinerja lembaga, lebih dari sekedar 
pengukuran secara formal dan pelaporan kinerja.  
 Pengukuran kinerja harus dilakukan secara efisien dan efektif dengan membandingkan biaya 
dan manfaat atas sistem yang dibangun. Informasi kinerja yang berlebihan akan sangat tidak 
berguna dan harus dihindarkan karena suatu sistem pengukuran kinerja akan menjadi sulit 
dikelola dengan baik dan akan meningkatkan biaya pelaksanaannya. Jadi harus 
dipertimbangkan cost benefit dari sistem pengukuran kinerja yang akan dikembangkan. Suatu 
sistem pengukuran kinerja diharapkan hanya mengukur kinerja yang stategis (key 
performance indicators), bukan menekankan tingkat komprehensif dan birokratis atas kinerja 
yang disusun. 
 Indikator kinerja dan target kinerja ditetapkan dan diajukan oleh lembaga/unit kerja, akan 
tetapi harus disepakati bersama-sama dengan instansi pusat (central agencies) dan parlemen 
dalam proses penganggaran. Hal ini akan mendukung pelaksanaan disiplin anggaran 
dikarenakan adanya komitmen bersama untuk mendukung pelaksanaan suatu program dan 
kegiatan dengan alokasi anggaran tertentu. Sedangkan lembaga audit, baik intern maupun 
ekstern, dilibatkan dalam verifikasi indikator dan target kinerja, walaupun untuk tahap 
selanjutnya dapat dibentuk suatu badan untuk memonitor kinerja instansi secara eksternal 
dan independen seperti yang telah dilaksanakan oleh negara-negara yang telah menerapkan 
pengukuran kinerja. 
 Target dapat ditentukan untuk masing-masing indikator kinerja, dan proses monitor dan 
pelaporan dilaksanakan secara berkesinambungan sepanjang waktu. Jika target tidak tercapai, 
masing-masing program dan kegiatan harus menjelaskan mengapa target tersebut tidak dapat 
dicapai dan mengajukan suatu tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja yang telah 
ditetapkan. 
 Penetapan target kinerja dimaksudkan untuk mengetahui  target (sasaran kuantitatif) dari 
pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan yang telah ditetapkan pemerinah daerah dan 
SKPD. Untuk  itu, perlu dibuat ukuran  kinerja yang berkaitan dengan rencana strategi  yang 
telah dirumuskan. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam penetapan target 
kinerja, antara lain: 
1. Memilih dasar penetapan sebagai justifikasi penganggaran yang diprioritaskan pada 
setiap fungsi/bidang pemerintahan 
2. Memperhatikan tingkat pelayanan minimum yang ditetapkan  oleh pemerintah daerah 
terhadap suatu kegiatan tertentu 
3. Kelanjutan setiap program, tingkat inflasi, dan tingkat efisiensi  menjadi bagian yang 
penting dalam menentukan target kinerja 
4. Ketersediaan sumber daya dalam kegiatan tersebu seperti dana, SDM, sarana, prasarana 
pengembangan teknologi dan lain sebagainya. 
5. Kendala yang mungkin dihadapi di masa mendatang 
Berdasarkan sistem anggaran berbasis kinerja, suatu program dan kegiatan pemerintah 
harus memiliki beberapa ukuran penilaian atas hasil kerja atau kinerja dari program tersebut. 
Sebuah program pemerintah daerah harus mencakup beberapa aspek meliputi ukuran input, 
output, efisiensi, kualitas dan outcome. Ukuran-ukuran tersebut, merupakan ukuran kinerja yang 
nantinya akan dimasukkan dalam rencana APBD dan akan dilampirkan dalam laporan 
pertanggungjawaban  APBD  kepada DPRD. 
Melalui indikator kinerja, target kinerja memungkinkan untuk ditetapkan. Dalam 
menentukan target kinerja perlu memperhatikan kriteria-kriteria pemilihan sebagai berikut: 
1. Spesifik, yang berarti khusus/unik atau menggambarkan objek/subjek tertentu dan tidak 
memiliki makna ganda atau diinterpretasikan lain 
2. Dapat diukur (measurable); secara objektif dapat diukur baik yang bersifat kuantitatif 
maupun kualitatif 
3. Relevan; indikator kinerja sebagai alat ukur harus terkait dengan apa yang diukur dan 
menggambarkan keadaan subjek yang diukur, bermanfaat bagi pengambilan keputusan 
4. Tidak bias, tidak memberikan kesan atau arti yang menyesatkan. 
5. Dapat dicapai (attainable); sesuai dengan usaha-usaha yang dilakukan dan realistis pada 
kondisi yang dihadapi. 
6. Kerangka waktu pencapaiannya (time frame) jelas 
7. Menggambarkan hasil atau kondisi perubahan yang diinginkan.  
Agar pengukuran kinerja dapat dilakukan, maka kinerja harus dapat dinyatakan dalam 
angka kuantifikasi  dan diperlukan indikator yang dapat menunjukkan sercara tepat tingkat 
prestasi kerja/kinerja. Dengan demikian SKPD harus menetapkan apa indikator kinerja sebuah 
kebijakan, indikator kinerja sebuah program dan indikator kinerja sebuah kegiatan.  
Pada level kebijakan yang perlu diukur adalah indikator kinerja input dan kinerja impact.  
Pada tataran program, yang perlu diukur adalah indikator kinerja input dan kinerja  outcomes. 
Indikator kinerja outcome yang dimaksud disini adalah capaian dari berfungsinya seluruh 
kegiatan dalam satu program (ingat bahwa program adalah terdiri dari satu atau lebih kegiatan). 
Sementara untuk level kegiatan, yang diukur adalah indikator input, indikator keluaran, indikator 
outcomes untuk setiap kegiatan. Mengacu pada format lama, indikator kegiatan tidak hanya 
sampai pada outcome tetapi diukur sampai indikator benefit dan impact. 
 
Berikut ini beberapa contoh pengukuran indikator kinerja input dan outcome untuk 
program dan kegiatan. 
Indikator Input: 
• Ukuran penggunaan sumber daya (orang, SDM, peralatan,material dst) yang dinilai 
dengan uang yang diperlukan untuk menghasilkan keluaran  
• Contoh indikator input: 
• Biaya pelatihan per guru 3 juta  
• Biaya rehabilitasi jalan per km 10 juta  
Indikator Output 
• Ukuran atas hasil langsung dari proses pelaksanaan  pekerjaan (kegiatan) 
• Contoh  
• Pembangunan sekolah dasar sebanyak 3  buah masing-masing di Kecamatan A dan B 
• Pembangunan jalanan sepanjang 10 km di Desa C  
• Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan  
• Jumlah orang yang diimunisasi/vaksinasi  
• Jumlah permohonan yang diselesaikan  
• Jumlah pelatihan / peserta pelatihan  
• Jumlah jam latihan dalam sebulan  
• Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan  
• Jumlah pupuk/obat/bibit yang dibeli  
• Jumlah komputer yang dibeli  
• Jumlah gedung/jembatan yang dibangun  
• Meter panjang jalanyang dibangun/rehab 
Indikator Outcomes 
• Jumlah/  persen hasil langsung dari kegiatan  
– Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan  
– Tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer)  
– Kemenangan tim dalam setiap pertandingan  
• Peningkatan langsung hal-hal  yang positif  
– Kenaikan prestasi kelulusan siswa  
– Peningkatan daya tahan bangunan  
– Penambahan daya tampung siswa  
• Penurunan langsung hal-hal yang negatif  
– Penurunan Tingkat Kemacetan  
– Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas  
 
Contoh penjabaran kebijakan, program dan kegiatan berbasis pengukuran kinerja dapat dilihat 
pada Tabel 7.1.  Salah satu kebijakan di bidang pertanian adalah pengembangan pertanian. 
Kebijakan ini dijabarkan ke dalam beberapa program, namun dalam contoh yang terdapat dalam 
Tabel  7.1 memperlihatkan hanya satu  program yaitu peningkatan ketahanan pangan. Program 
ini juga terjabarkan ke dalam beberapa kegiatan, salah satu kegiatan yang diillustrasikan adalah 
intensifikasi lahan pertanian. Kegiatan inilah yang diukur mulai dari input, output, outcome, 
benefit  hingga sampai pada impak. Pengukuran kinerja secara detail dengan targetnya yang 
mengindikasikan bahwa pengukuran kinerja harus dapat diukur. 
 
 
Tabel 7.1. Contoh Indikator Kinerja  Bidang Pertanian 
Indikator Kinerja Bidang Pertanian
 
Implementasi pengukuran kinerja selama ini yang dilakukan oleh instansi pemerintah 
hanya  berbasis pada kegiatan, sehingga yang dapat diukur kinerjanya hanya kegiatan mulai dari 
input, output, outcome, benefit  hingga impak. Keberhasilan program dan kebijakan hanya 
diketahui secara tidak langsung melalui keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Padahal 
sesungguhnya program dan kebijakan harus pula diketahui kinerjanya secara langsung, dalam 
arti bahwa pada saat merencanakan sebuah program pasti perumus akan merencanakan sesuatu 
yang akan dicapai dari program tersebut. Demikian halnya dengan kebijakan. Setelah 
merencanakan bahwa  sebuah program lahir sesuai dengan kinerja yang ingin dicapai, maka 
barulah  melangkah pada perumusan rencana kegiatan-kegiatan apa saja yang harus ada dalam 
program tersebut. Implikasinya adalah kegiatan-kegiatan yang tidak penting atau tidak prioritas 
tidak muncul lagi seperti dalam banyak kasus yang terjadi selama ini. Atas dasar itulah, maka 
program dan kebijakan harus pula diukur kinerjanya secara langsung yang mana selama ini tidak 
pernah diukur sampai sejauhmana keberhasilan sebuah kebijakan dan ataupun program. PP No.6 
tahun 2008 mempertegas bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus diukur melalui 
pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan. Itu berarti bahwa setiap kegiatan, setiap program 
dan kebijakan harus dapat dirukur kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Perlu  
digarisbawahi bahwa dalam satu instansi (SKPD) masing-masing mempunyai tugas dan fungsi 
pokok dan masing-masing harus dipertanggungjawabkan. Mengacu pada PP No.6 tahun 2008 
tentang Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang harus dievaluasi adalah: 
1. Kinerja kebijakan: Kebijakan melekat pada manajemen puncak di daerah atau dalam sebuah 
organisasi. Ini berarti yang dievaluasi adalah kepala daerah atau Gubernur sebagai 
manajemen puncak di daerah, kepala satuan kerja perangkat daerah (kepala SKPD) sebagai 
manajemen puncak dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu, sebelum dievaluasi kebijakan, 
terlebih dahulu merencanakan sasaran apa yang akan dicapai dalam lima tahun atau satu 
tahun tertentu. Sasaran strategis bagi kepala SKPD terdapat dalam dokumen Renstra-
SKPD/Renja-SKPD dan sasaran strategis bagi kepala daerah terdapat dalam RPJMD/RKPD.  
Perlu diingat kembali bahwa sasaran strategis tercapai melalui sekumpulan program dan 
kegiatan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, pada saat menyusun indikator capaian 
kinerja untuk kebijakan harus dilakukan secara hati-hati. Penetapan  target kinerjanya dapat 
dilakukan secara kuantitatif dan maupun kualitatif. Dengan demikian, pengukuran capaian 
kinerja kebijakan hanya difokuskan pada dua indikator kinerja yaitu indikator kinerja input 
dan indikator kinerja outcome. Indikator kinerja input yaitu jumlah seluruh anggaran dalam 
satu instansi.  
Tabel 7.2 Matriks Kinerja Kebijakan  





Sasaran Strategis 1   
 
Sasaran Strategis 2 
Dst 
  
Matriks ini memperlihatkan bawa setiap sasaran strategis terungkap kinerja impak. 
Olehnya itu, setiap SKPD harus mampu menetapkan target setiap sasaran strategis dan berapa  
besar bobot pencapaian yang akan direncanakan pada setiap tahun anggaran. Contoh matriks 
indikator kinerja kebijakan dapat dilihat pada Tabel 7.3. 
Tabel 7.3 Contoh Kinerja Kebijakan Sekertariat DPR Kota Makassar 
KEBIJAKAN/SASARAN STRATEGIS KINERJA INPUT KINERJA IMPACT 
Bertambahnya jumlah staf yang berkualitas 
dalam rangka menunjang keberhasilan tugas 







Pada tahun 2010, meningkatnya 
70  persen pelayanan dan 
fasilitatif bagi anggota DPRD 
Kota Makassar 
Terbentuknya sistem informasi yang handal Pada tahun 2010, 70 persen 
kegiatan DPRD terselesaikan 
dalam waktu yang lebih cepat. 
Terwujudnya pelayanan administrasi kepada 
seluruh anggota DPRD 
Pada tahun 2010, 80 persen 
anggota DPRD menjalankan 
tugas dan fungsinya sesuai 
dengan aspirasi  masyarakat 
Menjembatani koordinasi yang harmonis 
antara pihak eksekutif dan legislatif 
Pada tahun 2010, meningkatkan 
sinergitas antara pihak eksekutif 
dan legislative dalam 
mengkonsistenkan antara 
perencanaan dan penganggaran  
sebesar 70 persen 
 
2. Kinerja Program: Program adalah terdiri dari satu atau lebih kegiatan untuk mencapai tujuan 
dan sasaran yang telah ditetapkan. Program idealnya  melekat pada eselon III. Oleh karena 
itu, eselon III harus mempertanggungjawabkan  kinerja program. Pengukuran capaian kinerja 
program adalah menetapkan dan mengukur indikator kinerja input, indikator kinerja 
outcomes. Penetapan target kinerjanya harus dinyatakan dengan angka numerik. Matriks 
Kinerja Program. Pada dasarnya progam tidak mengeluarkan output, dan olehnya itu indikor 
kinerjanya adalah outcome. Akan tetapi perlu  dicatat bahwa yang dimaksud kinerja 
outcomes di sini adalah berbeda dengan kinerja outcome yang diukur dari kegiatan. Ukuran 
kinerja program  adalah berfungsinya seluruh kegiatan yang ada dalam satu program. 
Misalnya, dalam satu program terdiri atas 3 kegiatan. Pertanyaannya adalah kinerja apa yang 
ingin dicapai oleh program tersebut dan berapa banyak? Misalnya program peningkatan 
produktivitas tenaga pengajar sekolah dasar. Jika dicermati program ini akan melahirkan  
beberapa kegiatan. Kinerja outcomes dari program ini dapat dirumuskan misalnya, pada 
tahun 2011 ditargetkan produktivitas tenaga pengajar  sekolah dasar meningkat dari 5 persen 
pada tahun 2010 menjadi 10 persen (meningkat sebesar 5 persen).  Pencapaian kinerja 
sebesar 5 persen ini tentu saja diperoleh dari terlaksananya dan berfungsinya ketiga kegiatan 
dalam program tersebut. Dengan melalui alur pikir ini, maka setiap eselon III dengan muda 
diketahui kinerja yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran. Kinerja inputnya adalah 
jumlah seluruh anggaran untuk melaksanakan satu program.   
 
Tabel  7.4 Matriks Kinerja Program 
PROGRAM Indikator Kinerja Input Indikator Kinerja Outcomes 
 
Program 1   
Program 2   
Program 3   
Program 4   
 
















dari 20  persen tahun 
sebelumnya menjadi 40  




kinerja dan keuangan 




Pada tahun 2010, 
penyelesaian laporan 
keuangan selesai tidak 




Matriks  program ini hanya mengisi indikator kinerja outcome sementara indikator kinerja 
output terlihat pada saat pengukuran kinerja kegiatan apabila program tersebut telah 
terjabarkan kedalam kegiatan-kegiatan dan diisi pada matriks kinerja kegiatan. 
3. Kinerja Kegiatan: Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang 
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan 
diukur secara kuantitatif indikator kinerja input, indikator kinerja output, indikator kinerja 
outcome, indikator kinerja benefit dan indikator kinerja dampak. Jika mengacu pada 
Permendagri No.13 tahun 2006 dan No 59 tahun 2007,  indikator  benefit dan dampak tidak 
lagi menjadi penekanan dalam penyusunan anggaran yang berbasis kinerja.  
Ada satu hal yang perlu ditekankan di sini bahwa ada perbedaan persepsi tentang 
indikator kinerja output dan outcome.  Mengacu definisi kinerja dalam Permendagri No.13 tahun 
2006 mengatakan bahwa kinerja keluaran (output) dari kegiatan, hasil (outcome) dari  program. 
Jika definisi ini diterjemahkan maka kegiatan  melahirkan kinerja output dan program 
melahirkan kinerja outcome. Jika ini diikuti maka sesungguhnya benar bahwa kegiatan hanya 
mengukur kinerja output tidak sampai pada pengukuran outcome. Akan tetapi dalam anggaran 
berbasis kinerja sebagaimana diamanahkan  oleh Permendagri No.13 tahun 2006 dan maupun 
No. 59 tahun 2007 dan PP No.6 tahun 2008 bahwa indikator kinerja kegiatan adalah input, 
output dan outcome yang berarti bahwa setiap kegiatan  diukur juga indikator kinerja 
outcomenya. Pernyataan ini kontradiksi dengan penyataan sebelumnya yang berimplikasi 
terhadap perbedaan persepsi dalam penerapan penetapan kinerja. Beberapa pendapat mengikuti 
definisi kinerja yang mengatakan bahwa indikator outcome  lahir dari program dan indikator 
kinerja output lahir dari kegiatan. Beberapa pendapat lain mengikuti definisi lain yang 
mengatakan bahwa setiap kegiatan diukur  juga indikator outcome. Pendapat yang terakhir inilah 
yang kemudian diimplementasikan di daerah dalam menyusun anggaran berbasis kinerja.  
Jika dicermati kembali batasan operasional outcome, yaitu sesuatu yang mencerminkan 
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program (Permendagri No.13 Tahun 
2006). Kalimat tentang  ―berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program‖ 
inilah yang diduga mempunyai perbedaan persepsi. Ada dua  persepsi yang muncul dari  kalimat 
ini yaitu: i) berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program diartikan bahwa 
setiap keluaran (output) dari satu kegiatan mempunyai outcome. Jika dalam satu program ada 
lima kegiatan  maka setiap kegiatan harus diukur outcomes. Ini mengandung arti bahwa masing-
masing kegiatan melahirkan output dan disertai dengan ukuran berfungsinya setiap output 
tersebut. ii). Berfungsinya  keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program diartikan bahwa 
berfungsinya keluaran dari seluruh kegiatan-kegiatan yang ada dalam satu program. Jika dalam 
satu program terdiri atas 5 kegiatan dan masing-masing kegiatan melahirkan output dan jika 
semua  output (luaran) dalam satu program tersebut berfungsi dengan baik maka dapat diukur 
kinerja outcome. Jadi penekanannya adalah pada programnya bukan kegiatannya.  
 Untuk tetap mengakomodir indikator kinerja output dan outcome pada kegiatan seperti 
yang telah diimplementasikan di daerah, maka matriks indikator program dan matriks indikator 
kinerja kegiatan sangat penting untuk  dilakukan kedua-duanya. Kolom indikator kinerja 
Outcome dari Program adalah berfungsinya seluruh keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu 
program. Ukuran kinerjanya biasanya dinyatakan secara kualitatif ataupun dalam bentuk 
presentasi mengingat bahwa berfungsinya keluaran dari setiap kegiatan mempunyai satuan yang 
berbeda. Capaian kinerja  outcome dalam kolom ini harus sama dengan kinerja outcome pada 
Tabel 7.6. 

























Program 1:       
Kegiatan 1       
 




      
Program 2:       
Kegiatan 1    
 
   
Kegiatan 2 
Dst 
      
 Catatan: Dua kolom terakhir (benefit dan impak) boleh diisi boleh juga tidak. 
Tabel 7.7 memperlihatkan contoh penjabaran kebijakan ke program dan kegiatan yang 









































































































 Peningkatan 10  































































Tabel 7.8 Contoh  Kinerja kegiatan untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan 
Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan untuk 










administrasi  perkantoran 
570.000.000  Pelayanan administrasi 
perkantoran meningkat 
dari 20  persen tahun 
sebelumnya menjadi 40  
persen tahun 2010   
Penyediaan jasa tenaga 
pendukung administrasi 
perkantoran / tekhnis 
lainnya 
     
222,000,000  
terpenuhinya kebutuhan tenaga 
pendukung Administrasi 
Perkantoran sebanyak 37 orang 
 
Penyusunan renja 2011 
       
45,000,000  
tersusunnya Dokumen Renja 
SKPD sebanyak 60 Rangkap  
 
Penyusunan RKA – SKPD 
       
30,000,000  
tersusunnya Dokumen RKA-
SKPD sebanyak 50 Rangkap 
 
Penyusunan DPA - SKPD 
       
15,000,000  
tersusunnya Dokumen DPA-




               
258.000.000  
Tersedianya biaya untuk 
pengelolaan keuangan skpd 




pelaporan capaian kinerja 
dan keuangan 
37.500.000 
 Pada tahun 2010, 
penyelesaian laporan 
Keuangan selesai tidak 




keuangan semesteran dan 
dan laporan keuangan akhir 
tahun untuk perhitungan 
penyusutan asset 
                   
22,500,000  
tersusunnya Laporan Dokumen 




       
15,000,000  
Tersusunnya Dokumen Lakip 
SKPD Sebanyak 30 Rangkap 
 
 
Tabel 7.8 ini memperlihatkan bahwa program hanya menghasilkan kinerja input dan 
outcome, sementara kegiatan hanya melahirkan  kinerja input dan output. Ada dua program 
dalam Tabel 7.8 yaitu program pelayanan administrasi perkantoran (Program 1) dan program 
peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Program 2).  
Program satu, target kinerja outcome yang ingin dicapai Pelayanan administrasi perkantoran 
meningkat dari 20  persen tahun sebelumnya menjadi 40  persen tahun 2010. Kinerja ini 
diperkirakan dapat dicapai jika keluaran dari seluruh kegiatan yang ada dalam program 1 telah 
berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Itulah sebabnya pada perencanaan program hanya 
diukur outcomenya. Apabila masing-masing kegiatan dalam program 1 diukur outcomenya, 
maka secara keseluruhan hasil yang ingin dicapai dalam satu program itu adalah tetap sama. 
Dalam kaitan ini, terdapat lima kegiatan untuk mencapai kinerja program 1. Masing-masing 
kegiatan melahirkan output (keluaran). Jika semua output berfungsi maka kinerja outcome 
peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dari 20 persen menjadi 40 persen dapat dicapai. 
Misalnya, output dari kegiatan penyusunan dokumen Renja adalah tersedia dokumen renja 
sebanyak 60 rangkap, output kegiatan penyusunan DPA adalah tersedia dokumen DPA sebanyak 
20 rangkap, tersedia tenaga administrasi, tersedia pengelola keuangan dst. Apabila sudah tersedia 
dokumen renja, sudah tersedia dokumen DPA, sudah ada tenaga administrasi dst, yang menjadi 
pemikiran berikutnya adalah bagaimana fungsi kehadiran mereka secara agregasi, bukan lagi 
satu per satu?  Apabila semua telah  berfungsi maka outcome program tercapai. Olehnya itu, 
sesungguhnya  kinerja outcome untuk kegiatan tidak perlu dicantumkan karena pemikiran 

























STUDI EMPIRIS KONSISTENSI 
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN  
 
8.1. Permasalahan Pengelolaan Keuangan di Daerah  
 
Sejak diterapkannya UU SPPN, semua daerah telah memiliki dokumen-dokumen 
perencanaan dan penganggaran. Namun sampai saat ini berdasarkan pengamatan dilapangan 
nampaknya masih banyak permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah 
dalam mengelola keuangan. Ini berarti bahwa kehadiran dokumen perencanaan dan 
penganggaran tidak serta merta menyelesaikan persoalan. Berdasarkan hasil analisis kuisioner 
terhadap 45 responden (aparat pemerintah daerah) ditemukan sejumlah permasalahan didaerah 
yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah khususnya pada aspek pengelolaan 
keuangan daerah (Gambar 8.1). Permasalahan yang paling utama adalah inkonsistensi antara 
perencanaan dan penganggaran. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya responden memperkuat 
permasalahan ini yaitu 69 persen. Urutan kedua terbesar adalah potensi penerimaan daerah 
belum sepenuhnya optimal yakni sekitar 33 persen didukung oleh responden.  
 
Gambar 8.1 
Tanggapan Responden Permasalahan Pengelolaan Keuangan Daerah  
 
 






















Permasalahan lainnya yang tak kalah pentingnya adalah pengalokasian anggaran yang 
tidak sesuai dengan prioritas. Selain itu, juga permasalahan tentang kualitas pengelolaan 
keuangan daerah yang masih lemah.  
 
8.2. Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Studi Kasus Kabupaten Bantaeng, Sinjai 
dan Makassar 
 
8.2.1.Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten Bantaeng 
 
A. Tingkat Konsistensi Penjabaran Kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Bantaeng 
 
Kebijakan pemerintah daerah sebagaimana tertuang ke dalam rencana pembangunan 
jangka menengah (RPJMD) merupakan kebijakan yang menjadi pedoman bagi satuan aparat 
perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun rencana strategis sesuai dengan tugas dan fungsi 
pokoknya. Oleh karena itu, penjabaran kebijakan menjadi program-program pemerintah daerah 
harus dirumuskan dengan memperhatikan tingkat konsistensi penjabarannya jika perlu sampai 
pada rumusan kegiatan-kegiatan indikatif. Pentingnya konsistensi penjabaran mulai dari rumusan 
kebijakan hingga pada rumusan kegiatan indikatif akan memberi kemudahan dan kejelasan 
kepada  setiap SKPD sebagai pelaksana teknis dari kebijakan tersebut. Setiap SKPD harus 
mampu menarik benang merah dari setiap kebijakan yang tertuang ke dalam RPJMD.  
 Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah secara efektif dan efisien harus ditunjang 
oleh sejauhmana daerah menjaga konsistensi dengan baik setiap penjabaran kebijakan ke dalam 
berbagai program yang relevan. Selama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal 
terutama setelah keluarnya UU.No 25 Tahun 2004 tentang SPPN yang diikuti dengan peraturan 
pemerintah seperti PP 08 tahun 2008 tentang tahapan penyusunan dan evaluasi perencanaan 
pembangunan daerah, setiap daerah diwajibkan menyusun dokumen-dokumen perencanaan 
secara konsisten baik dari sisi struktur sebagaimana yang diatur dalam UU tersebut maupun 
substansi penjabarannya. Implikasi dari UU dan peraturan pemerintah dari pemerintah pusat, 
dalam aplikasinya semua daerah  telah memiliki dokumen perencanaan RPJMD. Hanya saja 
perlu dikaji lebih jauh apakah  setiap penjabaran kebijakannya memperhatikan konsistensi yang 
cukup memadai.  Dengan kata lain, apakah makna atau isi pesan yang disampaikan oleh setiap 
rumusan kebijakan  mempunyai unsur kesamaan dengan makna/isi pesan dari rumusan program.   
Faktor utama yang mendasari munculnya kebijakan beserta penjabaran programnya ke 
dalam dokumen RPJMD adalah Visi. Visi pembangunan Bantaeng  untuk periode 2008-2013 
adalah: Wilayah terkemuka dengan 101 Desa Mandiri. Kata kunci  yang terkandung dalam Visi 
Bantaeng adalah Wilayah Terkemuka dan Desa Mandiri. Wilayah terkemuka mengandung arti 
adanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang menjamin pemerataan kesejahteraan, 
peningkatan kualitas manusia dan kualitas hidup yang relatif tinggi, serta didukung oleh 
keberadaan desa-desa mandiri, yaitu desa yang telah terwujud sebagai komunitas yang padu dan 
mandiri, dengan teknostruktur masyarakat telah berkembang sedemikian rupa sehingga terkait 
secara fungsional dengan potensi dan atau sumberdaya yang tersedia pada setiap desa serta 
dijiwai oleh nilai-nilai yang dianut sebagian besar masyarakat. Dengan kata lain, Desa Mandiri 
adalah desa yang mampu menghasilkan komoditas spesifik yang memiliki pangsa pasar pada 
tataran lokal, domestik maupun global.   
Visi ini sekaligus menunjukkan strategi dasar pembangunan yang dianut, yaitu 
mengedepankan upaya-upaya pembangunan untuk mendorong tumbuh kembangnya desa-desa di 
Bantaeng menjadi Desa Mandiri, sebagai perwujudan dari upaya untuk pemenuhan hak dasar 
masyarakat yang merupakan strategi dasar pembangunan Sulawesi Selatan.   
Asumsi yang mendasari strategi ini adalah bahwa dengan berkembangnya setiap desa 
dalam mengelola potensi dengan caranya masing-masing, maka secara otomatis sasaran-sasaran 
pembangunan klasik (seperti pertumbuhan dan tingkat pendapatan, dan lainnya) akan terpenuhi--
sesuai dengan konsepsi Kemandirian Lokal yang menjadi acuan akademik dari pendekatan 
pembangunan jangka panjang Sulawesi Selatan. Dengan demikian, pembangunan Kabupaten 
Bantaeng dilakukan secara konsisten dengan amanah pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.   
Misi Kabupaten Bantaeng ada tiga yaitu: (i) Memfasilitasi pengembangan kapasitas 
setiap penduduk Bantaeng agar mampu meningkatkan produktivitasnya secara 
berkesinambungan serta mampu menyalurkan pendapat dan aspirasinya pada semua bidang 
kehidupan secara bebas dan mandiri; (ii) Mendorong  serta memfasilitasi tumbuh kembangnya 
kelembagaan masyarakat pada semua bidang kehidupan (agar mampu mengembangkan choice 
voicenya ) dengan memberikan perhatian utama kepada pembangunan perekonomian daerah 
yang memicu pertumbuhan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja; (iii) Mengembangkan 
daerah melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya kabupaten sedemikian rupa, sehingga 
secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran 
pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, serta berdampak positif terhadap pengembangan 
kawasan sekitar. 
Tabel 8.1 memperlihatkan tingkat konsistensi penjabaran kebijakan dalam dokumen 
RPJMD Kabupaten Bantaeng. 
 
Tabel 8.1 
Tingkat Konsistensi Kebijakan dan Program Dokumen RPJMD Kabupaten Bantaeng 





1. Meningkatkan wawasan 
dan kapasitas manusia  
1. Program peningkatan kualitas pelayanan pendidikan 
2. Promosi pendidikan 
3. Pemberantasan buta aksara 
4. Pengembangan Budaya Baca 
5. Pelatihan Keterampilan* 
6. Peningkatan watak, wawasan dan identitas  
7. Olah raga dan kesenian 
8. Peningkatan Kualitas Pelayananan Kesehatan   
9. Perbaikan Gizi Masyarakat 
10. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular  
11. Promosi Kesehatan  
12. Peningkatan Layanan Perumahan, Lingkungan Permukiman, 
Sanitasi  dan Air Bersih   





















1. Pengembangan Sistem Perencanaan Desa dan Kelurahan  
2. Pengembangan Balai Rujukan dan Pelayanan Pembangunan 
(Baruga Sayang)   








4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa  
5. Peningkatan Produksi dan Kualitas Komoditas Unggulan Desa  





3. Mewujudkan Bantaeng 
sebagai entitas yang 
padu 
1. Pemantapan Identitas ke-Bantaeng-an 
2. Perencanaan dan Pengendalian Penataan Ruang   
3. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah  










Kawasan Sekitar  
1. Mendorong Pertumbuhan Sektor Unggulan   
2. Pengembangan Kawasan Produksi Terpadu  
3. New Bantaeng   
4. Pelayanan Regional   
5. Penciptaan Iklim Kondusif untuk Investasi  











Pemerintah   
1. Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah  
2. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan    
3. Peningkatan Kemampuan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah   
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  









JUMLAH KEBIJAKAN = 
5 
JUMLAH PROGRAM = 34  
Sumber: RPJMD Kabupaten Bantaeng, 2008-2013 
Dengan memperhatikan substansi/isi dokumen RPJMD Bantaeng ditemukan bahwa 
kebijakan dan program  merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan selama periode 
2008-2013. Ketiga misi tersebut akan dapat dicapai melalui lima agenda pembangunan yaitu: (1) 
Peningkatan Wawasan Dan Kapasitas Manusia; (2)  Membangun Desa dan Kelurahan Mandiri; 
(3) Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kawasan Sektor; (4) Mewujudkan 
Bantaeng sebagai entitas yang padu; (5) Mewujudkan kelembagaan pemerintah yang amanah. 
Kemudian masing-masing agenda mempunyai indikator sasaran dan upaya pencapaiannya 
melalui tindakan kebijakan dan  sejumlah program indikatif. 
  Jika disimak masing-masing kebijakan dan penjabarannya ke berbagai program indikatif 
dapat dikatakan bahwa tingkat konsistensinya cukup tinggi. Kebijakan satu ―meningkatkan 
wawasan dan kapasitas manusia‖ dimaknakan sebagai kebijakan yang berkaitan dengan 
pendidikan dan kesehatan sehingga program-program indikatif yang dikembangkan mengarah 
kepada program perbaikan pendidikan (baik kualitas maupun kuantitas) dan program perbaikan 
kesehatan (kualitas dan kuantitas). Kebijakan satu dijabarkan kedalam 13 program indikatif. Ke-
13 program inilah merupakan payung kebijakan dan menjadi acuan bagi  SKPD  terkait. Akan 
tetapi diantara ke-13 program yang disebutkan, terdapat satu uraian program yang sesungguhnya 
bukan merupakan bahasa program yaitu pelatihan keterampilan. Nomenklatur ini cocoknya 
menjadi sebuah uraian kegiatan.  Kebijakan kedua terjabarkan  ke dalam 6 program indikatif dan 
secara umum semua menunjukkan makna isi yang sesuai dengan kebijakannya. Demikian halnya 
dengan kebijakan tiga terjabarkan kedalam empat program indikatif dan nampaknya makna yang 
terkandung kedalam kebijakan tersebut dikategorikan konsisten (sesuai). Untuk kebijakan ke 
empat dan lima masing-masing dijabarkan kedalam enam program dan lima program secara 
berturut-turut. Seluruh program yang ada mempunyai makna yang sesuai dengan kebijakan 
masing-masing.   
Jika dikaji lebih jauh lagi kedalam dokumen penjabaran RPJMD, terdapat 137 program 
untuk mencapai kelima misi atau kelima kebijakan tersebut. Ada beberapa catatan penting dalam 
kaitan ini antara lain: (i)  ke 137 program tersebut nampaknya pemerintah daerah Kabupaten 
Bantaeng memasukkan program-program yang ada kaitannya dengan tugas dan fungsi pokok 
masing-masing SKPD yang ada di daerah tersebut. Padahal sebenarnya, tidak perlu memasukkan 
sekian banyak program karena RPJMD itu adalah payung. Yang memegang peran penting disini 
adalah SKPD yang akan menjabarkan lebih jauh dalam bentuk berbagai program-program sesuai 
dengan tugas dan fungsi pokoknya. (ii) perlu dicatat bahwa konsekuensi dari banyaknya program 
adalah anggaran. Artinya semakin banyak program semakin banyak pula kebutuhan dana. 
Kenyataan ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah tidak berpikir strategis dalam 
merumuskan program-program yang strategis sehingga banyak program tidak mendapat alokasi 
anggaran per tahun. Jika dipertanyakan lebih  jauh lagi adalah berapa banyak program per tahun? 
Atau ketika pemerintah daerah merumuskan program prioritas per tahun, berapa banyak 
program-program yang tertuang ke dalam RPJMD terjabarkan atau terakomodasi kedalam 
RKPD? 
 Secara umum disimpulkan bahwa   tingkat konsistensi penjabaran kebijakan  ke dalam 
bentuk program indikatif untuk pemerintah daerah Bantaeng terkategori cukup tinggi. Hal ini 
mengindikasikan bahwa aparat pemerintah daerah yang dalam hal ini penyusun perencanaan 
mempunyai pengetahuan yang cukup memadai dalam merumuskan kebijakan dan program 
secara konsisten. Hal ini dibuktikan oleh pernyataan dari beberapa aparat pemerintah daerah 
Kabupaten Bantaeng yang menyatakan bahwa tidak terdapat  hambatan dan kendala dalam 
merumuskan kebijakan yang secara konsisten dengan program.  
 
B. Tingkat Konsistensi Penjabaran Kebijakan dalam Dokumen RENSTRA SKPD 
Kabupaten Bantaeng      
 
Konsistensi penjabaran kebijakan kedalam program-program pembangunan tidak hanya 
penting dianalisis dalam dokumen RPJMD, akan tetapi juga dalam dokumen Renstra-SKPD. Hal 
ini cukup beralasan mengingat bahwa kedua dokumen ini merupakan kunci keberhasilan 
penyelenggaraan otonomi daerah ke depan. Apabila terdapat inkonsistensi dalam penjabaran 
kebijakan kedalam program-program pembangunan, selanjutnya juga akan mempengaruhi 
penyusunan dokumen perencanaan lainnya seperti RKPD dan Renja, bahkan sampai kepada 
penganggaran. Kejelasan kebijakan yang disertai dengan program-program yang menyertainya 
tidak boleh diabaikan begitu saja. Karena setiap rumusan kebijakan harus secara tegas 
dinyatakan apa kinerja dari kebijakan tersebut. Untuk mengetahui kinerja sebuah kebijakan maka 
perlu diketahui kinerja program yang mendukung kebijakan tersebut. Kinerja kebijakan menjadi 
semakin baik apabila program yang mendukungnya juga semakin baik. Dengan demikian 
keberhasilan sebuah kebijakan amatlah ditentukan oleh program-program.  Itulah sebabnya, 
setiap kebijakan harus jelas apa program-program yang dapat mengisi setiap kebijakan. 
Kelemahan yang ditemukan di daerah adalah tidak terciptanya sebuah runtutan yang sistimatis 
antara kebijakan dan program. Akibatnya sulit dilakukan evaluasi sejauhmana pencapaian 
kinerja kebijakan sebagaimana diamanatkan oleh PP 06 tahun 2008 tentang evaluasi 
penyelenggaraan pemerintah daerah.  
SKPD adalah unit pelaksana teknis yang harus mampu memperlihatkan kemampuannya 
dalam  menyusun perencanaan kebijakan secara konsisten sesuai dengan  payung kebijakan yang 
terdapat dalam RPJMD.  Di Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu lokasi penelitian  untuk 
mencermati tingkat konsistensi penjabaran kebijakan lima tahunan ke dalam bentuk program-
program indikatif.  
Ada 4 SKPD yang dipilih sebagai sampel untuk melihat apakah Renstra SKPD tersebut 
memperlihatkan penyusunan kebijakan konsisten dengan programnya. SKPD yang dimaksud 
adalah BAPPEDA, Pertanian, Pendidikan dan Kesehatan. Perlu dicatat bahwa SKPD  tersebut 
tidak menjabarkan secara terstruktur setiap rumusan kebijakan ke dalam program-program. 
Untuk mengidentifikasi tingkat konsistensinya maka dilakukan kesesuaian makna/isi antara 
kebijakan dan program-program yang terdapat dalam dokumen renstra masing-masing SKPD. 
Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng adalah Menjadi Kabupaten Sehat melalui 
Terwujudnya 101 Desa Mandiri pada tahun 2013. Berdasarkan visi tersebut Dinas Kesehatan 
menurunkan tiga misi yaitu : (i) memasyarakatkan paradigma sehat; (ii) Profesionalisme petugas 
kesehatan; (iii) pemerataan dan perluasan jangkauan pelayan kesehatan; dan (iv) pemberdayaan 
masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Dengan mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan 
ditemukan 5 (lima) kebijakan sebagai penjabaran visi dan misinya. Kelima kebijakan tersebut 
telah dijabarkan kedalam 17  
Tabel 8.2 memperlihatkan tingkat konsistensi  muatan/isi yang terdapat dalam dokumen 
Renstra Pendidikan, dan Kesehatan. 
Tabel 8.2 
 Konsistensi Penjabaran Kebijakan dalam Dokumen RENSTRA SKPD  
Kabupaten Bantaeng 
SKPD Pendidikan SKPD Kesehatan 
Kebijakan Program Kebijakan Program 
A B C D E a b c D e F g h I j k L m N O P Q 
Mensukeskan  
program wajib belajar 
12 tahun 
1 1 0 0 0 Peningkatan akses 
dan  mutu 
pelayanan 
kesehatan  




sarana dan prasarana 
bidang pendidikan 




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Penurunan angka buta 
aksara 





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Peningkatan 
pelayanan anak usia 
dini 

















0 0 1 0 0    Keterangan: semua kebijakan terjabarkan secara 
konsisten kedalam program-programnya.  
pendidikan 
Pembinaan kompetisi 
olah raga sebagai 
wahana pembinaan 
prestasi 
0 0 0 0 0    
Sumber: data sekunder Renstra Dinas Pendidikan dan Kesehatan, diolah 
 Keterangan: A; Program Pendidikan Anak Usia Dini; B: Program wajib Belajar Pendidikan 9 tahun; C: Program Pendidikan menengah 
D: Program Pendidikan Non Formal; E: Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 
       Keterangan untuk Dinas Kesehatan: a. Program pelayanan administrasi perkantoran; b. Program 
peningkatan sarana dan prasarana aparatur; c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 
keuangan; d. Program obat dan perbekalan kesehatan; e.Program upaya kesehatan masyarakat, f.Program pengawasan obat  
dan makanan; g. Program  pengembangan obat asli Indonesia; h. Program standarisasi pelayanan kesehatan; i. Program 
pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana  puskesmas, pustu dan jaringannya; j. Program kemitraan 
peningkatan pelayanan kesehatan; k. Program peningkatan pelayanan  kesehatan anak balita, l. Program peningkatan 
pelayanan kesehatan lanjut usia; m.Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak; n. Program peningkatan gizi 
masyarakat; o.Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; p. Program pengembangan lingkungan sehat; q. 
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 
 
program yang masing-masing program mempunyai kesesuaian dengan kelima kebijakan 
tersebut. Hanya saja ada tiga kebijakan hanya didukung oleh satu program. Apabila kondisi ini 
dianalisis lebih cermat dapat dikatakan bahwa sesungguhnya kebijakan ini tidak tergolong 
sebagai kebijakan utama dalam pencapaian visi Dinas Kesehatan. Kebijakan yang dianggap 
mempunyai kontribusi besar dalam pencapaian visi adalah kebijakan peningkatan akses dan 
mutu pelayanan kesehatan yang ditandai oleh banyaknya program yang harus dijalankan. 
Banyaknya program pembangunan tersebut mungkin sebagai pertanda bahwa permasalahan 
aksessibilitas dan mutu pelayanan kesehatan adalah permasalahan yang sangat mendasar di 
Kabupaten Bantaeng.  
Untuk Dinas Pendidikan, sebanyak 7 (tujuh) kebijakan yang ditetapkan untuk 
mewujudkan visi Dinas Pendidikan. Visi Dinas Pendidikan Bantaeng adalah     ―Terwujudnya 
pendidikan bermutu untuk semua menuju terciptanya tatanan wilayah terkemuka‖. Jika dicermati 
penjabaran masing-masing kebijakan ke dalam bentuk program  nampaknya ada kebijakan tidak 
terjabarkan ke dalam lima program prioritas. Jumlah kebijakan lebih besar daripada jumlah 
program.   Hal ini  mengindikasikan bahwa aparat pemerintah daerah kecenderungan 
merumuskan kebijakan tidak memperhatikan pentingnya penjabarannya masing-masing. Yang 
banyak ditemukan adalah kebijakan dikemukakan sedemikian rupa kemudian dirumuskan 
sejumlah program tanpa mempertimbangkan bahwa program apa yang seyogyanya dilakukan 
untuk menyelesaikan setiap kebijakan yang dimaksud. Bahkan terdapat kebijakan sama sekali 
tidak terjabarkan ke dalam program-program yang disusun. 
Ada beberapa hal yang perlu dicatat terkait dengan konsistensi perumusan kebijakan dan 
program adalah: (i) kecenderungan aparat pemerintah daerah sulit untuk membedakan antara 
rumusan kebijakan dan rumusan program. Temuannya adalah banyak bahasa kebijakan 
sesungguhnya adalah bahasa program. Akibatnya jika kebijakan tersebut akan dijabarkan ke 
dalam program adalah sulit; (ii) kecenderungan aparat pemerintah daerah  ketika merumuskan 
kebijakan tidak berdasar pada sasaran yang akan dicapai; (iii) tim penyusun perencanaan tidak 
mempertimbangkan konsistensi penjabaran antara rumusan kebijakan  dan rumusan program-
program yang mengikutinya.  Pada umumnya ditemukan bahwa perencana  merumuskan 




Konsistensi Kebijakan dan Program dalam Renstra Bappeda  
Kabupaten Bantaeng 
Kebijakan Program Konsisten (1); 
tidak konsisten (0) 
Pengembangan Kawasan, Tata 
Ruang dan Lingkungan 
Program Perencanaan Tata Ruang 1 
Program Pemanfaatan Ruang 1 
Pembangunan Pemerintahan 
dan Pelayanan Publik 
1) Program Pengembangan data/informasi 
perencanaan 
1 
2) Program Perencanaan Pengembangan 
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. 
1 
3) Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 
4) Program Perencanaan Pembangunan 
Ekonomi 
1 
5) Program Perencanaan Sosial dan Budaya. 1 
6) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan 
Sumber Daya Alam 
1 
7) Program Perencanaan Pembangunan daerah 
Rawan Bencana 
1 
Sumber: Renstra BAPPEDA Kabupaten Bantaeng, data diolah 
(iv) kecenderungan juga bahwa perencana menyusun program  yang sudah tersedia  dalam 
Permendagri 13 tahun 2006.  Dengan demikian konsistensi antara kebijakan dan program yang 
dirumuskan ke dalam dokumen Renstra  patut dipertanyakan.  
Penjabaran kebijakan ke dalam beberapa program mempunyai tingkat konsistensi yang 
sangat tinggi dapat dilihat pada Bappeda Kabupaten Bantaeng (Tabel 8.3). Bappeda menetapkan 
dua kebijakan pokok sebagai bentuk dan upaya untuk mencapai visi Bappeda Bantaeng dan 
sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten 
Bantaeng dan yaitu kebijakan pemanfaatan tata ruang, kawasan dan lingkungan dan kebijakan 
pembangunan pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan mencermati bagaimana penjabaran 
dari setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Bappeda, ternyata semua kebijakan terjabarkan 
kedalam  program-program secara konsisten. Konsisten yang dimaksud di sini adalah kesesuaian 
makna/arti antara program dan kebijakan. Misalnya, untuk kebijakan pertama tentang 
pengembangan kawasan, tata ruang dan lingkungan, terjabarkan kedalam dua program utama 
yaitu: (i) program perencanaan tata ruang dan; (ii) program pemanfaatan ruang. Kedua program 
tersebut akan terjabarkan lebih rinci kedalam berbagai kegiata-kegiatan yang relevan dengan 
programnya. Sementara untuk kebijakan kedua yaitu ―pembangunan pemerintahan dan 
pelayanan publik‖, terjabarkan kedalam 7 (tujuh) program yang dianggap dapat mengisi 
kebijakan tersebut. Ketujuh program tersebut dikategorikan mempunyai tingkat konsistensi yang 
sangat tinggi atau terhitung 100 persen. Artinya bahwa setiap program bermaksud untuk 
mencapai kebijakan ―pembangunan pemerintahan dan pelayanan  publik‖. 
 
C. Konsistensi Kebijakan dan Program antar RPJMD dan RENSTRA SKPD 
Kabupaten Bantaeng 
 
Konsistensi penjabaran kebijakan RPJMD baik terhadap program-program prioritasnya 
maupun penjabaran kebijakan kepada SKPD, sebenarnya sudah tercipta sejak proses awal 
penyusunan rancangan RPJMD dan penyusunan rancangan Renstra-SKPD.  Sebagaimana dalam 
UU SPPN, Surat Edaran SE.No.050/2005/JS dan PP No.8 Tahun 2008 dan PP terkini yang 
mengatur tentang tatacara penyusunan dokumen perencanaan adalah Permendagri No 54 Tahun 
2010 tentang pelaksanaan PP 08/2008, dijelaskan bahwa rancangan awal penyusunan RPJMD 
adalah menjadi bahan bagi SKPD dalam menyusun rancangan Renstra SKPD. Selanjutnya, 
dilakukan verifikasi antara rancangan awal RPJMD dan rancangan Renstra SKPD. Jika terdapat 
kesesuaian, maka penyusunan rancangan RPJMD dibawah ke forum Musrenbang RPJMD 
kemudian disempurnakan menjadi rancangan akhir RPJMD. Setelah ditetapkan peraturan daerah 
(Perda) tentang RPJMD selanjutnya menjadi pedoman dalam penyempurnaan   rancangan 
Renstra SKPD. Proses ini  memperlihatkan bahwa konsistensi antara renstra SKPD dan RPJMD 
sudah nampak.  
Apakah konsistensi ini terjadi sebagaimana diamanahkan oleh UU SPPN di daerah? 
Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Bantaeng, terdapat lima program prioritas yang patut 
dicermati oleh SKPD dalam merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya (Tabel 4). Kelima program prioritas tersebut merupakan penjabaran Visi dan misi 
kepala daerah pada periode perencanaan dan telah terdokumentasikan melalui hasil Musrenbang 
dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Tentu saja harus dipahami bahwa masing-masing 
SKPD merespon kebijakan secara berbeda yang terdapat dalam dokumen RPJMD.  
Tabel 8.4 
Konsistensi antara Kebijakan dalam RPJMD dan  
RENSTRA Bappeda Kabupaten Bantaeng 
Kebijakan RPJMD  
Bantaeng 
Kebijakan Renstra-SKPD Bappeda Bantaeng 
Pengembangan 






atau tidak  
1. Meningkatkan wawasan dan 
kapasitas manusia  
0 0 0 
2. Mewujudkan Pembangunan Desa 
dan Kelurahan Mandiri 
1 1 1 
3. Mewujudkan Bantaeng sebagai 
entitas yang padu 
1 0 1 
4. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 
Kabupaten dan Kawasan Sekitar  
1 0 1 
5. Penguatan Kelembagaan 
Pemerintah   
0 1 1 
Sumber: Renstra Bappeda Bantaeng 
Berdasarkan Tabel 8.4 dapat dikatakan bahwa Bappeda Kabupaten Bantaeng mempunyai 
dua kebijakan yang konsisten dengan empat kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Bantaeng. Hal 
ini berarti bahwa Bappeda mengembangkan program dan kegiatan sebagai penjabaran dari 
kebijakan yang telah mempunyai cantolan/payung kebijakan yang termuat dalam RPJMD. 
Dengan demikian Bappeda dapat memberi kontribusi yang cukup besar terhadap keberhasilan 




Tabel  8.5 
Tingkat Konsistensi antara Kebijakan dalam RPJMD dan RENSTRA SKPD  
Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng 
Kebijakan RPJMD  
Bantaeng 




PAM PKS PPK PKM PAK  
Meningkatkan wawasan dan kapasitas 
manusia  
1 1 1 1 1 1 
Mewujudkan Pembangunan Desa dan 
Kelurahan Mandiri 
0 0 0 0 0 0 
Mewujudkan Bantaeng sebagai entitas 
yang padu 
0 0 0 0 0 0 
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 
Kabupaten dan Kawasan Sekitar  
0 0 0 0 0 0 
Penguatan Kelembagaan Pemerintah   0 0 0 0 0 0 
Keterangan:PAM adalah peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan; PKS= peningkatan kualitas sasaran 
kesehatan; PPK=peningkatan promosi kesehatan dan pembinaan; PKM=peningkatan kualitas manajemen program 
kesehatan; PAK=penurunan angka kesakitan, kematian dan kecacatan 
Alasannya karena ada empat kebijakan pemerintah daerah (Bupati) yang ingin 
dikontribusi oleh Bappeda. Hanya ada satu kebijakan pemerintah daerah yang tidak mendapat 
respon dari Bappeda yaitu kebijakan yang terkait dengan peningkatan wawasan dan kapasitas 
SDM, meskipun jika dikaji pada program Bappeda tentu saja terdapat program-program yang 
terkait dengan pengembangan SDM, hanya saja bobotnya tidak terlalu besar. 
Tabel 8.5 memperlihatkan bahwa Dinas Kesehatan Bantaeng memiliki lima kebijakan 
pembangunan kesehatan yang akan ditempuh dalam 5 (lima) tahun (2008-2013). Kelima 
kebijakan tersebut berpayung kepada kebijakan satu dalam RPJMD (2008-2013) yaitu 
―peningkatan wawasan dan kapasitas SDM‖. Hal ini berarti kebijakan tentang peningkatan 
wawasan dan kapasitas SDM terjabarkan kedalam lima kebijakan khusus yang berkaitan dengan 
kesehatan masyarakat. Dengan demikian benang merah yang ditarik oleh Dinas Kesehatan untuk 
mengisi pembangunan pemerintah selama lima tahun adalah persoalan kesehatan. Meskipun 
kelihatannya kelima kebijakan yang ditempuh oleh dinas kesehatan tidak mempunyai makna 
yang sesuai dengan empat kebijakan lainnya dalam RPJMD namun sebenarnya secara tidak 
langsung tetap berkaitan. Sebagai gambaran, ketika masyarakat telah sehat melalui kelima 
program Dinas Kesehatan, diharapkan mereka mampu mendorong perekonomian melalui 













Konsistensi antara Kebijakan dalam RPJMD dan RENSTRA  
Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng 
Kebijakan RPJMD  
Bantaeng 




A B C D E F G  
Meningkatkan wawasan dan kapasitas 
manusia  
1 1 1 1 1 1 1 1 
Mewujudkan Pembangunan Desa dan 
Kelurahan Mandiri 
0 0 0 0 0 0 0 0 
Mewujudkan Bantaeng sebagai 
entitas yang padu 
0 0 0 0 0 0 0 0 
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 
Kabupaten dan Kawasan Sekitar  
0 0 0 0 0 0 0 0 
Penguatan Kelembagaan Pemerintah   0 0 0 0 0 0 0 0 
Sumber: Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng, 2009-2013 
Keterangan: A.Mensukeskan program wajib belajar 12 tahun; B. Peningkatan kualifikasi, kualitas dan pemerataan sarana dan prasarana bidang 
pendidikan; C. Penurunan angka buta aksara; D. Peningkatan pelayanan anak usia dini; E. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pendidikan; 
F. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan; G. Pembinaan kompetisi olah raga sebagai wahana pembinaan prestasi 
 
Sesuai dengan tugas dan fungsi pokok Dinas Pendidikan, maka Dinas Pendidikan 
Kabupaten Bantaeng menetapkan 7 (tujuh) kebijakan yang berkontribusi terhadap kebijakan 
peningkatan wawasan dan kapasitas manusia. Dengan demikian, ketujuh kebijakan tersebut 
berpayung kepada  kebijakan pertama. Sementara kebijakan lainnya tidak mempunyai tingkat 
kesesuaian makna. Kebijakan-kebijakan tersebut tentu saja akan dikontribusi oleh SKPD lainnya 
yang relevan dengan tugas dan fungsi pokoknya. Inkonsistensi yang ditampilkan dalam Tabel 8.6 
harus diterjemahkan bahwa rumusan kebijakan Dinas Pendidikan  tidak semua berkontribusi 
terhadap semua kebijakan lima tahunan pemerintah, namun hanya berkontribusi pada satu 
kebijakan dalam RPJMD. Ketika penjabaran kebijakan kedalam program-program pembangunan 
tidak menutup kemungkinan bahwa ada program-program yang secara tidak langsung 
berkontribusi terhadap kebijakan lainnya. 
Program-program dalam RPJMD dan program-program dalam Renstra masing-masing 
SKPD selanjutnya  dianalisis sejauhmana program-program tersebut konsisten baik dari segi 
kuantitas (jumlah) maupun dari segi substansi atau pesan dari masing-masing program. Salah 













Konsistensi Program RPJMD dan Program Renstra SKPD 
Kabupaten Bantaeng 
Jumlah Program 
Pembangunan Indikatif  
RPJMD 
Bantaeng 
Jumlah Program Renstra-SKPD Kabupaten Bantaeng 
Bappeda Dinas Kesehatan 
 
Dinas Pendidikan 
33 14 17 7 
Sumber: RPJMD dan RENSTRA SKPD Kabupaten Bantaeng 
 
Tabel 8.7 menggambarkan konsistensi antara RPJMD dan Renstra SKPD Kabupaten 
Bantaeng  yang berbasis pada keterkaitan program. Dalam dokumen RPJMD Kabupaten 
Bantaeng ditetapkan 33 program  pembangunan yang tersebar pada 5 agenda pembangunan yang 
ingin diselesaikan dalam periode 2008-2013. Ke-33 program pembangunan tersebut adalah 
menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun rencana strategis dalam periode yang sama. Perlu 
dicatat bahwa 33 program yang tertuang dalam RPJMD pada dasarnya merupakan program 
utama yang selanjutnya dapat dirinci menjadi subprogram. 
Rencana Strategis  Bappeda Kabupaten Bantaeng merupakan pedoman taktis dan 
strategis dalam pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan.  Dalam Renstra Bappeda ditetapkan 
dua  kebijakan pokok yaitu pembangunan pemerintahan dan pelayanan publik yang dituangkan 
ke dalam 2 (dua) program besar yang dikelompokkan menjadi (i) Program Utama dan (ii) 
Program Pendukung. Program utama terurai 9 (sembilan) program dan Program Pendukung 
terurai dalam 5 (lima) program dengan demikian jumlah keseluruhan program yang 
direncanakan oleh Bappeda sebanyak 14 program.  Ke-14 program inilah  yang dilaksanakan 
oleh Bappeda sebagai upaya perwujudan pencapaian visi dan misi pembangunan Kab.Bantaeng 
melalui pencapaian visi dan misi Bappeda. Ke-14 program di Bappeda berkontribusi pada 12 
program pembangunan dalam dokumen RPJMD atau sebesar 42 persen (14 dari 33 program).   
Dinas Pendidikan merumuskan 7 (tujuh) program prioritas untuk mendukung 7 (tujuh) 
program pembangunan indikatif yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Sementara Dinas 
Kesehatan merumuskan 17 (tujuh belas) program untuk berkontribusi pada 6 program 
pembangunan indikatif.   
 
D. Tingkat Konsistensi Program dalam RPJMD dan Program Prioritas dalam RKPD 
Kabupaten Bantaeng 
Program-program yang terdapat didalam dokumen RPJMD merupakan program indikatif 
untuk periode lima tahun. Program-program tersebut seyogyanya konsisten dengan program-
program prioritas yang terdapat dalam dokumen RKPD sebagai rencana tahunan pemerintah 
daerah. Dengan demikian program-program prioritas yang dituangkan ke dalam dokumen RKPD 
adalah penjabaran tahunan dari program-program indikatif yang terdapat dalam dokumen 
RPJMD. Perlu diperhatikan bahwa semua program-program yang terdapat dalam dokumen 
RPJMD harus terjabarkan pertahun ke dalam RKPD. Oleh karena itu, dokumen RPJMD yang 
baik bilamana setiap tahun teridentifikasi program-program pembangunan yang akan 
direncanakan per tahun dalam kurung waktu lima tahun termasuk rincian penganggaran dan 
sumber pendanaannya. Apabila dalam proses penyusunan RRJMD dan RKPD mengikuti proses 
yang dianjurkan oleh peraturan pemerintah, maka dengan pasti ada jaminan bahwa kebijakan dan 
program yang terdapat dalam RPJMD dan RKPD adalah sesuai. 
Dalam praktek, ketidaksesuaian antara program dalam RPJMD dan RKPD masih perlu 
dipertanyakan. Pertanyaannya adalah apakah program prioritas setiap tahun yang direncanakan 
oleh pemerintah daerah mempunyai cantolan program atau payung program sebagaimana 
tertuang dalam RPJMD kabupaten bersangkutan? Untuk menjawab ini, salah satu contoh kasus 
antara RPJMD Kabupaten Bantaeng dan RKPD pemerintah daerah Bantaeng pada tahun 2010. 
Tabel 8 memperlihatkan 33 program yang terdapat dalam dokumen RPJMD dan subprogram 
sebanyak 137 program dalam penjabarannya (Lampiran: Penjabaran program RPJMD 2008-
2013). Jika dihubungkan dengan prioritas pembangunan yang tertera dalam RKPD pada tahun 
2010, ada 4 prioritas pembangunan yang mempunyai makna atau pesan yang sama dengan 
program-program pembangunan dalam RPJMD. Ini berarti bahwa prioritas tersebut konsisten 
(sesuai dengan) dengan beberapa program-program indikatif dalam RPJMD. Sementara dua 
diantaranya tidak ditemukan pesan/makna yang sama, sehingga dapat dikatakan bahwa program-
program tersebut itu tidak konsisten yaitu prioritas pengembangan energi kelistrikan dan 
prioritas peningkatan kesempatan kerja. Berdasarkan sejumlah program yang tersedia baik yang 
terdapat dalam isi/substansi RPJMD maupun dalam penjabarannya, tidak ditemukan nama-nama 
program yang arahannya kepada peningkatan kesempatan kerja.  Memang diakui bahwa prioritas 
pembangunan tentang peningkatan kesempatan kerja adalah sebuah upaya pemerintah daerah 
untuk menyesuaikan program prioritas nasional yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui 
penciptaan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan. Upaya ini merupakan hal yang 
cukup baik bagi daerah, akan tetapi harus pula diperhatikan apakah prioritas tersebut mempunyai 
























Tingkat Konsistensi Program Indikatif dalam RPJMD (2008-2013) dan 
 Program Prioritas dalam RKPD  2010 Kabupaten Bantaeng 
Program Indikatif dalam RPJMD Kabupaten Bantaeng Program Prioritas RKPD 
2010 
1. Program peningkatan kualitas pelayanan pendidikan 
2. Promosi pendidikan 
3. Pemberantasan buta aksara 
4. Pengembangan Budaya Baca 
5. Pelatihan Keterampilan* 
6. Peningkatan watak, wawasan dan identitas  
7. Olah raga dan kesenian 
8. Peningkatan Kualitas Pelayananan Kesehatan   
9. Perbaikan Gizi Masyarakat 
10. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular  
11. Promosi Kesehatan  
12. Peningkatan Layanan Perumahan, Lingkungan Permukiman, 
Sanitasi  dan Air Bersih   
13. Peningkatan dan Perbaikan Kampung dan Permukiman Pengembangan 
Sistem Perencanaan Desa dan Kelurahan  
14. Pengembangan Balai Rujukan dan Pelayanan Pembangunan (Baruga 
Sayang)   
15. Pembangunan dan Pengembangan Teknostruktur Masyarakat Desa  
16. Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa  
17. Peningkatan Produksi dan Kualitas Komoditas Unggulan Desa 
18. Pemeliharaan Iklim Pembangunan Kondusif  
19. Pemantapan Identitas ke-Bantaeng-an 
20. Perencanaan dan Pengendalian Penataan Ruang   
21. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah  
22. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup  
23. Mendorong Pertumbuhan Sektor Unggulan   
24. Pengembangan Kawasan Produksi Terpadu  
25. New Bantaeng   
26. Pelayanan Regional   
27. Penciptaan Iklim Kondusif untuk Investasi  
28. Pengembangan dan peningkatan social overhead capital (SOC) 
29. Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah  
30. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan    
31. Peningkatan Kemampuan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah   
32. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
33. Penyebarluasan dan transparansi informasi   
 
1. Prioritas Peningkatan 
Produktivitas Komoditi 
Pertanian, Perikanan dan 
Kelautan 
2. Prioritas Penanggulangan 
Kemiskinan 
3. Prioritas Peningkatan 
Kesempatan Kera 
4. Prioritas peningkatan 
aksesibilitas serta kualitas 
pendidikan dan kesehatan 
5. Prioritas Akselerasi 
Pembangunan Desa / 
Kelurahan Mandiri 
6. Prioritas Pengembangan 
Energi Kelistrikan 
 
Sumber: RPJMD dan RKPD Kabupaten Bantaeng, 2010 
Keterkaitan antara program dan kegiatan dalam dokumen RKPD adalah hal yang penting juga 
untuk patut dianalisis. Dengan mencermati Tabel  8.9 dapat disimpulkan bahwa setiap program 
mempunyai makna yang sesuai dengan rumusan kegiatan yang direncanakan. Dengan kata lain, 





 Tabel 8.9 
Konsistensi antara Program dan Kegiatan dalam RKPD 2010  
Kabupaten Bantaeng: Kasus Bappeda 
  
No Program Kegiatan 
1 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 
Penyediaan jasa surat menyurat 
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya 
air dan listrik 
Penyediaan jasa pemeliharaan dan 
perizinan kendaraan dinas operasional 
Penyediaa jasa administrasi keuangan 
Penyediaan jasa kebersihan kantor 
Penyediaan jasa komponen 
listrik/penerangan kantor 
Pengadaan bahan bacaan dan Peraturan 
Per UU ngan 
Rapat koordinasi dan konsultasi keluar 
daerah 
Fasilitas pelayanan administrasi/ 
kesekretariatan 
2 Program Peningkatan Sarana 
dan Prasarana aparatur 
Pengadaan peralatan gedung kantor 
Pemeliharaan rutin gedung kantor 
Pemeliharaan rutin peralatan gedung 
kantor 
3 Program peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 
Pendidikan dan pelatihan formal 
  Bimbingan teknis implementasi peraturan 
per UU an 
4 Program Pengembangan Data 
dan Informasi 
Penyusunan dan analisa data/ informasi 
perencanaan pembangungan ekonomi 
5 Program Kerjasama 
Pembangunan 
Koordinasi dalam pemecahan masalah-
masalah daerah 
6 Program Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Penyelenggaraan Musrengbang RKPD 
Monitoring, evaluasi, pengendalian dan 
pelaporan pelaksanaan rencana 
pembangunan daerah 
7 Program Perencanaan 
Pembangunan Ekonomi 
Koordinasi Perencanaan Pembangunan 
Ekonomi 
8 Program Perencanaan Sosial 
dan Budaya 
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
9 Program Perencanaan 
Prasarana Wilayah dan Sumber 
Daya Alam 
Koordinasi Penyusunan masterplan 
pengendalian sumber daya alam dan 
lingkungan hidup 
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
Sumber: RKPD 2010 Kabupaten Bantaeng 
Dalam UU SPPN dan Permendagri No 54 tahun 2010 dijelaskan bahwa RKPD 
merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja bagi SKPD. Jadi sebelum RKPD 
ditetapkan melalui musrenbang pada tingkat  kabupaten, Bappeda menyusun lebih awal 
rancangan RKPD yang mana rancangan awal tersebut disusun menjadi bahan bagi SKPD dalam 
menyusun rancangan renja SKPD. Selajutnya setelah rancangan akhir RKPD  ditetapkan, maka 
RKPD maka menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyempurnakan rancangan akhir rencana 
kerja. Dengan mengikuti proses penyusunan RKPD tersebut, maka sesungguhnya keterkaitan 
dan konsistensi antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKPD dan Renja SKPD 
adalah  cukup tinggi. Dalam arti bahwa  program dan kegiatan yang ada dalam RKPD adalah 
sama dengan program dan kegiatan yang ada dalam renja masing-masing SKPD. Apabila 
ditemukan program dan kegiatan yang tidak sama maka program dan kegiatan tersebut 
dikategorikan tidak konsisten. Disinilah dituntut kemampuan para perencana dalam merumuskan 
program dan kegiatan yang benar-benar mempunyai skala prioritas dan mendesak pada tahun 
rencana. Oleh sebab itu, peran musrenbang dusun, desa dan kecamatan menjadi sangat penting.  
Kenyataan dilapangan ditemukan  tingkat konsistensi yang tinggi antara substansi 
(kegiatan dalam RKPD) dan kegiatan dalam Renja di Kabupaten Bantaeng untuk semua SKPD 
sampel (Bappeda, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan). Berikut ini gambaran keterkaitan 
program dan kegiatan SKPD sampel yang tertuang dalam RKPD 2010 Kabupaten Bantaeng 
(Tabel 8.10).  
Tabel 8.10 



































24 kegiatan Semua 
konsisten 
148 kegiatan Semua 
konsisten  
Sumber: RKPD Bantaeng 2010 dan Renja SKPD 2010 
 
Yang menarik dalam Tabel 8.10 adalah seluruh SKPD sampel, Bappeda, Dinas 
Pendidikan dan  Dinas Kesehatan mempunyai tingkat konsistensi yang sangat tinggi (100persen) 
antara jumlah kegiatan dalam renja dan jumlah kegiatan dalam RKPD pada tahun 2010. Selain 
kedua dokumen tersebut mempunyai tingkat konsistensi yang tinggi dari sisi jumlah kegiatan, 
juga dari sisi nomenklatur kegiatan memperlihatkan tingkat konsistensi yang tinggi.   
 E. Konsistensi Program dan Kegiatan dalam Renstra SKPD dan Renja SKPD Kabupaten 
Bantaeng  
 Dengan mencermati konsistensi  dan keterkaitan dokumen perencanaan pada level 
kabupaten seperti RPJMD terutama pada aspek konsistensi penjabaran kebijakan ke dalam 
berbagai program-program, pada umumnya dinyatakan mempunyai tingkat konsistensi yang 
cukup tinggi untuk tiga kabupaten/kota sampel. Ukuran atas tingkat konsistensi yang tinggi 
didasarkan atas temuan bahwa jumlah ketidaksesuaian program dari rumusan kebijakan dalam 
satu dokumen perencanaan (RPJMD) relatif kecil dibandingkan dengan jumlah kesesuaian 
program.  Dengan kata lain bahwa jumlah program yang tidak sesuai dengan kebijakan lebih 
kecil daripada jumlah program yang sesuai dengan kebijakan. Hal ini patut diterima karena pada 
umumnya penyusunan dokumen perencanaan pada level kabupaten kota seperti RPJMD 
dilakukan melalui proses teknokratis dalam arti bahwa keterlibatan perguruan tinggi dalam 
penyusunan dokumen cukup signifikan. Dengan demikian, penjabaran secara runtun dan sismatis 
serta konsistensi mulai dari kebijakan terjabarkan  kedalam berbagai program hingga sampai 
pada kegiatan sangat tinggi. 
 Keterkaitan dan konsistensi yang tinggi ini diharapkan akan turun pada level SKPD 
dalam menyusun Renstra lima tahun seperti halnya RPJMD lima tahun. Proses penyusunannya 
harus berpedoman kepada RPJMD. Oleh karena itu, jika substansi penjabaran kebijakan dan 
program dalam RPJMD  tidak konsisten tentu saja akan menjadi tantangan bagi SKPD dalam 
menarik benang merahnya. Berdasarkan pada tiga kasus RPJMD yang dibahas sebelumnya, 
diharapkan SKPD dapat menyusun Renstra  yang muatannya juga telah diatur oleh UU SPPN, 
Peraturan Pemerintah 08 Tahun 2008 dan Surat Edaran 050 tahun 2005. Muatan Renstra terdiri 
atas visi dan misi SKPD, kebijakan dan sejumlah program serta kegiatan yang akan direncanakan 
dalam masa waktu lima tahun ke depan. Apapun muatan/substansi yang dirumuskan dalam 
dokumen Renstra semuanya harus berbasis pada potensi yang dimiliki oleh SKPD. Itu sebabnya, 
perumusan rencana strategis pada umumnya menggunakan metode analisis SWOT. Dengan 
demikian, SKPD dapat mengenal kekuatan yang dimiliki, kelemahannya, tantangan dan peluang  
yang kesemuanya akan berkontribusi terhadap rumusan visi, misi, kebijakan dan program yang 
tepat.  
 Penjabaran secara konsisten mulai dari visi, misi, kebijakan, program hingga pada 
kegiatan yang dituangkan kedalam dokumen Renstra adalah berdimensi lima tahun. Artinya 
bahwa kebijakan dan program serta kebijakan tersebut direncanakan dapat diselesaikan dalam 
periode lima tahun.  Untuk mengoperasionalkan rencana tersebut maka diperlukan rencana kerja 
tahunan yang harus tetap berpedoman dari rumusan rencana strategis lima tahun. Hal ini penting 
dilakukan mengingat bahwa rencana kerja tahunan itulah yang menuntun besaran alokasi 
penganggaran.  Sejauh ini, nampaknya perhatian pemerintah daerah dalam hal ini SKPD kurang 
memfokuskan pada penyusunan rencana kerja tahunan, namun fokusnya kepada penyusunan 
rencana kerja anggaran (RKA) atau bahkan RKA ini tidak terdokumentasi dan langsung kepada 
dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).  DPA menyesuaikan rencana kerja (Renja). Jika itu 
dilakukan maka sudah pasti tingkat konsistensinya mencapai 100 persen. 
 Mengingat pentingnya keterkaitan dan konsistensi dokumen Renstra dan Renja tahunan, 
penelitian ini juga mencoba untuk menganalisis sejauhmana tingkat konsistensi antara kegiatan 
yang terdapat dalam renstra dan kegiatan tahunan yang terdapat dalam renja SKPD. Ukuran 
tingkat konsistensi yang dimaksud disini adalah: (i) apakah kegiatan-kegiatan tahunan yang 
termuat dalam renja mempunyai kesesuaian baik dari nomenklatur maupun dari makna/pesan 
dari sejumlah kegiatan yang terdapat dalam Renstra; (ii) apakah nomenklatur atau makna/isi dari 
kegiatan dalam renja pernah disebutkan dalam Renstra. Seringkali ditemukan bahwa banyak 
kegiatan dalam renja tahunan tetapi nama kegiatan tersebut tidak pernah   disebutkan dalam 
renstra.  Itu sebabnya dalam penyusunan renstra tidak sekedar memberikan daftar  kegiatan. 
Untuk memperoleh  informasi yang lebih lengkap, konsistensi kegiatan dalam renstra dan renja  
idealnya dikaji per tahun sesuai dengan periode renstra. Namun keterbatasan data, penelitian ini 
fokus pada  renja satu tahun anggaran. Justifikasinya adalah  kegiatan yang tidak termuat dalam 
renja tahunan tersebut dianggap dimuat dalam  periode lainnya.  
Berdasarkan uraian tersebut, Tabel 8.11 memperlihatkan tingkat konsistensi kegiatan 
dalam Renstra dan Renja SKPD 2010 Bappeda Bantaeng.  
Tabel 8.11 
Tingkat Konsistensi Kegiatan dalam Renstra dan Renja SKPD 2010  



































43 13 148 60 10 41* 47 
 
Sumber: Renstra Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Bappeda Kabupaten Bantaeng, 2010. 
Keterangan: *  mengacu pada indikator keluaran bukan jumlah kegiatan 
 
Penjelasan dalam Tabel 8.11 adalah bahwa Bappeda merumuskan 126 kegiatan yang 
akan dilaksanakan  selama periode 2008-2013. Ke-126 kegiatan tersebut berpayung kepada 12 
program (program utama dan program pendukung). Kemudian yang perlu dianalisis adalah  
apakah ke 126 kegiatan tersebut terjabarkan per tahun ke dalam rencana kerja tahunan yang 
selanjutnya akan memperoleh alokasi anggaran seperti dalam Rencana Kerja dan Anggaran 
(RKA) atau Dokumen  Pelaksanaan Anggaran (DPA)? Salah satu kelemahan yang ditemui dalam 
kaitan ini adalah para SKPD hanya mengindentifikasi jumlah kegiatan tetapi kegiatan-kegiatan 
yang mana yang akan dikerjakan per setiap tahun, itu tidak dilakukan secara jelas dan tegas. Hal 
ini mengindikasikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut hanya sekedar daftar keinginan.   
 Penjabaran kegiatan secara rinci per tahun selama periode lima tahun akan  memudahkan 
SKPD mengontrol kegiatan-kegiatan yang belum atau telah dilaksanakan, sehingga 
kemungkinan repetisi kegiatan yang sama cenderung berkurang. Kalaupun harus ada tentu 
dengan sejumlah alasan-alasan tertentu. Dengan berdasar pada Renja Bappeda tahun 2010, 
ditemukan 43 kegiatan yang direncanakan. Jika dibandingkan dengan periode Renstra 2008-2013 
berarti sudah ada kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya (2008-2009).  
 Dari ke- 43 kegiatan yang direncanakan pada tahun 2010, terdapat 13 kegiatan yang tidak 
mempunyai makna yang sesuai atau tidak terkait dengan kegiatan yang tertuang dalam Renstra 
(2008-2013).  Atau dengan kata lain, sebanyak 13 kegiatan yang tidak pernah disinggung dalam 
Renstra. Dengan demikian, sebanyak 30 kegiatan yang konsisten atau sebesar 23 persen dari 
seluruh kegiatan yang terdapat dalam Renstra (30 dari 126 kegiatan).  
Sementara dinas pendidikan dan pemuda olah raga, jumlah kegiatan dalam renja 
termasuk bidang pendidikan dan pemuda sebanyak 148 yang terdistribusi pada 10 program (7 
program untuk bidang pendidikan, dan 3 program untuk pemuda dan olah raga). Jumlah kegiatan 
yang termuat dalam rencana kerja tahun 2010 sebanyak 60 termasuk 13 kegiatan dalam program 
pendukung seperti program administrasi perkantoran, program peningkatan kapasitas aparatur 
pemerintah, dan program pengembangan sistem pelaporan, meskipun kegiatan tersebut tidak 
disinggung dalam dokumen renstra. Dengan mencermati dengan teliti nama-nama kegiatan yang 
direncanakan tahun 2010, ditemukan 10 kegiatan yang tidak sesuai dengan daftar kegiatan yang 
terdapat dalam dokumen Renstra. Kesepuluh kegiatan itu adalah pengadaan alat praktek dan 
peraga sekolah, penyediaan bantuan BOS jenjang P, uji kompetensi siswa berprestasi, pekan olah 
raga antar warga belajar, pengembangan kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran, 
pengembangan pendidikan anak usia dini, penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, 
pembangunan ruang serba guna/aula, dan penyelenggaraan ujian sekolah. Dengan demikian, 
jumlah kegiatan yang konsisten sebanyak 50 atau 34 persen yang konsisten  (50 kegiatan dari 
148 kegiatan). Selebihnya 6,76 persen yang dianggap tidak konsisten pada tahun 2010. Jika pada 
setiap tahun anggaran selama periode lima tahun ditemukan angka dengan rata-rata 6 persen 
maka betapa banyak kegiatan tidak sesuai dengan yang dipikirkan dalam renstra.  Permasalahan 
yang dihadapi untuk mengetahui konsistensi antara Renstra dan Renja adalah: (i) pada umumnya 
didalam buku dokumen Renstra SKPD tidak secara eksplisit penjabaran per tahun  program dan 
kegiatan yang akan dilaksanakan. Akibatnya tidak ada informasi yang jelas apakah program dan 
kegiatan yang direncanakan pada tahun rencana adalah sesuai dengan program dan kegiatan 
dalam rencana kerja pada tahun rencana yang sama; (ii) Ada beberapa Renstra SKPD tidak 
mengidintifikasi kegiatan-kegiatan yang mengikuti program. Artinya bahwa tidak ada informasi 
yang jelas kegiatan-kegiatan apa saja yang mendukung program; (iii) Program dan kegiatan yang 
ditetapkan sepertinya tidak dirumuskan berdasarkan urutan skala prioritas.  
 
F. Konsistensi antara Perencanaan dan Penganggaran (Rencana Kerja dan Rencana 
Kegiatan dan Anggaran, RKA/DPA/APBD) Kabupaten Bantaeng 
 Untuk mencermati konsistensi antara  rencana kegiatan dan rencana penganggaran dapat 
dianalisis melalui dua mekanisme yaitu: (i) hubungan antara dokumen rencana kegiatan 
pemerintah daerah (RKPD)  dan APBD; (ii) hubungan antara rencana kerja SKPD dan 
RKA/DPA.  Kedua pola hubungan ini pada prinsipnya mempunyai hasil yang sama.  Karena 
RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan renja dan oleh karena itu, isi dan substansi renja 
SKPD seyogyanya harus konsisten dengan muatan program prioritas dan kegiatan yang terdapat 
dalam RKPD.  Penelitian ini mengikuti pola hubungan yang kedua yaitu hubungan substansi 
rencana kerja SKPD dengan DPA.   
Konsistensi rencana kerja dan penganggaran di Kabupaten Bantaeng dapat dilihat pada 
Tabel 8.12 dengan menggunakan contoh kasus rencana kerja dan DPA  Dinas Pendidikan tahun 
2010. Dengan mengacu pada Tabel 8.12, dapat dijelaskan: (i) Program 1 terdapat 13 kegiatan 
yang ditetapkan untuk  menjalankan program usia dini. Sementara kegiatan yang memperoleh 
alokasi anggaran berjumlah 3 kegiatan.  Dari tiga kegiatan tersebut tidak satupun mempunyai 
makna/pesan yang sama dengan kegiatan yang terdapat dalam dokumen renja. (ii) Program 2 
meliputi 36 kegiatan yang direncanakan dan hanya 7 kegiatan yang memperoleh penganggaran. 
Ini berarti bahwa terdapat 29 kegiatan yang direncanakan tidak memperoleh anggaran. Dari 7 
kegiatan yang memperoleh alokasi anggaran, ada satu kegiatan yang tidak konsisten dengan 
kegiatan yang direncanakan atau yang konsisten sebanyak 6 kegiatan (6/36x100).  Berdasarkan 
hasil wawancara dari informan kunci mengatakan bahwa rencana kegiatan yang tidak terjabarkan 
sampai kepada penganggaran disebabkan oleh keterbatasan anggaran sehingga perlu dilakukan 
prioritisasi kegiatan melalui koordinasi dengan SKPD yang terkait. 
Tabel 8.12 
Konsistensi Rencana Kerja dan Rencana Anggaran/DPA Dinas Pendidikan 
Kabupaten Bantaeng 
Program dan Kegiatan 
dalam dokumen Rencana 
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Sumber: Renja dan DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng, 2010 
(iii) Program 3 terdiri atas 30 kegiatan yang direncanakan hanya 7 kegiatan yang konsisten 
dengan penganggarannya. Atau terdapat 23 rencana kegiatan yang tidak memperoleh alokasi 
penganggaran. Atau dengan kata lain; dari 10 kegiatan yang terdapat di DPA hanya 3 kegiatan 
yang tidak konsisten dengan renja yaitu (a) penyelenggaraan pengayaan dan remedial, (b) uji 
kompetensi siswa berprestasi, (c) penyelenggaraan ujian sekolah. (iv)  Program 4 terdapat 30 
kegiatan yang direncakan untuk tahun 2010, namun yang memperoleh alokasi anggaran secara 
konsisten hanya 4 kegiatan. Ini berarti ada 26 kegiatan yang tidak terjabarkan ke dalam 
penganggaran. (v) Program 5 (program budaya baca) tidak terjabarkan ke dalam kegiatan DPA, 
(vi) Program 6---- ada 9 kegiatan yang direncanakan, hanya 2 kegiatan yang konsisten dengan 
penganggarannya. Sebanyak 7 (tujuh) kegiatan yang tidak terjabarkan ke dalam Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran.  
Dengan mencermati muatan/isi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan 
dokumen renja SKPD dapat disimpulkan bahwa keterkaitan kedua dokumen tersebut berjalan 
secara konsisten.   Hal ini didukung oleh program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen 
RKPD mempunyai makna yang sama dengan program dan kegiatan dalam Renja SKPD sampel. 
Pertanyaan selanjutnya adalah apakah kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dan maupun 
dalam Renja konsisten dengan kegiatan yang tertuang dalam RKA/DPA.  Dengan kata lain 
bahwa apakah kegiatan yang direncanakan juga sesuai dengan yang kegiatan memperoleh 
rencana anggaran? Tabel 8.13 memperlihatkan konsistensi antara rencana kerja dan rencana 
anggaran untuk Bappeda Kabupaten Bantaeng. 
Tabel 8.13 
Konsistensi antara Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/DPA 
Bappeda Kabupaten Bantaeng 





1 Penyediaan jasa surat menyurat. Penyediaan jasa surat menyurat 1 
2 Penyediaan jasa komunikasi 
sumberdaya air dan listrik. 
Penyediaan jasa komunikasi 
sumber daya air dan listrik 
1 
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 
perizinan kendaraan operasional. 
Penyediaan jasa pemeliharaan 
dan perizinan kendaraan dinas 
operasional 
1 
4 Penyediaan jasa administrasi 
keuangan. 
Penyediaa jasa administrasi 
keuangan 
1 
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor. Penyediaan jasa kebersihan 
kantor 
1 
6 Penyediaan komponen instalasi 
listrik/penerangan bangunan kantor. 
Penyediaan jasa komponen 
listrik/penerangan kantor 
1 
7 Penyediaan bahan bacaan dan 
peralihan perundang-undangan. 
Pengadaan bahan bacaan dan 
Peraturan Per UU ngan 
1 
8 Rapat-rapat koordinasi dan 
konsultasi keluar daerah. 
Rapat koordinasi dan konsultasi 
keluar daerah 
1 
9 Fasilitasi pelayanan administrasi Fasilitas pelayanan administrasi/ 1 
kesekretariatan / tata usaha. kesekretariatan 
10 Pengadaan peralatan gedung 
kantor. 
Pengadaan peralatan gedung 
kantor 
1 
11 Pemeliharaan rutin / berkala 
gedung kantor. 
Pemeliharaan rutin gedung 
kantor 
1 
12 Pemeliharaan rutin/ berkala 
peralatan gedung kantor. 
Pemeliharaan rutin peralatan 
gedung kantor 
1 
13 Pendidikan dan pelatihan formal. Pendidikan dan pelatihan formal 1 
14 Bimbingan teknis implementasi 
Peraturan Perundang-undangan. 
Bimbingan teknis implementasi 
peraturan per UU an 
1 





16 Monitoring, evaluasi pengendalian 
dan pelaporan pelaksanaan rencana 
pembangunan daerah 
Monitoring, evaluasi, 
pengendalian dan pelaporan 
pelaksanaan rencana 
pembangunan daerah  
1 




18 Koordinasi perencanaan bidang 
ekonomi 
Koordinasi Perencanaan 
Pembangunan Ekonomi  
1 
19 Koordinasi perencanaan bidang 
social budaya 
Koordinasi dalam pemecahan 
masalah-masalah daerah 
1 
20 Kajian Dampak Lingkungan 
Cekdam Balang Sikuyu  
 0 
21 Analisis dampak Pembangunan 
Infrastruktur penunjang pelabuhan 
Batunu. 
 0 
22 Tinjauan Pembangunan Kawasan 
Industri Bantaeng (KIBA). 
 0 




24 Tim Koordinasi Pemba-ngunan 
Daerah Tertinggal 
 0 




26 Tim Koordinasi Pemba-ngunan 
Daerah Tertinggal 
 0 
27 Tim Koordinasi Program PNPM 
Mandiri Perkotaan 
 0 
28 Penyusunan detail  Potensi 
Ekonomi mendukung Agropolitan 
Kab. Bantaeng sebagai pusat 
pertumbuhan ekonomi baru 
 0 
29 Survey Indeks Kepuasan  0 
Masyarakat Pelayanan Bidang 
Kasehatan, Pendidikan dan 
Administrasi Kependudukan dan 
Catatan Sipil. 
30 Peningkatan Kualitas Pelayanan 
Publik melalui Partisipasi 
Masyarakat (Kerjasama Acces). 
 0 
31 Pelatihan Partisifatory Local Social 
Development (PLSD) 
 0 
32 Pengolahan, Updating dan Analisa 
Data dan Statistik Daerah. 
 0 





Pengolahan Data Statistik Program 
RPJMD-RPJPD sistem elektronik / 
On Line.  
 0 
36 Penyusunan Buku Profil Usaha 
Kabupaten Bantaeng. 
 0 
37 Aplikasi Sistim Informasi Sumber 
Daya Alam dan Kependudukan 
Kab. Bantaeng. 
 0 
38 Sosialisasi Pengolahan, Updating 
dan Analisis Data dan Statistik 
Daerah 
 0 
39 Monitoring dan Evaluasi kegiatan 
Bidang Penelitian dan Statistik. 
 0 
40 Koordinasi Penyusunan Masterplan  
Pengendalian SDA & Lingkungan 
Hidup 
Koordinasi Penyusunan 
masterplan pengendalian sumber 
daya alam dan lingkungan hidup 
1 
41 Monitoring Evaluasi dan pelaporan Monitoring, evaluasi dan 
pelaporan 
1 
42 Koordinasi Penyusunan Masterplan 
Prasarana Perhubungan Daerah 
 0 
43 Monitoring Evaluasi dan pelaporan Monitoring, evaluasi dan 
pelaporan 
1 
Sumber: DPA dan Renja BAPPEDA 2010 Kabupaten Bantaeng 
Berdasarkan hasil tabulasi data, dapat dianalisis bahwa tidak semua rencana kerja 
tahunan 2010 BAPPEDA Bantaeng konsisten 100 persen dengan rencana kegiatan dan 
penganggarannya sebagaimana Tabel 8.13.  Ada 43 rencana kerja yang ditetapkan dalam 
dokumen RENJA, hanya 22 rencana kerja memperoleh alokasi anggaran atau sebesar 51 persen 
rencana kerja yang sesuai dengan rencana penganggarannya. Selebihnya sebanyak 21 rencana 
kegiatan (49persen) tidak memperoleh alokasi anggaran. Dengan kata lain, 21 rencana kegiatan 
tidak konsisten dengan rencana penganggarannya.  
Untuk Dinas Kesehatan, ditemukan  20 (duapuluh) program yang direncanakan pada 
tahun 2010. Keduapuluh program tersebut terjabarkan kedalam 47 kegiatan dengan sumber 
pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Hanya satu 
kegiatan diantara 47 kegiatan yang direncanakan dibiayai oleh APBN. Dengan membandingkan 
antara rencana kegiatan tahunan dengan rencana kerja anggaran atau Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran, apakah semua yang direncanakan konsisten dengan rencana penganggarannya? 
Dengan kata lain, apakah semua kegiatan memperoleh alokasi anggaran untuk tahun 
bersangkutan?  
Gambar 8.2 memperlihatkan jumlah kegiatan yang direncanakan dalam satu tahun 
anggaran dan jumlah kegiatan yang memperoleh alokasi anggaran dalam tahun anggaran 2010. 
Tergambar bahwa terdapat inkonsistensi antara keduanya, dimana jumlah kegiatan yang 
direncanakan sebesar 34 persen tetapi dalam penganggarannya sebanyak 66 persen. Yang berarti 
ada sejumlah kegiatan (48persen) yang memperoleh alokasi anggaran tetapi tidak terdapat dalam 
dokumen rencana kerja tahunan. Memang harus diakui bahwa ketika pemerintah daerah 
menyentuh soal rincian anggaran kegiatan, perhatian terhadap dokumen sebelumnya (Renstra 




Perbandingan Kegiatan dalam Renja dan DPA Dinas Kesehatan 
Kabupaten Bantaeng 
 
Sumber: RENJA DAN DPA Dinas Kesehatan Bantaeng, 2010 
Pemerintah daerah cenderung mengikuti nomenklatur program dan kegiatan yang 
terdapat dalam Permendagri 13 tahun 2006 dan Permendagri No 59 tahun 2007. Adapun rincian 
rencana kerja tahunan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan dapat dilihat pada 
Lampiran. 
Ada beberapa hal yang menarik dicatat disini yaitu: (i) terdapat indikasi bahwa 
pemerintah daerah tidak serius menyusun rencana kerja tahunan sebagai penjabaran program dan 
kegiatan dari rencana strategis (lima tahun). Pernyataan ini tercermin dari inkonsistensi 
penjabaran program dengan kegiatan-kegiatannya. Ditemukan bahwa beberapa program yang 
tidak terjabarkan/tidak terungkap kedalam uraian anggaran. Pada sisi lainnya, beberapa kegiatan 
memperoleh anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); (ii) 







sebenarnya arahannya/pesannya/ maknanya adalah bahasa kegiatan (lampiran). Padahal 
sesungguhnya harus diperhatikan karena keduanya berimplikasi kepada pengukuran indikator 
kinerja. Ketika rumusan program dan kegiatan tidak jelas maka pasti kesulitan untuk menetapkan 
indikator keluaran dan indikator outcome (PP No.06 Tahun 2008).  
 Berdasarkan hasil analisis konsistensi antara perencanaan dan penganggaran di 
Kabupaten Bantaeng, dapat disimpulkan bahwa  antara perencanaan dan penganggaran tidak 
sepenuhnya konsisten terutama antara dokumen perencanaan tahunan dan dokumen 
penganggaran tahunan (DPA)  untuk ketiga sampel SKPD. Pertanyaannya kemudian, apakah 
temuan ini berlaku untuk semua pemerintah daerah kabupaten/kota? Untuk menjawab 
pertanyaan ini maka perlu ada kajian pada pemerintah daerah lainnya.  
 
 
8.2.2. Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten Sinjai 
 
A. Konsistensi Penjabaran Kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Sinjai 
 
Sebelum pembahasan tingkat konsistensi antara perencanaan dan penganggaran di 
Kabupaten Sinjai, terlebih dahulu dikemukakan beberapa hal yaitu: (i) analisis dokumen 
RPJMD  digunakan dua periode waktu yaitu RPJMD periode 2003-2008 dan periode RPJMD 
2008-2013. Peruntukan RPJMD periode 2008-2013 adalah menganalisis konsistensi muatan/isi 
penjabaran kebijakan ke dalam program-program, menganalisis konsistensinya antara RPJMD 
dan RKPD; (ii) analisis  konsistensi antara RENSTRA dan RPJMD digunakan RPJMD periode 
2003-2008.  Hal ini dilakukan karena belum tersedia dengan alasan bahwa RPJMD  masih 
dalam proses penetapan oleh pihak Legislatif; dan (iii) Analisis konsistensi antara Renstra dan 
Renja tidak dilakukan karena tidak ditemukan dokumen Renja pada SKPD yang dijadikan 
sampel penelitian.   
Bagaimana dengan tingkat konsistensi penjabaran kebijakan dalam RPJMD Kabupaten 
Sinjai? Apakah aparat pemerintah daerah mempunyai kapabilitas yang sama dengan aparat 
pemerintah di Kabupaten Bantaeng dalam merumuskan perencanaan secara konsisten? Dalam 
arti bahwa apakah Kabupaten Sinjai mengikuti aturan dari pemerintah pusat? Sebelum 
dianalisis tingkat konsistensi  penjabaran kebijakan ke dalam berbagai program yang relevan, 
pertama-tama perlu diketahui asal-asul lahirnya kebijakan dan program.  
Rumusan Visi  pembangunan Kabupaten Sinjai pada periode 2003-2008 adalah 
―Terwujudnya Sinjai Lebih Maju dan Terkemuka Dengan Pemberdayaan Masyarakat 
dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Kemandirian Lokal‖. Rumusan visi 
tersebut diikuti oleh enam rumusan misi dan setiap rumusan misi diikuti oleh pencapaian tujuan 
dan sasaran. Kemudian untuk mencapai tujuan dan sasaran dirumuskan 7 kebijakan. Rumusan 
kebijakan meliputi: (i) mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik; (ii) memberikan 
kesempatan dan dukungan pada upaya peningkatan kualitas SDM aparatur; (iii) mengupayakan 
peningkatan kualitas SDM; (iv) memfasilitasi dan mendorong terwujudnya peningkatan derajat 
kesehatan dan cakupan pelayanan kesehatan; (v) pemberdayaan dan penguatan kelembagaan 
pemerintah; (vi) mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan menjadikan Sinjai 
sebagai salah satu pusat pelayanan di Kawasan  Timur Indonesia, dan (vii) menciptakan iklim 
yang kondusif bagi peningkatan investasi.  
Yang menarik disini adalah  Kabupaten Sinjai merumuskan visi dan misi secara runtun 
hingga sampai kepada pencapaian tujuan dan sasaran.  Hanya saja, tidak dilakukan 
penjabarannya hingga sampai kepada kebijakan dan program. Dari 7 kebijakan yang 
direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran, terjabarkan kedalam 93 program 
pembangunan.   
Visi dan misi serta kebijakan pada periode 2005-2008 telah dilaksanakan. Kemudian 
pada periode 2008-2013, pemerintah Kabuaten Sinjai ingin menjadikan Sinjai sebagai ―Sinjai  
Religius, Cerdas, Sehat  dan Sejahtera  2013‖. Masing-masing kata dalam rumusan visi ini 
mengandung arti yang sangat penting. Religius berarti Sinjai terkemuka dalam Syiar Islam 
dimana masyarakat Sinjai mengamalkan ajaran dan nilai-nilai keagamaan, berahklakul karimah 
serta senantiasa menjaga keutuhan, kebersamaan dan kekeluargaan dalam kehidupan sehari-
hari. Cerdas berarti masyarakat Sinjai terkemuka dalam pendidikan, memiliki kemampuan dan 
kematangan baik secara intelektual, spiritual maupun emosional dalam membangun hubungan 
antar pribadi maupun kelompok serta dalam mengelola potensi lokal secara optimal, arif dan 
bijaksana. Sehat berarti bahwa masyarakat Sinjai terkemuka dalam derajat kesehatan lahir dan 
batin di Sulawesi Selatan. Sehat juga berarti bahwa pengelolaan/manajemen pemerintahan dan 
pembangunan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.  Sejahtera  berarti masyarakat 
Sinjai memiliki tingkat kehidupan ekonomi yang maju baik dalam kemampuan pemenuhan 
kebutuhan dasar, peningkatan pendapatan melalui pemanfaatan potensi lokal,  serta jaminan 
ketersediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang dapat  mendorong dan memacu 
pertumbuhan ekonomi daerah.  
Sedangkan misi Kabupaten Sinjai adalah: 1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama; 
2) Meningkatkan kesempatan memperoleh  pelayanan pendidikan; 3) Meningkatkan  Derajat 
Kesehatan Masyarakat; 4) Mewujudkan Reformasi Birokrasi melalui Tata Kelola Pemerintahan 
Yang Baik  dan Penegakan Supremasi  Hukum, dan 5) Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan 
melalui Peningkatan Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan yang berwawasan Lingkungan. 
Tabel 8.14  
Tingkat Konsistensi Kebijakan dan Program dalam Dokumen RPJMD 2008-2013 
 Kabupaten Sinjai  
Kebijakan Jumlah 
Program  
1. Mendorong Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (good governance) 
 
7 
2. Memberikan kesempatan dan dukungan pada upaya peningkatan kualitas SDM aparatur 
 
- 
3. Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan pemerintah 
 
2 
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dengan berbasis pada pengembangan 
ekonomi kerakyatan dan penyediaan sarana dan prasarana perdesaan dan perkotaan. 
 
16 
5. Menciptakan iklim yang kondusif bagi peningkatan investasi dan pengembangan dunia 
usaha dan program kerjasama regional 
 
5 
6. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan  
 
16 
Sumber: RPJMD Kabupaten Sinjai, 2008-2013:data diolah 
 
Dengan mencermati  arti masing-masing kata kunci dari rumusan visi, maka selanjutnya 
terdapat serangkaian misi, tujuan dan sasaran serta kebijakan untuk mencapai visi selama periode 
tersebut. Dalam dokumen RPJMD 2008-2013, ditetapkan ada enam kebijakan untuk mencapai 
visi, misi dan sasaran lima tahunan (Tabel 8.14). Dari keenam kebijakan tersebut, lima 
diantaranya mempunyai makna yang sama dengan rumusan kebijakan dalam dokumen RPJMD 
periode 2008-2013. Hal ini mengindikasikan bahwa kelima rumusan kebijakan tersebut 
nampaknya masih mendapat perhatian yang besar hingga pada tahun 2013. 
Setelah mencermati  program-program yang terkait pada setiap rumusan kebijakan, 
ditemukan bahwa terdapat 42 program yang direncanakan akan mampu mencapai visi dan 
sasaran dalam kurung waktu lima tahun, 2008-2013.  Nama-nama program dalam RPJMD 
periode 2005-2013 dapat dilihat pada daftar  lampiran. Berdasarkan data yang tersedia, nampak 
bahwa sebagian rumusan kebijakan tidak terjabarkan kedalam program-program. Jika dicermati 
makna yang terkandung pada setiap rumusan kebijakan, dan makna yang terkandung pada 42 
program yang ada, maka program 1 sampai dengan 17 tidak mempunyai cantolan (payung) 
kebijakan. Kebijakan yang mengarah kepada peningkatan SDM seperti pada rumusan kebijakan 
kedua lebih diarahkan kepada peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah, bukan kualitas 
SDM yang berlaku secara umum. Rumusan kebijakan  ini  ditemukan dalam RPJMD periode 
2003-2005, namun tidak nampak lagi pada periode 2008-2013.  
Yang menarik disini adalah ada satu kebijakan sama sekali tidak mempunyai program 
yaitu kebijakan  terkait dengan pemberian kesempatan dan dukungan peningkatan kualitas SDM 
aparat. Dari 42 program sebagai penjabaran kebijakan, tidak satupun program yang mempunyai 
kesesuaian makna tentang kebijakan tersebut. Memang ada beberapa nomenklatur program yang 
terkait dengan sumberdaya manusia namun tidak dijelaskan secara khusus pada aparat 
pemerintah daerah.  
Kebijakan yang terkait dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis 
kerakyatan dan kebijakan pengembangan ekonomi kerakyatan merupakan dua kebijakan yang 
mempunyai program yang cukup banyak. Kondisi ini sejalan dengan visi pemerintah daerah 
yang ingin menjadikan masyarakat sejahtera dalam arti bahwa semua kebutuhan dasar terpenuhi. 
Meskipun ditemukan bahwa ada sejumlah kebijakan yang tidak diikuti oleh rumusan program 
namun jumlahnya relative kecil daripada jumlah kebijakan yang  disertai dengan rincian  
program.  Selanjutnya kandungan kesesuaian isi/makna untuk setiap kebijakan dengan rumusan 
programnya adalah cukup konsisten.  
 
B.  Tingkat Konsistensi Penjabaran Kebijakan dalam Dokumen RENSTRA SKPD 
Kabupaten Sinjai 
 
Konsistensi penjabaran kebijakan  kedalam program-program tidak saja dianalisis pada 
dokumen RPJMD. Penjabaran  secara konsisten antara  muatan kebijakan ke dalam program 
untuk level SKPD sangat penting untuk dianalisis. Apakah SKPD mampu menjabarkan 
kebijakan dalam  RPJMD melalui rumusan kebijakan secara konsisten dengan program-program 
yang mengikutinya?  
Penjabaran kebijakan kedalam program untuk SKPD sampel di Kabupaten Sinjai dapat 
dilihat dalam Tabel 8.15 dan 8.16. SKPD BKD merumuskan 4 kebijakan untuk periode lima 
tahun kemudian setiap kebijakan terjabarkan secara konsisten pada masing-masing satu  
program. Ini berarti bahwa hanya satu program yang mendukung pencapaian tujuan kebijakan. 
Sementara untuk Dinas Pendapatan Daerah, juga menetapkan 4 kebijakan dan masing-masing 
kebijakan terdiri atas satu program.  
 
 
 Tabel 8.15 

















Peningkatan Mutu  
SDM Aparatur 
 
1 Perda No 10/2001 dan 
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Pengembangan sistem informasi 
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1 Melaksanakan kegiatan 
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dan kualitas pelayanan 
 kepegawaian 
 











      
Sumber: Renstra SKPD Dispenda,BKD Kabupaten Sinjai 
Keterangan 1 : konsisten, 0 = tidak konsisten 
 
Tabel 8.16 memperlihatkan tingkat konsistensi penjabaran kebijakan kedalam program-
program pembangunan untuk Bappeda dan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten 
Sinjai. Berdasarkan Tabel 8.16 terlihat bahwa Bappeda merumuskan 4 (empat) kebijakan dalam 
Renstra 2003-2008. Sementara Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan merumuskan tiga 
kebijakan.  
 Penjabaran kebijakan dan program oleh  Bappeda Kabupaten Sinjai didasarkan atas 
penjabaran dari rumusan Visi, Misi, tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahun 
sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya. Visi Bappeda pada periode 2003-2008 adalah 
―terwujudnya Bappeda sebagai Pilar Utama Perencanaan dalam Pemberdayaan Masyarakat 
berbasis Kemandirian Lokal‖. Kemudian misinya terdiri atas  dua yaitu: (i) menerapkan prinsip-
prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan; (ii) membentuk kualitas SDM 
yang unggul. Sasaran yang ingin dicapai adalah: (i) terciptanya perencanaan yang partisipatif; 
(ii) terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; (iii) tercapainya 
peningkatan sumberdaya manusia aparatur perencana dan; (iv) tercapainya peningkatan 
sumberdaya masyarakat dalam perencanaan.  
 
 Tabel 8.16 
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1 1 1 Mewujudkan good 
governance melalui 
pelayanan prima  
dan jaringan 
informasi 






0 0 0 Konsisten atau tidak 
konsisten 
1 1 1 1 1  
Sumber: Renstra Bappeda Sinjai 2003-2008 
Keterangan: Bappeda=A. Program peningkatan Perencanaan; B. Program peningkatan pengendalian Bappeda 
Keterangan  Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan: C. Peningkatan produksi, produktivitas dan perbaikan mutu; 
D.Penguatan kelembagaan, E. Peningkatan sarana dan prasarana, F. Pengembangan kawasan sentra pertanian, G. 
Pengembangan sumberdaya pertanian 
 
Berdasar pada rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut, Bappeda merumuskan 
lima kebijakan dan dua program utama. Hanya saja penjabaran kebijakan kedalam program tidak 
dilakukan secara terstruktur dan sistimatis sehingga sulit untuk ditemukan apakah kebijakan 
konsisten dengan program yang mengikutinya. Namun jika diteliti makna dari program yang 
ditetapkan sepertinya sebagian mempunyai makna yang sama sesuai dengan kebijakan dan 
sebagian tidak sesuai. Misalnya Bappeda, program A dan B tidak sesuai dengan Kebijakan I, 
hanya sesuai pada kebijakan ke-2 dan ke-3. Ini berarti kebijakan pertama dan keempat tidak 
mempunyai penjabaran program. Lain halnya dengan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan 
sepertinya jauh lebih konsisten berpikir dibandingkan dengan Bappeda. Semua kebijakan yang 




C. Konsistensi antara Kebijakan dalam RPJMD dan RENSTRA SKPD Kabupaten Sinjai 
Konsistensi rumusan kebijakan dalam Renstra dan RPJMD di Kabupaten Bantaeng 
tergolong cukup tinggi yang mungkin saja berbeda kondisinya dengan Kabupaten  lainnya 
seperti Kabupaten Sinjai dan Kota Makassar. Kabupaten Sinjai dipilih 3 sampel SKPD untuk 
dicermati keterkaitan antara kebijakan dan program dalam dokumen RPJMD dan Renstra. 
Konsistensi antara kebijakan RPJMD dan Renstra SKPD juga ditemukan cukup bagus di 
Kabupaten Sinjai.   
Tabel 8.17 memperlihatkan konsistensi antara kebijakan dalam RPJMD dan Renstra 
BKD Kabupaten Sinjai. Badan Kepegawaian menetapkan 4 (empat) kebijakan yang konsisten 
dengan tiga kebijakan dalam dokumen RPJMD. Hal ini dapat diterjemahkan bahwa BKD 
melaksanakan empat kebijakan yang kesemuanya mempunyai payung kebijakan dalam RPJMD. 
Dengan demikian, BKD dapat dikategorikan cukup konsisten menetapkan kebijakan yang sesuai 
dengan arahan dalam RPJMD.   
Tabel  8.17 
Konsistensi antara Kebijakan dalam RPJMD dan RENSTRA  
BKD Kabupaten Sinjai 
Kebijakan RPJMD  
Sinjai 
Kebijakan Renstra BKD Sinjai Konsisten 
Tidak konsisten 
A B C D 
Mendorong Penyelenggaraan 
Pemerintahan yang baik (good 
governance) 
 
1 0 0 0 1 
Memberikan kesempatan dan 
dukungan pada upaya peningkatan 
kualitas SDM aparatur 
 
1 1 0 0 1 
Mengupayakan peningkatan kualitas 
sumber daya manusia  
1 1 0 0 1 
Memfasilitasi dan mendorong 
terwujudnya peningkatan derajat 
kesehatan 
0 0 0 0 0 
Pemberdayaan dan penguatan 
kelembagaan pemerintah 
 
0 0 0 0 0 
Mendorong pertumbuhan ekonomi, 
sosial budaya dengan berbasis pada 
pengembangan ekonomi kerakyatan 
dan penyediaan sarana dan prasarana 
perdesaan dan perkotaan. 
0 0 0 0 0 
Menciptakan iklim yang kondusif bagi 
peningkatan investasi dan 
pengembangan dunia usaha dan 
program kerjasama regional 
 
0 0 0 0 0 
Konsisten atau tidak 1 1 1 1  
Sumber: Renstra BKD Kabupaten Sinjai, 2004-2008, RPJMD 2003-2008 
Keterangan; A. Pengembangan mutu SDM aparatur; B. Penataan Sistem Pengembangan Karier; C. Penataan Sistem Informasi 
dan Manajemen Kepegawaian; D. Peningkatan mutu pelayanan administrasi kepegawaian 
Demikian halnya dengan Dispenda Sinjai, dalam dokumen Renstra ditetapkan 4 (empat) 
kebijakan yang dilaksanakan untuk mengisi kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam dokumen 
RPJMD. Dari keempat kebijakan dalam Renstra Dispenda, tiga diantaranya berkontribusi 
terhadap lima kebijakan dalam RPJMD  (Tabel 8.18). Ada dua kebijakan yang tidak  mempunyai 
pesan yang konsisten terhadap seluruh kebijakan RPJMD. Artinya bahwa kebijakan Dispenda 
tidak berkontribusi terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan peningkatan 
derajat kesehatan. 
Tabel 8.18 
Konsistensi antara Kebijakan dalam RPJMD dan RENSTRA  
Dispenda Kabupaten Sinjai 
Kebijakan RPJMD  
Sinjai 





A B C D 
Mendorong Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik 
(good governance) 
 
0 0 0 0 0 
Memberikan kesempatan dan dukungan pada upaya 
peningkatan kualitas SDM aparatur 
 
0 0 1 0 1 
Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan pemerintah 
 
0 0 1 0 1 
Mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya 
manusia  
0 0 1 0 1 
Memfasilitasi dan mendorong terwujudnya peningkatan 
derajat kesehatan 
0 0 0 0 0 
Mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial budaya 
dengan berbasis pada pengembangan ekonomi 
kerakyatan dan penyediaan sarana dan prasarana 
perdesaan dan perkotaan. 
 
1 1 0 0 1 
Menciptakan iklim yang kondusif bagi peningkatan 
investasi dan pengembangan dunia usaha dan program 
kerjasama regional 
 
1 0 0 0 1 
Konsisten atau tidak 1 1 1 0 1 
Sumber: Renstra Dispenda Kabupaten Sinjai, 2004-2008 
A. Perda No 10/2001 dan UU No.18/1997 yo UU.No 34/21 tentang pajak dan retribusi daerah 
B. Mendorong kelancaran pelaksanaan tugas operasional 
C. Melaksanakan kegiatan Bimtek dan diklat-diklat 
D. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat 
 
Bappeda merumuskan empat kebijakan yang tertuang dalam Renstra 2003-2008 untuk 
melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya. Keempat kebijakan tersebut adalah: (1) 
Peningkatan kemampuan aparat menuju tercapainya aparat yang professional, (2) Peningkatan 
kualitas SDM aparatur;  (3) Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; (4) 
Peningkatan kualitas masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Keempat rumusan 
kebijakan tersebut lebih banyak berkontribusi terhadap pencapaian peningkatan kualitas 
sumberdaya manusia aparatur (Tabel 8.19). Kebijakan A dan B berkontribusi pada empat 
kebijakan dalam dokumen RPJMD. 
 
 
Tabel  8.19 
Konsistensi antara Kebijakan dalam RPJMD dan RENSTRA  
Bappeda Kabupaten Sinjai 
Kebijakan RPJMD  
Sinjai 





A B C D 
Mendorong Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik 
(good governance) 
 
1 1 0 0 1 
Memberikan kesempatan dan dukungan pada upaya 
peningkatan kualitas SDM aparatur 
 
1 1 0 0 1 
Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan pemerintah 
 
1 1 0 0 1 
Mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia  1 1 0 0 1 
Memfasilitasi dan mendorong terwujudnya peningkatan 
derajat kesehatan 
0 0 0 0 0 
Mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dengan 
berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan dan 
penyediaan sarana dan prasarana perdesaan dan perkotaan. 
 
0 0 1 0 1 
Menciptakan iklim yang kondusif bagi peningkatan 
investasi dan pengembangan dunia usaha dan program 
kerjasama regional 
 
0 0 0 0 0 
Pengembangan Ekonomi Kerakyatan  
 
0 0 0 0 0 
Konsisten atau tidak 1 1 1 0 1 
Sumber: Renstra Bappeda Kabupaten Sinjai, 2003-2008 
Keterangan: A. Peningkatan Kemampuan Aparat menuju tercapainya aparat yang professional; B. Peningkatan kualitas SDM 







D. Konsistensi Program indikatif dalam RPJMD dan Program Prioritas dalam RKPD 
Kabupaten Sinjai 
 
Terdapat 5 (lima) prioritas pembangunan di Kabupaten Sinjai pada tahun 2008. Kelima 
prioritas pembangunan  tersebut adalah: (1) Peningkatan Mutu dan Pelayanan Pendidikan, (2) 
Peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan, (3) Peningkatan Kesejahteraan sosial masyarakat, 
(4) Peningkatan sarana dan prasarana, (5) Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Mutu 
pelayanan Publik. Mengacu pada prioritas pembangunan tersebut, maka setiap SKPD 
merumuskan program-program sesuai dengan fungsi kewenangannya. Dengan demikian, semua 
SKPD yang terdapat di Kabupaten Sinjai berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan 
pembangunan di daerahnya. Prioritas pembangunan satu dengan jelas merupakan fungsi 
kewenangan bidang pendidikan, demikian juga prioritas pembangunan kedua merupakan fungsi 
kewenangan bidang kesehatan. Akan tetapi prioritas lainnya, akan terjabarkan ke dalam fungsi 
kewenangan bidang-bidang lainnya.   
Berdasarkan dokumen RPJMD 2003-2008, ditetapkan 90 program  yang terkait dengan 7 
kebijakan pokok kepala daerah. Dari 90 program tersebut terjabarkan pertahun dalam dokumen 
RKPD. Untuk RKPD 2008, terdapat 176 program yang tersebar pada urusan wajib dan pilihan 
pemerintahan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa antar RPJMD dan RKPD pada tahun 2008 tidak 
konsisten dari sisi jumlah program. Jumlah program yang ditetapkan untuk dilaksanakan  pada 
tahun 2008 lebih besar daripada program yang terencana dalam RPJMD 2003-2008.  Ini berarti 
terdapat tambahan sejumlah program dalam RKPD yang tidak ditemukan dalam RPJMD.  
Dengan mengacu pada dokumen RPJMD periode 2008-2013 dan RKPD 2010,  
ditemukan bahwa jumlah program indikatif dalam RPJMD sebanyak 61 persen (34 program) dan 
sebanyak 39 persen (27) program prioritas yang tertuang dalam RKPD pada tahun 2010. Gambar 
8.3 memperlihatkan jumlah program dalam RKPD pada tahun 2010 dan jumlah program dalam 
RPJMD. Nampaknya kedua dokumen tersebut pada periode 2008-2013 sedikit lebih konsisten 
daripada  RPJMD pada periode  2005-2008.  Gambaran ini menunjukkan bahwa pada tahun 
2010, sebanyak 27 program yang direncanakan dilaksanakan, selebihnya terjabarkan pada tahun 
2011 hingga 2013.  
Gambar 8.3 
Jumlah Program Indikatif dalam RPJMD  dan 
 Program Prioritas dalam RKPD Kabupaten  Sinjai 2010 
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E. Tingkat Konsistensi Antara Program Prioritas dalam RKPD dan DPA-SKPD 
Kabupaten Sinjai 
 
Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa tidak semua SKPD memiliki dokumen 
perencanaan secara lengkap seperti kasus Kabupaten Sinjai. Dokumen renja SKPD hampir tidak 
ditemukan terutama SKPD yang menjadi sampel dalam penelitian ini.  Untuk menganalisis 
tingkat konsistensi antara perencanaan dan penganggaran yang tercermin pada dokumen renja 
dan DPA, alternatifnya adalah digunakan dokumen Renstra SKPD, dimana didalam dokumen 
Renstra terjabarkan  per tahun rencana kegiatannya dalam periode lima tahun (2003-2008).  
 Dinas Pendapatan Daerah menetapkan 4 program pada tahun 2008. Keempat program 
tersebut adalah: (i) peningkatan pendapatan daerah dengan rincian kegiatan sebanyak 8 kegiatan; 
(ii) peningkatan sarana dan prasarana dengan rincian kegiatan sebanyak 6; (iii) peningkatan 
kualitas SDM aparatur dengan rincian kegiatan sebanyak 2; dan (iv) peningkatan pengelolaan 
administrasi dengan rincian kegiatan 3. Yang menarik dianalisis disini adalah setiap kegiatan 
disertai  dengan rincian anggaran yang direncanakan yang mana tidak ditemukan pada SKPD di 
kedua Kabupaten sampel. Yang perlu dikaji lebih jauh adalah apakah rincian kegiatan tersebut 
konsisten dengan kegiatan dalam DPA pada tahun 2008. Setelah memperhatikan daftar kegiatan 
yang direncanakan dalam renstra pada tahun kelima (2008) dan DPA pada tahun 2008, hampir 
seluruhnya tidak konsisten.  
Dengan mencocokkan makna dari masing-masing kegiatan, ditemukan hanya lima 
kegiatan yang mempunyai makna yang sesuai/sama. Daftar kegiatan yang terdapat DPA 2008 
seluruhnya mengacu pada Permendagri 13 tahun 2006 sehingga nama-nama kegiatan yang 
direncanakan pada saat menyusun renstra tidak sesuai dengan kegiatan dalam DPA. Nama-nama 
kegiatan yang tidak konsisten dalam dilihat dalam Lampiran. Betapa besar pengaruh 
Permendagri 13 tahun 2006, tidak satupun nama program yang terdapat dalam Renstra Dispenda 
sesuai dengan nama program yang terdapat dalam RKPD. Nama-nama program dalam  RKPD 
adalah peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, pembinaan dan fasilitasi 
pengelolaan keuangan daerah, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pendukung PAD. 
Sementara dalam   Renstra Dispenda adalah peningkatan pendapatan daerah, penyediaan sarana 
dan prasarana, peningkatan kemampuan SDM aparatur, penyusunan standar pelayanan minimal 
bidang pajak, retribusi dan PBB.  
 
8.2.3. Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kota Makassar 
   
A. Konsistensi Penjabaran Kebijakan dan Program dalam Dokumen RPJMD Kota 
Makassar 
  
Konsistensi penjabaran kebijakan dan program dalam dokumen RPJMD di Kota Makassar 
juga ditemukan tingkat konsistensi yang sama dengan Kabupaten Bantaeng dan Sinjai. Rumusan 
visi Makassar 2014 sebagai bagian dari pencapaian visi jangka panjang sebagaimana yang telah 
dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005 – 2025, yakni 
‖Makassar sebagai kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa yang Berorientasi 
Global, Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat‖ adalah bagian tidak terpisahkan / 
kelanjutan  dari Visi  Pemerintah Kota  Makassar 2009  sebagaimana  ditetapkan dalam 
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Pemerintah 
Kota Makassar Tahun 2004-2009 yang disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kota Makassar 
Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar 
Tahun 2005-2010 yakni ”Makassar Kota Maritim, Niaga dan Pendidikan yang Bermartabat 
dan Manusiawi” sehingga untuk menjamin konsistensi pembangunan jangka menengah dan 
jangka panjang dan agar dapat dipelihara kesinambungan arah pembangunan daerah dari waktu 
ke waktu, maka disusun Visi 2014 : 
”Makassar Menuju Kota Dunia Berlandas Kearifan Lokal”. 
Visi ini terinspirasi dari dua hal mendasar:  
Pertama, yakni  jiwa dan semangat untuk memacu perkembangan  Makassar agar lebih maju, 
terkemuka dan dapat menjadi kota yang  diperhitungkan dalam pergaulan regional, nasional dan 
global.  Kedua, yakni jiwa dan semangat untuk tetap memelihara kekayaan kultural dan kejayaan 
Makassar yang telah dibangun sebelumnya,  ditandai dengan keterbukaan untuk menerima 
perubahan dan perkembangan, sembari tidak meninggalkan nilai-nilai yang menjadi warisan 
sejarah masa lalu.  
Pembangunan berkarakter yaitu pembangunan mesti bisa dipahami, memiliki bahasa 
publik, dapat dibaca, dapat dilakukan dan adalah sesuatu yang berbeda antara satu dengan yang 
ada pada umumnya yang sekaligus menggambarkan pelaku pembangunan itu sendiri, watak, 
perilaku individu yang merancang dan menangani pembangunan itu. Kriteria pembangunan 
berkarakter yaitu perlakuan pembangunan sesuai kebutuhan, mengakselerasi potensi lokal, fokus 
dan menyelesaikan masalah, integratif dan bersifat holistik, memiliki nilai pragmatis dan 
filosofis. 
Dengan mengacu pada rumusan Visi Kota Makassar, untuk mewujudkan visi tersebut 
maka diuraikan lima misi sebagai berikut:  
1. Mewujudkan warga kota yang  sehat, cerdas, produktif, berdaya saing dan bermartabat; 
2. Mewujudkan ruang kota yang ramah lingkungan; 
3. Mewujudkan peran strategis Makassar dalam perekonomian domestik dan internasional; 
4. Mewujudkan  tata kelola kepemerintahan yang baik dan berkualitas; 
5. Mewujudkan kehidupan warga kota yang harmonis , dinamis , demokratis dan taat hukum. 
Selain, rumusan visi dan misi, juga ditetapkan nilai-nilai dasar yaitu: (i) Kemerdekaan. 
Kemerdekaan bagi individu dan kelompok masyarakat untuk melakukan kreativitas 
pembangunan. Kemerdekaan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepada kepentingan 
kolektif yang menjelma dalam bentuk peraturan yang bersifat legal formal, serta kepada norma-
norma kesusilaan baik menurut pandangan budaya, maupun menurut tuntunan agama; (ii) 
Kebersamaan. Menjadikan perbedaan-perbedaan latar belakang  sebagai mozaik yang mendesain 
kekayaan keberagaman warga Makassar. Pada banyak simpul-simpul kehidupan, dalam 
kedudukan bersama sebagai warga kota, terdapat persentuhan atau persinggungan maupun 
intergrasi. Simpul-simpul tersebut menjadi wilayah dimana kebersamaan tetap terpelihara dan 
ditumbuh kembangkan; (iii) Saling Memanusiakan – Sipakatau. Makassar adalah kota dimana 
hidup orang-orang yang secara individu dan sosial menghormati harkat dan martabat antara satu 
dengan yang lain, karena sadar sebagai sesama mahluk ciptaan Tuhan yang memiliki harkat dan 
martabat; (iv) Saling Menghargai – Sipakalebbi. Setiap orang dapat berbeda profesi dan 
kedudukan di dalam masyarakat, perbedaan tersebut tidak mengurangi rasa hormat dan saling 
menghargai antara satu dengan lainnya tanpa memandang latar belakang profesi dan kedudukan 
dalam masyarakat  masing-masing; (v) Saling Mengingatkan – Sipakainge. Sadar akan kodrat 
kemanusiaan sebagai warga kota yang dapat saja khilaf, lupa dan lalai, maka diperlukan sikap 
untuk saling mengingatkan dengan cara-cara yang elegan, dapat diterima sesuai batas batas nilai 
masyarakat beradat  dan martabat; (vi) Keterbukaan. Agar proses pembangunan dapat 
menyertakan peranserta  masyarakat secara luas, maka diperlukan keterbukaan dari tahap 
perencanaan hingga pengendalian pembangunan. Keterbukaan tersebut dikemas dalam kultur 
yang beradab dan dijiwai oleh semangat penegakan hukum; (vii) Semangat Kejuangan. 
Tantangan masa depan hendaknya dihadapi dengan semangat kejuangan yang teguh dan pantang 
menyerah, seperti yang tertera pada logo Kota Makassar yang bertuliskan ‖Sekali Layar 
Terkembang Pantang Biduk Surut ke Pantai‖. 
 Penjabaran lebih lanjut visi, misi adalah kebijakan pokok pembangunan. Kota Makassar 
merumuskan lima kebijakan pokok yang secara konsisten dari penjabaran visi, misi yaitu 
(RPJMD Kota Makassar, 2009-2014):  
1. Peningkatan Kualitas Manusia. 
Melalui kebijakan ini, pembangunan Makassar diarahkan untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan, peningkatan derajat kesehatan, pembentukan keluarga kecil bahagia dan 
sejahtera untuk menangani penduduk miskin, menekan angka pengangguran dan mendorong 
pemantapan pengamalan agama serta apresiasi budaya. Pengembangan kreativitas pemuda 
dan olah raga serta kesetaraan gender 
2. Pengembangan  Tata Ruang dan Lingkungan. 
Melalui kebijakan ini, pembangunan Makassar diarahkan untuk memantapkan  pemanfaatan 
ruang wilayah darat, laut dan udara. Demikian juga, dimaksudkan agar pembangunan 
wilayah darat, laut dan udara bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi warga kota 
dengan mengedepankan kenyamanan dan ketentraman melalui pembangunan kota sejuta 
pohon, bebas pencemaran lingkungan dengan penataan ruang berbasis teknologi informasi 
yang menjamin pembangunan berkelanjutan. 
3. Penguatan Struktur Ekonomi. 
Melalui kebijakan ini, pembangunan Makassar diarahkan untuk terciptanya struktur ekonomi 
yang kokoh pada semua sektor dengan memberi tekanan pada sektor andalan; perniagaan, 
jasa dan industri yang dapat memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan 
masyarakat yang berimplikasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.  
4. Desentralisasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bebas Korupsi. 
Melalui kebijakan ini, pembangunan Makassar diarahkan untuk: i) memantapkan 
pelaksanaan Otonomi Daerah secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat 
melalui pelaksanaan pembangungan berbasis partisipasi masyarakat; ii)  meningkatkan 
pelayanan publik dalam berbagai dimensi pembangunan; iii) meningkatan profesionalisme 
aparatur dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat  melalui perencanaan program yang 
terarah dan terintegrasi, pelayanan berbasis teknologi informasi (online) 
5. Penegakan Hukum dan Hak Azasi Manusia. 
Melalui kebijakan ini, pembangunan Makassar diarahkan untuk terciptanya masyarakat yang 
taat  hukum , demokratis  dan bebas KKN .  
Penjabaran secara konsisten dari kebijakan ke program-program dalam dokumen RPJMD 
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Penegakan Hukum dan 
Hak Azasi Manusia 
Pembinaan Kehidupan Politik 
Yang Demokratis 
1 Konsisten 
Peningkatan Penegakan Hukum 
dan HAM 
 Legislasi Daerah 
 
Sumber: RPJMD Kota Makassar, 2009-2014, diolah 
 Tabel 8.20 dapat disimpulkan bahwa penjabaran seluruh kebijakan dalam RPJMD Kota 
Makassar mempunyai tingkat konsistensi yang tinggi terhadap program yang mengikutinya. 
Artinya bahwa program-program yang direncanakan untuk melaksanakan kebijakan mempunyai 
makna/pesan yang sesuai. Perlu digarisbawahi bahwa aparat perencana di Kota Makassar 
merumuskan kebijakan dan menjabarkannya kedalam  program-program secara terstruktur dan 
konsisten. Hal ini berbeda dengan dua kabupaten lainnya. 
Keterkaitan dokumen perencanaan pembangunan, dapat dicermati dari berbagai model 
sudut pandang antara lain: (1) perencanaan pembangunan daerah dan penjabarannya pada setiap 
SKPD terkait; (2) perencanaan pembangunan daerah jangka panjang (duapuluh tahunan) serta 
penjabarannya dalam jangka menengah (lima tahunan) dan jangka pendek (satu tahunan); serta 
(3) perencanaan pembangunan daerah dan penjabarannya pada setiap wilayah pengembangan. 
Tabel 8.21 
Konsistensi Kebijakan dan Program Dalam Dokumen RPJMD 2009-2014 dan Renstra- SKPD 
2009-2014 Se-Kota Makassar 
KEBIJAKAN 
DALAM RPJMD 

















Program-2: Peningkatan Derajat 
Kesehatan Masyarakat 
1  Dinas Kesehatan, RSUD 
Program-3: Peningkatan Kesejahteraan 
Sosial, Budaya dan Agama 1  
Dinas Sosial, Dinas 
Pariwisata dan 
Kebudayaan 
Program-4: Pembinaan Pemuda dan 
Olahraga 
1  
Dinas Pemuda dan 
Olahraga 
Program-5: Peningkatan Kesejahteraan  
Keluarga dan Kesetaraan Gender 1  
BKB, BPM, Kantor 
Pemberdayaan 
Perempuan 





Program-1: Penataan Ruang 1  Dinas Tata Ruang 
Program-2: Pembangunan Infrastruktur 
Kota 
1  Dinas PU 
Program-3: Pengelolaan Lingkungan 
Hidup 
1  
Dinas Pertamanan dan 
Kebersihan, Bapedalda 




Program-1: Peningkatan Komoditi 
Unggulan 
1  
Dinas KP3, Dinas 
Perindag 
Program-2: Peningkatan Ketahanan 
Ekonomi 
1  
Dinas Koperasi, Dinas 
Perindag, Dinas KP3 
Program-3: Pengembangan Investasi dan 
Regulasi Usaha 1  
Dinas Perindag, Dinas 
Koperasi, Kantor 
Perizinan 
Program-4: Peningkatan Kesempatan 
Kerja dan Berusaha 1  
Dinas Tenaga Kerja, 
Dinas Perindag, Dinas 
Koperasi 





Baik dan Bebas 
Program-1: Peningkatan Kapasitas 
Kelembagaan 1  
Sekretariat Daerah, 
Bappeda, BKD, Badiklat 
Program-2: Peningkatan Profesionalisme 
Aparatur 
1  Badiklat, BKD 
Korupsi Program-3: Pengelolaan Keuangan Daerah 1  Dispenda 




Inspektorat, Satpol PP 
Program-5: Peningkatan Kualitas Materi 
dan Penyebaran Informasi 
1  Dinas Infokom, Arsip 
Program-6: Pendukung 1  Semua SKPD 
Kebijakan-5: 
Penegakan Hukum 
dan Hak Azasi 
Manusia 





Program-2: Peningkatan Penegakan 




Program-3: Legislasi Daerah 1  Sekretariat Dewan 
Program-4: Pendukung 1  Semua SKPD  
Sumber: Buku RPJMD Kota Makassar dan Renstra SKPD Se Kota Makassar, Periode 2009-
2014 (diolah). 
 
Secara umum, lima kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Makassar 
terjabarkan ke dalam SKPD yang terkait secara langsung dengan substansi kebijakan dan 
program bersangkutan. Lima kebijakan untuk implementasi pembangunan lima tahunan Kota 
Makassar terjabarkan masing-masing dalam rencana lima tahunan masing-masing SKPD yang 
terkait dengan substansi kebijakan pembangunan yang terkait, baik yang terkait dengan urusan 
wajib daerah maupun yang meliputi urusan pilihan pemerintahan daerah. 
 
B. Konsistensi Penjabaran Kebijakan dan Program dalam Dokumen RENSTRA SKPD: 
BAPPEDA, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kota Makassar 
 
Penjabaran kebijakan dalam Renstra Bappeda Kota Makassar dapat ditelusuri dengan 
muda karena disusun secara terstruktur dan sistimatis.  Akibatnya setiap kebijakan dengan jelas 
teridentifikasi program-program yang merespon kebijakan tersebut. Dalam Renstra Bappeda 
periode 2010-2014 terdapat dua kebijakan yang ditetapkan. Kedua kebijakan tersebut merupakan 
penjabaran dari visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahun 
(2010-2014). Adapun visi Bappeda adalah Katalisator Pembaharuan Manajemen Pembangunan 
Melalui Perencanaan Partisipatif.  Visi  tersebut diikuti oleh  delapan rumusan misi dan delapan 
rumusan tujuan dan tujuh sasaran. Kemudian diteruskan penjabarannya  dalam bentuk rumusan 
kebijakan dan program. Sasaran yang ingin dicapai oleh Bappeda selama lima tahun kedepan 
adalah (i) terlaksananya koordinasi program pembangunan, (ii) tersusunnya dokumen-dokumen 
perencanaan kota, (iii) tersusunnya rencana umum pembangunan tahunan Kota Makassar, (iv) 
terwujudnya evaluasi pelaksanaan kegiatan yang menjadi dasar perencanaan selanjutnya, (v) 
tersedianya data perencanaan dan laporan yang actual, factual an optimal, (vi) terwujudnya 
kersajama yang saling menguntungkan, (Vii) penerapan teknologi dalam perencanaan 
pembangunan Kota Makassar dan (Viii) meningkatnya profesionalisme aparat. Atas dasar 
sasaran itulah Bappeda merumuskan  dua kebijakan yang diikuti oleh 9 program utama dan lima  
program pendukung.  
Penjabaran kebijakan dalam Renstra Bappeda mempunyai kesesuaian makna dengan 
program yang dirumuskan. Misalnya kebijakan tentang pengembangan kawasan, tata ruang dan 
lingkungan, program yang terkait dengan ini adalah program perencanaan tata ruang  dengan 
rincian kegiatan meliputi: sosialisasi peraturan tentang rencana tata ruang sub kegiatannya adalah 
operasional website tata ruang, fisik, dan prasarana  Kota Makassar; penyusunan rancangan 
peraturan daerah tentang RTRW dengan sub kegiatan revisi Ranperda RTRW 2006-2026; Rapat 
koordinasi tentang Rencana Tata Ruang meliputi koordinasi tentang rencana tata ruang; 








Program RENSTRA Bappeda 
Pengembangan Kawasan, 
Tata Ruang dan Lingkungan 
Program perencanaan tata ruang 
Pembangunan Pemerintahan 
dan Pelayanan Publik 
1. Peningkatan kapasitas kelembagaan: 
1.1.  Program pengembangan data/informasi 
1.2.  Program Kerja sama pembangunan 
1.3.  Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat 
tumbuh 
1.4. Program perencanaan pengembangan kota  menengah dan besar 
1.5.  Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan 
pembangunan daerah 
1.6. Program perencanaan pembangunan daerah 
1.7. Program perencanaan pembangunan ekonomi 
1.8. Program perencanaan sosial dan budaya 
`Program Pendukung 
1.9.         Program pelayanan administrasi perkantoran 
1.10. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 
1.11. Program peningkatan disiplin aparatur 
1.12. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 
1.13. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 
  
Sumber: Renstra Bappeda Kota Makassar 2010-2014, diolah 
Sementara kebijakan kedua tentang pembangunan pemerintahan dan pelayanan publik meliputi  
delapan  program yang kesemuanya dinyatakan konsisten dengan kebijakannya.  
RPJMD Kota Makassar pada periode 2009-2014 menetapkan lima kebijakan prioritas 
sebagai penjabaran dari visi dan misi.  Visi Kota Makassar sebagaimana dalam dokumen 
RPJMD adalah ‖Makassar Kota Maritim, Niaga dan Pendidikan yang Bermartabat dan 
Manusiawi‖. Adapun kebijakan prioritas yang dimaksud adalah: (i) Peningkatan Kualitas 
Manusia, (ii) Pengembangan  Tata Ruang dan Lingkungan, (iii) Penguatan Struktur Ekonomi, 
(iv) Desentralisasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bebas Korupsi, dan (v) 
Penegakan Hukum dan Hak Azasi Manusia. 
Dengan memperhatikan  rumusan kebijakan dalam RPJMD Kota Makassar pada periode 
2009-2014, sejauhmana  SKPD merespon kebijakan tersebut? Berdasarkan peraturan 
pemerintah, SPPN, SE No.050 tahun 2005, PP 08/2008 dan terbaru Permendagri 54/2010, 
rancangan akhir RPJMD adalah menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Dengan 
demikian, lima kebijakan dalam RPJMD tersebut sesungguhnya menjadi arahan bagi SKPD 
dalam merumuskan kebijakan di instansi masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi yang 
diembangnya. Sesuai dengan norma bahwa masing-masing SKPD merumuskan kebijakan yang 
sesuai dengan arahan kebijakan dalam dokumen RPJMD, sehingga kebijakan dan program yang 
ingin dilaksanakan selama lima tahun mempunyai  payung kebijakan dan sekaligus menunjukkan 
ukuran kontribusi SKPD terhadap pencapaian visi Makassar sebagai Kota Dunia pada 2009-
2013. Oleh karena itu perlu diketahui dan diidentifikasi mengenai kebijakan-kebijakan apa saja 
yang dirumuskan oleh SKPD dalam merespon kebijakan prioritas yang telah dipikirkan selama 
lima tahun pemerintahan Wali Kota.  
Bagaimana dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar? Apakah terdapat kecenderungan 
pola yang sama dengan Bappeda? Berikut ini disajikan informasi tentang konsistensi substansi 
kebijakan dan program yang tertuang dalam Renstra SKPD Dinas Kesehatan. 
Tabel 8.23 









Obat dan Perbekalan Kesehatan 1  
Bidang Bina Pelayanan 
Kesehatan 
Upaya Kesehatan Masyarakat 1  
Bidang Bina Pelayanan 





Pengawasan Obat dan Makanan 1  
UPTD 
Pengembangan Obat Asli Indonesia 1  
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 
Masyarakat 
1  Bidang Bina Kesehatan 
Masyarakat 
Perbaikan Gizi Masyarakat 1  
Pengembangan Lingkungan Sehat 1  Bidang Bina 
Pengendalian Penyakit 
dan Lingkungan 
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 1  
Standarisasi Pelayanan  Kesehatan 1  
Bidang Bina Pelayanan 
Kesehatan, Bidang Bina 
Pengembangan Sumber 
Daya Kesehatan 
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 1  
Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana 
dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas 
Pembantu dan Jaringannya 
1  
Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1  
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 1  Bidang Bina Kesehatan 
Masyarakat Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 1  
Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan 
Makanan 
1  
Bidang Bina Pelayanan 
Kesehatan, Bidang Bina 
Pengembangan Sumber 
Daya Kesehatan 
Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan 
Anak 
1  
Bidang Bina Kesehatan 
Masyarakat 
Lima Program Pendukung: 
- Pelayanan Administrasi Perkantoran; 
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 
- Peningkatan Disiplin Aparatur; 
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur; 
- Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 
 1 
Bagian Sekretariat Dinas 
Kesehatan, Bidang Bina 
Pengembangan Sumber 
Daya Kesehatan 
Sumber: Buku Renstra Dinas Kesehatan Kota Makassar Periode 2009-2014 dan SK PPTK 
Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2010 (diolah). 
 
Berdasarkan Tabel 8.23, nampak bahwa  semua program pokok secara konsisten 
dijabarkan dari kebijakan pokok Renstra SKPD Dinas Kesehatan, sehingga dapat disimpulkan 
konsistensi kebijakan dan program secara substansi perencanaan jangka lima tahunan dalam 
rangka peningkatan kualitas manusia bidang kesehatan telah terjabarkan secara baik pada setiap 
program yang akan dijalan oleh setiap Bidang dalam lingkup Dinas Kesehatan Kota Makassar 
dalam lima tahun periode pemerintahan 2009-2014. Sedangkan lima program pendukung 
dicanangkan untuk mendukung implementasi program pembangunan bidang kesehatan akan 
dijalankan oleh Bagian Sekretariat Dinas Kesehatan, kecuali untuk program peningkatan 
kapasitas sumber daya aparatur yang akan diimplementasikan oleh Bidang Bina Pengembangan 
Sumber Daya Kesehatan. 
Tabel 8.24 








Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat 
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 
1  
Bidang Bantuan dan 
Jaminan Kesejahteraan 
Sosial, Bidang Usaha 
Kesejahteraan Sosial 
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan 
Sosial 
1  






Pembinaan Anak Terlantar 1  
Bidang Usaha 
Kesejahteraan Sosial 





Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo   
Bidang Organisasi 
Sosial, Bidang Usaha 
Kesejahteraan Sosial 
Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial 
(Eks Narapidana, PSK dan Waria) 
1  
Bidang Rehabilitasi  
Sosial 




Sosial, Bidang Usaha 
Kesejahteraan Sosial 
Lima Program Pendukung: 
- Pelayanan Administrasi Perkantoran; 
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor; 
- Peningkatan Disiplin Aparatur; 
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur; 
- Peningkatan Pengembangan Sistem 




Sumber: Buku Renstra Dinas Sosial Kota Makassar Periode 2009-2014 dan SK PPTK Dinas 
Sosial Kota Makassar Tahun 2010 (diolah). 
 
Hal yang sama dengan Dinas Sosial Kota Makassar juga memperlihatkan penjabaran 
kebijakan ke dalam program yang cukup tinggi sebagaimana terlihat dalam Tabel 25. Dengan 
mengacu pada Tabel 8.24, nampak bahwa  semua program pokok secara konsisten dijabarkan 
dari kebijakan pokok Renstra SKPD Dinas Sosial, sehingga dapat disimpulkan konsistensi 
kebijakan dan program secara substansi perencanaan jangka lima tahunan dalam rangka 
peningkatan kualitas manusia bidang sosial telah terjabarkan secara baik pada setiap program 
yang akan dijalankan oleh setiap Bidang dalam lingkup Dinas Sosial Kota Makassar dalam lima 
tahun periode pemerintahan 2009-2014. Sedangkan lima program pendukung dicanangkan untuk 
mendukung implementasi program pembangunan bidang sosial akan dijalankan oleh Bagian 
Sekretariat Dinas Sosial. 
 
C. Konsistensi Kebijakan dan Program antar Dokumen RPJMD dan   Renstra SKPD 
Kota Makassar 
Tingkat konsistensi kebijakan dan program kedalam dokumen perencanaan di Kota 
Makassar tergolong cukup baik, namun perlu dilihat apakah penjabaran kebijakan tersebut  
mempunyai tingkat konsistensi yang  baik pula terhadap dokumen perencanaan pada tingkat 
SKPD baik untuk Bappeda, Dinas Kesehatan maupun Dinas Sosial? 
Berdasarkan Tabel konsistensi kebijakan/program yang tertuang dalam RPJMD dan 
Renstra SKPD, nampak Dinas Kesehatan Kota Makassar bertanggung jawab dalam menjabarkan 
dan mengimplementasikan kebijakan peningkatan kualitas manusia, khususnya untuk program 
peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dengan demikian sejumlah matriks yang ditampilkan 
berikut ini, secara nyata memberikan ilustrasi penjabaran secara mendetail kebijakan dan 
program yang terkait dengan peningkatan kualitas manusia dalam RPJMD tersebut ke dalam 
berbagai dokumen perencanaan pembangunan SKPD Dinas Kesehatan, baik dalam jangka lima 
tahunan maupun dalam dokumen perencanaan tahunan Kota Makassar.   
Tabel 8.25 
Konsistensi Kebijakan dan Program Antara Dokumen RPJMD 2009-2014 Kota Makassar dan 










































































Sumber: Buku RPJMD Kota Makassar dan Renstra Dinas Kesehatan Kota Makassar, Periode 
2009-2014 (diolah). 
 
Pada Dinas Kesehatan, kebijakan peningkatan kualitas manusia yang tertuang dalam 
RPJMD selanjutnya dijabarkan dengan nomenklatur yang sama sebagai kebijakan yang tertuang 
dalam Renstra SKPD Dinas Kesehatan. Penjabaran program RPJMD ‗peningkatan derajat 
kesehatan masyarakat‘ merupakan tugas pokok Dinas Kesehatan, dan telah dijabarkan ke dalam 
16 program pokok.  
Sedangkan kebijakan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas 
korupsi tidak dijabarkan dalam Renstra SKPD Dinas Kesehatan, padahal secara substansial 
kebijakan ini akan mencakupi seluruh bidang pemerintahan yang telah didesentralisasikan 
termasuk pemerintahan bidang kesehatan. Secara substansial kebijakan tersebut dijabarkan ke 
dalam RPJMD dengan empat program, yakni (1) peningkatan kapasitas kelembagaan; (2) 
peningkatan profesionalisme aparatur; (4) peningkatan kualitas pelayanan publik. Keempat 
program dalam RPJMD tersebut, oleh Dinas Kesehatan memiliki kesesuaian dengan program 
yang dijabarkan sebagai program pendukung dalam Renstra SKPD. Hanya saja, program-
program pendukung tersebut merupakan penjabaran fungsi Bagian Sekretariat yang pada 
prinsipnya kegiatan-kegiatannya telah tertuang dalam Permendagri No. 13/2006. Hal ini 
mengindikasikan bahwa penjabaran secara substansial terhadap kebijakan desentralisasi 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas korupsi yang menjadi salah satu kebijakan 
pokok Pemerintah Kota Makassar selama periode RPJMD 2009-2014, tidak menjadi perhatian 
penting bagi pelaksanaan implementasi pembangunan bidang kesehatan salama periode yang 
sama 
Tabel 8.26 
Konsistensi Kebijakan dan Program Antara Dokumen RPJMD 2009-2014 Kota Makassar dan 









































































Sumber: Buku RPJMD Kota Makassar dan Renstra Dinas Sosial Kota Makassar, Periode 2009-
2014 (diolah). 
 
Berdasarkan Tabel 8.26 konsistensi kebijakan/program yang tertuang dalam RPJMD dan 
Renstra SKPD, nampak Dinas Sosial Kota Makassar bertanggung jawab dalam menjabarkan dan 
mengimplementasikan kebijakan peningkatan kualitas manusia, khususnya untuk program 
peningkatan kesejahteraan sosial.  
Pada Dinas Sosial, kebijakan peningkatan kualitas manusia yang tertuang dalam RPJMD 
selanjutnya dijabarkan dengan nomenklatur yang sama sebagai kebijakan yang tertuang dalam 
Renstra SKPD Dinas Sosial. Penjabaran program RPJMD ‗peningkatan kesejahteraan sosial‘ 
merupakan tugas pokok Dinas Sosial, dan telah dijabarkan ke dalam 7 program pokok.  
Sedangkan kebijakan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas 
korupsi tidak dijabarkan dalam Renstra SKPD Dinas Sosial, padahal secara substansial kebijakan 
ini akan mencakupi seluruh bidang pemerintahan yang telah didesentralisasikan termasuk 
pemerintahan bidang sosial. Secara substansial kebijakan tersebut dijabarkan ke dalam RPJMD 
dengan empat program, yakni: (1) peningkatan kapasitas kelembagaan; (2) peningkatan 
profesionalisme aparatur; (4) peningkatan kualitas pelayanan publik. Keempat program dalam 
RPJMD tersebut, oleh Dinas Sosial memiliki kesesuaian dengan program yang dijabarkan 
sebagai program pendukung dalam Renstra SKPD. Hanya saja, program-program pendukung 
tersebut merupakan penjabaran fungsi Bagian Sekretariat yang pada prinsipnya kegiatan-
kegiatannya telah tertuang dalam Permendagri No. 13/2006. Hal ini mengindikasikan bahwa 
penjabaran secara substansial terhadap kebijakan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan 
yang baik dan bebas korupsi yang menjadi salah satu kebijakan pokok Pemerintah Kota 
Makassar selama periode RPJMD 2009-2014, tidak menjadi perhatian pokok bagi pelaksanaan 
implementasi pembangunan bidang sosial selama periode bersangkutan. 
Tabel 8.27 
Konsistensi antara Kebijakan dalam RPJMD dan RENSTRA  
Bappeda  Kota Makassar 
 
Kebijakan RPJMD  
Kota Makassar 













Peningkatan Kualitas Manusia 0 0 0 
Pengembangan  Tata Ruang dan Lingkungan 1 0 1 
    Penguatan Struktur Ekonomi 0 0 0 
    Desentralisasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan yang Baik dan Bebas 
Korupsi 
0 1 1 
  Penegakan Hukum dan    
  Hak Azasi Manusia. 
 
0 0 0 
Konsisten atau tidak 1 1  
Sumber: Renstra Bappeda Kota Makassar, 2009-2014 
 
  Bappeda Kota Makassar sebagai unit teknis dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi 
pokoknya, telah merumuskan dua kebijakan yang dianggap sangat penting disamping untuk 
mencapai visi dan misinya sekaligus berkontribusi terhadap dua kebijakan pokok pembangunan  
Kota Makassar. Kedua kebijakan utama Bappeda telah dituangkan ke dalam dokumen Renstra 
untuk priode 2009-2014. 
Penjelasan angka nol seperti dalam Tabel 27 adalah kebijakan yang tidak berkait dengan 
kebijakan penegakan hukum dan Ham, penguatan struktur ekonomi, dan peningkatan kualitas 
sumberdaya manusia. Kebijakan-kebijakan pembangunan tersebut akan dikontribusi  oleh  
SKPD lainnya.  
 Perlu digarisbawahi bahwa inkonsistensi antara kebijakan dalam RPJMD dan kebijakan 
dalam Renstra tidak diartikan sebagai ketidakmampuan SKPD dalam merumuskan kebijakan. 
Karena tidak ada keharusan bagi  SKPD menyusun kebijakan yang berkontribusi pada seluruh 
kebijakan pembangunan dalam RPJMD. Yang kurang tepat apabila rumusan kebijakan dari 
SKPD sama sekali tidak mempunyai payung kebijakan pembangunan.  Untuk kasus  Bappeda 
Kota Makassar dapat dikatakan mempunyai tingkat konsistensi yang tinggi dengan alasan bahwa 
Bappeda dapat menarik benang merah melalui dua kebijakan seperti dalam Tabel 8.27.  
 
D. Tingkat Konsistensi Program dalam RPJMD dan Program Prioritas dalam RKPD 
Kota Makassar 
 Seperti diuraikan sebelumnya bahwa dalam buku RPJMD Kota Makassar, terdapat lima 
rumusan kebijakan yang diarahkan untuk mencapai visi Kota Makassar sebagai Kota  Dunia 
yang berlandaskan kearifan lokal. Kelima kebijakan tersebut terjabarkan kedalam  19 program 
indikatif.  Lima kebijakan dan 19 program dimaksud dalam pelaksanaannya dijabarkan per 
tahun. Pertanyaannya adalah apakah penjabaran pertahun dalam RPJMD konsisten dengan 
program prioritas dalam RKPD tahunan (khususnya pada tahun 2010)? 
Tabel 8.28 memperlihatkan  konsistensi  kebijakan dan program antar dokumen RPJMD 
dan RKPD. Perlu dicatat bahwa kebijakan dalam RPJMD adalah konsisten 100 persen dengan 
kebijakan dalam RKPD 2010. Sementara  penjabaran program lima tahun menjadi program 
tahunan sedikit berbeda. Pada RKPD 2010, pada dasarnya program prioritas dalam RKPD dirinci 
lebih lanjut menjadi sub program sehingga pada Tabel 8.28 ditemukan nomenklatur program 
dalam RKPD 2010 tidak sama dengan nomenklatur dalam RPJMD. Namun jika dianalisis dari 
sisi makna atau pesan dari program yang dimaksud pada dasarnya adalah konsisten. Rincian 
program prioritas dalam RKPD 2010 Kota Makassar dapat dilihat dalam Lampiran Program 
RKPD Kota Makassar. 
Tabel 8.28 
Konsistensi Program antara RPJMD dan RKPD 2010 Kota Makassar 
Kebijakan dalam RPJMD dan 
RKPD 
Program Indikatif dalam RPJMD Program Prioritas dalam RKPD 2010 Konsisten 
Tidak 
Konsisten 
Peningkatan kualitas manusia  Peningkatan Kualitas Pendidikan Peningkatan kualitas dan pemerataan 
pendidikan 
1 
Peningkatan Derajad Kesehatan 
Masyarakat 
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat 1 
Peningkatan Kesejahteraan Sosial, 
Budaya dan Agama 
 
Pemberdayaan masyarakat dan 
peningkatan kesejahteraan keluarga 
1 




Peningkatan Kesejahteraan Keluarga 
dan Kesetaraan Gender 
 
 
Pengembangan kawasan, tata 
ruang dan lingkungan 
Peningkatan Infrastruktur Kota Pembangunan infrasruktur 1 
Pengadaan, pemeliharaan dan peningkatan 
sarana dan prasarana perhubungan serta 
peningkatan manajemen transportasi 
perkotaan 
0 
Peningkatan dan pemeliharaan lingkungan 
perumahan, pemukiman dan penataan 
kawasan kumuh serta pelayanan gratis 
angkutan jenasah dan pemakaman 
masyarakat 
0 
 Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengelolaan lingkungan hidup 1 
Penguatan struktur ekonomi  
Pengembangan Komoditas Unggulan  




RPJMD   
Peningkatan Ketahanan Ekonomi Pemberdayaan ekonomi rakyat 
Pengembangan Investasi dan Regulasi 
Usaha  
 
Peningkatan daya saing komoditas 
unggulan 
 Peningkatan Kesempatan Kerja dan 
Berusaha 
 





yang baik dan bebas korupsi 
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 
 
Peningkatan pelayanan public 1 
Peningkatan Profesionalisme aparatur Peningkatan profesionalisme aparatur 1 
 
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 
 
Peningkatan kapasitas perencanaan dan 
pengendalian pembangunan 
1 
Pengelolaan Keuangan Daerah 
Penegakan fakta integritas di lingkungan 
pemerintahan 
1 
Peningkatan Kualitas Materi dan 
Penyebaran Informasi 
 
Peningkatan kualitas dan jaringan 
informasi 
1 
Penegakan hukum dan hak azasi 
manusia  
Pembinaan Kehidupan Politik Yang 
Demokratis 
Pembangunan politik dan kesadaran 
berdemokrasi 
1 
Peningkatan Penegakan Hukum dan 
HAM 
Penegakan hukum dan Ham 1 
 Legislasi Daerah Legislasi daerah 1 
Sumber: RPJMD Kota Makassar, 2009-2014, RKPD 2010 (diolah) 
 E. Konsistensi Program dan Kegiatan dalam Renstra SKPD dan Renja SKPD Kota 
Makassar 
Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa konsistensi penjabaran kebijakan kedalam 
program baik dalam dokumen RPJMD maupun dalam dokumen Renstra SKPD adalah cukup 
tinggi. Pertanyaan selanjutnya yang perlu dicermati adalah apakah  
Tabel 8.29 
Konsistensi Program dan Kegiatan Dalam Renstra Dinas Kesehatan 2009-2014 dan Renja Dinas 
Kesehatan Tahun 2010 Kota Makassar 
 
 
Renstra SKPD (2009-2014) Renja SKPD (2010) 
Keterangan 
Program Kegiatan Program Kegiatan 
Obat dan perbekalan 
kesehatan 
8 keg 
Obat dan perbekalan 
kesehatan 
8 keg 
Program dan kegiatan dijabarkan dengan 







Terdapat satu kegiatan yang tidak 
direncanakan untuk diimplementasikan 
tahun 2010 
Pengawasan obat dan 
makanan 
3 keg 
Pengawasan obat dan 
makanan 
3 keg 
Program dan kegiatan dijabarkan 
dengan nomenklatur dan jumlah 
yang sama 
Pengembangan obat asli 
Indonesia 
3 keg 
Pengembangan obat asli 
Indonesia 
3 keg 
Promosi kesehatan dan 
pemberdayaan masyarakat 
11 keg 
Promosi kesehatan dan 
pemberdayaan masyarakat 
11 keg 


























dan Perbaikan Sarana dan 
Prasarana 
Puskesmas/Puskesmas 
Pembantu dan Jaringannya 
17 keg 
Pengadaan, Peningkatan 
dan Perbaikan Sarana dan 
Prasarana 
Puskesmas/Puskesmas 









kesehatan anal balita 
4 keg 
Peningkatan pelayanan 

















ibu melahirkan da anak 
10 keg 
Peningkatan keselamatan 
ibu melahirkan da anak 
10 keg 
Pendukung (5 program) 62 keg Pendukung (5 program) 62 keg 
Sumber: Renstra Dinas Kesehatan Kota Makassar Periode 2009-2014 dan Renja Dinas 
Kesehatan Tahun 2010 (diolah). 
 
penjabaran kebijakan tersebut mempunyai tingkat konsistensi yang tinggi pula terhadap rencana 
tahunannya sebagaimana tertuang dalam renja SKPD?  
Untuk mencermati penjabaran perencanaan lima tahunan ke dalam rumusan rencana satu 
tahunan, dapat diilustrasikan penjabaran program atau kegiatan lima tahunan dalam Renstra 
SKPD ke dalam program atau kegiatan satu tahunan Renja-SKPD (Tabel 8.29).  
Penjabaran program dan kegiatan lima tahunan Renstra-SKPD 2009-2014 ke dalam 
program dan kegiatan satu tahunan Renja-SKPD 2010 Dinas Kesehatan seperti ditunjukkan 
dalam Tabel 8.30, menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat tinggi, di mana semua program 
dijabarkan dengan nomenklatur dan jumlah yang sama. Kegiatan dijabarkan dengan nomenklatur 
dan jumlah yang hampir sama, kecuali satu kegiatan pada program upaya kesehatan masyarakat 
yang tidak direncanakan untuk tahun 2010. Fakta ini mengindikasikan bahwa hampir seratus 
persen program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Kesehatan selama periode 2009-2014, 
diimplementasikan selama tahun 2010. 
Fakta ini memberikan indikasi pentingnya penetapan kinerja lima tahunan dan kinerja 
satu tahunan pada setiap program dan kegiatan yang akan diimplementasikan. Hal ini penting 
untuk melihat apakah setiap program dan kegiatan bersifat multiyears atau selesai dalam satu 
tahun saja. Apakah program dan kegiatan bersangkutan memiliki sifat yang berkesinambungan 
atau hanya sekedar pengulangan yang terjadi pada setiap tahun anggaran berjalan.  
Tabel 8.30 
Konsistensi Program dan Kegiatan Dalam Renstra Dinas Sosial 2009-2014 dan Renja Dinas 
Sosial  Tahun 2010 Kota Makassar 
Renstra SKPD (2009-2014) Renja SKPD (2010) 
Keterangan 

























































































Sumber: Renstra Dinas Sosial Kota Makassar Periode 2009-2014 dan Renja Dinas Sosial Tahun 
2010 (diolah). 
 
Tabel 8.30 menggambarkan konsistensi program dan kegiatan dalam renstra dan renja 
Dinas Sosial. Penjabaran program dan kegiatan lima tahunan Renstra-SKPD 2009-2014 ke 
dalam program dan kegiatan satu tahunan Renja-SKPD 2010 Dinas Sosial seperti ditunjukkan di 
atas, menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat baik, di mana semua program dijabarkan 
dengan nomenklatur dan jumlah yang sama. Fakta ini memberikan indikasi pentingnya 
penetapan kinerja lima tahunan dan kinerja satu tahunan pada setiap program yang akan 
diimplementasikan. Hal ini penting untuk melihat apakah setiap program bersifat multiyears atau 
selesai dalam satu tahun saja. Apakah program bersangkutan memiliki sifat yang 
berkesinambungan atau hanya sekedar pengulangan dari tahun sebelumnya. 
 
F. Konsistensi antara Perencanaan dan Penganggaran (rencana kerja dan rencana 
kegiatan dan anggaran, RKA/DPA/APBD) Kota Makassar 
Pembahasan yang paling penting adalah  menguraikan konsistensi antara perencanaan 
dan penganggaran. Perencanaan penganggaran merupakan muara dari seluruh rangkaian kegiatan 
perencanaan yang dilakukan sebelumnya sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD, RKPD, 
RENSTRA SKPD dan Renja SKPD. Apakah pemerintah daerah konsisten  tentang seluruh 
kegiatan yang direncanakan mampu terjabarkan dengan penganggarannya. Konsistensi 
perencanaan dengan penganggaran, di mana secara nyata dapat dicermati pada seberapa besar 
kegiatan yang direncanakan pada Renja-SKPD yang selanjutnya mampu dijabarkan untuk 
dianggarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) SKPD. Berikut ini disajikan konsistensi kegiatan dalam Renja-SKPD dengan kegiatan 
dalam DPA-SKPD Dinas Sosial Kota Makassar untuk tahun 2010.      
Berdasarkan Tabel 8.31, konsistensi Renja-SKPD dengan DPA-SKPD Dinas Sosial 
nampak secara substansial menunjukkan arah sasaran yang sama meskipun dengan nomenklatur 
dan jumlah kegiatan yang berbeda. Sehingga dapat menginspirasi lahirnya model konsistensi 
perencanaan dan penganggaran yang berbasis sasaran, tentunya dengan tetap memperhatikan 
analisis konten pada setiap rumusan kebijakan, program dan kegiatan yang ada.  
 
Tabel 8.31 
Konsistensi Kegiatan Dalam Renja Dinas Sosial Tahun 2010 dengan RKA dan DPA Dinas 







Berusaha bagi Keluarga 
miskin 
1. Pengiriman pelatihan 
anak terlantar ke PSBR; 
2. Pengiriman pelatihan 
Anjal, anak nakal/anak 
berhadapan hukum, 
gepeng dan pengamen; 
3. Latihan kerja Pola 
Kemitraan Usaha 
Produktif Penyandang 
Cacat Eks Trauma. 
Kegiatan yang dituangkan 
dalam Renja-SKPD Dinas 
Sosial 2010 dijabarkan 
dengan nomenklatur yang 
berbeda dalam DPA-SKPD 
Dinas Sosial 2010, tetapi 
dengan sasaran yang 
searah. 
2.Fasilitas Manajemen 
Usaha bagi Keluarga 
Miskin 
1. Pembentukan dan 
pembinaan kelompok 
usaha bersama (KUBE) 
fakir miskin; 
2. Rehabilitasi rumah tak 
layak huni bagi keluarga 
miskin; 
3. Bimbingan teknis 
keterampilan praktis 
usaha produktif (UEP) 
bagi fakir miskin.  
3.Pelaksanaan KIE 
Konseling dan 




1. Bimbingan social dan 
pemberdayaan waria; 
2. Bimbingan social dan 
keterampilan kerja bagi 
WTS/PSK. 
4.Dst… hingga kegiatan 
ke-43 dan sub-kegiatan 
ke-67  
Dst…  
Sumber: Renja Dinas Sosial Tahun 2010 dan RKA/DPA Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 
2010 (diolah). 
 
Model konsistensi perencanaan dan penganggaran yang berbasis pada keterkaitan 
rumusan kebijakan, program dan kegiatan, baik dalam perencanaan lima tahunan maupun 
dengan perencanaan satu tahunan nampaknya menunjukkan tingkat konsistensi yang cukup 
tinggi, terutama dengan memperhatikan keterkaitan rumusan kalimat pada masing-masing 
kebijakan, program dan kegiatan terkait. Hanya saja, menilai konsistensi keterkaitan antar 
rumusan perencanaan yang terkesan  kurang mendalam, karena hanya sebatas memperhatikan 
keterkaitan kalimat dalam rumusan rencana setiap dokumen perencanaan, termasuk pada bidang 
sosial.  
Upaya memahami keterkaitan secara mendalam harus dapat dilakukan lebih jauh lagi, 
misalnya dengan melihat keterkaitan substansi sasaran yang ingin dicapai dari setiap kebijakan, 
program dan kegiatan, baik dalam dokumen perencanaan lima tahunan maupun dengan dokumen 
perencanaan satu tahunan seperti terlihat dalam Tabel 8.31. 
Model konsistensi perencanaan dan penganggaran yang berbasis keterkaitan substansi 
sasaran rumusan perencanaan, sebagaimana yang diterapkan Dinas Sosial Kota Makassar dapat 
disimplifikasi ke dalam  Tabel 8.32 berikut ini. 
Tabel 8.32 menunjukkan bahwa kebijakan, program dan kegiatan yang akan 
diimplementasikan selama Tahun 2010 secara substansial menunjukkan arah untuk pencapaian 
sasaran strategis yang menjadi fungsi dan tugas pokok Dinas Sosial Kota Makassar. Secara 
keseluruhan empat sasaran strategis yang ingin dicapai selama Tahun 2010 menunjukkan upaya 
nyata untuk mencapai pembangunan manusia yang tinggi.  
Tabel 8.32 
Konsistensi Sasaran Strategis dengan Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kota 
Makassar Tahun 2010 
Sasaran Strategis SKPD 
Action-Plan Pemerintah Daerah  
(Dinas Sosial) Keterangan 
Kebijakan Program Kegiatan 
Seluruh penyandang 
masalah kesejahteraan 
sosial (PMKS) tertangani 
























dan kegiatan, baik 














serta PMKS dalam usaha 
ekonomi produktif (UEP) 
dan kelompok usaha 
bersama (KUBE) berbasis 







bagi keluarga miskin, 
keluarga pahlawan dan 
perintis kemerdekaan 
secara menyeluruh 
Sumber: Renstra Dinas Sosial 2009-2014 dan Renja Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2010 
(diolah). 
Khususnya  di bidang sosial dijabarkan ke dalam program peningkatan kesejahteraan 
sosial dengan tujuh program pokok dan lima program pendukung yang bersifat operasional. 
Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, disetujui untuk diimplementasikan 43 kegiatan 
yang dijabarkan dari tujuh program pokok dan 67 kegiatan/sub-kegiatan pendukung yang 
dijabarkan dari lima program pendukung. 
Implementasi kegiatan-kegiatan tersebut menuju pada pencapaian empat indikator 
sasaran Dinas Sosial selama Tahun 2010, yakni:  (1) Seluruh penyandang masalah kesejahteraan 
sosial (PMKS) tertangani secara baik; (2) Pengembangan layanan Usaha Kesejahteraan Sosial 
(UKS) melalui pola kemitraan stakeholder; (3) Pengembangan peran-serta PMKS dalam usaha 
ekonomi produktif (UEP) dan kelompok usaha bersama (KUBE) berbasis potensi sumber daya 
ekonomi lokal; (4) Pelayanan dan jaminan/bantuan sosial bagi keluarga miskin, keluarga 
pahlawan dan perintis kemerdekaan secara menyeluruh. 
Tabel 8.33 
Konsistensi Kegiatan Dalam Renja Dinas Kesehatan Tahun 2010 dengan RKA dan DPA Dinas 














Sebanyak 177 kegiatan dalam 
Renja-SKPD 2010 dan hanya 
terdapat 123 kegiatan yang 
siap diimplementasikan untuk 
2010 sebagaimana yang 
tertuang dalam DPA Dinas 
Kesehatan 2010. Terdapat 
2. Peningkatan pemerataan 





obat dan perbekalan 
kesehatan terutama 
untuk penduduk miskin 
Tidak ada 
sejumlah kegiatan yang 
sebelumnya tidak tercantum 
dalam Renja-SKPD, sehingga 
dapat disimpulkan konsistensi 
perencanaan dan 
penganggaran sangat rendah 
di Dinas Kesehatan. 
4. Peningkatan mutu 
pelayanan farmasi 
komunitas dan rumah 
sakit 
Tidak ada 
5. Peningkatan mutu 
pengguna obat dan 
perbekalan kesehatan 
Tidak ada 
6. …  
7. … dst s/d kegiatan 177 Dst…..hingga kegiatan 
123 
Sumber: Buku Renja Dinas Kesehatan Tahun 2010 dan RKA/DPA Dinas Kesehatan Kota 
Makassar Tahun 2010 (diolah). 
 
Berdasarkan Tabel 8.33, nampak bahwa konsistensi Renja-SKPD dengan DPA-SKPD 
Dinas Kesehatan tergolong sangat rendah, yang ditunjukkan sejumlah kegiatan dalam Renja-
SKPD yang tidak tertuang dalam DPA-SKPD, demikian juga sebaliknya sejumlah kegiatan yang 
tertuang dalam DPA-SKPD sebelumnya tidak tercantum dalam Renja-SKPD Dinas Kesehatan 
2010. 
Model konsistensi perencanaan dan penganggaran yang berbasis pada keterkaitan 
rumusan kebijakan, program dan kegiatan, baik dalam perencanaan lima tahunan maupun 
dengan perencanaan satu tahunan nampaknya menunjukkan tingkat konsistensi yang cukup 
tinggi, terutama dengan memperhatikan keterkaitan rumusan kalimat pada masing-masing 
kebijakan, program dan kegiatan terkait. Hanya saja, menilai konsistensi keterkaitan antar 
rumusan perencanaan yang terkesan  kurang mendalam, karena hanya sebatas memperhatikan 
keterkaitan kalimat dalam rumusan rencana setiap dokumen perencanaan. Upaya memahami 
keterkaitan secara mendalam harus dapat dilakukan lebih jauh lagi, misalnya dengan melihat 
keterkaitan substansi sasaran yang ingin dicapai dari setiap kebijakan, program dan kegiatan, 
baik dalam dokumen perencanaan lima tahunan maupun dengan dokumen perencanaan satu 
tahunan. 
Tabel  8.34 
Konsistensi Sasaran Strategis dengan Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kota 
Makassar Tahun 2010 
Sasaran Strategis 
SKPD 
Action-Plan Pemerintah Daerah 2010 
(Dinas Kesehatan) Keterangan 
Kebijakan Program Kegiatan 
Seluruh bayi 
memperoleh layanan 











































Tahun 2010  
Seluruh ibu melahirkan 
memperoleh pelayanan 
kesehatan dan 












dan lingkungan secara 
menyeluruh 
Sumber: Renstra Dinas Kesehatan 2009-2014 dan Renja Dinas Kesehatan Kota Makassar 
Tahun 2010 (diolah). 
 
Model konsistensi perencanaan dan penganggaran yang berbasis keterkaitan substansi 
sasaran rumusan perencanaan, sebagaimana yang diterapkan Dinas Kesehatan Kota Makassar 
dapat disimplifikasi ke dalam  Tabel 8.34. Tabel 8.34 menunjukkan bahwa kebijakan, program 
dan kegiatan yang akan diimplementasikan selama Tahun 2010 secara substansial menunjukkan 
arah untuk pencapaian sasaran strategis yang menjadi fungsi dan tugas pokok Dinas Kesehatan 
Kota Makassar. Secara keseluruhan empat sasaran strategis yang ingin dicapai selama Tahun 
2010 menunjukkan upaya nyata untuk mencapai pembangunan manusia yang tinggi. 
Khususnya  di bidang kesehatan dijabarkan ke dalam program peningkatan derajat 
kesehatan masyarakat dengan 16 program pokok dan lima program pendukung yang bersifat 
operasional. Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, disetujui untuk diimplementasikan 
115 kegiatan yang dijabarkan dari 16 program pokok dan 62 kegiatan pendukung yang 
dijabarkan dari lima program pendukung. Implementasi kegiatan-kegiatan tersebut menuju pada 
pencapaian empat indikator sasaran Dinas Kesehatan selama Tahun 2010, yakni:  (1) Seluruh 
bayi memperoleh layanan kesehatan yang layak dan memadai; (2) Seluruh ibu melahirkan 
memperoleh pelayanan kesehatan dan ditangani oleh tenaga kesehatan; (3) Pencegahan dan 
penanganan secara menyeluruh kasus/prevalensi gizi kurang/buruk; (4) Peningkatan kualitas, 
kuantitas, akses layanan, pemberdayaan dan kesadaran kesehatan masyarakat dan lingkungan 
secara menyeluruh. 
Konsistensi kegiatan dalam DPA dan Renja Bappeda dapat dilihat dalam Tabel 8.35. 
Jumlah kegiatan dalam rencana kerja tahun 2010 sebanyak 86 kegiatan yang tersebar pada 9 
program utama dan 29 kegiatan yang terdistribusi pada 5 program pendukung. Jumlah kegiatan 
seluruhnya dalam renja 2010 sebanyak 115 kegiatan. Setelah menyimak kegiatan-kegiatan yang 
dibelanjai dalam DPA, ditemukan sebanyak 89 kegiatan.  Kesulitan yang ditemukan dalam 
menganalisis keterkaitan renja dan  DPA Bappeda Kota Makassar adalah ketidaksesuaian 
program beserta rincian kegiatan yang terdapat dalam renja dan DPA. Kemudian dalam renja 
terdapat  rumusan kegiatan yang berskala besar dan setiap rumusan kegiatan tersebut dirinci 
lebih detail menjadi sub-sub kegiatan. Kesulitan lainnya adalah ketidaksesuaian antara program 
dan kegiatan dalam renja dan program dan kegiatan dalam DPA. Misalnya, dalam Renja terdapat 
program kerjasama pembangunan dengan rincian kegiatan adalah koordinasi kerjasama 
pembangunan antar daerah Gowa dan Maros. Namun dalam dokumen DPA nomenklatur 
kegiatan tersebut mencantol pada program pengembangan perencanaan pembangunan. Dalam 
dokumen DPA, program kerjasama pembangunan berisi rincian kegiatan fasilitasi 
pengembangan klinik bisnis, fasilitasi APEKSI dan ADEKSI, dan fasilitasi pelaksanaan KTI 
Expo.  Dengan memperhatikan kegiatan-kegiatan yang dibelanjai untuk tahun 2010 ditemukan 
13 kegiatan yang tidak konsisten dengan rencana kerja tahun 2010. Daftar kegiatan yang tidak 
konsisten dapat dilihat dalam Tabel  8.35. 
Tabel 8.35 
Daftar Kegiatan DPA yang Tidak konsisten dengan Renja 2010 
Bappeda Kota Makassar 
  
DAFTAR KEGIATAN DPA YANG TIDAK KONSISTEN DENGAN RENJA BAPPEDA 2010 
KOTA MAKASSAR 
1 Sayembara Kota Makassar menuju Kota Dunia 
2 Perencanaan masterplan pariwisata  kota Makassar 
3 updating sistem manajemen sarana dan prasarana perkotaan kota makassar 
4 penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional 
5 pengadaan mebeuler 
6 survey tingkat capaian kinerja program dan kegiatan 
7 penyusunan standar tunjangan kerja lingkup pemerintah kota Makassar 
8 penyusunan fakta integritas kota makassar 2010 
9 pemberian stimulan perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah 
10 koordinasi perencanaan penanganan perparkiran 
11 penghargaan masyarakat dalam pembangunan 
12 koordinasi pasar sehat 
13 koordinasi kesehatan gratis 
Sumber: DPA dan Renja Bappeda, 2010 Data sekunder diolah. 
Persoalan yang dihadapi ketika ingin melihat tingkat konsistensi antara perencanan dan 
penganggaran adalah ketidaktersediaan dokumen perencanaan tahunan bagi SKPD (rencana 
kerja tahunan).  Hal ini sangat beralasan karena ketika sudah sampai kepada pembahasan 
anggaran, pada umumnya para SKPD tidak lagi memperhatikan dokumen perencanaan 
sebelumnya. Akan tetapi kecenderungan yang terjadi adalah para SKPD langsung mengacu 
kepada nomenklatur yang terdapat dalam Permendagri No.13 tahun 2006. Implikasinya adalah 
perencana tidak lagi mempersoalkan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya. 
Fakta ini didukung oleh beberapa SKPD yang tidak mendokumentasikan Renja bahkan RKA. 
Ketika ingin ditelusuri bahwa apakah perencanaan konsisten dengan penganggaran? Suatu hal 
yang sulit untuk dijawab kecuali bagi daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang 
lengkap.   
Berdasarkan hasil analisis konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran  pada 10 
SKPD sampel yang tersebar pada tiga kabupaten sampel (Bantaeng, Sinjai an Makassar) pada 
umumnya mempunyai tingkat konsistensi yang tinggi khususnya pada konsistensi penjabaran 
dalam substansi RPJMD dan RKPD.  Konsisten penjabaran  kebijakan dan program ke dalam 
Renstra SKPD bervariasi pada tiga kabupaten sampel.  Ada satu hal yang perlu dicatat dalam 
kaitan ini adalah  terdapat kecenderungan SKPD tidak menjabarkan secara terstruktur mulai dari 
visi, misi, tujuan dan sasaran serta kebijakan, program hingga pada kegiatan. Misalnya, untuk 
mencapai  misi, tujuan dan sasaran, berapa banyak kebijakan yang dirumuskan untuk 
mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Selanjutnya berapa banyak program yang  
mendukung pelaksanaan kegiatan dan berapa banyak kegiatan yang mencakupi program. Diakui 
bahwa di setiap Renstra SKPD teridentifikasi sejumlah kebijakan dan program, namun tidak 
teridentifikasi secara detail, program-program apa saja yang mendukung kebijakan seperti 
kenyataan dilapangan untuk kasus SKPD Bappeda dan Pertanian di Kabupaten Sinjai. Catatan 
lainnya adalah  setiap kebijakan dalam Renstra hanya diikuti oleh satu program (BKD dan Dinas 
Pendapatan Kabupaten Sinjai), namun didalam dokumen DPA ditemukan beberapa program. 
Kondisi ini menandakan bahwa  kedua Dinas  tersebut nampaknya tidak memperhatikan 
dokumen renstra ketika menyusun RKA atau DPA.  
Pertanyaan yang menarik lagi adalah apakah tingkat konsistensi yang tinggi dalam 
penjabaran  dokumen RPJMD dan RKPD juga serta merta mempunyai tingkat konsistensi 
penjabaran yang tinggi pula terhadap dokumen lainnya seperti Renstra, Renja dan RKA/DPA? 
Dengan menelusuri hasil analisis dokumen RPJMD dan Renstra pada tiga kabupaten (Bantaeng, 
Sinjai dan Makassar) dapat dikatakan sangat konsisten. Konsisten yang dimaksud dalam kaitan 
ini adalah rumusan kebijakan oleh masing-masing SKPD mempunyai makna yang sama terhadap 
kebijakan dalam  RPJMD. Hanya saja perlu dicatat adalah tidak semua kebijakan dalam RPJMD 
dikontribusi oleh seluruh kebijakan dalam Renstra masing-masing SKPD. Ada SKPD 
menetapkan lima kebijakan yang kesemuanya berkontribusi pada satu kebijakan dalam RPJMD. 
Fakta ini ditemukan pada Dinas Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Bantaeng.  
 Seiring dengan dimulainya periode kepemimpinan daerah di Kota Makassar 2009-2014, 
peningkatan kapasitas dan penguatan kebijakan perencanaan pembangunan daerah terus 
diupayakan untuk mencapai tingkatan yang maksimal dalam mendorong pencapaian sasaran 
pembangunan dan pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat perkotaan. Sasaran yang 
hendak dicapai ditetapkan masing-masing dalam rencana lima tahunan dan rencana satu tahunan, 




Berdasarkan hasil analisis keterkaitan substansi antara RPJMD dan RENSTRA SKPD 
baik yang berfokus pada kebijakan maupun pada program dapat dikatakan bahwa tingkat 
konsistensi antara keduanya cukup tinggi. Harus diakui bahwa mungkin saja terdapat beberapa 
program yang dikembangkan oleh SKPD yang tidak sesuai dengan program pembangunan 
indikatif yang terdapat dalam dokumen RPJMD, namun jumlahnya relatif kecil. Tingginya 
tingkat kesesuaian program dan kebijakan dalam RPJMD dan Renstra didukung persepsi 
responden bahwa sekitar 80 persen responden mengatakan RPJMD dan Renstra  konsisten dan 
hanya 20 persen responden mengatakan tidak konsisten (Gambar 8.4). Alasan utama yang 
dikemukakan adalah bahwa RPJMD adalah pedoman dalam penyusunan Renstra. Dan jika 
dicermati dari sisi proses penyusunan RPJMD seperti diuraikan dalam SE 050 tahun 2005 dan 
PP 08/2008, dan apabila diikuti oleh SKPD maka bagi SKPD sangat tidak berasalan untuk 
menyusun perencanaan secara tidak konsisten. 
Gambar 8.4 
Konsistensi Renstra dan RPJMD berdasarkan persepsi responden 
 
Sumber: Data primer diolah, 2010 
 Penjabaran kebijakan kedalam program dan kegiatan dalam Renstra untuk masing-
masing SKPD  sebagian diantaranya menjabarkan kebijakan secara konsisten dan sebagian 
lainnya tidak. Apakah penjabaran program dan kegiatan secara konsisten kedalam dokumen 
renstra juga terjabarkan secara konsisten kedalam renja masing-masing SKPD sampel? Dengan 
memperhatikan dokumen perencanaan Renstra dan Renja di Kabupaten Bantaeng, ternyata  
ditemukan banyak kegiatan yang terdapat dalam Renstra tidak konsisten dengan kegiatan dalam 
Renja. Misalnya, dalam Renja Bappeda terdapat 43 kegiatan, ada 13 kegiatan yang tidak 
konsisten dalam Renstra (jumlah kegiatan dalam Renstra 126). Atau sekitar 30 kegiatan yang 
konsisten. Demikian halnya dengan SKPD lainnya, misalnya Dinas Pendidikan sebanyak 50 
kegiatan yang konsisten atau 10 kegiatan yang tidak konsisten dari 148 kegiatan dalam Renstra. 
Dengan membandingkan antara jumlah kegiatan yang konsisten dan jumlah kegiatan yang tidak 
konsisten dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang konsisten mempunyai proporsi yang lebih 
besar daripada yang tidak konsisten, sehingga secara umum dikatakan bahwa keterkaitan antara 
Renstra dan Renja untuk di Kabupaten Bantaeng terkategori cukup konsisten. Kenyataan ini 
memperoleh dukungan yang sejalan dengan persepsi  dari responden (Gambar 8.5). Jumlah  
responden yang mengatakan  mendukung pernyataan konsisten sebanyak 87 persen, selebihnya 












Konsistensi  Renstra dan RPJMD 
Ya Tidak
Gambar 8.5 
Konsistensi Renstra dan Renja Berdasarkan Persepsi Responden 
 
Sumber: Data primer diolah, 2010 
Bagaimana tingkat konsistensi antara Renja dan RKPD? Hasil analisis data sekunder 
menunjukkan bahwa konsistensi  kegiatan prioritas dalam Renja dan RKPD khususnya Bappeda 
dan Dinas Kesehatan  Kabupaten Bantaeng adalah 100 persen. Demikian halnya dengan 
Bappeda Kota Makassar. Berdasarkan hasil tabulasi jawaban dari responden, nampaknya 
mendukung pernyataan ini yaitu sebesar 27 responden dan 16 responden mengatakan tidak 
konsisten (Gambar 8.5).  
Yang paling penting untuk dianalisis lebih dalam adalah konsistensi kegiatan  dalam 
renja dan kegiatan dalam RKA. Ada beberapa alasan: (i) kedua dokumen ini  dibahas setiap 
tahun; (ii)  Dokumen RKA SKPD adalah dokumen mini APBD yang berarti pada dokumen ini  
pembicaraan anggaran sudah semakin matang. Namun perlu ditelusuri apakah kegiatan yang 
direncanakan pada tahun rencana adalah semua mendapat alokasi anggaran pada tahun tersebut. 
Apakah ada indikasi bahwa ada kegiatan yang direncanakan tetapi tidak memperoleh alokasi 
anggaran? Atau sebaliknya, apakah ada kegiatan yang memperoleh anggaran namun tidak pernah 

















Konsistensi Renstra dan Renja 
Ya Tidak
Gambar 8.6 
Konsistensi RENJA dan RKPD Berdasarkan Persepsi Responden 
 
Sumber: Data primer diolah, 2010. 
  
Berdasarkan hasil tabulasi kedua dokumen tersebut khususnya bagi SKPD yang 
mempunyai renja, ternyata  tidak semua kegiatan yang direncanakan memperoleh alokasi 
anggaran dalam DPA. Hal ini didukung oleh pernyataan responden sebanyak 20 persen. Berarti 
sekitar 80 persen responden yang mendukung bahwa terdapat konsistensi antara renja dan DPA 
(Gambar 8.7). Nampknya  pernyataan responden tidak sejalan dengan kenyataan dilapangan  
 
Gambar 8.7 
Konsistensi Renja dan DPA Berdasarkan Persepsi Responden 
 
Sumber: data primer diolah, 2010 
khususnya untuk Dinas Kesehatan  Bantaeng, dimana jumlah rencana kerja sebanyak  34 persen 
sementara dalam DPA 66 persen. Ini berarti terdapat banyak kegiatan  yang memperoleh alokasi 
anggaran tidak terdapat dalam renjanya.  
Hasil analisis dokumen perencanaan pada perinsipnya sejalan dengan hasil persepsi 
responden bahwa sebagian dokumen perencanaan berjalan secara konsisten dan sebagian lainnya 
tidak konsisten. Kenyataan ini juga didukung oleh  responden, sebagian diantaranya menyatakan 








Konsistensi antara Renja dan RKPD 
80% 
20% 
Konsistensi Renja dan RKA/DPA 
Ya Tidak
tidak konsisten tentu ada dasar pertimbangannya.  Inkonsistensi antara perencanaan dan 
penganggaran yang tercermin dari rencana tahunan dan rencana kerja dan anggaran atau DPA 
pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: 1) Kualitas perencana lemah; 2.) 
Program dan kegiatan tidak sesuai dengan Permendagri 13/2006; 3) SDM perencana sering 
mengalami mutasi; 4) Tidak ada komitmen dalam organisasi untuk mempertahankan konsistensi 
program dan kegiatan; 5) Intervensi pihak legislatif sangat tinggi; 6) Keterbatasan anggaran; 7) 
Unsur kepentingan kebijakan. Berdasarkan hasil tabulasi kuisioner diperoleh informasi bahwa 
persepsi responden sangat bervariasi (Gambar 8.8). 
Gambar 8.8 
Faktor-Faktor Penyebab inkonsistensi antara Perencanaan dan Penganggaran 
 
 Sumber: Data primer diolah, 2010. 
   
  Berdasarkan hasil kuisioner ditemukan bahwa  faktor penyebab utama inkonsistensi 
antara perencanaan dan penganggaran adalah tidak adanya komitmen dalam organisasi. Hal ini 
mengindikasikan bahwa komitmen organisasi dianggap komponen yang sangat mendukung 
keberhasilan atau pencapaian kinerja sebuah organisasi. Hal ini sejalan dengan persepsi 
responden ketika dipertanyakan faktor penyebab terjadinya konsistensi antara  perencanaan dan 
penganggaran  (Gambar  8.9). Ketika sebuah organisasi tidak mempunyai komitmen yang tinggi 
dalam menjaga konsistensi perencanaan maka pasti akan berimplikasi kedalam pelaksanaan  
perencanaan. Urutan kedua adalah lemahnya kualitas perencana. Hal ini diperkuat oleh temuan  
tentang  beberapa penjabaran kebijakan yang tidak konsisten dengan program. Demikian halnya  
penjabaran program dalam bentuk rincian anggaran yang seringkali tidak jelas.  Permasalahan 
tentang kualitas perencana mendapat respon yang sama dengan permasalahan intervensi 
legislative. Selama ini, memang persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah ketika 
membahas anggaran adalah adanya intervensi legislatif yang cenderung  memangkas anggaran 
demi kepentingan mereka. Fakta  ini tidak hanya terjadi pada kabupaten/kota Sulawesi Selatan, 
tetapi terjadi diseluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.  
  Faktor penyebab lainnya yang cukup menarik juga adalah seringnya mutasi para 
perencana.  Mutasi ditingkat pemerintah daerah adalah bukan hal yang baru. Pemerintah daerah 
melakukan mutasi tentu didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu.  Yang pasti bahwa 




























yang dianggap sudah mapan dalam arti sudah mengikuti berbagai  pendidikan dan pelatihan, 
namun terkadang belum mempraktekkan ilmunya, mereka dipindahkan ke dinas lain yang tidak 
relevan dengan bidang ilmunya. Implikasinya adalah bidang yang menangani perencanaan 
program tidak lagi disusun oleh aparat perencana tetapi disusun oleh aparat yang mungkin saja 
tidak menguasai penjabaran secara konsisten antara perencanaan dan penganggaran. Mutasi ini 
menjadi semakin menarik ditingkat pemerintah daerah setelah setelah pemilihan langsung kepala 
daerah (pemilukada). Bahkan fenomena yang berkembang setelah pemilukada adalah  mutasi 
secara besar-besaran terutama bagi aparat pemerintah yang tidak mendukung bupati terpilih. 
Fakta lain yang menarik dikemukakan oleh informan bahwa banyak/sedikit jumlah kegiatan 
yang tidak  memperoleh alokasi anggaran disebabkan oleh keterbatasan anggaran (berdasarkan 
hasil wawancara informan). Namun jika dianalisis lebih tajam, sebenarnya bukan pada persoalan 
anggaran akan tetapi terletak pada kemampuan aparat perencana dalam menyusun kegiatan yang 
betul-betul prioritas pada tahun bersangkutan. Ada kecenderungan bahwa kegiatan yang 
direncanakan tidak berpedoman pada sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra dan tidak 
berbasis pada kebutuhan mendesak. Kedua, kecenderungan bahwa pada saat penyusunan renja  
tahun berjalan tidak berdasarkan pada hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya. 
 Gambar 8.9 memperlihatkan beberapa faktor penyebab  terjadi konsistensi antara 
perencanaan dan penganggaran yang dikemukakan oleh responden berdasarkan suara terbanyak 
yaitu: (1) komitmen aparat dalam pencapaian tujuan dan sasaran; (2) program dan kegiatan 
sesuai dengan permendagri 13 tahun 2006; (3) kemampuan aparat memberikan argumentasi 
tentang rencana program dan kegiatan terutama ketika berhadapan dengan tim legislative; (4) 
kualitas perencana program cuku bagus; dan (5) program dan kegiatan mendukung visi dan misi. 
Gambar 8.9 
Faktor Penyebab  Terjadi Konsistensi antara Perencanaan dan Penganggaran 
Berdasar pada Persepsi Responden 
 
Sumber: Data Primer diolah, 2010 
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  Sejak memasuki era desentralisasi dan otonomi daerah yang mana saat ini telah 
memasuki tahun ke-10, upaya-upaya pemerintah  dan pemerintah daerah untuk menjaga 
konsistensi antara perencanaan dan penganggaran secara makro telah banyak dilakukan. 
Berbagai peraturan-peraturan  baik dalam bentuk UU maupun dalam bentuk peraturan 
pemerintah semuanya bertujuan untuk  mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah dengan 
lebih efektif dan efisien. 
 Pemerintah daerah telah merespon  peraturan-peraturan tersebut seperti penyusunan 
dokumen-dokumen perencanaan dengan mengikuti proses dan mekanisme sesuai dengan aturan. 
Hasilnya adalah lahirlah dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran seperti RPJPD, 
RPJMD, RENSTRA SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS, RKA/DPA dan APBD.  
Dokumen perencanaan pada level kabupaten/kota seperti RPJMD, RKPD semua pemerintah 
daerah telah memilikinya termasuk pemerintah daerah sampel dalam penelitian ini. Akan tetapi 
yang menjadi catatan penting dan harus diperhatikan khususnya dalam keberlanjutan 
pembangunan ke depan adalah dokumen perencanaan pada level SKPD sebagai perangkat 
daerah yang mempunyai peran penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan 
pemerintah daerah.  Sebagai gambaran bahwa beberapa sampel SKPD dalam kabupaten/kota 
sampel tidak semua memiliki dokumen perencanaan seperti yang diatur dalam UU SPPN dan 
PP 08 tahun 2008. Artinya ada beberapa SKPD memiliki Renstra tetapi tidak memiliki renja 
dan RKA seperti Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan di Kabupaten Sinjai, Dispenda 
Kabupaten Sinjai, BKD Kabupaten Sinjai, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten 
Bantaeng. Sementara Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Bappeda Kabupaten Bantaeng 
telah memiliki dokumen perencanaan secara lengkap. Itu sebabnya dalam pembahasan 
konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran dalam penelitian ini sepenuhnya dianalisis 
secara tuntas untuk Kabupaten Bantaeng. Namun perlu dicatat bahwa semua SKPD sampel 
telah memiliki RENSTRA.  Salah satu penyebab mengapa rencana kerja tahunan tidak dibuat 
atau diabaikan karena SKPD langsung mengacu pada Permendagri No.13 Tahun 2006. 
Kenyataan ini telah membuktikan bahwa pemerintah daerah lebih dominan memperhatikan 
penyusunan anggaran daripada penyusunan perencanaan. Padahal tahapan-tahapan yang harus 
dilalui dalam penyusunan APBD adalah harus menyusun perencanaan secara konsisten. Bahwa 
kegiatan yang dianggarkan adalah mengacu pada rencana kegiatan yang disusun sebelumnya.  
 Sebenarnya Musrenbang mulai dari tingkat dusun, kecamatan, kabupaten hingga nasional 
adalah merupakan upaya untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. 
Hanya saja dalam implementasinya cenderung bersifat formalitas saja dan berlangsung dalam 
waktu yang sangat singkat, paling lama  2 hari (jika perlu satu hari saja). Apa efek negatif dari 
formalitas dan waktu yang sangat singkat adalah konsistensi program dan kegiatan tidak hanya 
dalam lingkup SKPD tetapi antar lintas SKPD kurang mendapat respon (banyak substansi yang 
sesungguhnya harus dibahas akhirnya terabaikan). Musrenbang yang hanya bersifat formalitas 
salah satu pemicu terjadinya inkonsistensi.   
 Untuk mewujudkan keberhasilan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan 
datang maka perlu ada komitmen yang tegas dan jika perlu paksaan kepada pemerintah daerah 
terutama kepada SKPD sebagai perangkat daerah dan pelaksana teknis pemerintah daerah untuk 
menyusun perencanaan dan penganggaran secara konsisten tidak hanya melalui musrengbang 
yang sifatnya formal dan waktu yang sangat singkat. Harus pula diakui bahwa jika peraturan 
pemerintah pusat yang diharapkan untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran, 
sepertinya tidak cukup. Olehnya itu kreativitas dari pemerintah daerah harus ditingkatkan 
semaksimal mungkin. Bentuk-bentuk kreativitas pemerintah daerah sebagai upaya untuk tetap 
menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran  belum banyak dilakukan oleh pemerintah 
daerah.  
 Catatan menarik  bagi pemerintah  Kota Makassar terkait dengan upaya menjaga 
konsistensi antara perencanaan dan penganggaran adalah kebijakan yang terkait dengan 
penyusunan Fakta Integritas oleh semua SKPD yang ada di Kota Makassar. Fakta integritas 
yang dimaksud adalah sebuah komitmen yang harus disepakati dalam lingkup level manajerial 
(Eselon  II, III dan IV) dan pemerintah kota. Dalam lingkup SKPD,  eselon III harus 
mempertanggungjawabkan program pembangunan kepada  eselon II (kepala SKPD), eselon IV 
harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan terhadap eselon III (kepala bidang, sub 
dinas dan kepala bagian). Kemudian kepala SKPD (Eselon II) harus mempertanggungjawabkan 
pelaksanaan kebijakan (sasaran strategis) kepada walikota. Dampak positif yang dicapai dari 
fakta integritas tersebut adalah: (i) pada tingkat SKPD akan terlihat konsistensi penjabaran 
mulai dari kebijakan turun ke program dan dari program terinci menjadi kegiatan-kegiatan. 
Tidak ada program yang tidak jelas payung kebijakannya dan tidak ada kegiatan yang tidak 
jelas programnya. Karena yang dipertanggungjawabkan oleh program adalah outcome dan yang 
dipertanggungjawabkan kegiatan adalah keluaran; (ii) SKPD dengan jelas memperlihatkan 
konsitensinya dengan visi, misi, kebijakan dan program yang tertuang dalam RPJMD. 
Kebijakan-kebijakan SKPD terlihat secara jelas akan berkontribusi kepada kebijakan-kebijakan 
dalam RPJMD. Upaya yang dilakukan oleh Kota Makassar sangat mendukung implementasi 
UU No.06 tahun 2008 tentang evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.  
 Ada beberapa upaya lainnya yang umum dilakukan oleh pemerintah daerah ketika 
kegiatan yang direncanakan tidak terakomodir dalam penganggaran seperti diungkapkan oleh 
responden (Gambar 8.10). Bentuk-bentuk kreativitas tersebut dianggap sebagai upaya untuk 
mengkosistensikan kegiatan yang direncanakan memiliki alokasi anggaran dalam DPA.  
 
Gambar 8.10 
Bentuk-Bentuk Kreativitas Pemerintah Daerah Untuk menjaga Konsistensi  
antara Perencanaan dan penganggaran ( Kasus antara Renja dan DPA) 
 
Sumber: Data Primer diolah, 2010 
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   Bentuk-bentuk kreativitas yang paling banyak terungkap dari responden adalah pelatihan 
bagi tim penyusun perencanaan program. Hal ini mengindikasikan bahwa inkonsistensi antara 
perencanaan dan penganggaran lebih disebabkan oleh keterbatasan kemampuan tim penyusun 
perencanaan program dalam hal ini aparat perencana. Implikasinya adalah pemerintah daerah 
berupaya untuk meningkatkan skill bagi aparat perencana dalam menyusun perencanaan melalui 
pelatihan-pelatihan. Hal ini juga telah diperkuat oleh rumusan kebijakan-kebijakan oleh SKPD 
yang dituangkan dalam RENSTRA seperti Renstra Bappeda Sinjai, Renstra Bappeda Bantaeng 
dan Renstra Bappeda Kota Makassar. Peningkatan aparat pemerintah daerah juga ditemukan oleh 
beberapa SKPD lainnya sebagai kebijakan yang dianggap sangat penting.  
 Berdasarkan beberapa dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah dianalisis 
sebelumnya, memang diakui bahwa ada beberapa temuan yang tidak konsisten baik dalam 
perencanaan yang berdimensi lima tahun (RPJMD dan RENSTRA-SKPD) maupun perencanaan 
dan penganggaran yang berdimensi tahunan (RKPD, RENJA).   
 
8.4. Pengembangan Model Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja 
 
Berdasarkan  hasil analisis  konsistensi perencanaan dan penganggaran, dapat 
dirumuskan beberapa catatan yang terkait dengan pengembangan model konsistensi perencanaan 
dan penganggaran. Kesimpulan umum dikatakan bahwa pemerintah daerah telah membuat 
dokumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana diamanatkan oleh UU SPPN. Kehadiran 
dari SPPN dan berbagai peraturan lainnya tentu saja dimaksudkan  agar pemerintah daerah dapat 
menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang berbasis pada perencanaan agar 
nantinya dalam pengalokasian anggaran mewujudkan pengalokasian secara  ekonomis, efisien, 
dan efektif.  Jika ini diwujudkan maka penyelenggaraan otonomi daerah berjalan dengan baik. 
Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran telah tersedia namun konsistensi penjabaran 
substansi ke dalam dokumen perencanaan dan antar dokumen perencanaan belum berjalan 
sebagaimana mestinya. Dari tiga kabupaten sampel, konsistensi penjabaran substansi/isi pokok 
setiap dokumen bervariasi. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu ada keseragaman format yang 
sederhana dan mudah dipahami oleh pemerintah daerah.  
Peraturan terkini yang mengatur tentang dokumen perencanaan adalah Permendagri 54 
tahun 2010 tentang pelaksanaan PP 08 tahun 2008. Permendagri No 54 tahun 2010 telah 
menjabarkan lebih jauh tentang alur proses penyusunan setiap dokumen perencanaan secara 
lengkap dan detail, namun menurut hemat penulis, justru semakin memberatkan aparat 
pemerintah daerah. Bagi pemerintah daerah yang diperlukan adalah sebuah model yang 
sederhana dan mudah dilaksanakan tetapi tidak menyalahi aturan dan konsistensi tetapi terjaga. 
Melalui  studi ini, dikembangkan model konsistensi perencanaan dan penganggaran yang 
berbasis kinerja melalui beberapa tabel dan matriks yaitu: 
1. Penjabaran substansi setiap dokumen dalam bentuk tabel  dan matriks yang dimulai dari 
dokumen RPJMD dan Renstra dengan alasan: (i) RPJMD dan Renstra-SKPD setiap lima 
tahun mengalami perubahan mengikuti hasil pemilukada; (ii) RPJMD dan Renstra adalah 
titik awal dan paling penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang setiap 
tahun dibahas karena sudah terkait dengan penganggaran. Jika salah/tidak tepat dalam 
menetapkan tujuan dan sasaran serta kebijakan akan berimplikasi terhadap penyusunan 
dokumen penganggarannya. Jika dalam penetapan tujuan dan sasaran dianggap tepat dan 
benar serta logis maka turunan pada dokumen perencanaan tahunan termasuk  dokumen 
penganggaran tidak menjadi sulit. Dengan demikian dokumen perencanaan tahunan hanya 
mengikuti perencanaan sebelumnya. Sedangkan untuk RPJPD adalah dokumen jangka 
panjang yakni berdimensi 20 tahun. Untuk RPJMD, substansi penjabaran sangat penting 
yang dimulai dari perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi/kebijakan, dan hingga 
sampai pada perumusan program prioritas. Demikian halnya dengan Renstra-SKPD, 
penjabaran secara konsisten mulai visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi/kebijakan, program 
prioritas dan kegiatan.  Mengacu pada Permendagri 54 tahun 2010, program pembangunan 
daerah seperti dalam RPJMD dan Renstra dibedakan dengan jelas dengan program prioritas. 
Namun dalam  konteks ini, peneliti hanya cenderung memilih  program prioritas saja dengan 
alasan bahwa dengan memasukkan kedua-duanya  dikhawatirkan pemerintah daerah sulit 
untuk membedakannya. Apalagi dalam Permendagri 54 tahun 2010 tidak diberi contoh 
konkrit sehingga sangat memungkinkan intepretasi yang cukup beragam.  
 
Adapun matriks konsistensi penjabaran substansi dokumen RPJMD dan RENSTRA-SKPD  
(Tabel 8.36 dan Tabel 8.37 secara berturut-turut). Tabel 8.36  menguraikan secara konsisten 
mulai dari visi, misi hingga pada program. Setiap rumusan misi terdapat beberapa tujuan dan 
setiap tujuan terdapat beberapa sasaran dan setiap sasaran terdapat satu atau lebih kebijakan 
dan setiap kebijakan terdapat beberapa program. Dengan demikian, misi  pertama dapat 
dicapai melalui dua rumusan tujuan, misi kedua dapat dicapai melalui tiga tujuan. 
Selanjutnya, tujuan pertama misi pertama dapat dicapai melalui dua sasaran, tujuan kedua 
misi pertama dicapai melalui tiga sasaran, dan seterusnya. Kemudian setiap sasaran terdapat 
satu atau lebih strategi atau kebijakan. Dengan demikian, sasaran pertama untuk tujuan 
pertama misi pertama dapat dicapai melalui satu kebijakan. Dan satu kebijakan didukung 
oleh lebih dari satu program.  Tabel 8.36 memperlihatkan bahwa kebijakan 1 untuk mencapai 
sasaran 1, tujuan 1, dan misi 1 didukung oleh empat program prioritas.   
Tabel 8.36 
Konsistensi Penjabaran Substansi dalam dokumen RPJMD 
Visi Misi Tujuan Sasaran/Target Kebijakan Program 




1.1.2 sasaran 2 1.1.1.2 1.1.1.2.1 
1.1.1.2.2 
1.1.1.2.3 
1.2 1.2.1 sasaran 1   
1.2.2 
1.2.3 


















                       





Melalui Tabel 8.36 dapat diturunkan indikator kinerja masing-masing kebijakan dan 
program. Perlu dicatat disini bahwa Tabel 8.36 dapat dirinci lagi per tahun anggaran 
khususnya untuk setiap  pencapaian sasaran/target. Misalnya untuk tujuan pertama dicapai 
melalui dua sasaran/target. Kemudian kedua sasaran inilah dijabarkan per tahun, berapa 
untuk tahun t,  tahun t+1, t+2, t+3, dan t+4. Sekaligus Tabel ini dapat digunakan untuk 
evaluasi pelaksanaan rencana. 
 
Tabel 8.37 memperlihatkan konsistensi penjabaran substansi dalam dokumen Renstra-SKPD 
yang mempunyai  format yang sama dengan RPJMD. Perbedaannya hanya pada kolom 
kegiatan. Dalam dokumen Renstra akan dijabarkan lebih detail hingga pada kegiatan yang 
selanjutnya akan menjadi pedoman bagi penyusunan renja SKPD.   
 
Pengembangan model dalam bentuk tabel seperti ini didasarkan atas temuan dari hasil 
evaluasi beberapa dokumen perencanaan. Berdasarkan hasil evaluasi khusus untuk dokumen 
Renstra SKPD ditemukan beberapa SKPD tidak menjabarkan secara konsisten mulai dari 
visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan, program hingga kegiatan, sehingga tidak ditemukan 
secara jelas, berapa banyak program untuk setiap kebijakan dan berapa banyak sasaran yang 
akan dicapai untuk setiap kebijakan. Kesemuanya ini tentu saja berimplikasi terhadap 
sulitnya menemukan indikator capaian kinerja untuk setiap kebijakan dan program. 
Tabel 8.37 
Konsistensi Penjabaran Substansi dalam dokumen RENSTRA-SKPD 
Visi Misi Tujuan Sasaran/ 
Target 
Kebijakan Program Kegiatan 













1.1.2 sasaran 2 1.1.1.2 1.1.1.2.1  
1.1.1.2.2  
1.1.1.2.3  
1.2 1.2.1 sasaran 1    
1.2.2  
1.2.3  




2.2 2.2.1  
2.2.2  
2.3 2.3.1  
2.3.2  
2.3.3  









                       





                   
                     





2. Dari sekian banyak peraturan dan perundang-undangan yang ditetapkan  untuk mengatur 
konsistensi perencanaan dan penganggaran, namun tidak satupun menjelaskan titik berangkat 
(point departure)  yang mana dijadikan sebagai benang merah untuk mengkaitkan atau 
mengkonsistensikan antar dokumen perencanaan dan penganggaran. Titik berangkat yang 
dimaksud dapat dipilih dari substansi/isi pokok dari setiap dokumen perencanaan. Dengan 
memperhatikan substansi dari masing-masing dokumen perencanaan khususnya berdimensi 
lima tahun, titik berangkat yang dijadikan sebagai benang merah untuk menghubungkan 
antar RPJMD dan Renstra SKPD adalah tujuan dan sasaran/target. Dengan demikian, ketika 
SKPD akan menyusun Renstra, maka yang pertama harus dilihat dari RPJMD adalah tujuan 
dan sasaran/target. Dengan mencermati tujuan dan sasaran maka dengan otomatis sudah 
mencermati kebijakan dan program yang mengikutinya. Diantara sekian banyak sasaran yang 
terdapat dalam RPJMD, sasaran mana yang harus dikontribusi oleh SKPD sesuai dengan 
tugas dan fungsi pokoknya. Ketika setiap SKPD mengambil tujuan sasaran sebagai benang 
merah maka penjabaran selanjutnya ke dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan dapat 
dilakukan. Jika itu dilakukan, maka setiap SKPD dengan jelas memberikan kontribusi yang 
terukur terhadap pencapaian sasaran dalam RPJMD. Selanjutnya penjabaran dari sasaran 
hingga ke program dan kegiatan dapat dilakukan seperti dalam Tabel 8.37. Sasaran yang 
terdapat dalam Renstra harus pula dirinci per tahun. Penjabaran secara konsisten antar 
dokumen perencanaan RPJMD dan Renstra-SKPD dapat dilihat dalam bentuk  maktrik 8.1 
berikut ini. 
Matriks 8.1 
Model Konsistensi Substansi Dokumen RPJMD dan RENSTRA SKPD  
Berbasis Pada Tujuan dan Sasaran 
              Tujuan dan                      
           sasaran dalam                   
                   Renstra-     SKPD 
 
Tujuan dan  













Tujuan 1 Xxx  xxx  
       Sasaran 1.1 Xxx    
       Sasaran 1.2 Xxx  xxx  
Tujuan 2 Xxx Xxx xxx  
       Sasaran 2.1 Xxx    
       Sasaran 2.2  Xxx xxx  
Dst     
 
Studi ini menemukan tingkat konsistensi substansi antar dokumen perencanaan RPJMD dan 
Renstra SKPD, namun acuan analisisnya adalah berbasis pada kebijakan dan program. Hal 
ini dilakukan dengan alasan bahwa tidak semua dokumen RPJMD dan RENSTRA SKPD 
yang diteliti menetapkan secara eksplisit tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam interval 
waktu lima tahun.  Akan tetapi nampaknya penggunaan basis kebijakan dan program  
mengandung unsur kelemahan yaitu kebijakan dan program tidak memberikan informasi 
secara jelas tentang tujuan dan sasaran yang mana ingin dicapai dalam kurung waktu lima 
tahun. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan model konsistensi perencanaan yang 
berbasis pada tujuan dan sasaran. 
 
Matriks 8.1 menjelaskan bahwa masing-masing SKPD  dapat menetapkan tujuan dan sasaran 
sesuai dengan visi dan misinya yang akan berkontribusi pada tujuan dan sasaran yang 
terdapat dalam RPJMD. Sebagai gambaran bahwa mungkin SKPD 1 menetapkan tujuan dan 
sasarannya yang akan berkontribusi pada pencapaian tujuan 2 dan sasaran  2.1 atau mungkin 
berkontribusi pada tujuan 1 dan sasaran 1.1. dan 1.2.  SKPD 2 mungkin berkontribusi pada 
pencapaian sasaran 2.2 dan seterusnya. Dengan demikian masing-masing SKPD mempunyai 
arahan yang jelas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 
 
3. Konsistensi perencanaan dan penganggaran tahunan dikembangkan  menjadi dua model 
yaitu: (i) matriks konsistensi antara dokumen RKPD dan APBD penjabaran dan (ii) tabel 
konsistensi antara Renja-SKPD dan RKA/DPA. Substansi yang dapat dicermati adalah 
program dan kegiatan prioritas dalam Renja dan kegiatan prioritas yang mendapat alokasi 
anggaran dalam RKA/DPA. Program dan kegiatan prioritas yang termuat dalam renja adalah 
merupakan penjabaran secara konsisten dari visi, misi, tujuan dan sasaran serta kebijakan 
yang terdapat dalam dokumen Renstra-SKPD.  
Matriks 8.2 
Model Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran: RKPD dan APBD Penjabaran 
          Kegiatan prioritas    
              dalam  
                     penjabaran               
                            APBD 
                                per  
                             SKPD 
 
Kegiatan prioritas  
dalam RKPD  
(per SKPD) 
SKPD 1 SKPD 2  Dst 
SKPD 1    
1 Xxx   
2 Xxx   
3 Xxx   
SKPD 2    
1  Xxx  
2  Xxx  
3  Xxx  
Dst    
 
Matriks 8.2 menjelaskan bahwa nomenklatur  kegiatan dalam RKPD oleh SKPD 1 mempunyai 
nomenklatur yang sama dengan kegiatan yang memperoleh alokasi anggaran dalam APBD 
(kolom 2 baris 1). Hal yang sama dengan baris dan kolom lainnya. Perlu dicatat bahwa kegiatan 
yang muncul dalam RKPD tahunan adalah turunan dari konsistensi kebijakan dan program yang 
tertuang dalam dokumen RPJMD.  
Tabel 8.38 menjelaskan bahwa setiap kegiatan yang direncanakan oleh SKPD  sebagaimana 
tertuang dalam rencana kerja harus konsisten atau mempunyai nomenklatur yang sama dengan 
rencana kegiatan yang memperoleh alokasi anggaran yang tertuang dalam RKA atau DPA. 
 
Tabel 8.38 
Model Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran: Renja dan RKA/DPA 
Kegiatan prioritas 









1. Xxx 1 Xxx 
2 Xxx 2 Xxx 
3 Xxx 3 Xxx 
4 Xxx 4 Xxx 
Dst Dst Dst Dst 
Total Total 
       
               
 
Misalnya, Kolom 1 baris 1, nama kegiatan dalam Renja-SKPD pada tahun rencana disertai 
dengan jumlah anggarannya. Kolom 3 baris 1 adalah nama kegiatan yang sama dengan kolom 1, 
  I n d i k a t o r   o u t p u t   
m a s i n g - m a s i n g   
k e g i a t a n   
                    Konsisten 
meskipun anggarannya tidak  persis sama dengan anggaran dalam Renja. Kesimpulannya adalah 
nama kegiatan dalam renja harus sama dengan nama kegiatan dalam RKA/DPA, sehingga jelas 
dimaknakan bahwa kegiatan yang direncanakan adalah sama dengan kegiatan yang memperoleh 
alokasi anggaran. Inkonsistensi terjadi apabila ditemukan nomenklatur kegiatan yang terdapat 
dalam Renja namun tidak ditemukan dalam RKA/DPA atau sebaliknya  nomenklatur kegiatan 
dalam RKA/DPA tetapi tidak terdapat dalam Renja-SKPD. 
Dengan mengacu pada PP 06/2008, ada dua kategori utama tentang evaluasi pembangunan yaitu 
evaluasi pembangunan secara makro dan evaluasi pembangunan secara mikro melalui evaluasi 
kinerja kebijakan, program dan kegiatan. Untuk itu, setiap pemerintah daerah perlu memikirkan 
tentang pentingnya fakta integritas dalam bentuk kontrak kinerja antar kepala daerah dan kontrak 
kinerja kedalam unit kerja (SKPD). Dalam kontrak kinerja yang dimaksud, setiap kepala SKPD 
sebagai pejabat eselon II harus mempertanggungjawabkan sasaran strategis yang terdapat dalam 
Renstranya kepada Gubernur/Walikota/Bupati. Kemudian, pada tingkat SKPD, semua pejabat 
eselon III dalam hal ini kepala bidang/sub dinas/bagian, harus mempertanggungjawabkan 
program yang ada dalam dokumen perencanaannya. Indikator kinerjanya adalah outcome dan 
eselon IV mempertanggungjawabkan kegiatan yang dikerjakan dengan indikator kinerjanya 
adalah output. Dengan demikian, Tabel 8.39 dapat dilanjutkan oleh SKPD dengan  berbasis  
pada kinerja sesuai dengan PP 06 tahun 2006, sehingga SKPD dapat menjamin konsistensi antara 
perencanaan dan penganggaran. Adapun kinerja yang harus dicapai oleh masing-masing SKPD 
adalah sebagai berikut: 
 Kinerja kebijakan: Kebijakan melekat pada manajemen puncak di daerah atau dalam sebuah 
organisasi. Ini berarti yang dievaluasi adalah kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) 
sebagai manajemen puncak di daerah, kepala satuan kerja perangkat daerah (kepala SKPD) 
sebagai manajemen puncak dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu, sebelum dievaluasi 
kebijakan, terlebih dahulu direncanakan sasaran apa yang akan dicapai dalam lima tahun atau 
satu tahun tertentu. Sasaran strategis bagi kepala SKPD terdapat dalam dokumen Renstra-
SKPD/Renja-SKPD dan sasaran strategis bagi kepala daerah terdapat dalam RPJMD/RKPD.  
Perlu diingat kembali bahwa sasaran strategis tercapai melalui sekumpulan program dan 
kegiatan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, pada saat menyusun indikator capaian 
kinerja untuk kebijakan harus dilakukan secara hati-hati. Penetapan  target kinerjanya dapat 
dilakukan secara kuantitatif dan atau kualitatif. Dengan demikian, pengukuran capaian 
kinerja kebijakan hanya difokuskan pada dua indikator kinerja yaitu indikator kinerja input 
dan indikator kinerja impact. Matriks Kinerja Kebijakan (Tabel 8.39). 
Tabel 8.39 










Visi, misi, Tujuan dan 




Sasaran Strategis 1:   





Sasaran Strategis 2   
 Keterangan: 
1. Kolom 1 diisi jumlah dana yang dikelolah oleh SKPD untuk mencapai sasaran strategis yang 
ditetapkan dalam Renstra. Sasaran strategis tersebut dijabarkan per tahun anggaran. Matriks 1 ini dapat 
digunakan per tahun anggaran dan juga untuk akumulasi selama lima tahun 
2. Kolom 2 adalah dampak yang diperoleh dari sejumlah kebijakan yang tercermin dari capaian sasaran 
per tahun dan capaian sasaran dari akumulasi selama lima tahun. 
3. Capaian kinerja impak dari kebijakan/sasaran strategis adalah berasal dari capaian kinerja dari seluruh 
program yang terkait dengan kebijakan bersangkutan 
 
Kebijakan/sasaran strategis adalah merupakan turunan dari visi, misi, tujuan dan sasaran 
dalam RPJMD sebagai wujud konsistensi antara RPJMD dan SKPD. Capaian kinerja SKPD 
yang tercermin pada kebijakan/sasaran strategis dapat dilakukan per tahun anggaran yang 
kemudian diakumulasi selama lima tahun sehingga dalam periode Renstra SKPD dapat 
diketahui capaian kinerja masing-masing SKPD.  
 
 Kinerja Program: Program adalah terdiri dari satu atau lebih kegiatan untuk mencapai 
program yang telah ditetapkan. Program idealnya  melekat pada eselon III. Oleh karena 
itu, eselon III harus mempertanggungjawabkan  kinerja program. Pengukuran capaian 
kinerja program adalah menetapkan dan mengukur indikator kinerja input, indikator 
kinerja outcomes. Penetapan target kinerjanya harus dinyatakan dengan angka numerik. 
Matriks Kinerja Program (Tabel 8.40) 
Tabel 8.40 
Indikator Kinerja Input dan Outcome untuk Program (Eselon III) pada SKPD 
Kebijakan 




Program 1   
Program 2   
Program 3   
Program 4   
 Keterangan: 
Kolom Program diisi nama-nama program yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran 
Kolom indikator kinerja input diisi jumlah anggaran per program 
Kolom indikator kinerja outcomes diisi capaian hasil dari masing-masing program yang terukur 
 Capaian kinerja outcomes adalah capaian dari seluruh kegiatan yang melekat pada masing-masing program  
  Capaian kinerja outcomes dari masing-masing program adalah wujud capaian kinerja impak dari kebijakan 
 
 Kinerja Kegiatan: Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang 
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan 
diukur secara kuantitatif  kinerja input, kinerja output,  dan kinerja outcome. Matriks Kinerja 
Kegiatan (Tabel 8.41). 
Tabel 8.41 











Program 1:    
Kegiatan 1.1    
Kegiatan 1.2    
Kegiatan 1.3 
Dst 
   
Program 2:    




   
Keterangan: 
Kolom Kegiatan diisi nama-nama kegiatan yang melekat pada setiap program 
Kolom indikator kinerja input diisi jumlah anggaran yang dibutuhkan per program dan per kegiatan 
Kolom indikator kinerja output diisi output yang dihasilkan dari setiap kegiatan 
Kolom indikator outcome diisi hasil yang dicapai dari seluruh kegiatan per program (outcome dari program) 
 
Tabel 8.42 adalah pengembangan model konsistensi perencanaan dan penganggaran yang 
berbasis pada indikator kinerja. Model ini merupakan rakapitulasi dari Tabel 39,40, dan 41. 
Kelebihan dari model ini adalah: (i)  SKPD menyusun perencanaan secara konsisten hingga 
sampai pada penganggaran yang disertai dengan penetapan indikator kinerja secara tepat; (ii)  
SKPD dapat mempertanggungjawabkan capaian kinerja per tahun dari penggunaan anggaran 
selama periode Renstra-SKPD;  (iii) Kontribusi SKPD terhadap pencapaian Visi, misi, tujuan 
dan sasaran yang terdapat dalam RPJM dapat diketahui dengan jelas; dan  (iv) 
membantu/memudahkan SKPD dan pemeriksa eksternal dalam melakukan monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan rencana dan anggaran. 
 
Tabel 8.42 
Rekapitulasi 39,40, 41 
Model Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran berbasis  
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